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BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan
Daerah Tahun 2025 perlu melakukan Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan menetapkannya
dengan Peraturan Bupati;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5364);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



10.

11.

12.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6909);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan
Merah Putih

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran
Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);



22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun
2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan
Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang
Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
807) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang
Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis
Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan
Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 965);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negera
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024
tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 204);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 542);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-
2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Nomor 85);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor
23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir
Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);



28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Nomor 72);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Restribusi
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Nomor 84);

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 4 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir
Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2025 Nomor 501);

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2024
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
(Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024
Nomor 515);



Memperhatikan :

Menetapkan

34. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 33 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 531),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 11
Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Pesisir Barat Noor 33 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 546);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Invenatrisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang
Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-
5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Invenatrisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.



10.

11.

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang
selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Perangkat
Daerah yang melaksanakan tugas dan
mengoordinasikan penyusunan perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya
masa jabatan kepala daerah.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk
periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1
Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir
Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir
Barat yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah  Daerah
Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya disingkat
Perubahan RKPD adalah penjabaran dari RPJMD yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah dan program strategis nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKA-
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana
belanja program kegiatan Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
Perubahan Anggaran Dasar Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RAPBD,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya
disingkat Perubahan KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya
untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
yang selanjutnya disingkat Perubahan PPAS adalah
rancangan prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
Perubahan RKA-Perangkat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang di setujuin oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam
rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah
yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
Perangkat Daerah.

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber
daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program.



(1)

(2)

(3)

BAB I1
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaanya pada tahun
berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan
keadaan, meliputi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
daerah, dan keuangan daerah, rencana program,
kegiatan, dan sub kegiatan;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun
berjalan;

yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub
kegiatan baru dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Perumusan perubahan RKPD Tahun 2025 perlu
memperhatikan visi, misi, dan program Kepala Daerah
terpilih dan mernperhatikan hasil kesepakatan bersama
antara kepala daerah dan ketua DPRD tentang
penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada
KUAdan PPAS;

Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau
sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
dan memperhatikan. visi, misi, dan program Kepala
Daerah terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam perubahan perubahan RKPD Tahun 2025,
ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau
penambahan dengan dalam Renstra Perangkat Daerah
sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat
Daerah.

Pasal 3

Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub
kegiatan baru sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 2 ayat
(1), dapat dilaksanakan dengan kriteria:

a.

kebutuhan daerah dalam rangka pelayananan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalarn
tahun anggaran berjalan;

belanja daerah yang bersifat meugikat;

tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian
yang besar bagi pernerintah maupun masyarakat;



d. dalam rangka mempercepat capaian sasaran RKPD dan
[atau Renstra Perangkat Daerah;

e. adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas
nasional yang mendukung percepatan pernbangunan
daerah; dan

f.  dilakukan jika kegiatan danjatau sub kegiatan yang
dilaksanakan sebelurnnya belum memberikan keluaran
yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.

Pasal 4

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan dan dasar
penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan
anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran
sementara dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan
anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun
2025.

Pasal 5

(1) Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan dengan
sistematika sebagai berikut:

BAB I :  PENDAHULUAN

BAB II :  EVALUASI HASIL TRIWULAN I
TAHUN 2025

BAB III :  KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V :  RENCANA KERJA DAN
PENDANAAN DAERAH

BAB VI :  PENUTUP

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6
Perubahan RKPD 2025 disusun berpedoman pada:

a. Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2025-2029; dan

b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai
dengan triwulan I Tahun 2025.



BAB III
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan
dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2025

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

DEDI IRAWAN

Diundangkan di Krui

pada tanggal

2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

ttd

TEDI ZADMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025 NOMOR



Lampiran
Peraturan Bupati Pesisir Barat

Nomor : Tahun 2025

Tentang : Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun
2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025



BABI

BAB I

BAB III

BAB 1V

BABV

BAB VI

DAFTAR SI

PENDAHULUAN .o ssssssasssssases
1.1 Latar Belakang .scsessessssssssssssssssssssssssssssssess sesssssnes
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ... s
1.3 Hubungan Antar DoOKUMEN . s
1.4 Maksud dan TUJUAN . sesssssssesss sressssesns
1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD ............
EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2025 ....coinmnmnmsmssssssssnanns
2.1 Evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I

Tahun 2025 e s
2.2 Permasalahan Pembangunan Perubahan RKPD

Tahun 2025 et s s
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH ...
3.1 Kerangka Ekonomi Daerah ...
3.2 Kerangka Keuangan Daerah ...
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ...
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ...
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ...
4.3 Pembangunan Kewilayahan Kabupaten Pesisir Barat ............
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH  ..vnnscsccssnannnns
5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ...
5.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan ..................
PENUTUP s asssns



Gambar 2.1

Gambar 2.2
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DAFTAR GAMBAR

Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat

Semester I Tahun 2025 et seesnsseas I1-3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung

TahUn 2024 ettt I1-4
PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
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BABI
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah
bersama-sama dengan pemangku kepentingan berdasarkan pada peran, fungsi dan
kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah harus mampu
mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang
dilaksanakan berdasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing
daerah dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah. Perencanaan
pembangunan daerah yang baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan salah
satu tolok ukur awal dalam penilaian keberhasilan pembangunan daerah. Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(UU No. 25 Tahun 2004) adalah landasan hukum utama bagi pemerintah pusat
maupun daerah di bidang perencanaan pembangunan. Undang-undang ini merupakan
satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana
pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah dengan turut melibatkan
peran aktif dari masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Permendagri No. 86 Tahun 2017) mengamanatkan bahwa perencanaan
daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,
partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Adapun perencanaan
pembangunan daerah adalah suatu adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan
masa depan, melalui urutan prioritas pilihan, yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada
dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan yang
memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan dalam sisa tahun anggaran
berjalan. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2025 berikut Pemutakhirannya dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025 berikut Perubahannya,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-
2029 serta RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 dalam hal untuk mensinergikan,
mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan
pembangunan di daerah.

Dokumen Perubahan RKPD memiliki peran yang sangat strategis bagi
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, terlebih dalam kondisi penyesuaian perubahan
kerangka ekonomi dan fiskal daerah dalam sisa pelaksanaan tahun perencanaan dan
penganggaran. Dokumen perencanaan ini merupakan penjabaran dari rencana
strategis ke dalam rencana operasional. Perubahan RKPD menjamin konsistensi antara
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capaian tujuan perencanaan strategis ke dalam rencana operasional yang dapat
diimplementasikan ke dalam program/kegiatan/sub kegiatan masing-masing
perangkat daerah dilingkup pemerintah daerah. Dokumen perencanaan tahunan ini
juga mengarahkan pada proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah. Perubahan RKPD juga menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan
Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPPAS), Rancangan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah
(Perubahan RKA-Perangkat Daerah), Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Perubahan RAPBD) dan Rancangan Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran
(DPPA) Perangkat Daerah.

Berikutnya Perubahan RKPD menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah
daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan pemerintahan
daerah (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur
Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; (vi)
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (vii) Unsur Kewilayahan (viii) Unsur
Pemerintahan Umum serta instrumen untuk mengukur capaian target kinerja program
pembangunan, target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target kinerja pelayanan
Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan ini juga dapat menjadi acuan bagi
penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LK]JP) serta diharapkan
dapat menyediakan informasi bagi pemenuhan penyusunan Laporan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) maupun penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP).

Perubahan RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan tentunya harus
bersifat dinamis dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika serta
perubahan kondisi di daerah, walaupun sebagai dokumen perencanaan tetap harus
memiliki kerangka-kerangka yang dapat diukur dan rasional. RKPD dapat diubah
dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun
berjalan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Permenadagri No. 86
Tahun 2017 seperti hal-hal di bawah ini:

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan
kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;

2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran (SilPA)
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 ini pada dasarnya
dilakukan berlandaskan pada:

1) Perubahan kerangka keuangan daerah menyebabkan terjadi perubahan
dan/atau penyesuaian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun
2025 ini.

2)  Perubahan struktur perekenomian daerah menyebabkan terjadinya perubahan
target-target pada Renja Perangkat Daerah dikarenakan menyesuaiakan dengan
kerangka ekonomi daerah yang mengalami koreksi;

3) Untuk memenuhi ketentuan peraturan, yaitu: (i) Peraturan Menteri Keuangan
nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus dan (ii) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk
Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, maka
diperlukan penaatan belanja untuk dapat memenuhi ketentuan pemenuhan
belanja yang berasal dari DAU untuk Dukungan Penggajian PPPK Daerah,
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Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan, Bidang Pendidikan, DAU Bidang Kesehatan dan DAU Bidang
Pekerjaan Umum;

Perubahan RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiran maju dengan
mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu/plafon indikatif yang bersumber
pada APBD maupun sumber-sumber lain pendapatan yang sah yang ditempuh dengan
tetap mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dan seluruh pemangku
kepentingan.

Berdasarkan pada uraian di atas dan dalam kerangka melaksanakan amanat
peraturan perundang-undangan demi terciptanya tertib dokumen perencanaan dan
dokumen penganggaran baik di tingkat Perangkat Daerah dan juga Pemerintah Daerah,
maka Kabupaten Pesisir Barat menyusun dokumen Perubahan RKPD Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2025 sebagai pedoman dalam penyempurnaan pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat pada sisa Tahun Anggaran 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam
penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 adalah sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir
Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);

4,  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

5.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Harmonisasi Kebijakan
Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 180);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019  Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan
Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32
Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun
2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 1006);

I-4



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator
Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang
Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negera
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 204);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317
Tahun 2023 tentang Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Nomor 542);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2024 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 85);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor
13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037
(Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 32);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 72);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak
Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 84);
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33. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021
Nomor 330), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat
Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir
Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita
Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 Nomor 501);

34. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2024 Nomor 515);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan pada Pasal 264 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dokumen RKPD bersama dengan
dokumen RPJPD dan RPJMD daerah adalah merupakan dokumen dasar dalam
perencanaan pembangunan daerah, selanjutnya memperhatikan ketentuan dalam
Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam
rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan dalam Pasal 25 ayat
(2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa RKPD menjadi
pedoman bagi penyusunan APBD. Maka untuk menjaga konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat menjadi landasan dalam
penyusunan KUPA dan PPPAS APBD TA 2025 dan pada akhirnya akan menjadi dasar
dalam menyusun Perubahan RAPBD TA 2025 ini.

Secara garis besar Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2025 berpedoman pada sejumlah dokumen perencanaan dari tingkat nasional
maupun tingkat daerah, yaitu sebagai berikut:

1.3.1. RPJMN Tahun 2025-2029

RPJM Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
berlampirkan 4 (empat) dokumen, yaitu: (i) Lampiran I yang memuat Narasi RPJMN
Tahun 2025-2029; (ii) Lampiran Il yang memuat Proyek Prioritas Strategis RPJMN
Tahun 2025-2029; (iii) Lampiran Il yang memuat Matrik Pembangunan RPJMN Tahun
2025-2029; (iv) Lampiran IV yang memuat Arah Pembangunan Wilayah RPJMN Tahun
2025-2029.

RPJM Nasional tersebut menjadi acuan awal dalam penyusunan Rancangan
Awal RKPD Kabupaten Pesisir Barat, khususnya dalam menjabarkan program-
program sektoral dan program kewilayahan/regional. Sesuai arahan RPJPN 2025-
2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah
yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2025-2029 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals
(SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta
indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 8 agenda asta cita.

1.3.2. Rancangan Awal RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029
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Rancangan Awal RPJMD Provinsi Lampung yang belum ditetapkan dalam
Peraturan Daerah Provinsi Lampung adalah merupakan penjabaran dari agenda-
agenda pembangunan yang ditawarkan oleh kepala daerah terpilih pada saat
kampanye yang secara garis besar menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-
dasar analisis, visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan
pembangunan di Provinsi Lampung sehingga dapat menjadi pedoman penyusunan
RKPD serta perencanaan penganggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Visi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 diarahkan untuk menuju
Lampung Maju Indonesia Emas 2045 dengan tujuan. Visi tersebut didukung dengan 3
Misi Pembangunan, yaitu:

1) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif

2)  Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Produktif

3) Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan dan Berkelanjutan
serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas

Secara umum Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung diarahkan untuk
menyusun perencanaan untuk: (i) mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif
dan inovatif; (ii) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan (iii) Mewujudkan
harmonisasi kehidupan masyarakat dan Berkelanjutan; serta (iv). Tata Kelola
Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.

1.3.3. RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045

RPJPD Kabupaten Pesisir Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan
Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya
Pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan
daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai dari Tahun
2025 hingga Tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD 2025-2045 terbagi dalam tahap-tahap
perencanaan pembangunan dalam periodesasi perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah 5 (lima) tahunan. Visi pembangunan jangka panjang daerah (20
tahun) Kabupaten Pesisir Barat yang dituangkan dalam RPJPD Kabupaten Pesisir Barat
tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut “Pesisir Barat Maju Mandiri dan
Berkelanjutan”. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh
melalui 8 (delapan) misi pembangunan daerah RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai
berikut:

1) Transformasi Sosial
2)  Transformasi Ekonomi
3) Transformasi Tata Kelola

4)  Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi
Makro Daerah

5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

7)  Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
8) Kesinambungan Pembangunan

Gambaran keberhasilan yang hendak dicapai tersebut ditempuh melalui 4
(empat) tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan sebagaimana berikut:

Tahap I (Periode Tahun 2025-2029)
Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan
Tahap II (Periode Tahun2030-2034)
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Percepatan Transformasi Pembangunan
Tahap III (Periode Tahun 2035-2039)
Eksistensi Daerah Skala Nasional

Tahap IV (Periode Tahun 2040-2045)

Perwujudan Visi Pembangunan

1.3.4. Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029 adalah dokumen
perencanaan komprehensif lima tahunan dan merupakan penjabaran dari periode
kedua RPJPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2045, yang selanjutnya digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD),
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Barat dan sebagai
acuan bagi seluruh stakeholders di Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan
kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2025-2029.

RPJMD disusun berdasarkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Pesisir Barat,
sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai
aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kabupaten Pesisir Barat dengan
setidaknya dapat menjawab empat pertanyaan dasar (1) kemana Kabupaten Pesisir
Barat akan diarahkan pengembangannya dan tujuan yang hendak dicapai dalam lima
tahun mendatang; (2) bagaimana cara mencapai tujuan yang hendak dicapai; (3)
langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai; (4)
mekanisme pengendalian dan evaluasi RPJMD 2025-2029.

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Pesisir Barat yang
Sejahtera, Maju, Madani dan Religius sebagai Destinasi Wisata Terdepan” dapat
diformulasikan dengan misi-misi sebagai berikut:

1) Mengembangkan Infrastruktur yang Berketahanan Pangan dan Tangguh
Bencana serta Berkelanjutan

2) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Sumber Daya Alam dan
Ekonomi Kerakyatan

3) Memperkuat Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

4)  Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Harmonis dan Berbudaya

5) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.3.5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017-2037

Dalam proses penyusunan RKPD wajib melakukan sinkronisasi dan
harmonisasi dengan indikasi program pada RTRW Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2017-2037. Sinkronisasi perlu dijaga dalam upaya mewujudkan pembangunan
berwawasan lingkungan yang sesuai dengan pola ruang. Sehingga tidak terjadi
pelanggaran dalam proses penggunaan lahan serta dalam wupaya menjaga
keseimbangan pertumbuhan wilayah sehingga mampu mengurangi kesenjangan antar
wilayah di daerah.

Penataan ruang Kabupaten Pesisir Barat bertujuan untuk mewujudkan
Kabupaten Pesisir Barat sebagai destinasi pariwisata berbasis industri pertanian dan
kelautan yang memperhatikan aspek kearifan lokal dan kelestarian lingkungan dengan
kebijakan penataan ruang, terdiri atas :

1) pengembangan pariwisata berbasis wisata alam dan budaya dengan
pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;

2) pengembangan sistem permukiman yang berhirarki dan terpadu antara sistem
perdesaan dan perkotaan dan pengembangan sistem prasarana wilayah;
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3) pengembangan kawasan minapolitan dengan pengelolaan sumber daya lokal
berbasis pengelolaan komoditas unggulan melalui proses industrialisasi modern
yang ramah lingkungan;

4) pengembangan kawasan pertanian dalam mewujudkan agroindustri yang
kompetitif dan terintegrasi antar sektor;

5) perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan
kawasan lindung sesuai fungsi masing-masing dengan memperhatikan kearifan
lokal; dan

6) peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan negara.

Proses sinkronisasi termasuk dalam mengintegrasikan sasaran dan arah
kebijakan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
yang memuat rencana:

1) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

3) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya
alam; dan

4)  Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
1.3.6. Rencana Pembangunan Sektoral

RKPD perlu memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan
daerah lainnya yang menjadi suplemen dan/atau readliness bagi perangkat daerah
dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan, Beberapa dokumen perencanaan
sektoral antara lain dokumen (i) Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals
(RAD SDG’s), (ii) Pengaturan dan penetapan mengenai Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dari Kementerian/Lembaga dan diterapkan pada Perangkat Daerah di
Kabupaten Pesisir Barat yang melaksanakan 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar,
(iii) Stategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pesisir Barat, (iv)
Rencana induk Kelitbangan Kabupaten Pesisir Barat dan (v) dokumen perencanaan
sektoral lainnya yang dapat memberikan panduan dalam proses perencanaan
pembangunan daerah.

1.3.7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Barat selama
kurun waktu 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Pesisir
Barat Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat daerah berisi program, kegiatan dan sub
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam lima tahun demi
menunjang visi, misi dan arah kebijakan dari Bupati Pesisir Barat tahun 2025-2029.

Renstra juga menjadi dokumen perencanaan yang memuat target-target
kinerja dari masing-masing perangkat daerah yang dirumuskan dalam penetapan
Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang disusun berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-
2029 dan menjawab target-target pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang
menjadi kewenangan.

1.3.8. Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 dan
Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2024

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja)
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Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan basis data bahan penyusunan Rancangan
Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 berdasarkan pada pencapain
program/kegiatan/sub kegiatan hingga pada triwulan I Tahun 2025 sebagaimana
dimaksud pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Februari 2025 tentang
900.1.1/640/S] tentang Penysuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Pasal 354 Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun
2017.

Berikutnya berdasarkan pada Pasal 353 ayat (1), Rancangan Perubahan Renja
Perangkat Daerah merupakan materi dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD
yang akan disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Prinsip-prinsip
di dalam penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai
berikut :

1) Mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-
2029 yang digunakan dalam penentuan Program, Indikator Kinerja Utama (IKU)
serta Indikator Kinerja Daerah (IKD) dari masing-masing urusan pemerintahan
daerah yang diampu oleh Perangkat Daerah;

2) Mengacu pada Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
yang digunakan dalam proses perumusan program dan kegiatan tahunan yang
berisi dengan tolok ukur, indikator kinerja sasaran dan juga pagu anggaran dalam
tahun berjalan;

3) Mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025, yang digunakan sebagai
acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu/plafon indikatif
dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, sesuai dengan rencana
program prioritas dan tema pembangunan pada rancangan awal Perubahan
RKPD Tahun 2025;

4) Mengacu pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan
program dan kegiatan periode triwulan I Tahun 2025 sebagaimana yang
terangkum pada Bab II Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun
2025, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk
tercapainya sasaran dari Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah tahun 2025; dan

5)  Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan,
sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam
rancangan Renja Perangkat Daerah, serta dapat menjawab berbagai isu-isu
penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada
sisa tahun berjalan (tahun perencanaan 2024).

1.4 Maksud dan Tujuan
1.4.1 Maksud

Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025
ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor
pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi
berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah untuk kurun waktu pelaksanaan
sisa tahun 2025.

1.4.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
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1) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Nota Pengantar Perubahan
Kebijakan Umum APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2025 dan Perubahan PPAS
APBD Kabupaten Pesisir Barat TA 2025 yang akan disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat untuk dibahas,
disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum
APBD dan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS antara DPRD Kabupaten Pesisir
Barat dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat yang selanjutnya program dan
kegiatan tersebut akan dijabarkan dalam Perubahan RKA-Perangkat Daerah,
Perubahan RAPBD Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2025 dan DPPA TA
2025;

2) Menjadi pedoman/acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Perubahan
Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;

3) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional Perangkat Daerah
dalam sisa waktu pelaksanaan tahun 2025;

4)  Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan Urusan pemerintahan daerabh,
yaitu (i) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (ii) Urusan Wajib
yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; (iii) Urusan Pilihan; (iv) Unsur
Pendukung Urusan Pemerintahan; (v) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan;
(vi) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (vii) Unsur Kewilayahan (viii)
Unsur Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan daerah (yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya) dalam
melalui capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan
tahun 2025;

5) Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKP]) Kepala Daerah kepada DPRD Tahun 2025, Laporan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025;

6) Menyediakan informasi bagi penyusunan dokumen-dokumen, kajian dan/atau
laporan terkait perencanaan pembangunan dan penganggaran Kabupaten Pesisir
Barat berdasarkan pada relevansinya.

1.5 Sistematika Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan
sistematika yang diatur dalam Permendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
dokumen Perubahan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses
penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana
dalam periode dokumen RPJMD, serta tindaklanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

BABII

2.1.

2.2,

Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam
penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau
Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan
penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen
perencanaan dan penganggaran.

Pada subbab ini tidak perlu semua peraturanperundang-undangan
dicantumkan, melainkan cukup pada peraturanperundang-undangan yang
memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan Perubahan
RKPD.

Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain
yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain,
seperti: RPJMD Prov/Kab/Kota, RKP/program strategis nasional, dan RKPD
Provinsi untuk penyusunan RKPD Kab/kota.

Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen
Perubahan RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen Perubahan
RKPD bagi daerah.

Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Perubahan RKPD terkait
dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi hasil triwulan II Tahun 2025 memberikan gambaran mengenai
capaian yang telah diraih oleh Perangkat Daerah dalam pelaksanaan
program, kegiatan, sub kegiatan selama tahun 2025 berdasarkan pada Renja
Perangkat Daerah Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2025 dengan tetap memperhatikan APBD Tahun 2025.

Evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan [ Tahun 2025

Mencakup gambaran kinerja dari indikator kinerja pembangunan secara
keseluruhan yang telah ditetapkan pada RKPD Tahun 2025. Indikator yang
telah diolah dalam tahap perumusan dapatditampilkan dalam bentuk tabel
atau gambar yang disertai dengan penjelasan dan analisis, khususnya
indikator yang paling dapat menjelaskan kondisi dari kinerja pemerintah
daerah.

Berikutnya, juga mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan
kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan
rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan
RKPD tahun 2025 yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan
Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan realisasi Renstra Perangkat Daerah
oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Permasalahan Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2025

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum
permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan pelaksanaan dari
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
sampai dengan Triwulan [ Tahun 2025.
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BAB III

3.1.

3.2.

BAB IV

4.1.

4.2.

BABYV

5.1

5.2

Pada sub bab ini juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat
dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat dalam proses
peningkatan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada sisa tahun
2025.

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan
tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi
daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang
diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi
pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Kerangka Ekonomi Daerah

Mengemukakan kondisi ekonomi daerah dengan merujuk pada pencapaian
kinerja daerah sampai dengan Triwulan I tahun perubahan RKPD, termasuk
membandingkan dengan kondisi ekonomi nasional, regional. Berikutnya
memberikan gambaran mengenai potensi dan juga tantangan ekonomi pada
tahun perubahan RKPD.

Kerangka Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah
Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan
belanja daerah pada Perubahan RKPD.

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan
sasaran pembangunan daerah pada perubahan RKPD tahun (n)
berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD
sampai dengan triwulan II tahun (n) dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD dan/atau Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan
5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD pada periode
pelaksanaan Perubahan RKPD tahun (n).

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun perubahan (n) pada dasarnya
adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan
dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana
perubahan (n).

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program, kegiatan dan
sub kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan
triwulan I kedudukan tahun rencana perubahan (RKPD) dalam upaya
pencapaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Memuat program prioritas daerah dalam upaya mendukung pencapaian
sasaran Prioritas Pembangunan sebagaimana ditetapkan pada RPJMD
Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pendanaan

[-13



BAB VI

Memuat rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat pada Perubahan Tahun 2025 untuk
mencapai prioritas dan sasaran daerah tahun 2025.

PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan Perubahan RKPD diperlukan
sinergisitas dan sinkronisasi yang profesional dan proposional di jajaran
pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, DPRD, pihak swasta dan seluruh
lapisan masyarakat.
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BAB I
EVALUASI HASIL TRIWULAN I
TAHUN 2025

Evaluasi kinerja pembangunan pada triwulan [ Tahun 2025, dilakukan untuk
menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah ditentukan dalam kurun waktu
Triwulan [ tahun 2025 sebagai salah satu syarat dalam penyusunan Perubahan RKPD
serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Banyak hal yang perlu dinilai untuk mengetahui
seberapa besar pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dilaksanakan
oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir
Barat dapat memberikan hasil dan capaian yang terbaik dalam pembangunan di
Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada target-target yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan, baik dalam dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Barat serta
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 maupun Rancangan RPJMD dan Rentra
Tahun 2025-2029 dan Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Barat Tahun 2025.

Pengukuran atau evaluasi secara triwulan atas target-target yang ditetapkan
dilakukan untuk melihat tren capaian pada pelaksanaan program, kegiatan, sub
kegiatan hingga akhir pelaksanaan ditahun anggaran dimaksud. Dengan dasar tersebut,
beberapa komponen indikator menjadi alat ukur dalam melakukan evaluasi yang
dimaksud. Evaluasi kinerja pembangunan ini dilakukan terhadap indikator sektoral,
realisasi keuangan daerah dan indikator kinerja pembangunan selama Triwulan I
sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2025.

Pada akhirnya, proses pengendalian dan evaluasi dapat memberikan
gambaran mengenai permasalahan terhadap dinamika yang dihadapi sehingga mampu
memberikan rekomendasi yang efektif dan efisien dengan pendekatan struktural dan
sistematis agar target-target yang telah ditetapkan mampu terealisasi. Rekomendasi
juga dapat memberikan gambaran terkait dengan perubahan terhadap pencapaian
target-target kinerja daerah dan perangkat daerah.

2.1. Evaluasi RKPD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

2.1.1. EvaluasiKinerja Indikator Pembangunan Daerah sampai dengan
Triwulan I Tahun 2025

Penetapan sasaran indikator makro pembangunan daerah pada RKPD Tahun
2025 bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai target yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan pencapaian target-target pembangunan
yang terangkum dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Berikut target sasaran makro yang
terangkum dalam RKPD Tahun 2025, sebagai berikut:
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Tabel 2.1 Sasaran Makro RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan

Triwulan I Tahun 2024
s capaian sampai
asaran
No Indikator Satuan d.engan
RKPD 2025 Triwulan I
Tahun 2025
1 | Pertumbuhan Ekonomi Persen 3,80-4,30 2,61*
. Juta
2 | PDRB Perkapita ADHB . 33.57-34.15 35,62*
Rupiah

3 | Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 2,4 3,04*

4 | Tingkat Kemiskinan Persen 13,04 12,64*

5 | Indeks Pembangunan Manusia Angka 71,25 71.04*

6 | Indeks Gini Angka 0,30-0,29 0,315*

7 | Nilai Tukar Pertani Angka 110,04 124,98*

Sumber: RKPD Tahun 2025 (diolah)
*data tahun 2024

Berdasarkan pada tabel diatas, bahwa data capaian sampai dengan triwulan I
tahun 2025 belum tersedia atau belum dirilis oleh instansi yang berwenang
mengeluarkan data capaian, dalam hal ini BPS Provinsi Lampung dan/atau BPS
Kabupaten Pesisir Barat, sehingga data-data capaian yang disajikan sebagian besar
masih menggunakan data capaian pada tahun 2024 yang lalu. Namun demikian,
berdasarkan pada data capaian tersebut dapat memberikan gambaran terhadap
gambaran perkembangan dari capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2025
mendatang berdasarkan pada tren series.

Lebih lanjut, analisis yang akan dipergunakan mempergunakan data capaian
dari Pemerintah Provinsi Lampung. Sebagaimana disampaikan di awal bahwa data-data
untuk Kabupaten Pesisir Barat tidak tersedia. Asumsinya analisis dengan menggunakan
data capaian Provinsi Lampung sedikit banyak memberikan gambaran tentang kondisi
di daerah.

Gambaran mengenai capaian kinerja makro pembangunan daerah Kabupaten
Pesisir Barat sebagaimana yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2025 dapat diuraikan
sebagai berikut:

a) Pertumbuhan Ekonomi

Data capaian triwulan I tahun 2025 belum dipublikasi oleh BPS Provinsi
Lampung sehingga masih menggunakan data capaian tahun 2024. Capaian
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 sebesar 2,61% atau
menurun 0,81% dari tahun sebelumnya yang tercatat di angka 3,42%. Pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Pesisir Barat masih berada di bawah Provinsi Lampung yang
mencatatkan nilai 4.57% dan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat di angka
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5,03%. Perkembangan perekonomian Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020
terkontraksi di angka -1,18%, kemudian di tahun 2021 mengalami pertumbuhan
setelah keluar dari pandemi covid-19 yang tercata tumbuh 2,07%, tahun 2022 kembali
tumbuh menjadi 2,88%. Tahun 2023 tumbuh 3,42% namun di tahun 2024
pertumbuhan ekonomi terjadi penurunan sebesar 0,81% dibanding tahun 2023,
dimana pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tercatat di angka 2,61%. Perbandingan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat secara regional dan nasional di
gambarkan dalam grafik di bawah ini.

Gambar 2.1 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pesisir Barat
hingga Semester I Tahun 2025
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Lampung -1,67 2,79 4,28 4,55 4,57
e= = Pesisir Barat -1,18 2,07 2,88 3,42 2,61

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

Merujuk pada publikasi Bank Indonesia Wilayah Lampung, Ekonomi Provinsi
Lampung triwulan [-2025 terhadap triwulan 1V-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi
pertumbuhan sebesar 1,11 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha yang mengalami
kontraksi pertumbuhan terdalam adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,65
persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P)
mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,78 persen. Ekonomi Provinsi
Lampung triwulan [-2025 terhadap triwulan [-2024 (y-on-y) mengalami pertumbuhan
sebesar 5,47 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Lainnya mengalami
pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor
Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,96 persen.

Perekonomian Kabupaten Pesisir Barat dari sisi pengeluaran baik berdasarkan
harga berlaku maupun harga konstan masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga
dengan kontribusi yang cukup tinggi sekitar 70%. Hal ini berdasarkan data time series
tahun 2022-2024 konsumsi rumah tangga berdasarkan harga berlaku cenderung
meningkat dari 69,54% - 73,66%. Dari sisi lapangan usaha pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Pesisir Barat masih ditopang oleh sektor primer, yaitu pertanian, kehutanan
dan perikanan, di kisaran 40% - 45%. Meskipun kontribusi sektor ini cenderung
mengalami penurunan namun terdapat sektor lain mengalami peningkatan kontribusi,
yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobi dan sepeda motor yang
secara konstan tumbuh secara time series dari tahun 2020-2024 dengan tumbuh sekitar
di kisaran 50,25%. Selain sektor tersebut terdapat beberapa sektor lapangan usaha
yang mengalami pertumbuhan namun belum signifikan dari tahun 2020-2024, seperti
transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, Administrasi
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Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan, Sosial Wajib, real estate, jasa pendidikan, jasa
Kesehatan dan kegiatan sosial dan sektor lainnya.

Lebih lanjut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat secara regional di
Provinsi Lampung tahun 2024 menempati posisi terakhir (ke-15) dari 15
kabupaten/kota, yaitu 2,61% sedangkan Kota Bandar Lampung mencapai
pertumbuhan tertinggi di Provinsi Lampung, yaitu 4,97%. Gambaran perbanding
pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung digambarkan dalam
grafik di bawah ini.

Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
Tahun 2024
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Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2025

b) PDRB Perkapita ADHB

Data capaian triwulan [ tahun 2025 masih belum dipublikasi oleh BPS Provinsi
Lampung sehingga masih menggunakan data capaian tahun 2024. Capaian PDRB
Perkapita berdasarkan nilai ADHB untuk Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 tercatat
di angka 35,612 (juta rupiah) atau naik 1,839 (juta rupiah) dari tahun 2023 yang
tercatat di angka 33,782 (juta rupiah). Namun secara regional di Provinsi Lampung
PDRB Kabupaten Pesisir Barat peringkat 12 dari 15 kabupaten kota di Provinsi
Lampung. Kabupaten Tulang Bawang menempati urutan tertinggi PDRB Perkapita
disusul urutan kedua Kota Bandar Lampung dengan nilai masing - masing 67,625 (juta
rupiah) dan 65,758 (juta rupiah), sedangkan untuk Kabupaten dengan nilai PDRB
Perkapita terendah adalah Kabupaten Lampung Barat 31,341 (juta rupiah) dan
Kabupaten Tanggamus dengan nilai 31,620 (juta rupiah). Jika dibandingkan dengan
PDRB Perkapita Provinsi Lampung dan Nasional, Kabupaten Pesisir Barat masih berada
di bawah PDRB Perkapita Provinsi Lampung sebesar 51,369 (jura rupiah) dan PDRB
Perkapita Nasional sebesar 78,600 (juta rupiah).

Salah satu faktor yang mempengaruhi PDRB Perkapita adalah struktur
ekonomi, dimana struktur ekonomi Kabupaten Pesisir Barat masih didominasi oleh 5
kategori lapangan usaha, yaitu yaitu Pertanian, kehutanan dan perikanan 42,93%,
Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 16,68%, Kontruksi
8,07%, Pertambangan dan Penggalian 5,74% dan Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5,38%.
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Gambar 2.3 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
Tahun 2024
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Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

c) Tingkat Pengangguran Terbuka

Capaian triwulan I tahun 2025 masih belum dipublikasi oleh BPS Provinsi
Lampung sehingga data capaian masih menggunakan data capaian tahun 2024. Capaian
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 tercatat di
angka 3,04% atau mengalami penurunan 0,43% dari tahun 2023 yang tercatata di
angka 3,47%. Merujuk pada TPT Provinsi Lampung, dan Nasional, TPT Kabupaten
Pesisir Barat tercatat lebih baik dimana TPT Provinsi Lampung dan Nasional, dimana
masing -masing mencapai 4,19% dan 5,32% artinya TPT Kabupaten Pesisir Barat lebih
baik dari pada TPT Provinsi Lampung maupun nasional.

Sementara itu, untuk level Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung nilai TPT
Kabupaten Pesisir Barat berada pada urutan ke-4 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi
Lampung, dimana TPT terrendah terdapat di Kabupaten Lampung Barat dengan nilai
2,09% dan TPT Tertinggi terdapat di Kota Bandar Lampung dengan nilai TPT tertinggi
senilai 7,44%. Gambaran perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
digambarkan dalam grafik di bawah ini.
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Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se Provinsi
Lampung Tahun 2024
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d) Tingkat Kemiskinan

Capaian triwulan [ tahun 2025 belum dipublikasi oleh BPS Kabupaten Provinsi
Lampung sehingga data masih menggunakan data capaian tahun 2024. Capaian Tingkat
Kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar 12,64% atau
mengalami penurunan dari tahun 2023 yang tercatat sebesar 13,49%, penurunan
sebesar 0,85 yang menunjukan kabar positif bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
Sebelumnya di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,35 dari tahun tahun 2022
dengan nilai 13,84%. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Barat tahunn 2024
tercatat sebanyak 20,22 (ribu jiwa) dengan kedalaman kemiskinan (P1) tercatat di
angka 2,10 dan dan tingkat keparahan kemiskinan (p2) di angka 0,49 dengan garis
kemiskinan 566.040 rupiah/perkapita/bulan.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2024 masih lebih
tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Lampung maupun nasional
dimana tingkat kemiskinan masing - masing tercatat sebesar 10,69% dan 9,03%.
Secara regional, tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Lampung ada di Kabupaten
Lampung Utara dan lampung Timur yang tercatat masing - masing 16,92% dan 13,19%
sedangkan tingkat kemiskinan terrendah ada di Kabupaten Mesuji dan Kota Metro yang
tercatat masing - masing sebesar 6,31% dan 6,78%. Secara peringkat Kabupaten
Pesisir Barat berada diurutan ke-13 dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi
Lampung.

Masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Barat lebih
disebabkan pada belum meratanya sumber-sumber produksi, distribusi dan konsumsi
di masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam mengakses pekerjaan yang juga
terbatas. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana masyarakat juga merupakan
salah satu penyebab masih tingginya angka kemiskinan. Meskipun capaian tahun 2024
ini memberikan gambaran bahwa target telah terpenuhi di tahun 2024 ini, namun
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diperlukan usaha-usaha yang lebih nyata dan konkrit untuk menekan tingkat
kemisinan di Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar 2.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung
Tahun 2024
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Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

e) Indeks Pembangunan Manusia

Capaian triwulan [ tahun 2025 masih belum dipublikasi oleh BPS Provinsi
Lampung sehingga masih menggnakan data capaian tahun 2024. Capaian Indek
Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 berdasarkan UHH
SP2020 tercatat di angka 71,04 atau naik 0,64 poin dari tahun 2023 yang tercatat di
angka 70,40. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Lampung dan Nasional,
IPM Kabupaten Pesisir Barat masih di bawah capaian IPM Provinsi Lampung dan
Nasional yang masing-masing tercatat di angka 73,13 dan 75,02.

Sementara perbandingan IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung,
Kabupaten Pesisir Barat berada diurutan ke-11 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi
Lampung. Dimana IPM tertinggi dicapai oleh Kota Bandar Lampung yang tercatat di
angka 80,46 dan capaian terendah IPM di Kabupaten Mesuji dengan angka [PM 68,59.

Masih rendahnya nilai IPM Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan masih
rendahnya derajat status pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kurangnya akses
pendidikan dan kesehatan merupakan faktor utamanya. Ketersediaan infrastruktur
serta kondisi geografis daerah turut mempengaruhi kesulitan masyarakat dalam
mengakses pendidikan dan kesehatan. Terlebih dari sisi kemampuan daya beli
masyarakat yang belum bisa bersaing dengan daerah lain. Gambaran perbandingan
IPM kabupaten/kota di Provinsi Lampung digambarkan dalam grafik di bawah ini.
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Gambar 2. 6 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se Provinsi
Lampung Tahun 2024
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m2024 71,04 80,46 80,41 72,41 71,42 73,05 72,15 74,16 70,54 71,71 68,59 70,24 73,84 72,24 70,04
2023 70,40 79,86 79,85 71,72 70,78 72,44 71,55 73,39 69,93 70,51 67,79 69,46 73,11 71,56 69,38

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025

f) Indeks Gini

Capaian gini rasio triwulan [ tahun 2025 maupun tahun 2024 belum dipubikasi
oleh BPS Provinsi Lampung sehingga masih menggunakan data capaian tahun 2023.
Rasio gini Kabupaten Pesisir Barat tahun 2023 tercatat sebesar 0,315 atau meningkat
0,015 point dari tahun 2022 yang tercatat sebesar 0.290. Jika dibandingkan dengan
Provinsi Lampung dengan nilai capaian 0,324 dan nasional yang berada pada angka
0.388 maka rasio gini Kabupaten Pesisir Barat masih lebih baik. Sementara jika
dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, rasio gini Kabupaten
Pesisir Barat berada diperingkat 13 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
Kabupaten Tanggamus memiliki rasio gini terendah dia ngka 0,256 dan Kota Bandar
Lampung tertinggi di angka 0,381. Ketimpangan pendapatan di daerah lebih
disebabkan pada kondisi struktur ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya
merata. Jumlah penduduk miskin dan juga jumlah pengangguran turut mempengaruhi
capaian ini.

Gambar 2.7 Indeks Gini Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2023
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KPB | KBL | KM | KLB | KLU | KLT | KLS |KLTg KWY |KMSJ KTB |KTBB

202310,315|0,381/0,289|0,274(0,300/0,315|0,257|0,285|0,256|0,281|0,285|0,287(0,306|0,284|0,274
142022 10,290(0,360|0,290|0,284(0,284/0,283/0,260|0,299|0,261|0,283|0,280|0,251(0,272|0,287|0,261

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2025
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2.1.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan I

Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan pada
Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk
memberikan gambaran mengenai target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan
menjadi target utama bagi Kepala Daerah selama kurun waktu periode RPJMD yang
dibagi menjadi 5 (lima) tahun RKPD. Berikut target Indikator Kinerja Utama yang
terangkum dalam RKPD Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama RKPD Kabupaten Pesisir
Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025
Indikator Sasaran/ Capaian
Misi/Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target | s.d. TWI
Utama 2025

Misi I

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia secara Berkeadilan, Maju dan Berdaya Saing

Meningkatkan 1. Terwujudnya Indeks Angka 71,25 71,04*
Pembangunan Sumber Daya Pembangunan
Sumber Daya Manusia Manusia (IPM)
Manusia yang Daerah yang
Berkualitas Berkualitas
Meningkatkan 2. Menurunnya Tingkat Persen 2,41 3,04*
Produktivitas dan Jumlah Pengangguran
Daya Saig Pemuda Pengangguran | Terbuka (TPT)
dan Penduduk Usia Daerah
Kerja
Meningkatkan 3. Terwujudnya Indeks Angka 95,24 95,18
Kesetaraan Gender Kesetaraan Pembangunan
dan Perlindungan gender dan Gender (IPG)
Anak Perlindungan
Anak yang
Berkualitas

Misi II

Mengembangkan Infrastruktur Wilayah dengan Konsep Pembangunan Inklusif untuk
Konektivitas Antar Wilayah dengan Memperhatikan Aspek Mitigasi Bencana dan
Berwawasan Lingkungan

Meningkatkan 1. Tersedianya Tingkat Persen 45,05 44,68
Pembangunan Prasarana, Kemantapan Jalan
Infrastruktur Sarana, dan
Daerah dan Utilitas
Kewilayahan Transportasi
Daerah
2. Tersedianya Persentase Persen 43,50 45,41
Pemukiman Penduduk Yang
Penduduk yang | Memiliki Akses
Sehat dan Terhadap Sumber
Berkualitas Daya Air Yang Sehat
Dan Aman
3. Tersedianya Rasio Jaringan Persen 57,50 43,66
Sumber Daya Irigasi
Air untuk
Mendukung
Kedaulatan
Pangan
4. Pembangunan | Indeks Kualitas Angka 74,53 76,45*
Infrastruktur Lingkungan Hidup
Daerah yang (IKLH)
Ramah
Lingkungan
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5. Tersedianya
Prasarana,
Sarana, dan
Utilitas
Pencegahan
dan
Penyelamatan
Bencana
Daerah

Indeks Resiko
Bencana

Angka

180.24

188,85

Misi III

dan Perikanan

Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian

Meningkatkan 1. Meningkatnya | Pertumbuhan Persen 3.80- 2,61*
Pembangunan Laju Ekonomi 4,30
Ekonomi Daerah Pertumbuhan
dengan Fokus pada Ekonomi
Potensi Lokal Daerah
2. Meningkatnya | PDRB Perkapita Juta 33,57 - | 35,641*
Pendapatan Rupiah 34,15
Perkapita
Masyarakat
3. Meningkatnya | Nilai Tukar Petani Angka 110,04 124,98
Kontribusi (NTP)
Pertanian
terhadap
Perekonomian
Masyarakat
4. Pemerataan Indeks Gini Angka 0.30 0,315*
Distribusi
Pendapatan
Masyarakat
5. Menurunnya Tingkat Kemiskinan Persen 13.04 12,64
Jumlah Daerah
Penduduk
Miskin Daerah
Misi IV
Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah yang Berpijak Pada Kearifan Lokal
Meningkatkan Meningkatnya Pertumbuhan Persen 25.00 8,00
Pariwisata Daerah Jumlah Kunjungan | Wisatawan
yang Berdaya Saing | Wisatawan Nusantara dan
Mancanegara
Misi V

Menyelenggarakan Pelayanan Publik yang Berkualitas Melalui Tata Kelola Pemerintahan
yang Bersih dan Produktif Serta Penguatan Sinergitas Antar Lembaga

Meningkatkan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Daerah yang
Berkualitas

1. Terwujudnya
Pelayanan
Publik yang
Berkualitas

Indeks Kepuasan
Masyarakat
terhadap Pelayanan
Publik

Angka

88.00

87,47*

2.Terwujudnya
Kinerja Instansi
Pemerintah
Daerah yang
Berkualitas

Nilai SAKIP

Huruf/
Predikat

B*

3.Terwujudnya
Tata Kelola
Keuangan dan
Aset Daerah
yang
Berkualitas

Opini BPK

Huruf/
Predikat

WTP

WTP*

4.Meningkatnya
Pembangunan
di Desa/Pekon

Indeks Desa
Membangun

Angka

0.7000

0.6988*

Sumber : Data Diolah, 2025
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Berdasarkan pada tabel diatas, beberapa data realisasi capaian sampai dengan
triwulan I tahun 2025 belum tersedia atau belum dirilis oleh instansi yang berwenang
mengeluarkan data capaian, dalam hal ini BPS. Sehingga data-data capaian yang
disajikan masih menggunakan data capaian pada tahun 2024 yang lalu. Namun
demikian, berdasarkan pada data capaian tersebut dapat memberikan gambaran
terhadap gambaran perkembangan dari capaian kinerja sampai dengan akhir tahun
2025 mendatang.

Secara umum, sampai dengan Triwulan [ Tahun 2025 dari 18 indikator kinerja
utama terdapat beberapa sasaran pembangunan daerah telah mencapai target sasaran.
Namun demikian, disisi lain beberapa sasaran juga belum sepenuhnya dapat terpenubhi.
Diperlukan komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk dapat menyelesaikan
seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai rangkaian pencapaian sasaran
Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah.

2.1.3. Evaluasi Capaian Pelaksanaan Indikator Kinerja Daerah sampai dengan
Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan pada evaluasi hasil RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025
juga didapatkan perhitungan terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan
indikator pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Dimana Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan 40 Urusan Pemerintahan Daerah dan
dilaksanakan oleh 39 Perangkat Daerah. Capaian IKD tersebut disajikan pada tabel
sebagai berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pesisir Barat
sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

No Aspek/Fokus/ Urusan' Pemerintahan Satuan Target | Realisasi
Daerah/Indikator
L ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
LI Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1 Pertumbuhan Ekonomi Persen 3,80-4,30 2,61%*
2 PDRB Perkapita RL ‘;tiih 3315175 35,62*
3 Indeks Gini Angka 0,30-0,29 0,315*
4 Nilai Tukar Petani Angka 110,04 124,98*
LII Fokus Kesejahteraan Sosial
1 Indeks Pembangunan Mansia Angka 71,25 71,04*
2 Tingkat Kemiskinan Daerah Persen 13,04 12,64*
3 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 8,12 8,70*
4 Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 12,08 12.14*
5 Angka Harapan Hidup Tahun 63,79 73,75*
6 Prevalensi Stunting pada Anak Baduta (Bawah Dua Tahun) Persen 1710 19,8*
7 Persentase Ruang Terbuka Hijau Persen 4,80 4,60*
8 Jumlah Titik Kawasan Kumuh Lokasi 55 61*
9 Indeks Pembangunan Gender Angka 95,24 0
10 Tingkat Capaian Kota Layak Anak Predikat Nindya 0
11 Indeks Desa Membangun Angka 0,6900 0
LIII Fokus Seni Budaya dan Olahraga
1 Persentase Kesenian Budaya yang dilestarikan Persen 9,00 0
2 Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi Orang 8 0
LIV Fokus Reformasi Birokrasi
1 Indeks Reformasi Birokrasi Predikat C 0
2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Angka 79,00 0
3 Nilai Sakip Predikat B B
4 Indeks Inovasi Daerah Predikat SangaF Inovatif
Inovatif
11 ASPEK PELAYANAN UMUM
ILI Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib
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A Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
I Pendidikan
1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Persen 74,00 72,20
2 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP Persen 92.14 99,08
3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Persen 70.50 72,17
4 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan dasar | Persen 81,77 80,87
5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar Persen 93,07 89,50
6 Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Persen 62,14 50,86
berpartisipasi dalam PAUD
7 Tingkat Partisipasi Anak Usia 7-12 Tahun yang Persen 100 80,87
berpartisipasi dalam pendidikan SD
8 Tingkat Partisipasi Anak Usia 13-15 Tahun yang Persen 95,66 71,17
berpartisipasi dalam Pendidikan SMP
9 Angka Putus Sekolah Persen 0.21 0,074*
10 Angke Melek Huruf (AMH) Persen 94,84 98,34*
11 Rasio Guru SD terhadap Siswa Rasio 1:13 1:11*
12 Rasio Guru SMP terhadap Siswa Rasio 1:13 1:8*
11 Kesehatan
1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran Kasus 9 14*
hidup
2 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran Kasus 3 5*
hidup
3 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 Kasus 200 0
Penduduk)
4 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Rasio 1:5.773 0
Jumlah Penduduk
5 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Persen 100 98,08*
6 Pelayanan Kesehatan Balita Persen 100 100*
7 Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia Persen 100 92,80*
12-23 bulan
8 Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Persen 54,55 0
Kesehatan Sesuai Standar
9 Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Persen 85,71 93,00
(Apotek dan Toko Obat) yang Memenuhi Standar
dan Persyaratan Perizinan
10 Angka Kematian Ibu (AKI) Kasus 3 5*
11 Angka Kematian Bayi (AKB) Kasus 9 14*
12 Persentase Persalinan di Fasilitas Pelayanan Persen 95,00 89,00*
Kesehatan
13 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) Persen 30,00 0.50*
pada Balita
14 Insidensi TB per 100.000 penduduk Persen 18,15 38,08
15 Temuan kasus TB baru menggunakan indikator Persen 23,80 31,67
SPM (terduga TB)
16 Treatment coverage pada pasien TB Persen 100 98,08
17 Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia Persen 100 18,76
12-23 bulan
18 Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan Upaya Unit 11 100
Berhenti Merokok (UBM)
19 Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, Persen 100 66,70*
transportasi, kesehatan, dll)
20 Persentase Sarana Produksi UKOT Persen 100 47*
21 Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk Angka 1.37 15,91*
22 Rasio Perawat per 100.000 penduduk Angka 11.47 128,42*
23 Rasio Bidan per 100.000 penduduk Angka 12.47 235,64*
111 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk KM 674,08 460,10*
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2 Rasio Rumah Tinggal Bersanitasi Persen 75,00 96,37

3 Persenase Drainase dalam Kondisi Persen 60,00 0
Baik/Pembuangan Alirasn Air Tidak Tersumbat

4 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Persen 43,50 45,41

5 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Persen 43,50 45,41
Berkelanjutan terhadap Air Minuma yak,
Perkotaan dan Perdesaan

6 Persentase rumah tangga yang menempati Persen 78,50 96,37
hunian dengan akses sanitasi (air limbah
domestik) layak dan aman

7 Panjang jaringan irigasi primer kewenangan Km 50.00 42,29
daerah yang dibangun

8 Luas jaringan daerah irigasi permukaan Persen 68.00 63,21
kewenangan daerah yang direhabilitasi

9 Panjang Infrastruktur pengendali banjir wilayah Persen 12,00 7,08
sungai kewenangan daerah yang dibangun

10 Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar (PSU) Persen 80.00 67,00
Perkantoran pemerintahan Daerah dalam Skala
Mantap

11 Persentase rumah tangga yang menempati Persen 43,50 42,29
hunian dengan akses air minum layak

12 Persentase rumah tangga dengan akses air Persen 50,00 10,53
minum jaringan perpipaan

13 Ketersediaan Dokumen Tata Ruang Wilayah Dok 1 1
(RTRW) melalui Peta Analog dan Peta Digital

14 Ketersediaan dokumen RDTR Kecamatan Dok 1 -

1A% Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1 Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Persen 50.00 96,84
didukung dengan Prasarana Sarana Umum

2 Persentase Rumah Susun Sewa Terpelihara Persen 100 100

3 Persentase warga negara korban bencana Persen 100 100
kabupaten yang memperoleh rumah layak huni

4 Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Persen 11,33 12,92

5 Persentase warga negara yang terkena relokasi Persen 100 100
akibat program Pemerintah Daerah
kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi
penyediaan rumah yang layak huni

6 Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha 0.5 0.0
Ha yang ditangani

7 Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Persen 43,20 87,50
Prasarana Sarana Umum

\% Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat

1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Persen 100 100
(ketertiban, ketentraman, keindahan)

2 Persentase gangguan Trantibum yang dapat Persen 100 100
diselesaikan

3 Tingkat waktu tanggap (response time rate) Menit 15 30
daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
(WMK)

4 Persentase pelayanan pemadaman dan Persen 100 80,00
penyelamatan kebakaran

5 Persentase warga negara yang memperoleh Persen 100 0,00
layanan informasi rawan bencana

6 Persentase warga negara yang memperoleh Persen 100 8,00

layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana
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7 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Persen 100 30,00
penyelamatan dan evakuasi korban Bencana
8 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Persen 100 80,00
penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
9 Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Persen 100 0,00
Layanan akibat Penegakan Hukum Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Daerah
VI Sosial
1 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar Persen 43,99 12,69
yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
2 Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi Persen 11,79 7,78
kebutuhan dasarnya diluar panti
3 Persentase (%) Lanjut usia terlantar yang Persen 100 1,25
terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
4 Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan Persen 100 0
Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial
Dasar Tuna Sosial di Luar Panti
5 Persentase (%) korban bencana yang menerima Persen 100 100
bantuan sosial selama masa tanggap darurat
6 Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Persen 87,51 46,11*
Sosial (PPKS) yang tertangani
B Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
I Tenaga Kerja
1 Persentase Sengketa Pengusaha -Pekerja Persen 100 100
Pertahun yang Tertangani
2 Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Persen 0,50 0
Pelatihan Berbasis Komputer
3 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata Persen 67.00 62,00*
kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit,
Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS
Ketenaga kerjaan)
4 Pesentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Persen 0,018 0
(Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme
Layanan Antar Kerja dalam Wilayah
Kabupaten/Kota
II Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga Persen 1.34 89,00
pemerintah
2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga Persen 0.047 59,00
swasta
2 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Persen 48,21 0,1
yang Tertangani
4 Partisipasi angkatan kerja perempuan Persen 0.11 55,34*
5 Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Persen 100 100
Mendapatkan Penanganan Pengaduan
6 Cakupan Anak korban Kekerasan yang Persen 100 100
Mendapatkan Penanganan Pengaduan
7 Persentase ARG pada Belanja APBD Persen 0.013 0.052*
8 Persentase anak memerlukan perlindungan Persen 100 100
khusus yang mendapatkan layanan
komprehensif
111 Pangan
1 Skor Pola Pangan Harapan Skor 85,20 84.70*
(Angka)
2 Ketersediaan Pangan Utama Ton 28.000 26.833
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3 Ketersedian Energi per kapita (kkal/ 2.400 2.248
kap/
hari)
4 Ketersedian Protein per kapita (gr/kap/ 63 63,40
hari)
5 Persentase pangan segar asal tumbuhan yang Persen 60.00 100
memenuhi persyaratan mutu dan keamanan
pangan
1\% Pertanahan
1 Persentase luas lahan bersertifikat Persen 57.00 35,87
2 Persentase penerbitan Izin Lokasi Persen 100 0*
3 Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Kepala 5.000 0
Reformasi Agraria Keluarga
4 Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi Ha 11,20 1,66*
pembangunan untuk Kepentingan Umum dan
Kepentingan Lainnya
\Y% Lingkungan Hidup
1 Hasil pengukuran Indeks Kualitas Air Angka 87.77 70*
2 Hasil pengukuran Indeks Kualitas Udara Angka 58.74 93,12*
3 hasil pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Angka 77,18 78,60*
4 Penurunan EMisi GRK Persen 11,50
5 RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kab/Kota Dokume 9
yang Terintegrasi n
6 Persentase Ketersediaan Dokumen KLHS Persen 100 100
terhadap K/R/P
7 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau Persen 100 71,43*
kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH
dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
8 Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, Persen 1 0
izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh
Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi
usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota
9 Persentase cakupan area pelayanan Persen 57,43 36
persampahan
10 Persentase jumlah pengurangan timbulan Persen 6,00 5,00*
sampah
11 Persentase jumlah penanganan timbulan sampah | Persen 21,37 20,48*
12 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Persen 5.30 5*
Wilayah
VI Administrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil
1 Persentase cakupan kepemilikan buku Persen 100 100*
nikah/akta perkawinan pada semua pasangan
yang perkawinannya dilaporkan
2 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Status Sudah Sudah*
3 Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Persen 100 97,60*
(KTP)
4 Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran Persen 96.00 99,91
pada anak usia 0-17 tahun
5 Persentase penduduk yang ber-Kartu Keluarga Persen 90.00 0*
(KK)
6 Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) Persen 60.00 87,73
hari yang memiliki KIA
VII Pemberdayaan Masyarakat Desa
1 Persentase PKK Aktif Persen 100 100*
2 Persentase Posyandu Aktif Persen 100 100*
3 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Aktif BUMDes 97 29
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4 Persentase desa yang mendapatkan fasilitasi Persen 100 100*
pengelolaan keuangan dan aset daerah
5 Persentase Desa/Pekon yang muatan RPJMDes- Persen 100 90*
nya sesuai dengan RPJMD Kabupaten
6 Persentase Desa Tertinggal Persen 33,49 3,45*
7 Persentase Desa Mandiri Persen 4,31 7,76*
VIII | Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
1 Total Fertility Rate (TFR) Persen 2.13 2,43
2 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Persen 76.77 75,80
Contraceptive (mCPR)
3 Persentase tingkat putus pakai pemakaian Persen 12.00 18,50*
kontrasepsi (Drop Out KB)
4 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian Persen 81.92 75,45*
kontrasepsi
5 Indeks Pembangunan Berwawasan Angka 60,10 61,42*
Kependudukan
6 Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 0.95 1,42
7 Indeks Pembangunan Keluarga Angka 62,50 64,90
8 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern Persen 76.40 75,80
(Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
9 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak Persen 7,00 3,80
terpenuhi (unmet need)
10 Persentase masyarakat yang terjangkau program | Persen 70.00 0,00*
bangga kencana
11 Angka Kelahiran Remaja umur 15-49 tahun (age Angka 31 23,30
spicific fertility rate /ASFR 15-19)
12 Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Tahun 22.50 21,20
13 Persentase Bayi Umur Dua Tahun yang Stunting Persen 18.00 16,10
14 Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikuti Persen 31.00 83,66
BKB
IX Perhubungan
1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap Predikat | sangat Baik*
pelayanan publik sektor transportasi baik
2 Jumlah rekomendasi uji KIR angkutan umum Jumlah 65 -
3 Persentase prasarana yang memenuhi standar Persen 90,00 50,00*
dalam kondisi baik
4 Persentase Penggunaan Moda Transportasi Persen 77.00 89,00*
Umum
5 Persentase sarana perhubungan dalam kondisi Persen 50.00 65.00*
baik
6 Rasio konektivitas kabupaten/kota Persen 90.00 0,42*
7 Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan Persen 20.00 100*
Roda 4
X Komunikasi dan Informatika
1 Persentase Informasi Penyelenggaraan Persen 95.00 90,00*
Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang
Terpublikasi
2 Presentase aplikasi IT dan aplikasi E - Persen 85.00 81,82*
government yang mendukung smart city dan
layanan publik yang berfungsi baik
3 Persentase Infrastruktur IT yang Berfungsi Baik Persen 95.00 90,00*
4 Persentase OPD yang memiliki akses internet Persen 25.00 30,76*
dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah
5 Persentase layanan publik (G2B) yang Persen 70.00 75%

diselenggarakan secara online dan terhubung
dengan sistem penghubung layanan

II-16




Perubahan RKPD Kabupaten Pesisir Barat

Tahun 2025
6 Persentase layanan administrasi pemerintahan Persen 70.00 77,78*
(G2G) yang diimplementasikan
XI Koperasi, Usaha Kkecil, dan Menengah
1 Jumlah UKM non BPR/LKM aktif Jumlah 350 2.432
XII | Penanaman Modal
1 Jumlah/nilai investasi PMA dan PMDN Juta 398.652 277.186
Rupiah
(Rp)
2 Rasio daya serap tenaga kerja Orang/ 192 21*
Per
Usahaan
3 Persentase peningkatan investasi di Persen 21 4,71*
kabupaten/kota
6 Rasio tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap Persen 80.00 80,00*
ketentuan perizinan
7 Persentase terpenuhinya regulasi/kebijakan Persen 100 100*
penanaman modal dan pelayanan perizinan serta
penerapan Online Single Submission (0SS)
8 Persentase penerbitan persetujuan bangunan Persen 100 1
gedung (PBG)
9 Persentase penerbitan surat izin usaha Persen 80.00 2
perdagangan minuman berakohol (SIUP MB)
10 Rasio jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Persen 100 100*
11 Jumlah data laporan perizinan dan non perizinan | Laporan 5 5*
XIII | Kepemudaan dan Olahraga
1 Persentase organisasi pemuda yang aktif Persen 42 35
2 Persentase wirausaha muda Persen 1.39 1,62
3 Peningkatan pelatih yang Bersertifikasi Persen 15,46 14,48
4 Atlet Berprestasi Jumlah 25 32
5 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan Persen 1.39 1,72
ekonomi mandiri
6 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi Persen 45,85 47,25
kepemudaan dan organisasi sosial
kemasyarakatan
7 Jumlah Wirausahan Muda Mandiri Jumlah 170 155
8 Peningkatan prestasi olahraga Persen 7.10 7,00
XIV | Statistik
1 Data dan Infirmasi Statistik Daerah yang Dok 2 1*
Tersusun dengan Baik
2 Persentase Perangkat Daerah yang Persen 100 100*
menggunakan data statistik dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah
3 Persentase perangkat daerah yang menggunakan | Persen 100 100*
data statistik dalam melakukan evaluasi
pembangunan daerah
XV Persandian
1 Presentase Pengamanan Informasi Daerah yang Persen 100 100*
Terselenggara Baik
XVI | Kebudayaan
1 Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Persen 100 100
DIrevitalisasi dan Inverisasi
XVII | Perpustakaan
1 Rasio Pengunjung Perpustakaan per Tahun Angka 0.07 0.043*
2 Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan Rasio 2.62 0.157*
dengan penduduk
3 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun Jumlah 186 894*
XVIII | Kearsipan
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1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Persen 35.00 0,00*
arsip secara baku
2 Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai Arsip 55 262%*
warisan budaya yang dipreservasi
3 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan Persen 75.00 85,50*
akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan
pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan
Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan
4 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai Persen 90.00 43,60*
bahan pertanggungjawaban setiap aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara untuk
kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan
publik dan kesejahteraan rakyat
C URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
I Kelautan dan Perikanan
1 Produksi perikanan tangkap Ton 14.708 15.376*
2 Produksi Perikanan Budidaya Ton 19.497 110*
3 Angka konsumsi ikan Kg/kap/ 42,50 39*
Th
4 Cakupan bina kelompok nelayan Jumlah 310 246*
II Pariwisata
1 Lama kunjungan Wisata Hari 9 9*
2 Kontribusi PAD sektor pariwisata Persen 3,18 9,29
3 Rata-rata Belanja Wisatawan Domestik Rupiah/ 1.400. | 1.350.000*
Kunjung 000
an
5 Rata-rata Belanja Wisatawan Mancanegara Rupiah/ | 8.350.00 | 8,300,000*
Kunjung 0
an
6 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Orang 501 292
7 Jumlah wisatawan domestic Orang 614.788 73,622
8 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Persen 23,00 24,85*
domestic
9 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Persen 23.00 21,53*
mancanegara
10 Jumlah akomodasi pariwisata (hotel /losmen) Jumlah 70 83
111 Pertanian
1 Presentase luas areal pengendalian dan Persen 88.00 99.00*
penanggulangan bencana OPT
2 Persentase wilayah yang terkendali dari Persen 88.00 83,70*
penyakit hewan menular strategis
3 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Ton/ 113.136 59.439
Tahun
4 Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Ton/ 36.689 31.491*
Tahun
5 Jumlah Produksi Hewan Ternak Ekor/ 109.255 | 121.056*
Tahun
1\ Perdagangan
1 Persentase Jumlah UTTP Yang Ditera/Tera Ulang | Persen 71.00 50
2 Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran | Persen 11.58 15,92*
terhadap PDRB
\ Perindustrian
1 Cakupan bina kelompok pengrajin Persen 42.00 40,00*
2 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap Persen 4,00 3.95*
PDRB
3 Persentase pencapaian sasaran pembangunan Persen 25.00 20.00*

industri termasuk turunan indikator
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Kontribusi industri rumah tangga terhadap
PDRB sektor Industri

Persen

1.96

2,00*

Tersedianya informasi industri secara lengkap
dan terkini

Persen

75.00

85.00*

VI

Transmigrasi

Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibina

Lokasi

1*

VII

Energi

Rasio Elektrifikasi

Persen

85,00

Persentase Desa Teraliri Listrik

Persen

100

98,27*

UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAH DAERAH

Sekretariat Daerah

Tingkat Layanan Administrasi Umum

Persen

100

100*

WIN| =T

Persentase Produk Hukum dan Informasi Hukum
Daerah yang Berkualitas

Persen

100

100*

Sekretariat DPRD

Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Rencana
Tahunan (RKPD) yang Terintegrasi dengan
Program- Program Kerja DPRD untuk
Melaksanakan Fungsi Pengawasan,
Pembentukan Perda dan Anggaran

Status

Tersedia

Tersedia

Perencanaan dan Anggaran Setwan DPRD yang
Terintegrasi dengan Program-Program DPRD
untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan,
Pembentukan Perda dan Anggaran

Status

Tersedia

Tersedia

Tersedianya Rencana kerja tahunan pada setiap
alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten

Status

Tersedia

Tersedia

UNSUR PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH

Perencanaan

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah

Status

Tersedia

Tersedia*

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah

Status

Tersedia

Tersedia*

RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah

Status

Tersedia

Tersedia*

Penjabaran Konsistensi Program RPJMD
kedalam RKPD

Persen

100

93,33*

Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam
APBD

Persen

100

100*

Kesesuaian rencana pembangunan dengan
RTRW

Persen

100

100*

Persentase ketersediaan data dan informasi
perencanaan pembangunan (RPJMD, RKPD,
Renstra)

Persen

100

100*

Persentase pencapaian target program
pembangunan daerah

Persen

100

97,34*

II

Keuangan

Persentase ketepatan waktu penyusunan RAPBD
dan Perubahan RAPBD

Persen

100

100

Persentase Kesesuaian Data Rincian Total BMD
dengan Aktiva Tetap di Neraca Pemerintah
Daerah

Persen

100

100

Persentase ketercapaian target pendapatan
daerah

Persen

97,39

22,43

Rasio PAD terhadap Pendapatan daerah

Persen

4,62

3,32
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Daerah
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Persen

31,78

Tahun 2025

4,10

III

Kepegawaian

Persentase ASN yang mengikuti pengembangan
kompetensi teknis

Persen

11,07

14,46*

Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti
pelatihan kepemimpinan

Persen

22.64

Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian

Persen

73,38

Pendidikan dan pelatihan

Persentase CASN yang Lulus Pelatihan Dasar
Formasi Umum

Persen

100

Penelitian dan Pengembangan

Persentase Implementasi Rencana kelitbangan

Persen

95,00

87,50*

Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Persen

80.00

84,00*

WIN [~ <

Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi
dalam Penerapan Inovasi Daerah

Persen

100

100*

S

Persentase kebijakan Inovasi yang Diterapkan di
Daerah

Persen

90.00

90.00*

UNSUR PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH

Inspektorat

Persentase Tindak Lanjut Temuan

Persen

100

95,00

N |1 | = |

Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan
Pengawasan pada objek pemeriksaan

Persen

90,00

80,00

Persentase Pendampingan dan Asistensi APIP

Persen

100

90,00

Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Persen

100

75

UNSUR KEWILAYAHAN PEMERINTAH DAERAH

Kecamatan

=@ W

Presentase Koordinasi Perencanaan dan
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dalam
Peningkatan Pelayanan Masyarakat serta
Pelayanan Administrasi di tingkat Kecamatan
dan Kelurahan/Pekon

Persen

100

99,00*

Presentase Peran dan Partisipasi Lembaga dan
Organisasi Masyarakat dalam Pelaksanaan
Pembangunan di Kecamatan dan
Kelurahan/Pekon

Persen

85.00

85,00*

Presentase Linmas (Perlindungan Masyarakat)
dan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan,
Ketertiban dan Pencegahan Tindak Krimimal

Persen

100

80,00*

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Kesatuan Bangsa dan Politik

el Ll ="

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam
Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persen

51,00

90,00

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Persen

84.92

82,87

Persentase SDM yang Mempunyai Kemampuan
Deteksi Dini, Cegah Dini dan Tangkal Dini
terhadap Kerawanan Konflik Sosial

Persen

80.00

100

III

ASPEK DAYA SAING DAERAH

L1

Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Opini BPK

Opini

WTP

WTP

Pertumbuhan Nilai Investasi (PMDN)

Persen

17,49

Pertumbuhan Nilai Investasi (PMA)

Pesen

6,55

B (N |-

Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum Terhadap PDRB

Persen

1,78

= (oo

Pertumbuhan Wisatawan Nusantara dan
Mancanegara

Persen

25
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6 Persentase Koperasi Aktif Persen 52,50 73
II.2 | Fakus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur
1 Indeks Kualitas Infrastruktur Angka 55 0
2 Tingkat Kemantapan Jalan Persen 42,50 44,68
3 Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Persen 43,50 45,41
terhadap Sumber Daya Air yang Sehat dan Aman
4 Rasio Jaringan Irigasi Persen 57,50 41.31
5 Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW Persen 56,20 56,20
6 Indeks Resiko Bencana Angka 180,24 188,85*
7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Angka 74,53 76,45
II1.3 | Fokus Iklim Investasi
1 Persentase Konflik Sosial, Keagamaan dan RAS Persen 100 100
yang Tertangani
2 Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah | Persen 100 100
dan Peraturan Kepala Daerah
II1.4 | Fokus Sumber Daya Manusia
1 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 2,41 3,04*
2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 74,71 72,41*

Sumber : RKPD 2025 dan Dlolah, 2025
*Data Tahun 2024

Data capaian triwulan I tahun 2025 masih didominasi oleh data capaian 2024
karena ada bebrpa data yang belum dipublikasi oleh pihak yng berwenang dan
penatapan data yang yang diukur pertahun. Pada aspek kesejahteraan masyarakat
tercatat sebanyak 21 ndikator, aspek pelayanan umum terdri dari 226 indikator dan
aspek daya saing daerah sebanyak 17 indikator. dari 264 indikator kinerj adarah di atas
masih belum menunjukan kinerja karena masih di triwulan I tahun 2025 dimana di
triwulan tersebut masih dalam proses persiapan kegiatan sehingga belum mampu
mendongkark capain indikator kinerja daerah Kabupaten Pesisir Barat. Indikator
knerja daerah di atas merupakan indikator yang terdapat pada RPJMD Tahun 2021-
2026.

2.1.4. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan
Triwulan I Tahun 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan
mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang
berhak diperoleh setiap warga negara, berikut pencapaian Standar Pelayanan Minimal
di Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib
Pelayanan Dasar, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang; (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (5) Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan (6) Sosial.

Data yang disajikan merupakan data yang dihimpun melalui aplikasi e-SPM
milik Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri hingga Triwulan I
Tahun 2025. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah yang
mengampu pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Barat. Berikut ditampilkan capaian SPM sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025.

a) SPM Urusan Pendidikan

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan hingga pada triwulan | Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2.4  Pencapaian SPM Bidang Pendidikan sampai dengan Triwulan I
Tahun 2025
Jenis Target s.d. TWI
No Pelayanan Indikator 0 Tahun
Dasar (%) 2025 (%)

Angka
Partisipasi "
Sekolah 7- 99,53
Jumlah Warga Negara 12 Tahun
Usia 7-15 tahun yang 100
berpartisipasi dalam Angka
Pendidikan Dasar Partisipasi
Sekolah 89,34
13-15
Tahun
Angka
1 Pendidikan Literasi 58,61
Dasar SD
Angka
Rata-rata Kemampuan Literasi 73,65
. . : SMP
Literasi dan Numerasi
. . 100
Siswa Berdasarkan hasil Anck
Asesmen Nasional neka
Numerasi 53,19
SD
Angka
Numerasi 67,03
SMP
Jumlah Warga Negara Usia 7-18
tahun yang belum menyelesaikan
Pendidikan Dasar atau menengah 100 5,51
Pendidik yang berpartisipasi dalam
2 Ken (drkan Pendidikan kesetaraan
esetaraan
Rata-rata Kemampuan Literasi dan
Numerasi Siswa Berdasarkan hasil 100 63,12
Asesmen Nasional
Jumlah Warga Negara Angka
3 Pendidikan Usia 5-6 tahun yang Partisipasi 100 5086
Anak Usia Dini | berpartisipasi dalam Sekolah 5- ’
Pendidikan PAUD 6 Tahun

Sumber : Dinas P dan K, 2025

Tabel di atas menunjukkan capaian SPM pada urusan pendidikan di Kabupaten
Pesisir Barat sampai dengan Triwulan [ Tahun 2025 yang secara total mencapai angka
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51,26%. Keseluruhan angka capaian dari indikator pendidikan ini tentu saja menjadi
catatan penting dalam proses peningkatan kualitas SDM dan pendidikan di daerah yang
perlu melakukan akselerasi percepatan pencapaian target-target kinerja hingga
selesainya tahun 2025. Permasalahan utama dari capaian SPM Pendidikan ini adalah
belum optimalnya pelayanan pendidikan dikarenakan belum meratanya SDM
Pendidikan secara proposional termasuk belum optimalnya ketersediaan sarana dan
prasarana pendidikan serta kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang perlu
ditingkatkan lagi.

b) SPM Urusan Kesehatan

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan hingga pada triwulan [ Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5  Pencapaian SPM Bidang Kesehatan sampai dengan Triwulan I

Tahun 2025
Target s.d. TWI
No | Jenis Pelayanan Dasar Indikator o g Tahun 2025
(%) 0
(%)
Jumlah ibu hamil yang
1 Pelayanan Kesehatan Ibu mendapatkan 100 20,44
hamil
pelayanan kesehatan
Jumlah ibu bersalin
2 Pelayap an Kesehatan Ibu yang mendapatkan 100 15,60
Bersalin
pelayanan kesehatan
Jumlah bayi baru lahir
yang mendapatkan
3 Pelayanap Kesehatan Bayi pelayanan kesehatan 100 16,40
Baru Lahir
Jumlah balita yang
4 Pelz_alyanan Kesehatan mendapatkan 100 21,24
Balita
pelayanan kesehatan
Jumlah anak pada usia
5 Pelayanan Kesehatan Pada | pendidikan dasar 100 0
Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
Jumlah warga negara
Pelayanan Kesehatan Pada | usia produktif yang
6 Usia Produktif mendapatkan 100 24,37
pelayanan kesehatan
Jumlah warga negara
7 Pel.ayana.n Kesehatan Pada | usia lanjut yang 100 24,37
Usia Lanjut mendapatkan
pelayanan kesehatan
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Jumlah warga negara
penderita hipertensi
8 Pelayapan K.esehatar_l usia 15 tahun ke atas 100 14,60
Penderita Hipertensi
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
Jumlah warga negara
penderita diabetes
Pelayanan Kesehatan mellitus usia 15 tahun
? Penderita Diabetes Melitus | ke atas yang 100 18,27
mendapatkan
pelayanan kesehatan
Jumlah warga negara
Pelayanan Kesehatan dengan gangguan jiwa
10 | Orang Dengan Gangguan berat yang 100 90,55
Jiwa Berat mendapatkan
pelayanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan igxfhavzjgiiciﬁng:
11 | Orang Terduga & 100 28,14
. yang mendapatkan
Tuberculosis
pelayanan kesehatan
Jumlah warga negara
Pelayanan Kesehatan dengan risiko
Orang Dengan Resiko terinfeksi virus yang
Terinveksi Virus Yang melemahkan daya
12 Melemahkan Daya Tahan | tahan tubuh manusia 100 23,50
Tubuh Manusia Human (Human
Immunodcficiency Virus) Immunodeficiency
Virus)

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa secara umum capaian masing-
masing indikator SPM pada Kesehatan belum mampu mencapai target 25,00% sampai
dengan Triwulan I Tahun 2025. Gambaran total capaian SPM baru mencapai 24,79%.
Tentunya komitmen untuk peningkatan pelayanan kepada seluruh masyarakat di
semua sektor wajib menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan kesehatan. Permasalahan utama dalam proses pencapaian SPM
Kesehatan yang belum memenuhi target hingga Triwulan I Tahun 2025 (minimal 25%)
adalah masih rendahnya keterbukaan dan kemauan dari masyarakat dalam mengakses
layanan kesehatan. Hal ini tentunya berbanding lurus dengan masih belum optimalnya
proses sosialisasi oleh unit layanan kesehatan di masyarakat dan juga tingginya biaya
masyarakat dalam menuju fasilitas kesehatan terdekat.

C) SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga pada triwulan I
Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawabh ini:
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Tabel 2.6  Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Tarset s.d. TWII
No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM g Tahun 2024
(%) (%)

Jumlah warga negara

Penyediaan kebutuhan
yang memperoleh

1 ﬁ;)llfiok air minum sehari- kebutuhan pokok air 100 0
minum sehari-hari
Penyediaan pelayanan J g?larl;xriicggﬁara
2 | pengolahan air limbah yans P 100 0

layanan pengolahan air

domestic limbah domestic

Sumber : Dinas PU dan PR, 2025

Untuk pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara
umum belum ada progress hingga Triwulan I Tahun 2025. Hal ini masih dapat
dimaklumi, dikarenakan pencapaian pekerjaan fisik baru akan selesai pada Triwulan
[V. Namun demikian, usaha-usaha perbaikan kinerja dan peningkatan pendanaan terus
dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan utama dari pembangunan
infrastruktur di Kabupaten Pesisir Barat adalah pendanaan, dimana luasan daerah yang
menjadi kewenangan tidak berbanding lurus dengan kemampuan daerah dalam
membiayi seluruh pembangunan. Terlebih daerah lebih banyak mengandalkan
pendanaan transfer untuk pembangunan infrastruktur.

d) SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman hingga pada triwulan [ Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.7  Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

. . Target s.d. TWI
No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Tahun 2025
(%) 0
(%)
Penyediaan dan Jumlah warga negara
1 Rehabilitasi rumah yang | korban bencana yang 100 100
layak huni bagi korban memperoleh rumah
bencana kabupaten/kota | layak huni
Jumlah warga negara
Fasilitasi Penyediaan yang terkena relokasi
2 | Rumah yang Layak Huni | akibat program 100 0
bagi Masyarakat yang pemerintah daerah
Terkena Relokasi kabupaten/kota yang
memperoleh fasilitasi
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Program Pemerintah penyediaan rumah
Daerah Kabupaten/Kota | yang layak huni

Sumber : Dinas PR dan KP, 2025

Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terus
diupayakan oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, capaian
indikator Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
kabupaten/kota mencapai 100% sedangkan indikator Fasilitasi Penyediaan Rumah
yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota masih nihil karena bersifat tentatif dan di tahun 2025 belum ada
kebijakan yang berkaitan dengan indikator dimaksud. Sehingga dapat dismpulkan
bahwa capaian SMP Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah
mencapai target 100% di triwulan [ tahun 2025 ini.

e) SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh (i) Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran serta (ii) Badan Penanggulangan Bencana Daerah hingga pada
triwulan [ Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.8  Pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Target s.d. TWI
No | Jenis Pelayanan Dasar Indikator (%) Tahun
2025 (%)
Jumlah warga negara
yang memperoleh
1 Pelayanan Ketentraman layanan akibat 100 0
dan Ketertiban Umum penegakan hukum
perda dan perkada
kabupaten/kota
Jumlah warga negara
Pelayanan Informasi yang memperoleh
2 : . 100 0
Rawan Bencana layanan informasi
rawan bencana
Jumlah warga negara
Pelayanan Pencegahan dan | yang memperoleh
3 | Kesiapsiagaan terhadap layanan pencegahan 100 8
Bencana dan kesiapsiagaan
terhadap bencana
Jumlah warga negara
Pelayanan Penyelamatan yang memperoleh
4 | dan Evakuasi Korban layanan penyelamatan 100 30
Bencana dan evakuasi korban
bencana
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Target s.d. TWI
No | Jenis Pelayanan Dasar Indikator (o/g) Tahun
0 2025 (%)

Jumlah warga negara
Pelayanan Penyelamatan yang memperoleh

5 | dan Evakuasi Korban layanan penyelamatan 100 80
Kebakaran dan evakuasi korban
kebakaran

Sumber : Satpol PP - Damkar dan BPBD, 2025

Pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta
Perlindungan Masyarakat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 baru mencapai target
23,60%. Pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan
konsistensi dalam menjaga capaian indikator perlu terus diupayakan oleh Pemerintah
Daerah terlebih Kabupaten Pesisir Barat berada pada daerah rawan bencana. Masih
relatif minimnya kemampuan pendanaan kembali menjadi masalah utama dari
pelaksanaan urusan Trantibumlinmas. Ditambah lagi dengan masih minimnya jumlah
sarana dan prasarana kebencanaan dan terbatasnya jumlah SDM bila dibandingkan
dengan luasan wilayah yang menjadi kewenangan.

f) SPM Urusan Sosial

Capaian pelaksanaan SPM Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial
hingga pada triwulan | Tahun 2025 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9  Pencapaian SPM Bidang Sosial sampai dengan Triwulan I Tahun

2025
Target | s.d.TWI
No Jenis Layanan Dasar Indikator (%) Tahun
2025 (%)
1 | Rehabilitasi sosial dasar Jumlah warga negara 100 2,05
penyandang disabilitas penyandang disabilitas
terlantar di luar panti terlantar yang
memperoleh
rehabilitasi sosial di
luar panti
2 | Rehabilitasi sosial dasar Jumlah anak terlantar 100 8,21
anak terlantar di luar panti | yang memperoleh
rehabilitasi sosial di
luar panti
3 | Rehabilitasi sosial dasar Jumlah warga negara 100 0,55
lanjut usia terlantar di luar | Lanjut usia terlantar
panti yang memperoleh
rehabilitasi sosial di
luar panti
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Rehabilitasi sosial dasar Jumlah warga Negara 100 0
tuna sosial khususnya gelandangan dan
gelandangan dan pengemis | pengemis yang
di luar panti memperoleh

rehabilitasi sosial dasar

tuna sosial di luar panti
Perlindungan dan Jaminan | Jumlah warga Negara 100 100

Sosial pada saat tanggap
dan pasca bencana bagi
korban bencana
Kabupaten/Kota

korban bencana
kabupaten/kota yang
memperoleh
perlindungan dan

jaminan sosial pada
saat dan setelah
tanggap darurat
bencana bagi korban
bencana
kabupaten/kota

Sumber : Dinas Sosial, 2025

Data pada pencapaian SPM Urusan Sosial hingga Triwulan I Tahun 2025
mencapai angka 22,16%. Permasalahan utama dari belum optimalnya pelayanan pada
urusan sosial adalah pendananaan dan juga luasan daerah administratif yang menjadi
kewenangan daerah serta masih minimnya jumlah SDM pelaksana urusan. Hal ini tentu
saja wajib menjadi catatan bagi Dinas Sosial sebagai pengampu urusan dimaksud.

2.1.5. Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD sampai dengan

Triwulan I Tahun 2025

Hasil evaluasi RKPD sampai dengan Semester Triwulan [ pada tahun 2025 ini
bertujuan untuk:

1) Menjaga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana
pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2025;

2)  Memperoleh gambaran capaian target kinerja (outcome dan output) dari masing-
masing Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2025, Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029 dan Rancangan Awal
RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025-2029;

3) Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai
dengan triwulan [ Tahun 2025;

4)  Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk penyusunan RKPD pada
tahun-tahun berikutnya pada umumnya dan Perubahan RKPD Tahun 2025 pada
khususnya.

Laporan evaluasi ini bersumber dari telaahan evaluasi hasil pelaksanaan Renja
masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
tahun 202 dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah
dilaksanakan dalam kurun waktu satu semester anggaran (Januari-Maret Tahun 2025).
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Berdasarkan data yang di dapat dari dokumen RKPD Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2025, diperoleh jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang disajikan pada
tabel berikut:

abel 2.10  Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada Kabupaten Pesisir

Barat Tahun 2025
No Perangkat Daerah Program Kegiatan Subkegiatan
1 Dinas Pendidikan dan 4 14 73
Kebudayaan
2 Dinas Kesehatan 5 20 111
3 Dinas PUPR 10 19 52
4 Dinas PRKP 5 15 21
5 BPBD 2 10 17
6 Satpolpp Damkar 3 11 20
7 Dinas Sosial 5 11 27
8 Dinas Transnakerin 7 16 22
9 Dinas PPPAKB 9 19 46
10 Dinas Ketahanan Pangan dan 3 11 36
Pertanian
11 Dinas Lingkungan Hidup 6 11 27
12 Dinas Dukcapil 5 11 23
Dinas Pemberdayaan
13 Masyarakat dan Pekon 4 10 28
14 Dinas Perhubungan 3 13 22
15 Dinas Kominfotiksan 5 12 35
16 Dinas Koperasi, UMK 6 13 26
Perdagangan
17 DPMPTSP 5 11 21
18 Dinas Pora 3 13 32
19 Dinas Perikanan 5 11 30
20 Dinas Pariwisata 4 10 23
21 Sekretariat Daerah 5 24 63
22 Sekretariat DPRD 2 15 48
23 Bappelitbangda 4 15 43
24 BPKAD 3 13 43
25 Bapenda 2 7 17
26 BKPSDM 3 9 26
27 Inspektorat 2 11 34
28 Kesbangpol 6 10 15
Jumlah 131 365 979

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Pesisir Barat, 2025

Laporan evaluasi ini bersumber dari telaahan evaluasi hasil pelaksanaan Renja
masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
tahun 2025 dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pembangunan yang telah
dilaksanakan dalam kurun waktu satu triwulan perencanaan dan anggaran (Maret
2025).
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Evaluasi capaian indikator kinerja RKPD tahun 2025 ditunjukkan dengan
capaian indikator pembangunan Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2025 yang terbagi atas
kelompok urusan pemerintahan daerah yang terbagi kedalam 5 (lima) Misi
Pembangunan Daerah dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Pesisir Barat Tahun
2025-2029.

Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam
evaluasi hasil RKPD sampai dengan Triwulan I tahun 2025 dengan pemredikatan yang
diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1) Sangat Tinggi (ST), untuk capaian diatas 91% (91% < 100%);
2)  Tinggi (T), untuk capaian nilai diatas 76% sampai dengan 90% (76% < 90%));
3) Sedang (S), untuk capaian nilai diatas 66% sampai dengan 75% (66% < 75%);

4)  Rendah (R), untuk capaian nilai diatas 51% sampai dengan 65% (51% < 65%);
dan

5) Sangat Rendah (SR), untuk capaian nilai sama atau kurang dari 50% (< 50%).

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu
indikator dapat dimaknai sebagai berikut (dalam hal ini, secara umum asumsi
pencapaian kinerja pada Triwulan I adalah 25%):

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi, Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah
memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian
kinerja;

2) Hasil Sedang, Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja telah memenuhi
persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja (cukup);

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah, Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi
kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal
pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berikut evaluasi hasil RKPD Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan
[ Tahun 2025, sebagai berikut:

a) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan tahun 2025,
dilakukan melalui 2 program; 11 kegiatan; dan 48 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun
2025 pada Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan nilai 10,40% dan realisasi
anggaran 28,03%. Dengan demikian capaian kinerja pada urusan ini masih sangat
rendah sehingga perlu percepatan pencapaian target kinerja.

Secara umum tidak ditemukan permasalahan yang berarti dalam
menyelesaikan target kinerja yang telah ditetapkan, dikarenakan capaian kinerja rata-
rata akan tinggi di semester II, begitu pula dengan realisasi keuangan telah sesuai
angkas yang telah direncanakan. Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah (i)
Melakukan peningkatan kompetensi SDM dan (ii) Percepatan proses administrasi dan
perencanaan dengan tetap mematuhi dan memperhatikan petunjuk pelaksanaan dan
petunjuk teknis yang berlaku.
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2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan tahun 2025,
dilakukan dengan 4 program; 17 kegiatan; dan 84 sub kegiatan oleh Dinas Kesehatan.
Capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Urusan Pemerintahan
Bidang Kesehatan adalah sebesar 8,90% dan realisasi keuangan sebesar 3,10%, dengan
demikian capaian kinerja urusan kesehatan dalam kategori sangat rendah. Hal ini
disebabkan output kegiatan ada pada triwulan I sehingga perlu ditingkatkan
pencapaian Kkinerjanya. Adapun rencana tindak lanjutnya adalah percepatan
pencapaian kinerja dengan optimal, terutama untuk kegiatan-kegiatan DAK.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 10 program; 23 kegiatan; dan
49 sub kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Capaian kinerja
sampai dengan triwulan I tahun 2025 pada Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar 28,70% dengan realisasi keuangan sebesar
21,40%. Capaian kinerja urusan ini dikategorikan sangat rendah.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program; 16 kegiatan;
dan 33 sub kegiatan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Capaian
kinerja pada Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 22,69% dengan
realisasi anggaran 14,44%. Capaian kinerja triwulan [ pada urusan ini masuk dalam
kategori sangat rendah.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat tahun 2025 yang dilakukan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja dan Damkar dilaksanakan melalui 3 program; 10 kegiatan; dan 20
subkegiatan. Adapun capaian kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 Satuan
Polisi Pamong Praja dan Damkar adalah sebesar 15,80% dengan realisasi keuangan
adalah 20,95%, dengan demikian kinerja urusan ini pada triwulan I tahun 2025 masuk
dalam kriteria sangat rendah.

Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat tahun 2025 yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
dilaksanakan melalui 2 program; 11 kegiatan; dan 35 subkegiatan. Adapun capaian
kinerja sampai dengan triwulan I tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
adalah 15,19% dengan realisasi keuangan adalah 7,02%. Dengan demikian capaian
kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial tahun 2025 dilakukan
melalui 4 program; 12 kegiatan; dan 31 subkegiatan. Capaian kinerja pada Urusan
Pemerintahan Bidang Sosial sampai dengan triwulan [ adalah 18,12% dengan realisasi
keuangan 21,16%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam ketegori
sangat rendah.

b) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan
Dasar
1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
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Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja tahun 2025
dilaksanakan dengan 4 program; 13 kegiatan; dan 24 sub kegiatan melalui Dinas
Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Tenaga Kerja sampai dengan triwulan I adalah 15,22% dengan realisasi
keuangan 19,10%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori
sangat rendah. Mayoritas output kegiatan selesai di triwulan IV, maka menyebabkan
capaian pada triwulan I rendah. Agar menjadi perhatian untuk percepatan pencapaian
kinerja.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 5 program; 11 kegiatan;
dan 15 sub kegiatan, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Capaian Kinerja
Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan
triwulan I adalah 25,00% dengan realisasi keuangan 5,06%. Dengan demikian capaian
kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Dengan tingkat capaian
tersebut, catatan ke depannya adalah percepatan pencapaian, karena output
subkegiatan yang berupa laporan maupun dokumen yang akan selesai di triwulan IV.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan pada tahun 2025
dilaksanakan melalui 4 program; 12 kegiatan; dan 35 sub kegiatan. Capaian Kinerja
Urusan Wajib Pangan sampai dengan triwulan I adalah 21,97% dengan realisasi
keuangan 17,96%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam ketegori
sangat rendah sehingga diperlukan percepatan pencapaian kinerja yang telah
ditetapkan.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 norma dan standar mekanisme
ketatalaksanaan kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas izin lokasi, sengketa tanah garapam, ganti
kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, subjek dan obyek restribusi tanah
serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, tanah ulayat,
tanah kosong, izin membuka tanah dan penggunaan tanah.

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan pada tahun 2025
dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melalui 3
program; 3 kegiatan; dan 4 subkegiatan dengan capaian kinerja triwulan I 29,63%
dengan realisasi keuangan 13,41%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk
dalam kategori sangat rendah. Faktor pendorong pencapaian kinerja adalah komitmen
yang tinggi dari pimpinan dan semua aparatur untuk segera menyelesaikan kegiatan-
kegiatan pada Urusan Pertanahan. Diharapkan semangat tersebut terus dijaga demi
percepatan pencapaian kinerja. Sedangkan yang menjadi penghambat adalah kondisi
fiskal daerah yang berpengaruh pada capaian kinerja dan keuangan.

Keterbatasan kondisi fiksal daerah menyebabkan terhambatnya sinkronisasi
dan sinergitas perencanaan dan penganggaran daerah. Kemungkinan tidak
tercapainnya target kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan hal yang mungkin
terjadi.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada tahun
2025 dilaksanakan melalui 7 program; 14 kegiatan; dan 38 sub kegiatan. Adapun
capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh
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Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan triwulan [ adalah 32,49% dan realisasi
keuangan dengan kategori Sangat Rendah pada nilai 18,85%. Dengan demikian capaian
target urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 5 program; 13 kegiatan; dan 33
subkegiatan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Capaian Kinerja Urusan
Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan
triwulan I adalah 15,03% dengan realisasi keuangan dengan kategori Sangat Rendah
pada nilai 17,82%. Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk kategori sangat
rendah.

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa tahun 2025 dilaksanakan dengan 4 program; 10 kegiatan; dan 31 sub
kegiatan. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa sampai yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
sampai dengan triwulan [ adalah 9,81% dengan realisasi keuangan 7,57%. Pada
triwulan I capaian kinerja masuk dalam kategori sangat rendah dan membutuhkan
percepatan pencapaian target kinerja.

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana untuk tahun 2025 dilaksanakan dengan 4 program; 14
kegiatan; dan 53 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan triwulan I adalah
12,88% dengan realisasi keuangan 10,39%. Dengan demikian capaian kinerja urusan
ini masuk dalam kategori sangat rendah.

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan oleh Dinas
Perhubungan di tahun 2025 dilaksanakan dengan 2 program; 10 kegiatan; dan 24
subkegiatan. Capaian Kinerja Urusan Wajib Perhubungan sampai dengan triwulan I
adalah 24,19% dengan realisasi keuangan 22,17%. Capaian ini masuk dalam kategori
sangat rendah.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika di
tahun 2025 dilaksanakan dengan 3 program; 8 kegiatan; dan 30 subkegiatan. Capaian
kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan triwulan I
adalah 14,47% dengan realisasi keuangan 17,93%. Dikarenakan capaian target masih
dibawah 25% maka urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Faktor pendorong
tingginya capaian kinerja adalah ketersediaan SDM sesuai dengan bidang atau kegiatan
dilaksanakan, manajemen SDM yang efektif, rutinitas evaluasi triwulan/semester dan
akhir tahun serta tingginya capain sub kegiatan yang melebihan dari target capaiannya.

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah tahun 2025 dilaksanakan melalui 4 program; 10 kegiatan; dan 23
subkegiatan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Capaian kinerja Urusan
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Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sampai dengan triwulan |
adalah 6,06% dengan realisasi keuangan 15,19%. Dengan demikian, maka urusan ini
masuk dalam kategori sangat rendah. Rencana tindak lanjutnya adalah
memaksimalkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja, dikarenakan
sebagian besar target kinerja akan selesai di semester II.

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal di tahun 2025 dilaksanakan
melalui 6 program; 11 kegiatan; dan 25 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Wajib
Penanaman Modal yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu sampai dengan triwulan I adalah 13,76% dan realisasi keuangan
11,06%. Capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah. Dibutuhkan
percepatan dalam pencapaian target kinerja, karena sebagian besar keluaran kegiatan
berupa laporan akan selesai di triwulan II.

Keterbatasan anggaran daerah pada proses penyusunan dokumen anggaran
menyebabkan program dimaksud tidak dapat dianggarkan. Hal ini tentunya
menyebabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta target capaian indikator
kinerja daerah sedikit banyak terganggu. Kemungkinan tidak tercapainnya target
kinerja urusan pemerintahan daerah merupakan hal yang mungkin terjadi.

13) Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga

Penyelenggaraan Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2025 dilaksanakan
melalui 3 program; 13 kegiatan; dan 32 subkegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemuda dan Olahraga sampai dengan
triwulan 1 adalah 14,43% dengan realisasi keuangan 18,56%. Diharapkan terus
meningkatkan pencapaian kinerja dengan melakukan evaluasi setiap kegiatan agar
lebih maksimal dalam pencapaian target yang ada, karena urusan ini capaian
kinerjanya masuk dalam kategori sangat rendah.

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik pada tahun 2025
dilaksanakan dengan 1 program; 1 kegiatan; dan 2 sub kegiatan pada Dinas Komunikasi
dan Informatika, Persandian dan Statistik. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan
Bidang Statistik sampai dengan triwulan I adalah 0% dengan realisasi keuangan
13,01%. Dengan capaian nihil maka urusan ini masuk dalam capaian kinerja yang
sangat rendah.

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan Urusan Persandian pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 1
program; 2 kegiatan; dan 2 subkegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika,
Persandian dan Statistik. Adapun capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Persandian sampai dengan triwulan I adalah 17,63% dengan realisasi keuangan 8,43%.
Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masuk dalam kategori sangat rendah.
Faktor pendorong capaian kinerja dan realisasi anggaran adalah ketersediaan SDM
sesuai dengan bidang atau kegiatan dilaksanakan, manajemen SDM yang efektif,
rutinitas evaluasi triwulan/semester dan akhir tahun serta tingginya capain sub
kegiatan yang melebihan dari target capaiannya.

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan tahun 2025 dilaksanakan dengan 2
program; 2 kegiatan; dan 2 sub kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan sampai dengan triwulan |
masih nihil bagi dari capaian kinerja maupun realisasi anggaran.

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
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Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan tahun 2025 dilaksanakan dengan 1
program; 2 kegiatan; dan 3 subkegiatan. Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Perpustakaan oleh Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan I adalah Sangat Rendah
dengan nilai 0,00% dengan realisasi 16,46%. Dengan capaian kinerja dengan kategori
sangat rendah karena belum adanya capaian kinerja.

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan tahun 2025
dilaksanakan dengan 1 program; 2 kegiatan; dan 3 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan
Pemerintahan Bidang Kearsipan dilaksanakan pada Sekretariat Daerah sampai dengan
triwulan I adalah 16,67% dengan realisasi keuangan 0%. Dengan demikian kinerja
urusan ini masuk Kkriteria sangat rendah. Rencana tindak lanjutnya adalah
memaksimalkan penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja, dikarenakan
sebagian besar target kinerja akan selesai di semester II.

c) Urusan Pemerintahan Pilihan
1) Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan tahun 2025 dilaksanakan
dengan 5 program; 14 kegiatan; dan 36 subkegiatan oleh Dinas Perikanan. Capaian
kinerja Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan sampai dengan triwulan [ adalah
23,05% dengan realisasi keuangan 18,65%. Dengan demikian kategori capaian kinerja
urusan ini adalah sangat rendabh. .

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata tahun 2025
dilaksanakan dengan 4 program; 12 kegiatan; dan 38 subkegiatan. Adapun capaian
kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas
Pariwisata sampai dengan triwulan I adalah 9,05% dengan realisasi keuangan 7,41%.
Dengan demikian capaian kinerja urusan ini masih sangat rendah.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Pertanian tahun 2025 dilaksanakan dengan 5
program; 10 kegiatan; dan 20 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pertanian yang
dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sampai dengan triwulan I
adalah 14,15% dengan realisasi keuangan 17,96%. Capaian yang masih sangat rendabh,
dikarenakan keluaran kegiatan memang direncanakan dicapai pada semester II.
Mengingat hal tersebut diharapkan optimal meningkatkan pencapaian kinerja dengan
melakukan evaluasi setiap kegiatan agar lebih maksimal dalam pencapaian target yang
ada.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan tahun 2025
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dengan 3 program; 4
kegiatan; dan 7 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan Pemerintahan Bidang
Perdagangan sampai dengan triwulan I adalah nihil baik dari capaian kinerja maupun
realisasi keuangan. Diperlukan kerjasama dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dan
seluruh aparatur dalam percepatan pencapaian target kinerja.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian tahun 2025
dilaksanakan dengan 2 program; 2 kegiatan; dan 5 subkegiatan. Capaian kinerja Urusan
Pemerintahan Bidang Perindustrian yang diampu oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga
Kerja dan Perindustrian sampai dengan triwulan I adalah nihil baik capain kineja
maupun realisasi keuangan. Diperlukan percepatan capaian target di tahun 2025.
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6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi tahun 2025
dilaksanakan dengan 2 program; 2 kegiatan; dan 3 subkegiatan. Adapun capaian kinerja
Urusan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan
Perindustrian sampai dengan triwulan I adalah nihil baik capaian kinerja maupun
realisasi keuangan.  Keterbatasan anggaran merupakan alasan utama tidak
dilaksanakan program. Kemungkinan tidak tercapainnya target Kkinerja urusan
pemerintahan daerah merupakan hal yang mungkin terjadi.

d) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
1) Sekretariat Daerah

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2025
dilaksanakan dengan 3 program; 20 kegiatan; dan 74 subkegiatan. Capaian kinerja
Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan [ adalah 10,16% dengan realisasi keuangan
12,44%. Capaian sangat rendah ini dikarenakan banyaknya kegiatan yang didapat
outputnya di akhir tahun. Rencana tindak lanjutnya adalah mengoptimalkan
pencapaian kinerja sehingga mampu maksimal mencapai target yang telah ditetapkan.

2) Sekretariat DPRD

Penyelenggaraan Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Kabupaten tahun 2025
dilaksanakan dengan 2 program; 15 kegiatan; dan 46 subkegiatan. Capaian kinerja
Sekretariat DPRD sampai dengan triwulan I 22,18% dengan realisasi keuangan 23,55%.
Capaian tersebut telah sesuai dengan perencanaan pada kinerja dan keuangan di
triwulan I.

e) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
1) Perencanaan

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan tahun
2025 dilaksanakan dengan 3 program; 13 kegiatan; dan 49 subkegiatan. Capaian
kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan sampai dengan triwulan I adalah
37,94% dengan realisasi keuangan 15,57%, dengan kriteria sangat rendah. Target
kegiatan yang berupa dokumen di sebagian besar kegiatan yang dilaksanakan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai
penopang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, baru akan terealisasi di akhir
tahun sehingga membawa dampak yang signifikan terhadap angka capaian kinerja di
triwulan satu. Optimalisasi pencapaian target kinerja adalah tindak lanjut yang
diperlukan dalam triwulan II.

2) Keuangan

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan tahun
2025 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan 2 program; 8 kegiatan; dan
30 subkegiatan dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan I 23,67% dengan
realisasi 12,53%. Kriteria sangat rendah pada urusan keuangan yang khusus mengelola
pendapatan daerah ini. Sedangkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
dengan 3 program; 13 kegiatan; dan 51 subkegiatan dengan Capaian kinerja 8,40%
dengan realisasi keuangan 9,13% atau masuk dalam kategori sangat rendah.
diperlukan komitmen pimpinan dalam menyelesaikan kegiatan, serta kedisiplinan
aparatur yang ada. Akan tetapi keterbatasan SDM yang ada dianggap sebagai
penghambat pencapaian kinerja. Dari permasalahan tersebut, disimpulkan rencana
tindak lanjutnya adalah penguatan kompetensi aparatur serta selalu melakukan
perbaikan terhadap permasalahan yang rutin di evaluasi.

3) Kepegawaian
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Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun
2025 dilaksanakan dengan 2 program; 6 kegiatan; dan 30 subkegiatan. Adapun capaian
kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian sampai dengan triwulan
I adalah 8,42% dengan realisasi keuangan 13,81% atau masuk dalam kategori sangat
rendah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai
penopang Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Manajemen Kepegawaian harus
meningkatkan pencapaian kinerja, mengingat target kinerja akan dicapai pada triwulan
I1.

4) Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pendidikan dan Pelatihan di Tahun 2025
dilaksanakan dengan 1 program, 2 kegiatan dan 2 subkegiatan melalui Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Adapun capaian kinerja
hingga triwulan I adalah 0% dan realisasi anggaran 32,05% dengan kategori Sangat
Rendah. Capaian kinerja yang masih 0% dikarenakan diklat yang belum dilaksanakan
karena menunggu jadwal dari Bandiklat Provinsi Lampung.

5) Penelitian dan Pengembangan

Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2025 dilaksanakan dengan 1 program; 3 kegiatan; dan 8 subkegiatan. Adapun
capaian kinerja Unsur Penunjang Urusan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah sampai dengan triwulan I adalah 0% dan realisasi keuangan dengan kategori
Sangat Rendah pada nilai 6,05%. Capaian Kinerja sangat rendah dikarenakan output
Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan adalah
berupa Laporan akhir maupun dokumen Kajian.

f) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
1) Inspektorat

Penyelenggaraan Urusan Pengawasan pada tahun 2025 dilaksanakan dengan
3 program; 11 kegiatan; dan 35 subkegiatan. Adapun capaian kinerja Inspektorat
sampai dengan triwulan I adalah 15,63% dengan realisasi keuangan 17,71% atau
masuk dalam kategori sangat rendah. Rendahnya capaian dikarenakan keluaran
kegiatan yang baru akan selesai di triwulan IV.

g) Unsur Pemerintahan Umum
1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik
pada tahun 2025 dilaksanakan dengan 5 program; 12 kegiatan; dan 32 subkegiatan.
Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan triwulan I adalah
8,12% dengan realisasi keuangan 8,68% atau masuk dalam kategori sangat rendah.
Rencana tindak lanjutnya adalah mempercepat pelaksanaan kegiatan sehingga
pencapaian kinerja lebih optimal, karena sesuai perencanaan, target akan tercapai di
triwulan V.

Berikut rekapitulasi hasil evaluasi hasil RKPD Tahun 2025 berdasarkan urusan
pemerintahan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Tabel 2.11 Skala Nilai Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pesisir Barat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Realisasi Capaian (%)

No Bidang Urusan

Kinerja Anggaran

Predikat

1 Pendidikan 10,40 28,03

SR
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2 Kesehatan 8,90 3,10 SR
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 28,70 21,40 SR
4 Perum:?\han Rakyat dan Kawasan 22,69 14,44 SR
Pemukiman
5 Trantibumlinmas (Polpp) 15,8 20,95 SR
6 | Trantibumlinmas (BPBD) 15,19 7,02 SR
7 | Sosial 18,12 21,16 SR
8 Tenaga Kerja 15,22 19,10 SR
o |Femberye Prempuan 500 | s |
10 | Pangan 21,97 17,96 SR
11 | Pertanahan 29,63 13,41 SR
12 | Lingkungan Hidup 32,49 18,85 SR
13 ﬁgﬁﬁ;:ﬁssiigﬁpendUdUkan dan 15,03 17,82 SR
14 Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon 9,81 7,57 SR
15 Pengendalian Penduduk dan KB 12,88 10,39 SR
16 | Perhubungan 24,19 22,17 SR
17 Komunikasi dan Informatika 14,47 17,93 SR
18 | Koperasi dan UKM 6,06 15,19 SR
19 | Penanaman Modal 13,76 11,06 SR
20 Kepemudaan dan Olahraga 14,43 18,56 SR
21 | Statistik 0,00 13,01 SR
22 | Persandian 17,63 8,43 SR
23 | Kebudayaan 0,00 0,00 SR
24 Perpustakaan 0,00 16,46 SR
25 | Kearsipan 16,67 0,00 SR
26 Perikanan 23,05 18,65 SR
27 | Pariwisata 9,05 7,41 SR
28 | Pertanian 14,15 17,96 SR
29 | Perdagangan 0,00 0,00 SR
30 | Perindustrian 0,00 0,00 SR
31 Trasmigrasi 0,00 0,00 SR
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32 Sekretariat Daerah 10,16 12,44 SR
33 | Sekretariat DPRD 22,18 23,55 SR
34 Perencanaan 37,94 15,57 SR
35 | Keuangan (BPKAD) 8,40 9,13 SR
36 | Keuangan (Bapenda) 23,67 12,53 SR
37 | Kepegawaian 8,42 13,81 SR
38 Pendidikan dan Pelatihan 0,00 32,05 SR
39 | Penelitian dan Pengembangan 0,00 6,05 SR
40 | Pengawasan (Inspektorat) 15,63 17,71 SR
41 Kesbangpol 8,12 8,68 SR

Rata-Rata Capaian 13,90 13,28 SR

Sumber : Hasil Monev Bappelitbangda, 2025

Secara umum, capaian kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Bara

masih rendah dimana capaian kinerja Perangkat daerah hanya mencapai 13,90%
dengan realisasi anggaran di angka 13,28%. Hal ini perlu menjadi peratian bagi
Pemerintah Daerah untuk dapat segera meningkatkan capaian kinerjanya. Meskipun
tantangan efisiensi Pemerintah Pusat diharapkan tidak menjadi kendala yang berarti
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat melalui

percepatan pelaksanaan program -program prioritas.

Selanjutnya untuk penjabaran secara lengkap dalam bentuk matrik evaluasi

program, kegiatan dan sub kegiatan dari masing-masing Perangkat Daerah pada RKPD

Tahun 2025 hingga triwulan I ditampilkan pada tabel di bawah ini.
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
Tabel 2.12 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Pesisir Barat
o o o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja & | Perangkat
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun| Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d N N N N Realisasi Kinerja dan Anggaran . Daerah
No Kode y Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 +/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
(1) @ @) @) (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 917.896.897.515 791.224.770.692 209.493.914.209 58.729.440.328 [ 849.954.211.020 #DIV/0! 93%
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN Dinas P & K
1.01 917.896.897.515 791.224.770.692 209.493.914.209 58.729.440.328 28% 849.954.211.020 93%
1.01.01 Program Penunjang Urusan Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja 95%) 646.082.291.127 83,5% 645.936.891.127 95%| 154.740.926.709 95% 44.310.458.363 100% 29% 1,7854 690.247.349.490 188% 107%
il Daerah /I gkat Daerah Dinas P & K
1.01.01.2.01 dan 100%) 32.877.747 100,0% 25.187.750 100%| 12.400.000 0% - 0% 0% 95% 25.187.750 95% 77%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas P & K
Perangkat Daerah Tepat Waktu
1.01.01.2.01.00(| Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersusunnya Dokumen Perencanaan 10 Dokumen| 7.192.007 | 6 Dokumen| 10.200.000| 2 Dokumen 7.400.000 Dokumen| | 0% 0%| 6 Dokumen 10.200.000 60% 142% Dinas P & K
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.01.01.2.01.00(Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja 10 Dokumen| 25.685.740 | 6 Dokumen 14.987.750( 2 Dokumen| 5.000.000 Dokumen| - 0% 0%| 6 Dokumen 14.987.750 60% 58%
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi SKPD Dinas P & K
Kineria SKPD
1.01.01.2.02 ini i gl Pt Tepat 100%) 619.542.934.116 100% 359.590.708.695 100% 153.188.328.709| 100% 44.040.094.648 100% 29% 2 403.630.803.343 200% 65% Dinas P & K
Daerah Waktu
1.01.01.2.02.00(| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN 70 Bulan| 619.514.679.802 42 Bulan 359.574.208.695 14 Bulan 153.182.828.709 4 Bulan 44.040.094.648 29% 29% 46 403.614.303.343 66% 65% Dinas P & K
1.01.01.2.02.00( Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan Akhir Tahun 5 Dokumen 12.842.870 | 3 Dokumen 7.500.000| 1 Dokumen 2.500.000 Dokumen| - 0% 0% 3 7.500.000 60% 58% Dinas P & K
|Keuangan Akhir Tahun SKPD
1.01.01.2.02.00(| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan Keuangan 10 Dokumen| 10.274.296 | 6 Dokumen 6.000.000| 2 Dokumen| 2.000.000 Dokumen| - 0% 0% 6 6.000.000 60% 58%
Keuangan ) Semesteran Dinas P & K
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.01.01.2.02.00 |Penyusunan Pelaporan dan Analisis Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi | 5 Dokumen 5.137.148| 3 Dokumen 3.000.000| 1 Dokumen 1.000.000 0 - 0% 0% 3 3.000.000 60% 58% Dinas P & K
08 Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran
1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada |Pendataan Barang Milik Daerah pada 100%| 200.000.000| 100%| 19.138.500 100% 40.000.000 0% - 0% 0% 100% 19.138.500 100% 10% Dinas P & K
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.01.01.2.03.00(| Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 2 Dokumen| 200.000.000 1 Dokumen| 19.138.500| 1 Dokumen| 40.000.000 0 - 0% 0% 1 19.138.500 50% 10% Dinas P & K
pada SKPD Milik Daerah pada SKPD
1.01.01.2.05 inis i gl Jumlah bidang urusan yang 2 Urusan| 22.609.336.607 2 Urusan 9.117.624.350 2 Urusan 512.500.000 Urusan 222.000.000 0% 43% 100% 9.339.624.350 50% 41% Dinas P & K
Daerah dil
1.01.01.2.05.00(| Pengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 60 Paket| 60.000.000 60 Paket| 60.000.000 Paket| - 0% 0% 0 - 0% 0% Dinas P & K
Atribut Kelengkapannva Atribut Kelengkapan
1.01.01.2.05.00(| Pendataan dan Pengolahan Administrasi [Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 50.000.000 Dokumen| - 0% 0% 0 - 0% 0%
Kepegawaian Administrasi Dinas P & K
1.01.01.2.05.00(| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 50.000.000 Dokumen| - 0% 0% 0 - 0% 0%
Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Dinas P & K
1.01.01.2.05.00(| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Meningkatkan Kapasitas 5 Tahun 22.449.336.607 3 Tahun 9.117.624.350 1Tahun, 352.500.000 Tahun 222.000.000 0% 63% 3 9.339.624.350 60% 42% Dinas P & K
|Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sumberdaya Aparatur
1.01.01.2.06 inis i Umum gkat Daerah sarana dan 100%) 2.211.322.715 100% 1.597.715.100 100% 533.516.000 0% 17.768.550 0% 3% 100% 1.615.483.650 100% 73% Dinas P & K
pendukung kinerja
1.01.01.2.06.00(| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik ~ [Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 5 Paket| 8.424.923 3 Paket| 5.280.000 1 Paket| 2.000.000 Paket| - 0% 0% 3 5.280.000 60% 63% Dinas P & K
l Kantor Bangunan Kantor
1.01.01.2.06.00( yediaan Peralatan dan Per Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 9.500.000 Paket| 0 1 Paket| 9.500.000 Paket| - 0% 0% 0 - 0% 0% Dinas P & K
{Kantor Perlengkapan Kantor vang Disediakan
1.01.01.2.06.00(| Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Jasa Propaganda , Pameran 5 Kali 436.657.577 3 Kali 256.375.000 3 Kali 85.000.000 Kali - 0% 0% 3 256.375.000 60% 59% Dinas P & K
dan Publikasi
1.01.01.2.06.00(| Penyediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya Barang catak dan 60 Bulan| 354.298.821 36 Bulan 286.947.100 12 Bulan 96.016.000 Bulan - 0% 0% 36 286.947.100 60% 81%
Penggandaan Pengadaan Dinas P & K
Serta terpenuhinya
Kebutuan Alat tulis kantor Rutin
1.01.01.2.06.00(| Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan 60 Bulan| 61.645.776 36 Bulan| 67.000.000 12 Bulan 30.000.000 Bulan - 0% 0% 36 67.000.000 60% 109% Dinas P & K
Peraturan Perundang: Peraturan Perundang Undangan
1.01.01.2.06.00(| Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya Makanan dan minum 55 Bulan| 56.508.628 33 Bulan| 33.000.000 11 Bulan 11.000.000 Bulan - 0% 0% 33 33.000.000 60% 58% Dinas P & K
Kantor
1.01.01.2.06.00(| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |Terlaksananya Rapat Koordinasi Dalam 60 Bulan| 1.284.286.991 36 Bulan| 949.113.000 12 Bulan 300.000.000 3 Bulan 17.768.550 25% 6% 39 966.881.550 65% 75% Dinas P & K
Konsultasi SKPD dan Luar Daerah
1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Terpenuhi Barang Milik Daerah 100%) 612.700.000 100% 435.700.000 100% 169.000.000 - 0% 0% 100% 435.700.000 100% 71%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dinas P & K
1.01.01.2.07.00(| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional|[Jumlah Unit Kendaraan Dinas 2 Unit 80.000.000 2 Unit| 72.000.000 0% 0% 2 72.000.000 100% 90%
atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang Dinas P & K
Disediakan
1.01.01.2.07.00(| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 43 Unit| 532.700.000 14 Unit| 363.700.000 29 Unit| 169.000.000 Unit| - 0% 0% 14 363.700.000 33% 68% Dinas P & K

Lainnya yang Di
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
T each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : . -abat Reallisasi Kinerja dan Anggaran S Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang Al RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
1.01.01.2.08 Jasa jang Urusan Layanan 100%) 430.914.246 100% 484.358.497 204.542.000 25.595.165 0% 13% 1 509.953.662 100% 118% Dinas P & K
Pemerintahan Daerah Pendukung
1.01.01.2.08.00(| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber 60 Bulan 110.962.396 36 Bulan 96.732.497 12 Bulan 42.000.000 3 Bulan 3.595.165 25% 9% 39 100.327.662 65% 90% Dinas P & K
Dava Air dan Listrik Dava Air Dan Listrik
1.01.01.2.08.00(| Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya Sewa Gedung Kantor, 60 Bulan 292.817.434 36 Bulan 371.000.000 12 Bulan 157.000.000 3 Bulan 22.000.000 25% 14% 39 393.000.000 65% 134% Dinas P & K
Perlengkapan Kantor Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas
1.01.01.2.08.00( y Jasa y Umum Terciptanya Kebersihan Kantor 60 Bulan| 27.134.416 36 Bulan| 16.626.000 12 Bulan 5.542.000 Bulan - 0% 0% 36 16.626.000 60% 61% Dinas P & K
Kantor
1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang k Daerah yang 100%) 442.205.697 100% 522.848.975 100% 80.640.000 0% 5.000.000 0% 6% 1 527.848.975 100% 119%
Penunjang Urusan Pemerintahan dalam kondi aik Dinas P & K
Daerah
1.01.01.2.09.00( yedi Jasa Biaya T i Jasa Biaya 60 Bulan 436.657.577 36 Bulan 237.806.975 12 Bulan 69.900.000 3 Bulan 5.000.000 25% 7% 39 242.806.975 65% 56%
, dan Pajak 3 ; aan, dan Pajak Dinas P & K
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas [Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jabatan
1.01.01.2.09.001| Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 60 Bulan| 5.548.120 36 Bulan| 285.042.000 12 Bulan 10.740.000 Bulan - 0% 0% 36 285.042.000 60% 5138%
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dinas P & K
atau Bangunan Lainnva
1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan Cakupan Pemenuhan SPM Bidang 100% 271.814.606.387 64,08% 145.287.879.565 100% 54.752.987.500 100% 14.418.981.965 100% 26% 1,6408 159.706.861.530 164% 59% Dinas P & K
1.01.02.2.01 Sekolah Dasar |Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12 99,66% 158.674.060.308 99,53% 78.708.848.069 99,59% 37.238.499.200 99,53% 9.314.469.880 99,53% 25% 1,9906 88.023.317.949 200% 55% Dinas P & K
Tahun
SKOR NUMERASI SD 58,99 53,19 56,09 53,19 53,19 106,38 - 180% #DIV/0!|Dinas P & K
SKOR LITERASI SD 63,61 58,61 61,11 58,61 58,61 117,22 - #VALUE! #DIV/0!|Dinas P & K
1.01.02.2.01.00(| Pembangunan Ruang Guru/Kepala Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 4 Ruang 840.000.000 4 Ruang 840.000.000 Ruang 17.608.485 0% 2% 0 17.608.485 0% 2% Dinas P & K
Sekolah/TU vang Telah Dibangun
1.01.02.2.01.00(|Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 1Ruang 250.000.000 1Ruang 250.000.000 Ruang 8.684.085 0% 3% 0 8.684.085 0% 3% Dinas P & K
Dibangun
1.01.02.2.01.00(| Pembangunan Sarana, Prasarana dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 14 Unit 2.592.000.000 14 Unit 2.592.000.000 Unit 89.379.420 0% 3% 0 89.379.420 0% 3% Dinas P & K
Utilitas Sekolah Sekolah vang Telah Dibangun
1.01.02.2.01.00(| Pembangunan Rumah Dinas Kepala Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, 4 Unit 920.000.000 4 Unit 920.000.000 Unit 31.960.785 0% 3% [ 31.960.785 0% 3%
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dinas P & K
Dibangun
1.01.02.2.01.007| Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan [Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 3 Ruang 360.000.000 3 Ruang 360.000.000 Ruang 12.569.640 0% 3% 0 12.569.640 0% 3% Dinas P & K
Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat
1.01.02.2.01.001|Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas |Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, 3 Unit 600.000.000 3 Unit 600.000.000 Unit 20.845.800 0% 3% [ 20.845.800 0% 3%
Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dinas P & K
DiRehabilitasi Sedang/Berat
1.01.02.2.01.001| Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 2 Paket 220.000.000 2 Paket 220.000.000 Paket - 0% 0% 0 - 0% 0%|Dinas P & K
1.01.02.2.01.00] Pengadaan Perlengkapan Siswa Tersedianva perlengkapan Siswa SD 17.963 Siswa 929.585.250) 17.963 Siswa| 929.585.250 - - 0% 0%] 17.963 Siswa 929.585.250 100% 100% [Dinas P & K
1.01.02.2.01.00| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Jumlah Kegiatan 20 Kali 556.782.452 4 Kali 133.218.000 - 0% 0% 4 Kali 133.218.000 20% 24% Dinas P & K
Satuan Pendidikan Dasar
1.01.02.2.01.00Z Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas |Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang HHEHHH IR 302.550.700 M 302.550.700 | Peserta Didik 0% 0% | HitHH#H#HHHH - 100% 0%
Siswa Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Dinas P & K
Akademik
1.01.02.2.01.00Z| Penyediaan Pendidik dan Tenaga Jumlah Pendidik dan Tenaga 489 Orang 5.627.744.500 489 Orang 5.627.744.500 489 Orang 425.200.000 100% 8% 489 425.200.000 100% 8%
bagi Satuan yang Tersedia pada Satuan Dinas P & K
Sekolah Dasar Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.00%) Pengembangan Karir Pendidik dan Terlaksananya Pengembangan Karir 190 Orang] 17.551.855.000 130 Orang]| 14.497.484.150 60 Orang 260.000.000 Orang 0% 0% 130 14.497.484.150 68% 83%
Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas P & K
Sekolah Dasar
1.01.02.2.01.00 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola 127 Sekolah 96.895.261.687 | 127 Sekolah 32.847.548.688| 127 Sekolah 18.013.522.000 | 127 Sekolah 8.695.011.000 100% 48%| 127 Sekolah 41.542.559.688 100% 43%
Dana BOS
1.01.02.2.01.00] Pembinaan Penggunaan Teknologi, Jumlah Orang yang Mendapatkan 30 Orang 87.210.000 30 Orang 87.210.000 Orang 0% 0% 0 - 0% 0%
Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pembinaan Penggunaan Teknologi, Dinas P & K
Pendidikan Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk
1.01.02.2.01.00:| Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang  [Jumlah peserta pelatihan penggunaan 60 Orang 160.000.000 60 Orang 160.000.000 Orang 0% 0% 0 - 0% 0%
Pendidikan aplikasi di bidang pendidikan yang Dinas P & K
1.01.02.2.01.007] dinasi Per supervisi dan Terlaksananya Perencanaan supervisi 8 Kali 450.000.000 2 Kali 159.723.670 1 Kali| 125.000.000 Kali 0% 0% 2 159.723.670 25% 35%
Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SD |dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan Dinas P & K
SD
1.01.02.2.01.00¢ dan Advokasi Kebijakan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi | 15 Dokumen| 150.000.000 5 Dokumen| 36.432.200| 1 Dokumen 70.000.000 Dokumen 0% 0% 5 36.432.200 33% 24%
Bidang Pendidikan kebijakan di bidang Pendidikan yang Dinas P & K
dilaksanakan
1.01.02.2.01.00¢Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan [Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan | ########H##) 75.000.000 I 75.000.000 Ki t: 0% 0% 0 - 0% 0% Dinas P & K
Tenaga Kependidikan Tenaga Pendidik vang terfasilitasi
1.01.02.2.01.004 Pemberian layanan pendampingan bagi [Jumlah kegiatan pendampingan bagi 1 Kegiatan 87.544.000 1 Kegiatan 87.544.000 Kegiatan 0% 0% 0 - 0% 0%
satuan untuk € ) satuan untuk € v Dinas P & K
per dan intoleransi|perundungan, kekerasan, dan intoleransi
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
T each " - " L . " A Perangkat
) . ) o o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
No Kode Urusan/ Bidang Urusan pgmermtahan Indikator Kme'rja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun| Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun berjalan yang di N A RKPD yang . dan Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPIMD Daerah Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
1.01.02.2.01.004Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 25 Unit| 23.750.598.720 84 Unit| 30.104.856.111 3 Unit 380.000.000 Unit 13.210.665 0% 3% 84 30.118.066.776 336% 127% Dinas P & K
Prasarana dan Utilitas Sekolah Sekolah vang direhab
1.01.02.2.01.00%| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas  [Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah 58 Ruang 5.910.000.000 58 Ruang 5.910.000.000 Ruang 0% 0% 0 - 0% 0% Dinas P & K
Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat
1.01.02.2.01.00% Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta 2 Paket 357.928.000 2 Paket 357.928.000 Paket 0% 0% 0 - 0% 0% Dinas P & K
Peserta Didik vang tersedia
1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 92,39% 97.663.289.249 89,34% 57.645.377.141 90,87% 13.455.762.300 89,34% 3.970.062.855 98% 89,34% 90,87% 61.615.439.996 90,87% 90,87% Dinas P & K
Menengah Pertama Tahun
SKOR NUMERASI SMP 70,03 67,03 68,53 67,03 98% 67,03 68,53 68,53 68,53%
SKOR LITERASI SMP 75,85 73,65 74,75 73,65 99% 73,65 74,75 74,75 74,75% | Dinas P & K
1.01.02.2.02.00 [Pembangunan Sarana, Prasarana dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 25 Unit| 45.341.727.818 37 Ruang| 22.829.560.897 2 Unit 450.000.000 Unit 15.702.060 0% 3% 37 22.845.262.957 148% 50% Dinas P & K
12 Utilitas Sekolah Sekolah dibangun
1.01.02.2.02.007| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas ~ [Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah 17 Ruang 1.950.000.000 17 Ruang 1.950.000.000 Ruang 69.493.770 0% 4% 0 69.493.770 0% 4% Dinas P & K
Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat
1.01.02.2.02.001| Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan [Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 1Ruang 128.100.000 1Ruang 128.100.000 Ruang 4.624.000 0% 4% 0 4.624.000 0% 4% Dinas P & K
Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat
1.01.02.2.02.00z| Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1 Paket 103.895.300 1 Paket 103.895.300 Paket 0% 0% 0 - 0% 0%|Dinas P & K
1.01.02.2.02.002| Pengadaan Perlengkapan Siswa Tersedianya perlengkapan Siswa SMP 6.366 Paket| 329.337.000| 6.365 Siswa 372.437.000 0% 0% 6365 372.437.000 100% 113%|Dinas P & K
1.01.02.2.02.005 Pengembangan Karir Pendidik dan Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah | #t#ti#HtH| 13.048.500.000 422 Siswa 10.288.500.000 | ###Hi#HHHE 1.935.000.000 | Peserta Didik 0% 0% 422 10.288.500.000 84% 79%
1.01.02.2.02.00:| Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Jumlah Kegiatan 20 Kali 485.169.369 4 Kali 96.840.000 0% 0% 4 96.840.000 20% 20%
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Dinas P & K
Pertama
1.01.02.2.02.003| Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas [Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang HEHHEH Y 102.403.000 HHHHHE Y 102.403.000 | Peserta Didik 0% 0% 0 - 0% 0%
Siswa Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Dinas P & K
Akademik
1.01.02.2.02.004 Pengembangan Karir Pendidik dan Terlaksananya Pengembangan Karir 120 Orang| 420.000.000 80 Orang| 231.437.889 20 Orang 100.000.000 Orang 6.035.025 0% 6% 80 237.472.914 67% 57%
Tenaga Kependidikan SMP Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Dinas P & K
1.01.02.2.02.004 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama 38 Sekolah 34.432.796.762 38 Sekolah 23.514.311.300| 38 Sekolah 8.020.504.000 38 Sekolah 3.870.252.000 100% 48%| 38 Sekolah 27.384.563.300 100% 80% Dinas P & K
Menengah Pertama vang Mengelola Dana BOS
1.01.02.2.02.004 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana |Jumlah Tenaga yang Meningkat 220 Orang 80.000.000 220 Orang 80.000.000 Orang 0% 0% 0 - 0% 0%
BOS Sekolah Menengah Pertama Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana Dinas P & K
BOS Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.02.004 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Jumlah Orang yang Mendapatkan 30 Orang 80.108.000 30 Orang 80.108.000 Orang 0% 0% 0 - 0% 0%
Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pembinaan Penggunaan Teknologi, Dinas P & K
Pendidikan Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk
1.01.02.2.02.00 dinasi P supervisi dan Terlaksananya Perencanaan supervisi 4 Dokumen| 450.000.000 | 2 Dokumen 135.682.795| 1 Dokumen 200.000.000 Dokumen 0% 0% 2 135.682.795 50% 30%
Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan SMP|dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan Dinas P & K
SMP.
1.01.02.2.02.00! i dan Advokasi Kebijakan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi [ 4 Dokumen| 150.000.000 | 2 Dokumen 48.739.200 0% 0% 2 48.739.200 50% 32%
Bidang Pendidikan kebijakan di bidang Pendidikan yang Dinas P & K
1.01.02.2.02.00¢ Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan |Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan | ########H##H#| 61.452.000 M 61.452.000 Komunitas 0% 0% [ - 0% 0% Dinas P & K
Tenaga didik Tenaga Pendidik yang terfasilitasi
1.01.02.2.02.00¢| Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau  [Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, 120 Orang] 390.000.000 40 Orang 127.868.060 | #it##HiHH###H#] 134.500.000 Komunitas 0% 0% 40 127.868.060 33% 33%
g ,L untuk Pelavtihan, dan/atal.J Magang/PKL untuk Dinas P & K
Bidang Kapasitas Bidang
vang
1.01.02.2.02.00¢| Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 1Ruang 109.800.000 1Ruang 109.800.000 Ruang 3.956.000 0% 4% 0 3.956.000 0% 4%
Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Dinas P & K
1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini |Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 56,39% 14.222.309.384 50,66% 8.058.150.055 53,52% 3.764.246.000 50,66% 1.024.709.230 50,66% 50,66% 1,0132 9.082.859.285 50,66% 50,66% Dinas P & K
(PAUD) Tahun
Proporsi Jumlah Satuan PAUD 41,44% 28,05% 33,68% 28,05% 28,05% 28,05% 0,561 - 28,05% 28,05% Dinas P & K
Terakreditasi Minimal B
1.01.02.2.03.00(|Pembangunan Sarana, Prasarana dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 10 Unit 1.487.617.261 8 Unit 1.697.934.000 1 Unit 60.000.000 Unit 2.160.000 0% 4% 8 1.700.094.000 80% 114% Dinas P & K
Utilitas PAUD Sekolah dibangun
1.01.02.2.03.00]| Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD Tersedianya perlengkapan Peserta Disik 6.600 Paket| 161.568.000| 6.600 Paket 161.568.000 0% 0% 6600 161.568.000 100% 100% Dinas P & K
PAUD
1.01.02.2.03.00]{ Pengembangan Karir Pendidik dan Jumlah Pendidik dan Tenaga 110 Orang] 324.437.760 80 Orang 205.317.760 30 Orang 119.120.000 Orang - 0% 0% 80 205.317.760 73% 63%
Tenaga Kependidikan pada Satuan Kependidikan yang Mendapatkan
Pendidikan PAUD FaSI|I(aSvI Kenaikan ?angkat/Golongan, Dinas P & K
Pemberian Promosi, Peningkatan
Kompetensi dan Kualifikasi
1.01.02.2.03.00]| Pembinaan Kelembagaan dan Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 25 PAUD 2.095.805.000 PAUD 25 PAUD 50.000.000 PAUD 5.846.100 0% 12% [ 5.846.100 0% 0% Dinas P & K
PAUD
1.01.02.2.03.00] Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 119 PAUD 9.195.372.363 119 PAUD 5.706.529.700 117 PAUD 2.095.805.000 117 PAUD 1.002.902.500 100% 48%| 23600,00% 6.709.432.200 198% 73% Dinas P & K
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
) . ) o o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
No Kode Urusan/ Bidang Urusan pgmermtahan Indikator Kme'rja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun| Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun berjalan yang di N A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPIMD Daerah Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
1.01.02.2.03.007| Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana [Jumlah Tenaga yang Meningkat 20 Orang 92.644.000 20 Orang 92.644.000 Orang - 0% 0% 0 - 0% 0%
BOP PAUD Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana Dinas P & K
BOP PAUD
1.01.02.2.03.002| Pembinaan Penggunaan Teknologi, Jumlah Orang yang Mendapatkan 32 Orang 94.865.000 32 Orang 94.865.000 Orang - 0% 0% 0 - 0% 0%
InformaS| dan (TIK) untuk 2 an 'Ijeknologw, Dinas P & K
Pendidikan Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk
1.01.02.2.03.004 dinasi, Pt Supervisi dan [Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 4 Dokumen 450.000.000 | 1 Dokumen 161.912.995| 1 Dokumen 30.734.000 Dokumen - 0% 0% 1 161.912.995 25% 36%
Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Dinas P & K
Lavanan di Bidang
1.01.02.2.03.00] i dan Advokasi Bidang Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi 4 Kali 320.000.000 3 Kali 124.887.600| 1 Dokumen 172.948.000 Dokumen - 0% 0% 3 124.887.600 75% 39%
Pendidikan kebijakan di bidang Pendidikan yang Dinas P & K
dilaksanakan
1.01.02.2.03.00Z Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan |Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan | 5 Komunitas 172.948.000 5 Komunitas 60.788.000 Komunitas - 0% 0% [ - 0% 0% Dinas P & K
Tenaga idi Tenaga Pendidik vang terfasilitasi
1.01.02.2.03.005 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang 2 Ruang 60.788.000 2 Ruang 400.000.000 Ruang 13.800.630 0% 3% 0 13.800.630 0% 23% Dinas P & K
Bertambah
1.01.02.2.03.003| Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas [Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti HEHHEHHE Y 400.000.000 HHHHHEHER Y 244.372.000 | Peserta Didik - 0% 0% 0 - 0% 0%
Peserta Didik Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Dinas P & K
Non Akademik
1.01.02.2.03.007 Teknis, Pelatihan, dan/atau  [Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, 30 Orang 244.372.000 30 Orang 192.970.000 Orang - 0% 0% [ - 0% 0%
Magang/PKL untuk Peningkatan Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Dinas P & K
Bidang Kapasitas Bidang
vang
1.01.02.2.03.00¢ Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta 3 Paket 150.000.000 3 Paket 150.000.000 Paket - 0% 0% 0 - 0% 0%
Peserta Didik PAUD Didik PAUD yang tersedia Dinas P & K
1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 6% 1.254.947.446 5,51% 875.504.300 5,76% 294.480.000 5,51% 109.740.000 5,51 37% 5,51 985.244.300 5,51 79% Dinas P & K
Nonformal/
1.01.02.2.04.00] Pengelolaan Dana BOP Sekolah Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan 2 PKBM| 1.224.947.446 2 PKBM| 875.504.300 2 PKBM| 264.480.000 PKBM| 109.740.000 0% 41% 2 PKBM 985.244.300 100% 80%
Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Dinas P & K
1.01.02.2.04.00¢ Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nor| 2 Paket 30.000.000,00 Paket 0 2 Paket 30.000.000 Paket - 0% 0 - 0% 0 Dinas P & K
Peserta Didik ! /
1.1.02 KESEHATAN 99 Rp 478.611.922.511 96 Rp_88.500.862.366 98 Rp 105.678.138.818 8 Rp__ 3.263.945.375 8,0 31 8 Rp__ 3.263.945.375 8 1 Dinkes
1.1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Pemenuhan Kebutuhan 95 Rp 170.847.842.320 90 Rp 32.971.544.349 90 Rp 31.420.623.600 21 Rp  2.621.903.686 22,9 83 21 Rp  2.621.903.686 22 2
PEMERINTAHAN DAERAH Penunjang Urusan Pemerintahan Dinkes
KABUPATEN/KOTA Daerah pada Dinas Kesehatan (%)
1.1.02.01.2.01 dan T 95 Rp 189.918.439 920 Rp 70.243.992 920 Rp 112.164.400 29 Rp 30.304.600 31,8 27,0 29 Rp 30.304.600 30 16
Evaluasi Kinerja gkat Daerah Dinkes
Perangkat Daerah Pada Dinas
(%)
1.1.02.01.2.01. |Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 5 Rp 40.311.411 2 Rp 11.623.992 2 Rp 42.025.000 1 Rp 10.040.600 50,0 239 1 Rp 10.040.600 20 25 Dinkes
0001 Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.1.02.01.2.01. |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen  [Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 2 Rp 10.000.000 0 Rp - 1 Rp 5.000.000 1 Rp 5.000.000 100,0 100,0
0002 RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dinkes
RKA-SKPD
1.1.02.01.2.01. |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Rp 10.000.000 0 Rp - 1 Rp 5.000.000 0 Rp - 0,0 0,0
0003 Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dinkes
Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
1.1.02.01.2.01. |Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD  [Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 5 Rp 25.322.308 1 Rp 17.934.000 1 Rp 14.195.000 1 Rp 9.429.000 100,0 66,4 1 Rp 9.429.000 20 37
0004 Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Dinkes
DPA-SKPD
1.1.02.01.2.01. |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan  [Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Rp 28.390.000 1 Rp 19.542.000 1 Rp 14.195.000 0 Rp - 0,0 0,0 0 Rp - o [
0005 DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dinkes
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
1.1.02.01.2.01. |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 10 Rp 10.000.000 4 Rp 5.000.000 4 Rp 5.000.000 0 Rp - 0,0 0,0 0 Rp - 0 0
0006 Capaian Kinerja dan lIkhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dinkes
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kineria SKPD
1.1.02.01.2.01. |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 20 Rp 65.894.720 1 Rp 16.144.000 1 Rp 26.749.400 1 Rp 5.835.000 50,0 21,8 1 Rp 5.835.000 3 9 Dinkes
0007 Perangkat Daerah
1.1.02.01.2.02 ini; i gl T i ini: 95 Rp 166.635.424.996 920 Rp 28.030.102.801 90 Rp 30.432.623.600 20 Rp  2.428.086.047 22,2 8,0 20 Rp 2.428.086.047 21 1 Dinkes
Daerah Pada Dinas Kesehatan (%)
1.1.02.01.2.02. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 70 Rp 166.607.567.926 14 Rp 28.018.206.851 14 Rp 30.420.623.600 4 2.428.086.047 28,6 8,0 4 Rp  2.428.086.047 6 1 Dinkes
0001 Tuniangan ASN
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : bl Realisasi Kinerja dan Anggaran A Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
1.1.02.01.2.02. |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 Rp 12.663.687 1 Rp 5.000.000 1 Rp 5.000.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - [] []
0005 Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dinkes
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
1.1.02.01.2.02. |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 10 Rp 10.128.922 2 Rp 3.912.800 2 Rp 4.000.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o o
0007 Bulanan/Tri Trit mesteran SKPD dan
SKPD Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Dinkes
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
an SKPD.
1.1.02.01.2.02. |Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 5 Rp 5.064.461 1 Rp 2.983.150 1 Rp 3.000.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o [ Dinkes
0008 Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
1.1.02.01.2.05 inis i i gl T i ini i 95 Rp 577.951.271 95 Rp 140.455.000 o Rp - o Rp- #DIV/0! #DIV/0! [ Rp - o [ Dinkes
Daerah Perangkat Daerah (%)
1.1.02.01.2.05. |Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah pakaian dinas dan atribut yang 100 Rp - 100 Rp 91.875.000 0 Rp - 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 Rp - o #DIV/0! Dinkes
0002 Atribut dan Kelengkapannva disediakan
1.1.02.01.2.05. |Pendidikan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 100 Rp 577.951.271 18 Rp 48.580.000 0 Rp - 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0 Rp - 0 [
0009 berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Dinkes
Pelatihan
1.1.02.01.2.06 i Umum gkat Daerah (T i ini i Umum 95 Rp  2.057.547.614 920 Rp 611.585.031 920 Rp 450.215.600 26 Rp 85.070.909 28,8 18,9 26 Rp 85.070.909 27 4 Dinkes
Perangkat Daerah (%)
1.1.02.01.2.06. | Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 5 Rp 30.613.000 1 Rp 6.122.600 1 Rp 6.122.600 1 3.146.300 50,0 51,4 1 Rp 3.146.300 10 10
0001 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dinkes
vang Di
1.1.02.01.2.06. |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan |Jumlah Paket Peralatan dan 3 Rp 26.013.000 12 Rp 10.399.000 1 Rp 8.671.000 1 4.537.000 50,0 52,3 1 Rp 4.537.000 17 17 Dinkes
0002 {Kantor Perlengkapan Kantor vang Disediakan
1.1.02.01.2.06. |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 5 Rp 126.611.536 1 Rp 48.869.335 1 Rp 44.636.760 0 11.309.503 40,0 25,3 0 Rp 11.309.503 8 9 Dinkes
0004 Disediakan
1.1.02.01.2.06. |Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 5 Rp 265.617.500 1 Rp 57.662.500 1 Rp 53.123.500 1 17.611.500 50,0 33,2 1 Rp 17.611.500 10 7 Dinkes
0005 Penggandaan Disediakan
1.1.02.01.2.06. |Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Paket Bahan/ Material yang 5 Rp 179.700.000 1 Rp 34.500.000 1 Rp 36.300.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o o Dinkes
0007 Peraturan Perundang-undangan Disediakan
1.1.02.01.2.06. |Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 5 Rp 61.588.000 1 Rp 15.388.000 1 Rp 15.400.000 0 1.000.000 0,0 6,5 0 Rp 1.000.000 o 2 Dinkes
0008 Tamu
1.1.02.01.2.06. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Rp 1.367.404.578 12 Rp  438.643.596 2 Rp  285.961.740 0 47.466.606 20,0 16,6 0 Rp 47.466.606 3 3 Dinkes
0009 |Konsultasi SKPD Koordinasi dan i SKPD
1.1.02.01.2.07 milik Daerah jang jumlah mebel 100 Rp 346.000.000 100 Rp  3.695.730.000 100 Rp 82.000.000 o Rp 35.500.000 0,0 43,3 Rp 35.500.000 10
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah Dinkes
1.1.02.01.2.07. |Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional[Jumlah Unit Kendaraan Dinas 5 Rp 126.000.000 1 Rp 42.000.000 1 Rp 42.000.000 0 10.500.000 0,0 25,0 0 Rp 10.500.000 [ 8
0002 atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang Dinkes
Disediakan
1.1.02.01.2.07. |Pengadaan Sarana dan Prasarana Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 10 Rp 220.000.000 1 Rp 25.000.000 2 Rp 40.000.000 0 25.000.000 0,0 62,5 0 Rp 25.000.000 o 11
0011 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau Dinkes
|Bangunan Lainnva Lainnva vang Di
1.1.02.01.2.08 i Jasa jang Urusan T i Jasa jang Urusan 95 Rp 484.320.000 920 Rp 146.137.525 920 Rp 108.720.000 27 Rp 18.942.130 30,0 17,4 27 Rp 18.942.130 28 4 Dinkes
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah (%)
1.1.02.01.2.08. |Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 3 Rp 12.000.003 1 Rp 50.400.000 1 Rp 12.000.000 0 2.000.000 40,0 16,7 0 Rp 2.000.000 13 17 Dinkes
0001 Menvyurat
1.1.02.01.2.08. |Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Pembayaran Tagihan (bulan) 5 Rp 480.000.000 1 Rp 95.017.525 1 Rp 96.000.000 1 16.942.130 50,0 17,6 1 Rp 16.942.130 10 4 Dinkes
0002 Dava Air dan Listrik
1.1.02.01.2.08. |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Alat Kebersihan Kantor (bulan) 5 Rp 4.320.000 1 Rp 720.000 1 Rp 720.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - L] [] Dinkes
0004 |Kantor
1.1.02.01.2.09 |Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpenuhinya Pemeliharaan Barang 95 Rp 1.092.359.288 87 Rp 277.290.000 90 Rp 234.900.000 24 Rp 24.000.000 27,0 10,2 24 Rp 24.000.000 26 2
Penunjang Urusan Pemerintahan Milik Daerah Penunjang Urusan Dinkes
Daerah Pemerintahan Daerah (%)
1.1.02.01.2.09. |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 14 Rp 40.800.000 7 Rp 20.800.000 7 Rp 13.600.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - 0 0
0001 Pemeliharaan, Pajak Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dinkes
Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas |Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
1.1.02.01.2.09. |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional 35 Rp 907.000.000 7 Rp 162.100.000 7 Rp 181.400.000 1 8.000.000 14,3 4,4 1 Rp 8.000.000 3 1
0002 Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan yang Dipelihara (unit) Dinkes
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
1.1.02.01.2.09. |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan Kantor (%) 100 Rp 185.359.288 70 Rp 51.500.000 73 Rp 27.000.000 22 8.000.000 30,1 29,6 22 Rp 8.000.000 22 4 Dinkes
0006 Lainnva
1.1.02.01.2.09. |Pemeliharaan atau rehabilitasi gedung  [Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 9 Rp 38.700.000 3 Rp 42.890.000 2 Rp 12.900.000 1 8.000.000 50,0 62,0 1 Rp 8.000.000 11 21
0009 kantor atau bangunan lainnya Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Dinkes
1.1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Terlaksananya Cakupan Pemenuhan 100 Rp 282.734.134.676 922 Rp 50.734.572.481 100 Rp 69.734.403.918 8 Rp 634.637.689 84 0,9 8 Rp 634.637.689 8 [
KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA |SPM Bidang Kesehatan (%) Dinkes
KESEHATAN MASYARAKAT
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : -abat Reallisasi Kinerja dan Anggaran S Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang Al RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp.
1.1.02.02.2.01 Fasilitas y T i Fasilitas 100 Rp 50.288.662.296 84 Rp 10.253.604.978 100 Rp 19.971.019.800 Rp - 0,0 0,0 o Rp - o [
Kesehatan untuk UKM dan UKP Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan Dinkes
Kewenangan Daerah Kabupaten Kota  |UKP Kewenangan Daerah
/Kota (%)
1.1.02.02.2.01. [Pengembangan Puskesmas Jumlah Sarana fasilitas kesehatan yang 3 Rp  6.511.373.447 1 Rp  2.961.258.389 13 Rp  5.633.187.400 0 0,0 0,0 0 Rp - o o Dinkes
0006 Di bangun (%)
1.1.02.02.2.01. |Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah puskesmas yang direhabilitasi 10 Rp 15.023.616.000 8 Rp  2.601.095.695 5 Rp  3.755.904.000 0 0,0 0,0 0 Rp - o [ Dinkes
0009 puskesmas dan dipelihara
1.1.02.02.2.01. |Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas [Jumlah Sarana, Prasarana fasilitas 1 Rp  8.179.926.700 1 Rp 783.538.330 5 Rp  1.950.000.000 0 0,0 0,0 0 Rp - o [] Dinkes
0010 Kesehatan Lainnya vang dipelihara (%)
1.1.02.02.2.01. |Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah  [Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah 2 Rp  1.200.000.000 0 Rp - 3 Rp 600.000.000 0 0,0 0,0 0 Rp - o [
0011 Dinas Tenaga Kesehatan Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dinkes
Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan
1.1.02.02.2.01. |Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Jumlah alat kesehatan dan alat 4 Rp 19.373.746.149 1 Rp  1.985.744.790 11 Rp 963.000.000 0 0,0 0,0 0 Rp - o [
0014 Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan penunjang yang tersedia sesuai dengan Dinkes
[Kesehatan (%)
1.1.02.02.2.01. |Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang 11 Rp 153.003.000 11 Rp 51.244.800 11 Rp 51.001.000 0 0,0 0,0 0 Rp - [] []
0020 Kesehatan/Alat Penunjang Medik Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Dinkes
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpelihara Sesuai Standar
1.1.02.02.2.01. |Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Jumlah Pengadaan Obat, Bahan Habis 11 Rp 38.738.197.809 11 Rp  1.466.760.304 11 Rp  6.726.651.400 0 0,0 0,0 0 Rp - o [
0023 Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Dinkes
Makanan dan Minuman di Fasilitas Makanan dan Minuman di Fasilitas
|Kesehatan
1.1.02.02.2.01. | P y Dasar |Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi 2000 Rp  140.000.000 0 Rp B 1000 Rp 70.000.000 0 0,0 0,0 0 Rp - ) )
0024 Melalui Pendekatan Keluarga dan Diintervensi Masalah Kesehatannya Dinkes
oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas
1.1.02.02.2.01 y Jumlah y Di DTPK 3500 Rp 160.000.000 1000 Rp 379.975.670 1200 Rp 80.000.000 0 0,0 0,0 0 Rp - o [
0025 di DTPK (Pelay: ( y Bergerak, Gugus
Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Dinkes
Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan
. -
1.1.02.02.2.01. |Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan  [Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan 12 Rp 423.828.000 12 Rp 23.987.000 12 Rp 141.276.000 0 0,0 0,0 0 Rp - o o
0026 Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Habis Pakai,Vaksin, Makanan dan Dinkes
) ke Fasilitas ke Fasilitas Kesehatan
1.1.02.02.2.02 Layanan untuk | Te i Layanan 100 Rp 229.846.066.982 94 Rp 40.080.220.451 100 Rp 49.404.749.118 Rp 624.801.689 0,1 13 o Rp 624.801.689 o [
UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah |Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Dinkes
Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (%)
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 3860 Rp 200.000.000 3200 Rp 98.785.500 3021 Rp 120.600.000 0 0,0 0,0 0 Rp - 0 [ Dinkes
0001 Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu  [Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 12 Rp  874.692.000 12 Rp  437.346.000 12 Rp  953.964.000 0 0,0 0,0 0 Rp - 0 0
Hamil (BOK Puskesmas) Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Dinkes
Puskesmas
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah peserta pelatihan penurunan AKI 20 Rp  6.729.853.902 3000 Rp 370.785.685 2780 Rp 86.085.000 0 0,0 0,0 0 Rp - o o
0002 Bersalin dan AKB dan Rumah Tunggu Kelahiran Dinkes
(RTK) (DAK Non Fisik) (RTK / Kasus)
1.1.02.02.2.02. |P y: Bayi [Jumlah Bayi Baru Lahir yang 2990 Rp 300.000.000 2000 Rp 38.904.800 2672 Rp 100.000.000 0 0,0 0,0 0 Rp - L] []
0003 Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dinkes
Sesuai Standar
1.1.02.02.2.02. y Balita Cakupan Imunisasi Dasar 100 Rp 347.769.201 14000 Rp 48.500.000 10754 Rp 50.000.000 0 0,0 0,0 0 Rp - o o
0004 Lengkap, Imunisasi Lanjutan, dan Dinkes
Investigasi KIPI (%)
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada |Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 19820 Rp 165.000.000 17000 Rp 18.017.500 18085 Rp 55.000.000 0 0,0 0,0 0 Rp - [] []
0005 Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dinkes
Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada |Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang 12 Rp  2.013.000.000 12 Rp  479.692.000 12 Rp  671.000.000 0 0,0 0,0 0 Rp - 0 0
Usia didikan Dasar (BOK kan y. Kesehatan .
Dinkes
Sesuai Standar di wilayah kerja
Puskesmas
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada |Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 115900 Rp 182.508.000 101000 Rp 16.884.210 74090 Rp 60.836.000 0 0,0 0,0 0 Rp - [] []
0006 Usia Produktif Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dinkes
Sesuai Standar
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada [Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 15800 Rp 388.856.400 12000 Rp 24.911.600 8552 Rp 129.618.800 0 0,0 0,0 0 Rp - 0 0
0007 Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dinkes
Sesuai Standar
1.1.02.02.2.02. | P y Jumlah Penderita Hipertensi yang 20900 |Rp  274.296.000 15800 | Rp 35633500 21270 |Rp 91.432.000 0 0,0 0,0 0 Rp - ) )
0008 Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dinkes
Sesuai Standar
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : -abat Reallisasi Kinerja dan Anggaran S Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang Al RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang 980 Rp 129.696.000 890 Rp 233.371.484 947 Rp 43.232.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - [] []
0009 Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dinkes
Sesuai Standar
1.1.02.02.2.02 y Orang [Jumlah peserta pelatihan (petugas) 165 Rp  161.042.543 236 Rp 43.764.700 275 Rp 47.535.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - 0 0 Dinkes
0010 Dengan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang | Pelacakan dan pengawasan minum obat 12 Rp 211.904.000 0 Rp - 12 Rp 105.952.800 0 0 0,0 0,0 0 Rp - (] []
Dengan Gangguan Jiwa Berat (BOK untuk ODG!J berat di wilayah kerja Dinkes
Puskesmas) Puskesmas
1.1.02.02.2.02. y: Orang |Jumlah Orang Terduga Menderita 3000 Rp 300.000.000 1900 Rp 802.554.850 2182 Rp 150.000.000 209 8.792.000 9,6 59 209 Rp 8.792.000 7 3
0011 Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan Dinkes
Pelavanan Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang [Jumlah Orang Terduga Menderita 12 Rp 365.310.000 12 Rp 60.530.000 12 Rp 121.770.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o o
Terduga Tuberkulosis (BOK Tuberkulosis yang Dinkes
Pelayanan Sesuai Standar di wilayah
keria
1.1.02.02.2.02. \% Orang |Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 3800 Rp 300.000.000 3200 Rp 47.437.300 2630 Rp 100.000.000 250 8.601.200 9,5 8,6 250 Rp 8.601.200 7 3
0012 dengan Risiko Terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Dinkes
Standar
1.1.02.02.2.02 y bagi [Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 Rp 20.000.000 0 Rp - 1 Rp 10.000.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - 0 0
0013 Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Dinkes
Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Sesuai Standar
1.1.02.02.2.02 y bagi |Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 365 Rp 1.987.110.075 2 Rp 17.669.000 1 Rp 20.000.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - 0 0
0014 Te pak Krisis Pelayanan bagi
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Dinkes
Bencana Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Sesuai Standar
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi  [Jumlah Kasus Gizi Buruk,Balita KEP,Bumil 75 Rp 664.351.634 2 Rp 107.498.514 1 Rp 153.823.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o o
0015 Masyarakat KEK,Bumil Anemia Berat Ditemukan Dinkes
Serta Di Tanggulangi (kasus)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi  [Jumlah Kasus Gizi Buruk,Balita KEP,Bumil 12 Rp  6.832.005.000 12 Rp  2.042.582.500 12 Rp  2.277.335.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o []
Masyarakat (BOK Puskesmas) KEK,Bumil Anemia Berat Ditemukan Dinkes
Serta Di Tanggulangi (kasus) di wilayah
keria
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja [Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 Rp 335.788.000 1 Rp 4.246.150 2 Rp 83.947.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - (] []
0016 dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinkes
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja |Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Rp  263.850.000 0 Rp B 12 Rp 87.950.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - 0 )
dan Olahraga (BOK Puskesmas) Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinkes
di wilavah keria Puskesmas
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah desa dengan rumah yang 100 Rp  1.565.926.625 1 Rp 322.758.650 2 Rp 173.836.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o o Dinkes
0017 Lingkungan memiliki Jamban Sendiri (Pekon)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah desa dengan rumah yang 12 Rp  406.980.000 12 Rp  135.660.000 12 Rp  122.890.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - 0 0
Lingkungan (BOK Puskesmas) memiliki Jamban Sendiri (Pekon) di Dinkes
wilavah keria Puskesmas
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Pelayanan Promosi Jumlah Media Promosi Kesehatan yang 4 Rp 820.846.530 1 Rp 315.057.600 4 Rp 366.975.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o o Dinkes
0018 Kesehatan di gunakan (unit media)
1.1.02.02.2.02 y Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 3 Rp 75.000.000 1 Rp 19.370.500 1 Rp 25.000.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o [
0019 Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, | Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dinkes
dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisi Lainnva
1.1.02.02.2.02 Surveilans Sampel yang menjadi locus wabah/ KLB 100 Rp  270.954.530 1 Rp  137.091.400 3 Rp  152.465.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - 0 ) Dinkes
0020 (%)
Pengelolaan Surveilans Kesehatan (BOK |Sampel yang menjadi locus wabah/ KLB 12 Rp 702.270.000 12 Rp 182.805.000 12 Rp 234.090.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - (] [] Dinkes
Puskesmas) di wilayah kerja puskesmas (%)
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang [Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan 2 Rp 33.348.000 0 Rp - 33 Rp 16.674.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - [] []
0021 dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) [(ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Dinkes
di wilayah keria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang [Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan 12 Rp  118.314.000 0 Rp - 12 Rp 59.157.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - 0 0
dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Dinkes
BOK Puskesmas Kesehatan di wilavah keria
1.1.02.02.2.02 y Jiwa |Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 70 Rp 82.146.000 78200 Rp 13.250.000 70 Rp 27.382.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - 0 0 Dinkes
0022 dan Napza kan Pelayanan Kesehatan
1.1.02.02.2.02 y Penyakit Menular |jumlah Penderita Penyakit Menular 100 Rp  1.402.965.481 86 Rp  832.425.722 3 Rp  269.335.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - ) )
0025 dan Tidak Menular Bersumber Hewan, Penyakit Menular Dinkes
Lainnya dan PTM (%)
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular |jumlah Penderita Penyakit Menular 12 Rp  3.747.480.000 12 Rp  1.511.296.000 12 Rp  1.249.160.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o [
dan Tidak Menular (BOK Puskesmas) Bersumber Hewan, Penyakit Menular Dinkes
Lainnya dan PTM (%) di wilayah kerja
Puskesmas
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KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
) . ) o o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
No Kode Urusan/ Bidang Urusan pgmermtahan Indikator Kme'rja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun| Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun berjalan yang di N A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPIMD Daerah Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Jaminan Kesehatan Jumlah Peserta PBI, Peserta Monev 60 Rp 108.458.870.432 12 Rp 8.717.913.214 12 Rp 10.000.000.000 3 19.285.600 25,0 0,2 3 Rp 19.285.600 5 0
0026 Masyarakat kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Dinkes
di Dinas
Jaminan T di dana kesehatan 100 Rp  7.488.079.462 12 Rp 12.690.424.778 12 Rp 17.140.766.320 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o [
Masyarakat (JKN Puskesmas) kapitasi dan Non kapitasi di Puskesmas Dinkes
(%)
Jaminan T i dana kesehatan 100 Rp  3.815.238.885 12 Rp  2.994.185.173 12 Rp  2.464.896.818 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o [
Masyarakat (RSUD) INA - CBGs Rumah Sakit (%) Dinkes
1.1.02.02.2.02. | Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di  [Jumlah Orang yang Menerima Layanan 10000 Rp 44.760.000 0 Rp - 44 Rp 22.380.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o [
0027 Fasyankes dan Sekolah Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Dinkes
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
( dan Sekolah
1.1.02.02.2.02. |Pengambilan dan Pengiriman Spesimen |Jumlah Spesimen Penyakit Potensial 1 Rp  250.800.000 1 Rp 6.000.000 2 Rp 83.600.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - 0 )
0028 Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium |Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Dinkes
Rujukan/Nasional Laboratorium Rujukan/Nasional Yang
Didistribusikan
1.1.02.02.2.02. |Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah biaya operasional RS (%) 100 Rp 27.525.422.080 85 Rp  3.700.199.716 12 Rp  4.454.454.380 3 575.393.703 25,0 12,9 3 Rp 575.393.703 3 2 Dinkes
0032
1.1.02.02.2.02. |Operasional Pelayanan Puskesmas jumlah biaya Operasional Puskesmas 11 Rp 38.596.290.908 11 Rp 162.269.412 14 Rp  2.800.500.000 1 3.691.600 71 0,1 1 Rp 3.691.600 9 [] Dinkes
0033
Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK [jumlah biaya Operasional Puskesmas 12 Rp 5.446.825.671 12 Rp  1.815.608.557 12 Rp  2.246.384.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - 0 0 Dinkes
Puskesmas) dan manajemen Puskesmas
1.1.02.02.2.02. |0 y Fasilitas Jumlah lokasi pendistribusian obat 12 Rp 510.556.789 12 Rp 9.188.900 12 Rp 383.659.000 2 5.422.386 16,7 14 2 Rp 5.422.386 17 1 Dinkes
0034 Kesehatan Lainnya (fasyankes)
1.1.02.02.2.02 kreditasi Fasilitas Jumlah RSUD dan Puskesmas yang akan 30 Rp  6.239.984.829 11 Rp 12.475.000 11 Rp 50.000.000 0 0 0,0 0,0 [ Rp - [ []
0035 di Kab K dilakukan akredtiasi itasi Dinkes
(F
1.1.02.02.2.02. |Investigasi Awal Kejadian Tidak Jumlah Investigasi Awal Kejadian Tidak 3 Rp 58.720.800 1 Rp 19.573.600 1 Rp 25.000.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o o
0036 Diharapkan (Kejadian Ikut Pasca Diharapkan (Kejadian Ikut Pasca Dinkes
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)  |Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
1.1.02.02.2.02 Dini dan Jumlah kasus Wabah (dokumen) 5 Rp 211.945.205 1 Rp 23.453.200 1 Rp 25.000.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o [] Dinkes
0037 Respon Wabah
1.1.02.02.2.02. |Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Jumlah Public Safety Center (PSC 119) 1 Rp 420.000.000 1 Rp 19.973.250 1 Rp 140.000.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o []
0038 Penanganan Gawat Darurat Terpadu Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi
(SPGDT) Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Dinkes
Penanganan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang [Jumlah Orang Dengan Tuberkulosis Yang 12 Rp 150.000.000 12 Rp 38.850.000 70 Rp 50.000.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o o
0040 Dengan Tuberkulosis Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dinkes
Sesuai Standar
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang |Jumlah Orang Dengan HIV (ODHIV) Yang 12 Rp 150.000.000 12 Rp 9.680.000 75 Rp 50.000.000 20 3.615.200 26,7 7,2 20 Rp 3.615.200 167 2
0041 Dengan HIV (ODHIV) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dinkes
Sesuai Standar
1.1.02.02.2.02 y: Jumlah Orang Yang Mendapatkan 500 Rp 150.000.000 235 Rp 36.799.786 75 Rp 50.000.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - [ [] Dinkes
0042 Malaria Pelayanan Malaria
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Orang Yang Mendapatkan 12 Rp 36.180.000 0 Rp - 12 Rp 12.060.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - (] []
Malaria (BOK Puskesmas) Pelayanan Kesehatan Malaria di Wilayah Dinkes
Keria Puskesmas
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok 5 Rp 204.015.000 0 Rp - 2 Rp 68.005.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - L] []
0043 yang tidak ditemukan aktifitas merokok Dinkes
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Rp 513.939.000 12 Rp 256.969.500 12 Rp 262.599.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o o Dinkes
0044 Reproduksi (BOK Puskesmas) Pelayanan Kesehatan Reproduksi
1.1.02.02.2.02. |Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan [Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan 2 Rp 200.000.000 0 Rp - 1 Rp 100.000.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o [
0045 SPM Bidang Sinkronisasi pan SPM Bidang Dinkes
Kota
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan  [Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 Rp 215.202.400 1 Rp 107.601.200 4 Rp 395.315.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o o Dinkes
0046 Anak Upava Kesehatan Ibu dan Anak
Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan  [Jumlah kegiatan Hasil Pengelolaan 12 Rp 43.740.000 12 Rp 847.435.000 12 Rp 21.870.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - o o Dinkes
Anak (BOK Puskesmas) Upava Kesehatan Ibu dan Anak
1.1.02.02.2.02 y Kelanjut Usiaan lansia risti dan pelay 12 Rp  458.430.000 0 Rp - 12 Rp  229.215.000 0 0 0,0 0,0 0 Rp - 0 0
0047 (BOK Puskesmas) homecare pada lansia dengan PJP oleh Dinkes
petugas
1.1.02.02.2.02. |Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Rp 124.000.000 0 Rp - 1 Rp 62.000.000 0 4.628.000 30,0 75 0 Rp 4.628.000 15 4 Dinkes
0048 Lavanan Imunisasi
1.1.02.02.2.02 y Haji |Jumlah dokumen hasil Pengelolaan 2 Rp 100.000.000 0 Rp - 1 Rp 50.000.000 0 5.321.200 30,0 10,6 0 Rp 5.321.200 15 5 Dinkes
0050 Pelayanan Kesehatan Haii
1.1.02.02.2.03 Sistem T Sistem 100 Rp  2.599.405.398 100 Rp 400.747.052 100 Rp 308.635.000 33 Rp 9.836.000 333 3,2 33 Rp 9.836.000 33 []
Kesehatan Secara Terintegrasi Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Dinkes
(%)
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T each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : bl Realisasi Kinerja dan Anggaran A Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
1.1.02.02.2.03. |Pengelolaan Sistem Informasi Te di Data Secara 50 Rp  2.599.405.398 10 Rp 327.487.052 3 Rp 308.635.000 1 Rp 9.836.000 333 32 1 Rp 9.836.000 2 [
0002 Terintegrasi di Tingkat Puskesmas dan Dinkes
Pustu Berdasarkan Aplikasi (dokumen)
1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D | Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah 100 Rp 120.000.000 o Rp - 100 Rp 50.000.000 o Rp - 0,0 0,0 o Rp - o o
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Dinkes
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kesehatan Tingkat Daerah
Kabt /Kota (%)
1.02.02.2.04.00 |Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas  |Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 12 Rp 120.000.000 0 Rp - 11 Rp 50.000.000 0 Rp - 0,0 0,0 0 Rp - o []
03 Kesehatan Dilakukan Pengukuran Indikator Dinkes
Nasional Mutu (INM) Pelayanan
1.1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS  |Persentase Peningkatan Kapasitas 100 Rp 24.624.814.815 96 Rp  4.359.719.000 100 Rp  4.050.534.900 10 Rp 7.404.000 10,1 0,2 10 Rp 7.404.000 10 [ Dinkes
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN _|Sumber Daya Kesehatan (%)
1.1.02.03.2.01 |Pemberian Izin Praktek Tenaga Tersedianya Izin Praktek Tenaga 100 Rp 230.566.071 96 Rp 49.514.100 100 Rp 61.500.900 0 Rp - 0,0 0,0 [] Rp - [] []
di Wilayah /Kota di Wilayah /K Dinkes
(%)
1.1.02.03.2.01. |Pengedalian Perizinan Praktek Tenaga jumlah Perizinan Tenaga Kesehatan 1175 Rp 230.566.071 225 Rp 24.584.100 1 Rp 36.500.900 0 Rp - 0,0 0,0 0 Rp - [] [] Dinkes
0001 Kesehatan vang diperiksa (Dokumen)
1.1.02.03.2.01. |Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 2 Rp 50.000.000 1 Rp 24.930.000 1 Rp 25.000.000 0 Rp - 0,0 0,0 0 Rp - [] []
0002 Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan |Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Dinkes
Praktik Tenaga Kesehatan Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
1.1.02.03.2.02 |Perencanaan Kebutuhan dan Tersedianya Perencanaan Kebutuhan 100 Rp 24.394.248.744 100 Rp  3.326.176.850 100 Rp  3.422.330.000 18 Rp 4.936.000 17,9 0,1 18 Rp 4.936.000 18 [
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia | dan Pendayagunaan Sumberdaya Dinkes
Kesehatan untuk UKP dan UKM di Manusia Kesehatan untuk UKP dan
Wilayah [Kota UKM di Wilavah Kabupaten/Kota (%)
1.1.02.03.2.02.0( Perencanaan dan Distribusi serta Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan 4 Rp  6.499.000.000 2 Rp 40.000.000 12 Rp  3.249.500.000 0 Rp - 0,0 0,0 0
001 Pemerataan Sumber Daya Manusia Distribusi serta Pemerataan Sumber Dinkes
Kesehatan Daya Manusia Kesehatan (PPNI dan IBI)
1.1.02.03.2.02.0| Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Terlaksananya Kegiatan Penyusunan 5 Rp 24.029.704.237 1 Rp  3.167.318.750 100 Rp 30.336.000 20 Rp 2.468.000 20,0 8,1 20 Rp 2.468.000 400 0
002 Manusia Kesehatan Sesuai Standar Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Dinkes
penyedian tenaga kontrak (Dokumen)
1.1.02.03.2.02. dan T i Dana Hibah Untuk 5 Rp 364.544.507 1 Rp 118.858.100 1 Rp 142.494.000 0 Rp 2.468.000 20,0 17 0 Rp 2.468.000 4 1
0003 Sumberdaya Manusia Kesehatan Organisasi PPNI, IBI dan YJI (organisasi) Dinkes
1.1.02.03.2.03 Mutu dan T Mutu 100 Rp 308.550.470 922 Rp 984.028.050 100 Rp 566.704.000 13 Rp 2.468.000 12,5 33,2 13 Rp 2.468.000 13 1
Kompetensi Teknis Sumber Daya dan Peningkatan Kompetensi Teknis Dinkes
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Sumber Daya Manusia Kesehatan
|K: /! Tingkat Daerah /Kota (%)
1.1.02.03.2.03. Mutu dan Terbinanya Petugas Kesehatan Dan 15 Rp 308.550.470 12 Rp 984.028.050 160 Rp 566.704.000 20 Rp 2.468.000 12,5 0,44% 20 Rp 2.468.000 133 1
0001 Kompetensi Teknis Sumber Daya Kader Dalam Program Pelayanan
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Dinkes
Kabupaten/Kota Screening Hypotiroid Kongenital (SHK),
dan Sistem Kewaspadaan Pangan Gizi
(SKPG) (orang)
1.1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT Tingkat Pengawasan dan Tindaklanjut 100 Rp 88.630.700 100 Rp 48.630.700 100 Rp 137.428.200 o Rp - 0,0 0,0 o Rp - o [
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN | terhadap Perizinan Usaha (%) Dinkes
1.1.02.04.2.01 |Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko|Terlaksanany Pemberian Izin Apotek, 100 Rp 88.630.700 100 Rp 48.630.700 100 Rp 20.000.000 [ Rp - 0,0 0,0 [] Rp - [] []
Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Dinkes
Mikro Obat Tradisional (UMOT) Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT) (%)
1.1.02.04.2.01. [Pengendalian dan Pengawasan Serta Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 4 Rp 88.630.700 1 Rp 48.630.700 1 Rp 20.000.000 0 Rp - 0,0 0,0 0 Rp - o [
0001 Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan |Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Dinkes
dan Optikal, Usaha Mikro Obat Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,
Tradisional (UMOT) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.1.02.04.2.03 |Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan | Terlaksananya Penerbitan Sertifikat 100 Rp 88.522.000 L] Rp - 100 Rp 44.261.000 o Rp - 0,0 0,0 L] Rp - o []
Industri Rumah Tangga dan Nomor P- | Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk |dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,
Makanan Minuman Tertentu yang untuk Produk Makanan Minuman Dinkes
Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah | Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh
Tangga Industri Rumah Tangga
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P each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : bl Realisasi Kinerja dan Anggaran A Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp.
1.1.02.04.2.03. |Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 2 Rp 88.522.000 0 Rp - 1 Rp 44.261.000 Rp - 0,0 0,0 0 Rp - [] []
0001 Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Produksi Pangan Industri Rumah Tangga |Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, |Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT pinkes
untuk Produk Makanan Minuman sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh  [Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Industri Rumah Tangga Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1.1.02.04.2.04 (Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik 100 Rp 74.200.000 o Rp - 100 Rp 37.100.000 Rp - 0,0 0,0 o Rp - o [
Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan |Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan
(TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Dinkes
Makan/Restoran dan Depot Air Minum |Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
(DAM) Minum (DAM)
1.1.02.04.2.04. [Pengendalian dan Pengawasan serta Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 2 Rp 74.200.000 0 Rp - 1 Rp 37.100.000 Rp - 0,0 0,0 0 Rp - o o
0001 Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan  |dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat  [Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik
Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain |Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Dinkes
Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan |Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga,
Depot Air Minum (DAM) Rumah Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM)
1.1.02.04.2.06 |Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak 100 Rp 72.134.400 [] Rp - 100 Rp 36.067.200 Rp - 0,0 0,0 [] Rp - (] []
Pemeriksaan Post Market pada Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market
Produksi dan Produk Makanan pada Produksi dan Produk Makanan Dinkes
Minuman Industri RumahTangga Minuman Industri RumahTangga
1.1.02.04.2.06. |[Pemeriksaan Post Market pada Produk [Jumlah Produk dan Sarana Produksi 2 Rp 72.134.400 0 Rp - 1 Rp 36.067.200 Rp - 0,0 0,0 0 Rp - o [
0001 Makanan-Minuman Industri Rumah Makanan-Minuman Industri Rumah
Tangga yang Beredar dan Pengawasan  |Tangga Beredar yang Dilakukan Dinkes
serta Tindak Lanjut Pengawasan Pemeriksaan Post Market dalam rangka
Tindak Laniut
1.1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Puskesmas/Fasilitas 100 Rp 316.500.000 100 Rp 386.395.836 100 Rp 335.148.200 Rp - 0,0 0,0 [ Rp - o [
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Dinkes
Promotif dan Preventif (%)
1.1.02.05.2.01 |Advokasi, yaan, T Advokasi, 100 Rp 235.232.000 100 Rp 33.400.000 100 Rp 58.808.000 Rp - 0,0 0,0 [ Rp - L] []
i Peran serta i
dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Peran serta Masyarakat dan Lintas Dinkes
Kabupaten/Kota Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
(%)
1.1.02.05.2.01. |Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, |Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, 4 Rp 235.232.000 1 Rp 33.400.000 1 Rp 58.808.000 Rp - 0,0 0,0 0 Rp - [] []
0001 Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan [Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Dinkes
Masyarakat Masyarakat (Rapat Koordinasi Bidang
Kesmas)
1.1.02.05.2.02 |Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Persentase Puskesmas/Fasilitas 100 Rp 316.500.000 100 Rp 82.336.136 100 Rp 105.500.000 Rp - 0,0 0,0 o Rp - o [
Promotif Preventif Tingkat Daerah Kesehatan yang Melaksanakan Kegiatan Dinkes
|Kabupaten/Kota Promotif dan Preventif (%)
1.1.02.05.2.02. | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 4 Rp  316.500.000 1 Rp 82.336.136 1 Rp  105.500.000 Rp - 0,0 0,0 0 Rp - 0 0
0001 dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Dinkes
Bersih dan Sehat
1.1.02.05.2.03 dan Upaya |Te dan 100 Rp 598.787.800 100 Rp 270.659.700 100 Rp 170.840.200 Rp - 0,0 0,0 [ Rp - o [
Daya Upaya Dinkes
(UKBM) Tingkat Daerah/Kota Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Tingkat Daerah/Kota (%)
1.1.02.05.2.03. | Bimbingan Teknis dan Supervisi Advokasi, Koordinasi dan Bintek 4 Rp 345.068.800 1 Rp 43.174.700 1 Rp 86.267.200 Rp - 0,0 0,0 0 Rp - o o
01 dan Upaya Kerja O Posyandu,
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat |Puskesmas, Camat, PKK, dan Mitra Dinkes
(UKBM) Dalam Pengelolaan Posyandu Prima dan
Posyandu Dalam Transformasi Layanan
Primer
Teknis dan Supervisi Jumlah Bimbingan Teknis dan Supervisi 12| Rp 253.719.000 12 Rp 227.485.000 12 Rp 84.573.000 Rp - 0,0 0,0 0 Rp - o o
dan Upaya dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Daya Dinkes
(UKBM) (BOK Puskesmas) (UKBM) di wilayah Kerja Puskesmas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja
A |01:03:01 PEMERINTAHAN DAERAH 95| Rp 27.806.086.122 90| Rp 26.002.369.153 92,5| Rp  6.217.184.400 81| Rp  1.709.490.241 87,6 27,5 Rp 37.331.376.511 134,26 (DPUPR
KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah
PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja
1.03.01.2.01 EVALUASI KINERJA PERANGKAT Perangkat Daerah 95| Rp 117.184.869 90| Rp 56.117.390 92,5| Rp 44.000.000 81| Rp 5.000.000 87,6 11,4 Rp 109.597.390 93,53 (DPUPR
DAERAH
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- R ) o - A Perangkat
o o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun| Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; : ’ ) -2pal Realisasi Kinerja dan Anggaran et Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
) G] ] @) 19=8/7+100%) 0= 6+8) {11=10/5"100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan - |Jumlah Dokumen Perencanaan s |rp 61.410.000 3[R 55.899.950 2| re 13.000.000 2 |rp - 100,0 0,0 5| rp 55.899.950 100 91,03|DPUPR
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Coordinas dan Penyusuman Dokaman _|/umiah Dokumen RKA Perangkat Daerah
1.03.01.2.01.02 RKA-SKPD v 5| Rp 20.000.000 3 |Rp - 1 |Rp 4.000.000 -|Rp - - 0,0 3 | Rp - 60 0,00(DPUPR
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen | u™!ah Dokumen RKA Perubahan
03.01.2.01. R 20.000.000 - 000. - - E 00 3|R E 60 0,00
103.01.2.01.03 |77 E18 A0 TE Perangkat Daerah 5| Rp 3|Rp 1{rp 4.000.000 Rp p DPUPR
1.03.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-skpp |U1ah Dokumen DPA Perangkat Daerah s | rp 25.000.000 3 |re . 1| Re 5.000.000 1| Re 5.000.000 100,0 100,0 4| rp 5.000.000 80 20,00|DPUPR
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan _|Jumlah Dokumen DPA Perubahan
1.03.01.2.01. R 25.000.000 R - 1| Ry .000. - | Ry - - 0,0 3 [ Ry - 60 0,00|DPUPR
03.01.2.01.05 DPASKPD Perangkat Daerah 5[ 3|Re P ©.000.000 P P v
Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Jumlah Laporan
1.03.01.2.01.06 |Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  |Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi s|Rp  55.774.869 3|Rp  48.697.440 1|Rp 13.000.000 1|re - 100,0 00 4|Rp  48.697.440 80 87,31|oPUPR
Kinerja SKPD Kineria SKPD
ADMINISTRASI \T | Cakupan jang Kinerja
1.03.01.2.02 95| Rp 16.304.908.808 920 21. 172, 92,5 2.852.320. 73 .215. 78,9 26,2 24.118.286.1: 147,92|D
0301202 | 2 peranekat Daorah p Rp 21.085.172.756 Rp  2.852.320.400 Rp  748.215.098 Rp 24.118.286.130 PUPR
1.03.01.2.02.01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN #‘L’:i'::g:i“’i"'\fs" Pembayaran Gaji dan 70 | Rp 16.237.752.708 42 |Rp 23.311.471.032 14 [Rp  2.838.820.400 3|Rp  742.215.098,0 21,4 26,1 45 | Rp 24.053.686.130 | 64,2857143 148,13|DPUPR
1.03.01.2.02.05 | K0Ordinasi dan Penyusunan Laporan - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun s|Re  30.525.500 3|re 26.500.000 1| rp 6.000.000 1|Re 6.000.000 100,0 100,0 a|rp  32.500.000 80 106,47 |DPUPR
Keuangan Akhir Tahun SKPD SkPD
Iah L
Koordinasi dan Penyusunan Laporan JBUT @ /anoraT Keu;ggan " SKPD
1.03.01.2.02.07 |Keuangan vlanan/Triwulanan/semesteran 10 | Rp 24.420.400 8 | Rp 21.400.000 2 [rp 5.000.000 -|Rrep - - 0,0 8| Rp 21.400.000 80 87,63|DPUPR
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis |UT1ah Laporan Analisis Prognosis
1.03.01.2.02.08 || cryusunan Perape Realisasi Anggaran s|Rp  12.210.200 3|Rp 10.700.000 1{rp 2.500.000 | ro - E 00 3|Re  10.700.000 60 87,63|DPUPR
Prognosis Realisasi Anggaran
ADMINISTRASI \T [Cakupan jang Kinerja
03.01.2. 95| Rp  759.763.234 %0 503 92,5 .000. 0 491, - 34,9 .276. 51,50
vosor20s PPN beranakat bacrah p Rp  378.503.500 Rp  10.000.000 Rp 3.491.600 Rp  391.276.200 DPUPR
Pembinaan, Pengawasan, dan jumlah dokumen Pembinaan,
1.03.01.2.03.04 |Pengendalian Barang Milik Daerah pada |Pengawasan, dan Pengendalian Barang 60|Rp 759763234 36|Rp  387.784.600 1{rp 10.000.000 1|re 3.491.600 100,0 349 37|Rp  391.276.200 | 61,6666667 51,50|DPUPR
SkpD Milik Daerah pada SKPD
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja
03.01.2, 95| Rp  864.761.160 % 150, 92,5 500, %0 . 97,3 00 650, 80,10
vosor20s  [o ot R boranakat bacrah p Rp  385.150.000 Rp  254.500.000 Rp Rp  692.650.000 DPUPR
1.03.01.2,05.05 | Fengadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah pakaian dinas 186 |Rp  364.761.160 93|Rp  253.503.500 103 | Rp 54.500.000 ~|re - - 0,0 93 [Rp  253.503.500 50 69,50 |DPUPR
Atribut Kelengkapannya
1.03.01.2.05,09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ‘umiah Pegawai yang mengikuti 60 |Rp  500.000.000 36|Rp  692.650.000 20 [Rp  200.000.000 | rp - - 0,0 36 |Rp  692.650.000 60 138,53|DPUPR
Berdasarkan Tugas dan Fungsi peningkatan kapasitas
10301206 | APMINISTRASI UMUM PERANGKAT | Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja 95| Rp  2.441.304.251 90| Rp  3.577.680.982 92,5|Rp  1.636.914.000 90|Rp  641.556.543 97,3 39,2 Rp  6.220.837.906 254,82 |DPUPR
DAERAH Perangkat Daerah
1.03.01.2.06.01 PFHYedIEBH Komponen Instalasi Jumlah Alat 60 | Rp 49.634.463 36 [ Rp 133.926.000 14 | Rp 56.070.000 -|Rp - - 0,0 36 | Rp 133.926.000 60 269,82 (DPUPR
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.03.01.2.06.02 E::erd'aa" Peralatan dan Perlengkapan |Jumlah Alat Tulis Kantor 60 |Rp  488.844.374 36|Rp 475317024 46 |Rp  126.488.000 13 | Rp 34.576.200 283 27,3 49 |Rp  509.893.224 | 81,6666667 104,31|DPUPR
1.03.01.2.06.03 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan rumah tangga 60 | Rp 145.000.000 - [Rp - 10 [ Rp 72.500.000 2 [Rp 17.000.000 20,0 23,4 2| Rp 17.000.000 11,72|DPUPR
1.03.01.2.06.04 | Penvediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Aktivitas 60 | Rp_ 604.510.000 36 [Ro 241309860 1]Ro  35.000.000 1 [Rro - 100,0 0,0 37 |Rp__ 241.309.860 | 61,6666667 39,92 | DPUPR
1.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Cetakan dan 60 |Rp  553.315.414 36 |Rp  742.512.280 8|Rp  148.856.000 8 | rp 45.673.200 100,0 30,7 44 |Rp  788.185.480 | 73,3333333 142,45 |DPUPR
Penggandaan Penggandaan
1.03.01.2.06.06 | enYediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 60 |Rp  150.000.000 36 |Rp  1.473.412.000 2[R 600.000.000 1|Re  421.500.000 50,0 70,3 37 |Rp  1.894.912.000 | 61,6666667 1263,27DPUPR
Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan
1.03.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu 60 | Rp 176.000.000 -|Rp - 12 [Rp 88.000.000 3|Re 7.320.000 25,0 3|Rp 7.320.000 5 4,16|DPUPR
1.03.01.2.06.09 i::‘;i‘::jg:;:;" Rapat Koordinasi dan | Jumlah Koordinasi di luar kantor 60 |Rp  595.000.000 36 |Rp  2.646.730.199 2|rp  510.000.000 ~|Rp  115.487.143 - 22,6 36 [Rp  2.762.217.342 60 464,24|DPUPR
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja
03.01.2. 95| Rp  2.379.421.008 %0 483.370. 92,5 500, 43 095, 6,5 239 278.325. 95,75
10301208 | e MERINTARAN DAERAH | Porometat bocran p Rp  1483.370.880 Rp  740.500.000 Rp  177.095.000 Rp  2.278.325.335 DPUPR
1.03.01.2.08.02 ;z’;:e:i'fzg:i?:t::m”"'k“" Sumber  |Jumlah Pembayaran Tagihan 60 |Rp  427.357.000 36 |Rp  607.812.455 4|rp  327.000.000 1|Rp 22.174.000 25,0 68 37 |Rp  629.986.455 | 61,6666667 147,41|DPUPR
1.03.01.2.08.03 | Penvediaan Jasa Peralatan dan Jumiah Jasa Peralatan dan Perlengkapan 60 |Rp  1.582.516.200 36|Rp  816.400.000 3|Rp  143.200.000 2|Rp  114.400.000 66,7 79,9 38 |Rp  930.800.000 | 63,3333333 58,82|DPUPR
Perlengkapan Kantor Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Tagihan Jasa Pelayanan Umum
1.03.01.2.08.04 60 | Rp 369.547.808 36 [ Rp 677.017.880 5 [ Rp 270.300.000 1|Rp 40.521.000 20,0 15,0 37 | Rp 717.538.880 | 61,6666667 194,17 |DPUPR
Kantor Kantor
PEMELIHARAAN BARANG MILIK Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja
1.03.01.2.09 |DAERAH PENUNJANG URUSAN e e ang Kiner 95| Rp  3.534.265.700 9| Rp  2.510.188.963 925|Rp  678.950.000 88[Rp  134.132.000 95,1 19,8 Rp  3.520.403.550 99,61|DPUPR
PEMERINTAH DAERAH e
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Jumlah Kendaraan
1.03.01.2.00.01 | Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 60 |Rp  1.813.214.700 36 |Rp  1.901.886.321 o|rp  296.950.000 4|rp 67.700.000 24,4 2,8 40 |Rp  1.960.586.321 | 66,6666667 108,62|DPUPR
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Alat Besar
1.03.01.2.09.03 || o Vee - naraa, Sy 60| Rp  1.660.000.000 36 |Rp  1484.385.229 12 [Rp  162.000.000 3 Rp57.222.000 250 353 39| Rp  1541.607.229 65 92,87|DPUPR
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
- TS ) e - P Perangkat
o o Target Kinerja dan Anggaran RKPD | Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja N Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; : ’ 2pa! Realisasi Kinerja dan Anggaran e Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
[B] G 4] ) (9= 8/7°100%) 10 6+8) {11-10/57100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K Ro K Rp K R K Ro K Ro K Rp K Rp
1.03.01.2.09.06 Pe.mellharaan Peralatan dan Mesin Jum!ah p.emehharaan peralatan dan 60 | Rp 40.000.000 ro R 2 | rp 20.000.000 re ~ R 00 | re R 0 0,00{DPUPR
Lainnva mesin lainnva
lah Pemeli
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumla Pemedlhara:n iarana dan
1.03.01.2.09.10 |Prasarana Gedung Kantor atau prasarana gedung kantor 60 |Rp  400.000.000 -|rp - 1|Rp  200.000.000 -[rp 9.210.000 - 4,6 -|re 9.210.000 0 2,30|DPUPR
Bangunan Lainnya
8 |01:03:02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER | Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber 50 | Rp 45.269.103.738 35 |Rp 34.410397.814 45 |Rp  5.462.261.436 30| Rp  2.117.860.006 66,7 388 Rp 27.649.262.297 61,08|DPUPR
DAYA AIR (SDA) Daya Air Daerah
PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN
PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH | Cakupan Sarana dan Prasarana Sumber
1.03.02.2.01 50| Rp 22.634.551.869 30 |Rp 30.842.403.231 45 |Rp  2.749.665.546 30| Rp  1363.790.612 66,7 49,6 Rp 15.678.467.241 69,27|DPUPR
SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH |Daya Air Daerah e P P P P
KABUPATEN/KOTA
1.03.02.2.01.10 i i
Normalisasi/Restorasi Sungai Jumlah Sungai yang di 5|Rp 6.105.100.000 1|Re 42.740.000 3|Rp  533.625.940 | rp 45.419.300 - 85 1|Rp 88.159.300 20 1,44|DPUPR
093 Normalisasi/Restorasi
1.03.02.2.01.10 :Z;::"g“"a" Bangunan Perkuatan | Tersedianya Prasarana Pengaman Pantai 45| Rp 10.424.351.869 24 |Rp 14.360.095.929 16 [Rp  2.216.039.606 8 |rRp 1318371312 50,0 59,5 32 | Rp 15.678.467.241 | 71,1111111 150,40|DPUPR
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI PRIMERDAN SEKUNDER|
1.03.02.2.02 |PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA | ° :"Aimaerah ! 50 | Rp 22.634.551.869 30 |Rp  3.567.994.583 45 |Rp  2.712.595.8%0 30[Rp  754.069.394 66,7 27,8 Rp 11.970.795.056 52,89|DPUPR
DIBAWAH 100 Ha DALAM 1 (SATU) v
DAERAH KABUPATEN / KOTA
1.03.02.2.02.14 |Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan LZ’T(::"VB Jaringan Irigasi Yang 20| Rp 13.476.901.869 20 [ Rp 11.216.725.662 26| Rp  2.712.595.890 7|Rp 754.069.394 26,9 27,8 27 | Rp 11.970.795.056 20 88,82|DPUPR
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase Penduduk yang Memiliki
¢ |ou:03:03 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN |Akses terhadap Sumber Daya Air yang 45 | Rp 11.898.748.636 40,0 |Rp  7.715.071.525 43,0 |Rp  5.814.390.600 375/Rp  175.398.000 87,2 3,0 Rp  6.891.940.960 57,92|DPUPR
AIR MINUM Sehat dan Aman
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  |Persentase Penduduk yang Memiliki
1.03.03.2.01  [SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Akses terhadap Sumber Daya Air yang 45 | Rp 11.898.748.636 375|Rp 7715071525 43,0|Rp  5.814.390.600 375|Rp  175.398.000 87,2 3,0 Rp  6.891.940.960 57,92|DPUPR
(SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA  |Sehat dan Aman
1.03.03.2.01.00 | Per Sistem Penyediaan Air | Ter Sarana dan Prasarana Air 3.850 | Rp 10.000.000.000 1.049|Rp  6.716.542.960 300 [Rp  5.814.390.600 -|Rp  175.398.000 - 3,0 1.049 | Rp  6.891.940.960 | 27,2467532 68,92 |DPUPR
28 Minum (SPAM)Jaringan Perpipaan Minum
Persentase Rumah Tangga yang
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Menempati Hunian dengan Akses
D |o1:03:05 80| Rp 10.257.421.636 68,87|Rp  8.592.207.740 75| Rp  4.649.379.000 633|Rp  296.725.500 84,4 64 Rp  7.649.907.750 74,58|DPUPR
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan e P P P P
Aman
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PMeerf‘ee'::‘aZiiR:z‘?:nT::fg:nV:Efes
1.03.052.01 | SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM SanitasiTAirumbah Dof‘esﬂk) e kdan 80| Rp 10.257.421.636 633|Rp  8.592207.740 75|Rp  4.649.379.000 633|Rp  296.725.500 84,4 64 Rp  7.649.907.750 74,58|DPUPR
DAERAH KABUPATEN/KOTA v
Aman
103.05.2.01.00 Sistem YAir | Tersedianya Sistem Pengolahan Air
2'5 “TTT |Limbah Domestik(SPALD) Terpusat Skala |Limbah dan MCK 1.500 | Rp  7.850.848.716 611 |Rp  7.353.182.250 275 |Rp  4.649.379.000 -|Rp  296.725.500 - 6,4 611 | Rp  7.649.907.750 | 40,7333333 97,44(DPUPR
Perkotaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase Pelayanan Sanitasi Sub
€ |01:03: 45| Rp 13.686.151.479 118,696 493.844. 25 210.906. 714 347 132,130, 59,42
01:03:06 PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE _|Sektor Drainase cndumean p 30 |Rp  4.118.696.050 35 |Rp  3.493.844.988 Rp  1.210.906.405 Rp  8.132.130.906 DPUPR
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
ISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG  |P Pel itasi
10306201 |°° SE VANG TERHUBUNG | Persentase Pelayanan Sanitasi Sub 45| Rp 13.686.151.479 Rp  4.118.696.050 35|Rp  3.493.844.988 25|Rp  1210.906.405 71,4 34,7 Rp  8.132.130.906 59,42|DPUPR
LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM | Sektor Drainase Lingkungan
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.03.06.2.01.12 | Pembangunan Sistem Drainase Tersedianya Drainase Untuk Mengalirkan 113 | Rp 13.686.151.479 51|Rp  6.921.224.501 31|Rp  3.493.844.988 10 |Rp  1.210.906.405 323 347 61 |Rp 8.132.130.906 | 53,9823009 59,42|DPUPR
Lingkungan Genangan Air
Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN g
F |o1:03:08 CEDUNG Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan 90| Rp 513.119.588.315 60 | Rp 367.407.490.094 70 |Rp 62.220.366.696 55|Rp  841.208.545 78,6 14 R 183.208.500 0,04|pPUPR
Daerah dalam Skala Mantap
PENYELENGGARAAN BANGUNAN
GEDUNG DI WILAYAH DAERAH ) "
KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN [ziN | 2510 Prasarana, Sarana dan Uiltas
1.03.08.2.01 . Dasar (PSU) Perkantoran Pemerintahan 90| Rp 513.119.588.315 55 | Rp 367.407.490.094 70 |Rp 62.220.366.696 55|Rp  841.208.545 786 14 R 183.208.500 0,04|pPUPR
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN [ %% 00 "6t amiorn ™
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN P
GEDUNG
Tersedianya Bangunan Gedung
1.03.08.2.01.00 Pelestariaan danPembongkaran Pemerintah
S HPH |Bangunan Gedung untuk 90 | Rp 513.119.588.316 70 | Rp 381.539.285.836 10 |Rp 62.070.366.696 7|Rp  808.000.045 70,0 13 77 | Rp 382.347.285.881 | 85,5555556 74,51|DPUPR
KepentinganStrategis Daerah
2 Kota
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
- TS ) e - P Perangkat
o o Target Kinerja dan Anggaran RKPD | Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja N Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; : ’ 2pa! Realisasi Kinerja dan Anggaran e Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
[B] G 4] ) (9= 8/7°100%) 10 6+8) {11-10/57100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K Ro K Rp K R Ro K Ro K Rp K Rp
. Jumlah Penerbitan Persetujuan
Penyelenggaraan Penerbitan . b
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), angunan Gedung
Sertifikat Laik Fungsi
(SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan
103.08.2.01.00 | Gedung (SBKBG), Rencana Teknis 150 |Rp  750.000.000 16 |Rp  150.000.000 30|Rp  150.000.000 ~|Rro 33.208.500 - 22,1 16 |Rp  183.208.500 | 10,6666667 24,43 |DPUPR
23 Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB),
Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis
(TPT),
Penilik, dan Pendataan Bangunan
Gedung melalui SIMBG
6 |o1:03:00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN | Rasio Kawasan yang Memiliki Ruang 5,5 Rp 19.191.194.876 500|Rp  1.721.219.150 500|Rp  96.087.000 47| Rp . 94,0 00 Rp  2.629.252.750 13,70|ppUPR
LINGKUNGANNYA Terbuka Hilau (RTH)
PENYELENGGARAAN PENATAAN Rasio Kawasan yang Memiliki Ruan,
103.09.2.01 [BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI |1%%° 245 ';TH‘? s 55| Rp 19.191.194.876 470 |Rp  1.721.218.150 5,00 | Rp 96.087.000 4,70 | Rp - 94,0 00 Rp  2.629.252.750 13,70 pPUPR
DAERAH KABUPATEN/KOTA .
dan Li Tersedianya Ruang Terbuka Hijau
1.03.09.2.01.00 Kawasan CagarBudaya, Kawasan
oo O |pariwisata, Kawasan Sistem 15 | Rp 16.791.194.876 9|Rp  2.629.252.750 1|Rp 96.087.000 - [rp - - 0,0 9| Rp  2.629.252.750 60 15,66 DPUPR
PerkotaanNasional dan Kawasan
Strategis Lainnva
H |o1:03:10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Tingkat Kemantapan Jalan 43| Rp 67.037.660.955 415| Rp 272.326.616.493 42,0 |Rp 59.173.066.712 41| Rp 10.972.770.493 97,6 185 Rp 297.780.130.789 444,20[DPUPR
PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01 Tingkat Kemantapan Jal 43| Rp 67.037.660.955 41| Rp 294.095.942.736 42,0 |Rp 59.173.066.712 41| Rp 10.972.770.493 97,6 185 Rp 297.780.130.789 444,20 pPUPR
KABUPATEN/KOTA \ngkat Kemantapan Jalan P P P P P
penyusunan Rencana, Kebijakan, Tersedianya Dokumen Perencanaan
" Jalan dan Jembatan
1.03.102.01.00 | Strateg! dan
2o 2R [reks Sistem Pengembangan Jaringan 5| Rp  4.273.570.000 34|Rp  6.629.754.704 16 |Rp  1.882.591.913 16|Rp  870.009.120 100,0 46,2 50 [Rp  7.499.763.824 1000 175,49|DPUPR
Jalan Serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaaraan Jalan dan Jembatan
1.03.102.01.00 Pembangunan Jalan TerSEd'anva,RuaSJala" Untuk 32 | Rp 11.891.280.954 10 [Rp 27.998.295.006 1/ Rp  3.489.582.295 O|Rp  1.900.291.876 - 54,5 10 | Rp 29.898.586.882 31,5625 251,43|DPUPR
32 Transportasi Masyarakat
1.03.10.2.0L, i isi
3303 0.2.01.00 | 1 onstruksi Jalan Le;et::"“ Ruas Jalan Dalam Kondisi 50 | Rp 12.500.000.000 140 | Rp 259.467.893.026 12| Rp  38.544.251.962 o|Rp  913.887.057 - 2,4 140 | Rp 260.381.780.083 280 2083,05|DPUPR
;;‘03'10'2'01'00 Pemeliharaan Berkala Jalan ,Twe:‘et::’wa Ruas Jalan Dalam Kondisi 50 [ Rp 12.500.000.000 46 |Rp 74.527.951.102 s|Rp 14.485.379.135 o[ Rp  7.288.582.440 - 50,3 46 | Rp 81.816.533.542 91,4 654,53|DPUPR
1.03.10.2.00.00 | ¢ o1 bilitasi Jembatan Tersedianya Jembatan Untuk 17 | Rp 11.022.300.000 6|Rp 1.439.997.000 2| rp 43.929.513 Rp - - 0,0 6|Rp 1.439.997.000 | 352941176 13,06|DPUPR
39 transportasi Masyarakat
103.102.00.00 | 1 angunan Jembatan Tersedianya Jembatan Untuk 19 [ Rp 11.500.000.000 11 |Rp  9.976.919.646 s|Rp  177.331.804 2| rRp - 40,0 0,0 13 | Rp  9.976.919.646 | 68,4210526 86,76|DPUPR
40 transportasi Masyarakat
1.03.10.2.01.00 Tersedianya dok Kondisi
Survey Kondisi Jalan/Jembatan Fersedianya dokumen survey kondist 10 [Rp  2.750.000.000 - |re - 2|Rp  550.000.000 of Rp - - 00 [ re . 0 0,00|DPUPR
43 jalan / Jembatan
JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
I |on:03:11 ONSTRUKS Kontruksi yang Handal dan dapat 50| Rp  2.473.753.067 28 |Rp 10.367.829.196 350(Rp  745.926.000 20(Rp  133.728.250 57,1 17,9 20 |Rp  1.971.882.880 40 79,71|DPUPR
Diandalkan
JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa
PENYELENGGARAAN PELATIHAN
03.11.2. i 50| Rp  1.225.000.000 004.161. .000. 20 - 57,1 00 20 956 40 31,91
10311201 | o KONSTRUKS! Kontruksi yang Handal dan dapat p 20|Rp  1.004.161.720 350(Rp  300.000.000 Rp Rp  390.956.000 DPUPR
Diandalkan
1.03.11.2.01.00 | Pe12tihan Tenaga Kerja Konstruksi
16 |Kualificasi Jabatan Operator, Teknisi |Tersedianya tenaga kerja yang terlatih 170 [Rp  670.000.000 80 |Rp  390.956.000 41|Rp  300.000.000 -|Re - - 0,0 80 [Rp  390.956.000 | 47,0588235 58,35|DPUPR
atau Analis
PENYELENGGARAAN SISTEM 1ASA KONSTRUKS| Persentase Jasa
10311202 |INFORMASI JASA KONSTRUKSI Kontruksi yang Handal dan dapat 50[ Rp  1.225.000.000 20 |Rp  1.004.161.720 350(Rp  279.926.000 20[Rp  92.979.000 57,1 332 20 [Rp  730.250.780 40 59,61|DPUPR
CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Diandalkan
1.03.11.2.02.00 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa | Tersedianya Dokumen Basic s|Rp  590.000.000 9lrp  637.272.780 2|Rp  279.926.000 | rp 92.979.000 - 33,2 9|RrRp  730.250.780 180 123,77|DPUPR
13 Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota ___|Price/Satuan Harga
PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB | JASA KONSTRUKSI Persentase Jasa
1.03.11.2.04  |PENYELENGGARAAN DAN TERTIB Kontruksi yang Handal dan dapat S0[Rp  668.753.066 20 |Rp  7.525.512.846 350(Rp  166.000.000 20[Rp  40.749.250 57,1 25 20 [Rp  1.241.632.100 40 185,66|DPUPR
PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI Diandalkan
Pembinaan Tertib Usaha, Tertib
1.03.11.2.04.00 i Terlak P d
Penyelenggaraan, dan Tertib erlaksananya Pengawasan can 60 |Rp  668.753.066 36 |Rp  1.200.882.850 12 [Rp  166.000.000 3[R 40.749.250 25,0 2,5 39 |Rp 1.241.632.100 65 185,66|DPUPR
06 Pembinaan Pekerjaan Fisik Kabupaten
Produk Jasa Konstruksi
Cakupan Informasi Rencana Tata Ruang
PROGRAM PENYELENGGARAAN Wilayah (RTRW) Kabupaten beserta
1 |ot:03:12 50 Rp  1.641.374.395 25 |Rp  7.757.804.740 30 |Rp  1.688.818.270 20[Rp  689.407.381 66,7 40,8 20 HREF! 40| #REFl  [DPUPR
PENATAAN RUANG Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta P P P P
Analog
PENETAPAN RENCANA TATA RUANG 37::";:‘ d:;g;;‘:;;s:"::g: ;::::a"g
1.03.12.2.01  |WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI | V"2" paten’ S0[Rp  410.343.597 20|Rp  254.063.140 30 |Rp  1.576.448.820 o|Rp  660.114.741 - 41,9 -|Rp  914177.881 0 222,78|pPUPR
Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta
TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA | ' °7
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
) . ) o o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
No Kode Urusan/ Bidang Urusan pgmermtahan Indikator Kme'rja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun| Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun berjalan yang di N A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPIMD Daerah Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
" Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan
1.03.12.2.01.00 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Peraturan Perundang-Undangan Bidang 1|Rp  500.000.000 | rp . 1|Rp  121.594.200 | rp 36.761.950 - 30,2 | rp 36.761.950 o 7,35|DPUPR
03 Pelaksanaan Penataan Ruang
Penataan Ruang
1.03.12.2.01.00 Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan
1 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Peraturan Perundang-Undangan Bidang 1|Rp 2.000.000.000 - | Rp - 1|Rp 1.438.966.370 -|Rp 623.352.791 - 43,3 - | Rp 623.352.791 0 31,17 (DPUPR
Penataan Ruang
1.03.12.2.01.00 bijakan dan Peraturan Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan
13 Perundang-Undangan Bidang Penataan |Peraturan Perundang-Undangan Bidang 500 | Rp 410.343.597 670 [ Rp 269.510.390 75 | Rp 15.888.250 75 | Rp - 100,0 0,0 745 | Rp 269.510.390 149 65,68 DPUPR
Ruang Penataan Ruang
KOORDINASI DAN SINKRONISAS! 37:::;:‘ (:Tf‘;%a;;g::::z: ;::::a"g
1.03.12.2.03 PEMANFAATAN RUANG DAERAH . o 50| Rp 410.343.603 20 |Rp  4.915.571.849 30 [Rp 36.947.200 20| Rp 19.192.600 66,7 51,9 Rp  4.934.764.449 1202,59 [DPUPR
KABUPATEN/KOTA Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta
Analog
1.03.12.2.03.00 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian | Tersusunnya Kajian dan Peta Potensi 5|Rp  410.343.597 9|Rp 4.915.571.849 1|Rp 36.947.200 -[rp 19.192.600 - 51,9 9| Rp 4.934.764.449 180 1202,59|DPUPR
04 Kegiatan Pemanfaatan Ruang Wilayah Tata Guna Lahan
KOORDINASI DAN SINKRONISASI cwa::‘:)aar:":;:ma;;si::?g: ;::::ang
1.03.12.2.04 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG Rinciannya melalui Peta Digital dan Peta 50( Rp 410.343.597 20 | Rp 745.805.091 30 |Rp 75.422.250 20| Rp 10.100.000 66,7 13,4 20 | Rp 755.905.091 184,21(DPUPR
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Analog
Optimal Kinerja Dalam Perencanaan,
1.03.12.2.04.00 |Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Pemajfaatan dan Pengendalian Ruang 60 | Re 205.171.802 36 | Rp 745.805.091 12 |Re 75.422.250 3 [Re 10.100.000 250 134 39 | Rp 755.905.091 65 368,43|DPUPR
09 Penataan Ruang Sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten
Pesisir Barat
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 [1.04.01 Program Penunjang Urusan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan 95,00 | 20.160.733.730,00 90,00 | 3.734.039.425,00 2,50 | 2.477.667.700,00 0,62 483.019.914,00 24,68 19,49 90,62 | 4.217.059.339,00 0,95 0,21
Daerah / jang Urusan DPRKP
1.04.01.2.01 dan 95,00 22.500.000,00 90,00 14.042.560,00 2,50 12.400.000,00 0,63 - 25,00 - 90,63 14.042.560,00 0,95 0,62
Evaluasi Kinerja gkat Daerah dan Evaluasi Kinerja DPRKP
Perangkat Daerah Tepat Waktu
1.04.01.2.01.00(| Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 10,00 5.000.000,00 6,00 9.118.460,00 2,00 7.400.000,00 0,50 - 25,00 - 6,50 9.118.460,00 0,65 1,82 DPRKP
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
1.04.01.2.01.00(| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 20,00 17.500.000,00 12,00 4.924.100,00 4,00 5.000.000,00 1,00 - 25,00 - 13,00 4.924.100,00 0,65 0,28
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPRKP
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kineria SKPD
1.04.01.2.02 gl pe tepat 95,00 | 17.152.477.730,00 90,00 2.704.281.591,00 2,50 1.923.827.700,00 0,67 400.376.614,00 26,79 20,81 90,67 3.104.658.205,00 0,95 0,18 DPRKP
Daerah Waktu
1.04.01.2.02.00(| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan 70,00 17.119.977.730,00 42,00 2.692.557.991,00 14,00 1.918.327.700,00 4,00 400.376.614,00 28,57 20,87 46,00 3.092.934.605,00 0,66 0,18 DPRKP
Tuniangan ASN
1.04.01.2.02.00(|Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 5,00 10.000.000,00 3,00 4.486.500,00 1,00 2.500.000,00 0,25 - 25,00 - 3,25 4.486.500,00 0,65 0,45
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun SKPD dan Laporan Hasil DPRKP
Koordinasi Penyusunan Laporan
Akhir Tahun
1.04.01.2.02.00(| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan 60,00 17.500.000,00 36,00 5.443.100,00 12,00 2.000.000,00 3,00 - 25,00 - 39,00 5.443.100,00 0,65 0,31
Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan DPRKP
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
1.04.01.2.02.00(| Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 6,00 5.000.000,00 4,00 1.794.000,00 1,00 1.000.000,00 0,25 - 25,00 - 4,25 1.794.000,00 0,71 0,36 DPRKP
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
1.04.01.2.05 g Aparatur yang Berkinerja 95,00 100.000.000,00 90,00 20.000.000,00 2,50 20.000.000,00 0,63 - - - 90,63 20.000.000,00 0,95 020 [ oo
|Daerah Baik
1.04.01.2.05.00(| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 60,00 100.000.000,00 12,00 20.000.000,00 4,00 20.000.000,00 1,00 - - - 13,00 20.000.000,00 0,22 0,20
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan DPRKP
Pelatihan
1.04.01.2.06 i Umum gkat Daerah Sarana dan 95,00 1.402.000.000,00 90,00 717.907.024,00 2,50 312.313.000,00 0,61 31.033.300,00 24,52 9,94 90,61 748.940.324,00 0,95 0,53 DPRKP
Prasarana Pendukung Kineria
1.04.01.2.06.00(| Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi 60,00 50.000.000,00 12,00 - - - - - - - 12,00 - 0,20 - DPRKP
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.04.01.2.06.00(| Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 5,00 125.000.000,00 3,00 49.550.000,00 1,00 25.000.000,00 0,25 - 25,00 - 3,25 49.550.000,00 0,65 0,40 DPRKP
disediakan
1.04.01.2.06.00(| Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 60,00 250.000.000,00 36,00 103.289.300,00 12,00 47.751.000,00 3,00 3.692.000,00 25,00 7,73 39,00 106.981.300,00 0,65 043 | orke
vang )
1.04.01.2.06.00(| Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 720,00 72.000.000,00 432,00 28.800.000,00 120,00 12.000.000,00 30,00 2.000.000,00 25,00 16,67 462,00 30.800.000,00 0,64 0,43
Peraturan Perundang undangan Peraturan Perundang-undangan yang DPRKP
disediakan
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : -abat Reallisasi Kinerja dan Anggaran S Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
5) (6) @ ®) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%)
(1) 2) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
1.04.01.2.06.00(| Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 55,00 55.000.000,00 22,00 11.000.000,00 11,00 11.000.000,00 2,00 - - - 24,00 11.000.000,00 0,44 0,20 DPRKP
Tamu
1.04.01.2.06.00(| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |[Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 60,00 850.000.000,00 36,00 525.267.724,00 12,00 216.562.000,00 3,00 25.341.300,00 25,00 11,70 39,00 550.609.024,00 0,65 0,65
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultansi SKPD DPRKP
1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Prasarana dan 95,00 287.756.000,00 90,00 20.000.000,00 2,50 69.000.000,00 0,63 - - - 90,63 20.000.000,00 0,95 0,07
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |Sarana Pendukung Kinerja DPRKP
1.04.01.2.07.00(| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 60,00 287.756.000,00 4,00 20.000.000,00 9,00 69.000.000,00 2,25 - - - 6,25 20.000.000,00 0,10 0,07 DPRKP
Lainnya vang disediakan
1.04.01.2.08 Jasa jang Urusan Layanan 95,00 621.000.000,00 90,00 122.038.000,00 2,50 62.117.000,00 0,58 22.000.000,00 23,21 35,42 90,58 144.038.000,00 0,95 0,23 DPRKP
Pemerintahan Daerah Pendukung
1.04.01.2.08.00(| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Pembayaran Tagihan 60,00 156.000.000,00 12,00 - - - - - - - 12,00 - 0,20 - DPRKP
Dava Air dan Listrik
1.04.01.2.08.00(| Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Unit Penyediaan Jasa Peralatan 15,00 415.000.000,00 7,00 114.000.000,00 2,00 57.000.000,00 0,25 22.000.000,00 12,50 38,60 7,25 136.000.000,00 0,48 0,33
Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang DPRKP
1.04.01.2.08.00(| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 60,00 50.000.000,00 24,00 8.038.000,00 12,00 5.117.000,00 3,00 - - - 27,00 8.038.000,00 0,45 0,16
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang DPRKP
1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang milik Daerah yang 95,00 575.000.000,00 90,00 135.770.250,00 2,50 78.010.000,00 0,58 29.610.000,00 23,21 37,96 90,58 165.380.250,00 0,95 0,29
Penunjang Urusan Pemerintahan dalam Kondisi Baik DPRKP
|Daerah
1.04.01.2.09.00(| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 10,00 320.000.000,00 6,00 124.700.250,00 2,00 62.500.000,00 0,25 27.400.000,00 12,50 43,84 6,25 152.100.250,00 0,63 0,48
i , dan Pajak ) atau Dinas Jabatan yang DPRKP
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas |dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
Jabatan
1.04.01.2.09.00(|Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang dipelihara 60,00 5.000.000,00 12,00 - - - - - - - 12,00 - 0,20 - DPRKP
1.04.01.2.09.001| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  |Jumlah Sarana dan Prasarana 80,00 250.000.000,00 28,00 11.070.000,00 12,00 15.510.000,00 3,00 2.210.000,00 25,00 14,25 31,00 13.280.000,00 0,39 0,05
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Pendukung Gedung Kantor atau DPRKP
atau Bangunan Lainnya bangunan lainnya yang dipelihara /
direhabilitasi
2_|1.04.02 Program Pengembangan Perumahan Rasio Rumah Layak Huni 90,00 1.815.327.122,00 88,00 521.203.620,00 0,67 193.910.000,00 0,17 21.633.533,00 25,00 11,16 88,17 542.837.153,00 0,98 0,30 | DPRKP
dan Cakupan Rumah Layak Huni Bagi Korban 12,00 60.140.914,00 5,00 48.790.300,00 - - - - - - 5,00 48.790.300,00 0,42 0,81
1.04.022.01  |Rumah Korban Bencana atau Relokasi | P2"'¢@ atau relokasi Program Kb/Kota DPRKP
Program Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen data Rumah yang 12,00 60.140.914,00 5,00 48.790.300,00 - - - - - - 5,00 48.790.300,00 0,42 0,81
1.04.02.2.01.00 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah terkena Bencana Kabupaten/Kota DPRKP
04 Akibat Bencana berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah | Cakupan Rumah Layak Huni Bagi Korban 90,00 877.593.104,00 5,00 64.683.500,00 5,00 43.605.000,00 1,25 - 25,00 - 6,25 64.683.500,00 0,07 0,07
1.04.02.2.03 Korban Bencana atau Relokasi Program |Bencana atau relokasi Program DPRKP
Kabupaten/Kota Kab/Kota
104.02203.00 0 o\ umah Bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Bagi Korban Be‘nAcarfa 30,00 438.796.552,00 5,00 64.683.500,00 5,00 43.605.000,00 1,25 - 25,00 - 6,25 64.683.500,00 0,21 0.15 | Lopkp
01 Kabupaten/Kota yang terehabilitasi
1.04.02.2.03.00 |Pembangunan Rumah Bagi Korban Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana 60,00 438.796.552,00 - - - - - - - - - - - - DPRKP
04 [Bencana Kab Kota yang terbangun
" Cakupan Pengelolaan Rumah Susun 60,00 438.796.552,00 22,00 60.069.400,00 12,00 100.000.000,00 3,00 11.983.933,00 25,00 11,98 25,00 72.053.333,00 0,42 0,16
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun
1.04.02.2.05 DPRKP
Umum dan/atau Rumah Khusus
1.04.02.2.05.00 |Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Jumlah Laporan Hasil Fasmtaswv 60,00 438.796.552,00 22,00 60.069.400,00 12,00 100.000.000,00 3,00 11.983.933,00 25,00 11,98 25,00 72.053.333,00 0,42 0,16
- . Pengelolaan Kelembagaan bagi DPRKP
01 Pemilik/Penghuni Rumah Susun i
Pemilik/Penghuni Rumah Susun
1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Cakupan Penerbitan Izin Site Plan 60,00 438.796.552,00 51,00 347.660.420,00 12,00 50.305.000,00 3,00 9.649.600,00 25,00 19,18 54,00 357.310.020,00 0,90 0,81 DPRKP
Pengembangan Perumahan
1.04.02.2.06.00(| Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 60,00 438.796.552,00 51,00 347.660.420,00 12,00 50.305.000,00 3,00 9.649.600,00 25,00 19,18 54,00 357.310.020,00 0,90 0,81
Pengendalian Pembangunan dan Sinkronisasi pengendalian pembangunan DPRKP
Pengembangan Perumahan dan pengembangan perumahan
3 ]1.04.03 Program Kawasan Permukiman Rasio Permukiman Lavak Huni 50,00 1.277.073.636,00 42,50 544.790.666,00 3,75 350.000.000,00 0,94 8.979.600,00 25,00 2,57 43,44 553.770.266,00 0,87 0,43 | DPRKP
1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Luas Kawasan Permukiman Kumuh 18,00 851.382.424,00 5,00 452.942.739,00 - - - - - - 5,00 452.942.739,00 0,28 0,53
Kawasan Permukiman Kumuh dengan  |dibawah 10 Ha yang ditangani DPRKP
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
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PERUBAHAN RKPD

KKABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
o - o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja A Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : -apai Reallisasi Kinerja dan Anggaran S Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
©) (6] @ ®) (9= 8/77100%) 10=6+8) (11=10/57100%)
(1) 2) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan 6,00 425.691.212,00 1,00 8.873.000,00 - - - - - - 1,00 8.873.000,00 0,17 0,02
Penyusunan Rencana Pencegahan dan . )
1.04.03.2.02.00 . ) dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh DPRKP
02 . Kumuh dan Permukiman Kumuh
dan Permukiman Kumuh
1.04.03.2.02.00(| Penyusunan Review/Legalisasi Kebijakan |Jumlah Dokumen Kebujakan Bidang PKP 6,00 425.691.212,00 3,00 294.955.250,00 - - - - - - 3,00 294.955.250,00 0,50 0,69
Bidang PKP yang tersusun/tereview/ terlegalisasi DPRKP
1.04.03.2.02.00 |Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan |Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana 6,00 425.691.212,00 1,00 149.114.489,00 - - - - - 1,00 149.114.489,00 0,17 0,35 DPRKP
14 dan Permukiman Kumuh Kabupaten/Kota vang terehabilitasi
1.04.03.2.03 |Peningkatan Kualitas Kawasan Proporsi Rumah Tangga Kumuh 2,00 425.691.212,00 1,00 91.847.927,00 4,00 350.000.000,00 1,00 8.979.600,00 0,25 0,03 2,00 100.827.527,00 1,00 0,24
Permukiman Kumuh dengan Luas di Perkotaan DPRKP
Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.04.03.2.03.07 | Pendataan dan Verifikasi Jumlah Laporan 2,00 425.691.212,00 1,00 91.847.927,00 4,00 350.000.000,00 1,00 8.979.600,00 0,25 0,03 2,00 100.827.527,00 1,00 0,24
Penyelenggaraan Kawasan Permukiman DPRKP
Kumuh
4 |roscs Program Perumahan dan Kawasan Persentase Permukiman yang tertata 60,00 425.691.212,00 50,00 334.920.850,00 5,00 381.090.000,00 1,25 10.461.000,00 25,00 2,75 51,25 345.381.850,00 0,85 081 [ oevp
- Permukiman Kumuh
Pencegahan Perumahan dan Kawasan  [Persentase Lingkungan Permukiman 21,00 425.691.212,00 13,00 334.920.850,00 15,00 381.090.000,00 3,75 10.461.000,00 25,00 2,75 16,75 345.381.850,00 0,80 0,81
1.04.04.2.01 Permukiman Kumuh pada Daerah Kumuh DPRKP
Kabupaten/Kota
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Layak Huni Untuk 21,00 425.691.212,00 13,00 334.920.850,00 15,00 381.090.000,00 3,75 10.461.000,00 25,00 2,75 16,75 345.381.850,00 0,80 0,81
untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh pencegahan terhadap tumbuh dan
1.04.04.2.01.00 |dan Ber i ber permukiman kumuh DPRKP
01 Kumuh di Luar Kawasan Permukiman diluar kawasan permukiman kumuh
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 dengan luas dibawah 10 Ha yang
Ha diperbaiki
5 ]1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana | Cakupan Lingkungan yang Sehat dan 60,00 5.984.406.692,00 45,00 1.650.875.362,00 5,00 250.660.000,00 1,25 3.512.000,00 25,00 1,40 46,25 1.654.387.362,00 0,77 0,28 DPRKP
Dan Utilitas Umum (PSU) Aman yang didukung dengan PSU
1.04.05.2.01 |Urusan PSU Yang Sudah 48,00 | 5.984.406.692,00 13,00 | 1.650.875.362,00 3,00 250.660.000,00 0,75 3.512.000,00 25,00 1,40 13,75 | 1.654.387.362,00 0,29 028 Loe
Perumahan i PSU
1.04.05.2.01.00(| Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Jumlah Lokasi Perumahan yang 17,00 | 5.034.872.948,00 13,00 | 1.650.875.362,00 1,00 130.000.000,00 0,25 3.512.000,00 25,00 2,70 13,25 | 1.654.387.362,00 0,78 0,33
Utilitas Umum di Perumahan untuk disediakan PSU yang menunjang Fungsi DPRKP
Fungsi Hunian Hunian
1.04.05.2.01.00(| Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang 7,00 949.533.744,00 - - 2,00 120.660.000,00 0,50 - 25,00 - 0,50 - 0,07 -
Utilitas Umum di Perumahan untuk dilaksanakan Perbaikan DPRKP
Fungsi Hunian
SATPOPP & DAMKAR
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN 95% 29.502.726.806 4.529.171.360 100 5.644.695.300 100 1.182.332.959 100% 21% 458% 5.412.577.743 18% | HittHH ] SATPOLPP &
UMUM SERTA PERLINDUNGAN DAMKAR
MASYARAKAT 100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Pemenuhan Kebutuhan SATPOLPP &
1 PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE Penunjang Urusan Pemerintahan 95% 13.784.305.238 100 2.387.856.466 100 2.798.075.800 100 598.402.655 100% 21% 383% 2.291.170.748 17% | HithitHHHI#] DAMKAR
N/KOTA Daerah
105012.01 dan v Tepat 100 10.000.000 100 1.954.500 100 2.000.000 100 - 100% 0%| #DIV/0! 1.954.500 20%( 1.954.500 SATPOLPP &
Evalu: eria Perangkat Daerah Waktu DAMKAR
Persentase dokumen perencanaan,
10501201 0| PenYUsunan Dokumen Perencanaan | aran & evaluasi kinerja 5 10.000.000 0 1.954.500 1 2.000.000 0 - 0% 0%| #DIv/0! 1.954.500 20%| 1.954.500 [SATPOLPP &
Perangkat Daerah DAMKAR
perangkat daerah tepat waktu
10501 2.02 © v Tepat 100 9.589.778.136 100 1.857.310.251 100 2.156.860.800 100 520.818.830 100% 24% 317% 1.651.428.411 17% | HithitHHHIR SATPOLPP &
Daerah Waktu DAMKAR
: " . : " SATPOLPP &
105 01 2.02 00C| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tersedia gaji dan tunjangan asn 70 9.569.018.936 14 1.853.884.051 14 2.153.960.800 4 520.818.830 29% 24% 317% 1.651.428.411 17% DAMKAR
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
105 01 2.02 oo K00rdinasi dan Penyusunan Laporan |Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 5 11.500.000 0 2.432.600 1 1.900.000 0 - 0% 0%| #DIV/o! 1.651.428.411 14360% SATPOLPP &
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun DAMKAR
SKPD
105 01 2.02 ooc| PenYusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 5 9.259.200 0 993.600 1 1.000.000 0 - 0% 0%| #DIV/o! 1.651.428.411 17836% | #ininnss| SATPOLPP &
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran DAMKAR
105012.05 ® ' sarana dan 100 674.000.000 100 - 100 300.000.000 0 - 0% 0%| #DIV/0! 80.486.877 12%| 80.486.877 [SATPOLPP &
Daerah prasarana pendukung kinerja DAMKAR
105 012.05 02 |Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumiah Paket Pakaian Dinas beserta 5 350.000.000 1 - 1 300.000.000 0 - 0% 0%| #DIV/0! 80.486.877 23%| 80.486.877 |SATPOLPP &
berdasarkan Tugas dan Fungsi Atribut Kelengkapan DAMKAR
10501205 02 | PenEadaan Pakaian Dinas beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas  beserta A 324.000.000 i . o R o R 0% o%|  #oIv/or 80.486.877 25%| 80.486.377 |SATPOLPP &
Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan DAMKAR
- . Persentase pemenuhan sarana dan SATPOLPP &
10501 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100 917.856.273 100 160.572.400 100 76.515.000 100 12.663.000 100% 17% 1956% 247.666.460 27%(247.666.460
prasarana pendukung kinerja DAMKAR
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
- AT ) A - P Perangkat
T o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; ¢ i ! 2pa! Realisasi Kinerja dan Anggaran e Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
6] G &) @ (5= 8/7°100%) 10 6+8) (11-10/5°100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
) ) Jumlah Paket Komponen Instalasi
10501 2.06 0| "enYediaan Komponen Instafasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5 17.000.000 0 1.986.000 0 - 0 -| wowjor | sowvjor | sowvjor 13.156.900 77%| 13.156.900 |SATPOLPP &
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Di DAMKAR
105 012,06 02 | enYediaan Peralatan dan Per Jumiah Paket Peralatan dan a8 216.035.459 2 13.156.900 0 - 0 - 0% o%|  #Div/o! 13.156.900 6%| 13.156.900 |SATPOLPP &
Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan DAMKAR
10501 2.06 04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedia bahan logistik pameran 5 125.000.000 1 22.750.000 0 - 0 -|  #owv/o! #DIV/0! #DIV/0! 25.000.000 20%| 25.000.000 SD‘I‘\T':'E(’::P &
105 01 2.06 0oc| PenYediaan Barang Cetakan dan Barang cetak ,penggandaan dan alat 60 87.820.814 12 25.874.000 12 26.515.000 3 5.259.000 25% 20% 296% 15.557.000 18%| 15.557.000 [SATPOLPP &
Penggandaan tulis kantor DAMKAR
105 01 2.06 00C|Fasilitasi Kunjungan Tamu JT“m'ah Laporan Fasilitasi Kunjungan 55 63.000.000 0 5.500.000 0 - 0 -| #ov/or #DIV/0! #DIV/0! 96.976.280 154%| 96.976.280 IS;;T’:I’?;PRP &
amu
105 01 2.06 ooc| PenYelenggar aan Rapat Koordinasi dan | Belanja SPPD Luar Daerah dan Dalam 60 409.000.000 12 91.305.500 12 50.000.000 3 7.404.000 25% 15% 1310% 96.976.280 24%| 96.976.280 |ATPOLPP &
Konsultasi SKPD Daerah DAMKAR
105012007 |Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pemenuhan Layanan 100 98.670.829 100 5.000.000 100 - 100 - 100%| #DIV/0! #DIV/0! 38.000.000 39%| 38.000.000 |SATPOLPP &
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |Pendukung DAMKAR
105 012,07 oo Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 60.670.829 0 5.000.000 0 - 0 -| #owv/o! #DIV/0! #DIV/O! 38.000.000 63%| 38.000.000 ;T;;Ekp: &
. ) ] SATPOLPP &
10501 2.07 06 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Belanja Modal Alat Musik 60 38.000.000 12 - 0 - 0 - 0% 0%| #DIV/0! 38.000.000 100%| 38.000.000 | 0
10501 2.08 diaan Jasa jang Urusan Layanan 100 717.000.000 100 115.604.315 100 117.700.000 100 31.420.825 100% 27% 334% 105.094.000 15%| 105.094.000 | SATPOLPP &
Pemerintahan Daerah Pendukung DAMKAR
. - tersedia sewa gedung kantor, sewa
105 012,08 0pc|eYediaan Jasa Komunikasi, Sumber |||\ i dan sewa mobil dinas 60 58.000.000 12 6.795.315 12 8.700.000 3 2.180.825 25% 25% 4700% 102.500.000 177%| 102.500.000 | SATPOLPP &
Daya Air dan Listrik . DAMKAR
sekretaris
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SATPOLPP &
105 01 2.08 00C| Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 60 630.000.000 12 107.000.000 12 107.000.000 3 29.000.000 25% 27% 4% 1.297.000 0% 1.297.000 [ 00
Disediakan
) peralatan kebersihan dan iuran
10501 2.08 00(| ienzed'aa" Jasa elayanan Umum kebersihan kantordan sewa mobil dinas 60 29.000.000 12 1.809.000 12 2.000.000 3 240.000 25% 12% 540% 1.297.000 4%| 1.297.000 ;’:\:&? &
ntor
anto sekretaris
Pemeliharaan Barang Milik Daerah o
105012.09 |Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Barang Milik Daerah yang 100 1.777.000.000 100 247.415.000 100 145.000.000 100 33.500.000 100% 23% 503% 168.495.000 9%/ 168.495.000 | SATPOLPP &
dalam kondisi baik DAMKAR
|Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
10501209 ool Pemelinaraan dan Pajak Kendaraan g, . bomelinaaraan kendaraan dinas 60 720.000.000 12 - 12 45.000.000 3 18.000.000 25% 40% 912% 164.145.000 23%| 164.145.000 | SATPOLPP &
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas DAMKAR
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
105012.09 ooc|emeliharaan dan Pajak Kendaraan g, Lo ornelinaaraan kendaraan dinas 60 1.045.000.000 12 244.415.000 12 142.000.000 3 33.500.000 25% 24% 490% 164.145.000 16%| 164.145.000 [SATPOLPP &
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas DAMKAR
Lapangan
10501 2.09 oo| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 4 12.000.000 12 3.000.000 1 3.000.000 0 - 0% 0%| #DIV/o! 4.350.000 36%| 4.350.000 |PATPOLPP &
Lainnya vang Dipelihara DAMKAR
SATPOLPP &
DAMKAR
2 Program tribum yang 100 12.056.732.707 100 1.522.571.200 100 1.286.959.500 100 399.786.600 100% 31% 638% 2.552.205.200 215% | insnmman| SATPOLPP &
Dan Ketertiban Umum terselesaikan DAMKAR
’ SATPOLPP &
10502201 |dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)  [Jumlah Kasus Gangguan 100 11.063.750.899 100 1.439.818.300 100 1.194.675.000 100 353.860.000 100% 30% 673% 2.381.044.400 2254 naan|
Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat|Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil
105 02 2.01 ooc|92/2m rangka dan yaan Per 1 220.000.000 0 172.607.800 0 - 0 - #oivsor #DIV/0! #DIV/0! 1.180.657.200 537%| sy | SATPOLPP &
Ketertiban Umum dalam rangka Ketenteraman dan DAMKAR
Ketertiban Umum
Kerjasama antar Lembaga dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
105 02 2.01 oo KeMitraan dalam Teknik Pencegahan  Kerja Sama antar Lembaga dan 40 68.000.000 8 7.840.000 8 11.280.000 3 5.040.000 38% 45% 258% 13.000.000 19%| 13.000.000 [SATPOLPP &
dan Penanganan dalam Teknik P DAMKAR
[K 1 dan Ketertiban Umum
Pencegahan
Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban
105022.01 Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah  |Terlaksana Piket Pengamanan Kantor
0015 Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, /rumah dinas, pengawalan pejabat wip 60 10.407.000.000 12 1.254.370.500 12 1.172.425.000 3 348.820.000 25% 30% 338% 1.180.657.200 119% | msssssny| SATPOLPP &
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan  |dan DAMKAR
Pengawalan (Kantor Satuan Polisi pengamanan trantibum
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran)
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
- AT ) A ) R Perangkat
T o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; ¢ i ) -apal Realisasi Kinerja dan Anggaran et Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
6] (6) &) @ (5= 8/7°100%) 10 6+8) (11-10/5°100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penindakan Atas Gangguan Jumlah Laporan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum
105022.01  [berdasarkan . . berdasarkan Perda dan Perkada Melalui . 82,400,000 o i 2 5.970.000 o ) o% x| #owjor 1180657200 1433% | sy | SATPOLPP &
0016 Perda dan Perkada Melalui Penertiban  |Penertiban dan DAMKAR
dan Penanganan Unjuk Rasa dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Kerusuhan Massa Massa yang Dilakukan Penindakan
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi
Pamong Praja dan Satuan Perlindungan | dul it SATPOLPP &
10502 2.0105 |Masyarakat Termasuk dalam erlaksana pengamanan fdul fitri dan 48 234.600.000 8 - 0 - 0 - 0% 0%| #DIV/O! 15.000.000 6%| 15.000.000
Natal Tahun Baru DAMKAR
Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak
Asasi Manusia
105022.01 |Penyediaan Layanan dalam rangka A
0017 Dampak Penegakan Peraturan Daerah | ©ScC 2 Bantirugi atas dampak 5 30.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000 0 - 0% 0%| #DIv/o! 4.730.000 16%|  4.730.000 |SATPOLPP &
penegakan perda dan perkada DAMKAR
dan Perkada
105022.01 Z::g:r:aszr"a:Z"K:lmnﬂ?:.?: Z:: 1% Jrumiah sarana dan prasarans SATPOLPP &
0018 ) Ketenteraman dan Ketertiban Umum 8 21.750.899 0 - 0 - 0 -|  #owv/o! #DIV/0! #DIV/0! 4.730.000 22%|  4.730.000
Ketertiban Umum y DAMKAR
yang Tersedia
Penegakan Peraturan Daerah -
105022.02  |Kabupaten/Kota dan Peraturan persentase gangguan tribum yang 100 682.600.000 100 75.150.900 100 83.134.500 100 45.926.600 100% 55% 353% 162.037.800 20%| 81.018.900 |SATPOLPP &
e/ terselesaikan DAMKAR
Bupati/Wali Kota
105 02 2.02 001 Atas garan Peraturan dan monitoring atas 6 192.600.000 12 - 12 7.982.600 0 - 0% o%| #DIv/o! 81.018.900 42%| 9.123.000 |SATPOLPP &
Daerah dan Kepala Daerah penegakan perda DAMKAR
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap o
105 02 2.02 01| Pelaksanaan Peraturan Daerah dan pengawasan dan monitoring atas 60 490.000.000 12 75.150.900 12 75.151.900 3 45.926.600 25% 61% 176% 81.018.900 17%|  9.123.000 [SATPOLPP &
penegakan perda DAMKAR
Peraturan Bupati/Wali Kota
10502203 |Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri | persentase gangguan tribum yang 100 310.381.808 100 7.602.000 100 9.150.000 100 - 100% 0%| #DIV/0! 9.123.000 3% SATPOLPP &
Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota terselesaikan DAMKAR
105 02 2.03 0oc| Pengembangan Kapasitas dan Karier |terlaksana operasional dan 60 310.381.808 12 7.602.000 12 9.150.000 0 - 0% 0%| #pIv/0! 9.123.000 3% 569.201.795 [SATPOLPP &
PPNS kesekretariatan PPNS DAMKAR
569.201.795 | SATPOLPP &
DAMKAR
Program Pencegahan, Penanggulangan, Persentase pelayanan pemadam dan SATPOLPP &
10504  |Penyelamatan Kebakaran Dan pelayanan p 100 3.661.688.861 100 618.743.694 100 1.559.660.000 100 184.143.704 100% 12% 309% 569.201.795 16%)| 569.201.795
penyelamatan kebakaran DAMKAR
Penyelamatan Non Kebakaran
Pemadaman, Penyelamatan, dan
10508201 o ranganan Bahan Berbahaya dan dan 100 3.661.688.861 12 618.743.694 100 1.559.660.000 100 184.143.704 100% 12% 309% 569.201.795 16% SATPOLPP &
penyelamatan kebakaran DAMKAR
Beracun Kebakaran dalam Daerah|
|k /K
Pemadaman dan Pengendalian
10504 2.01 ooc| KePakaran dalam Daerah terlaksana operasional pemadaman 60 3.661.688.861 12 618.743.694 12 1.559.660.000 3 184.143.704 25% 12% 309% 569.201.795 16% SATPOLPP &
Kabupaten/Kota kebakaran DAMKAR
Badan Penanggulanagan Bencana Daerah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN ﬁak”"fm Pel:" e"th" Kebu tt":a"
PEMERINTAHAN DAERAH enunjang Urusan Pemerintahan 95% 8.740.310.409 79% 2.460.610.306 100% 2.913.251.700 20% 596.254.205 20% 20% 100% 3.056.864.511 105% 35%|BPBD
Daerah pada Badan Penanggulangan
KABUPATEN/KOTA
Bencana Daerah
Perencanaan, | dan Dokumen 15 31.697.123 100% 14.908.390 100% 15.135.000 0% - 0% 0% 100% 14.908.390 7% 47%|BPBD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan dan Evaluasi Tepat Waktu
0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan  |Jumiah Dokumen Perencanaan 10 7.500.000 2 7.291.800 2 7.321.000 0 - 0% 0% 2 7.291.800 20% 97%|BPBD
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
(oordinasi dan Penyusunan Dokumen _|"umIah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
0002 RE: SK:DS an penyusunan DOKUMEN 1, 1-il koordinasi Penyusunan Dokumen 5 3.700.000 1 692.320 1 707.500 0 - 0% 0% 1 692.320 20% 19%|BPBD
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen  |dan Laporan Hasil Koordinasi 5 3.700.000 1 693.320 1 707.500 0 ~ 0% % 1 693.320 20% 19%|BPBD
Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan|
0004 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 5 3.700.000 1 698.550 1 699.500 0 - 0% 0% 1 698.550 20% 19%|8PBD
DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD
0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan |dan Laporan Hasil Koordinasi s 3500.000 ) 690.800 ) 699,500 R . o% 0% ) 690.800 20% 20%|8780
DPA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-
SKPD
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
- TS ) e - P Perangkat
o o Target Kinerja dan Anggaran RKPD | Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja N Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; ¢ i -2pal Realisasi Kinerja dan Anggaran At Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
[B] G 4] ) (9= 8/7°100%) 10 6+8) {11-10/57100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K Ro K Rp K R Ro K Ro K Rp K Rp
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
0006 [Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi  [Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 10 9.597.123 10 4.841.600 2 5.000.000 0 - 0% 0% 10 4.841.600 100% 50%|8PBD
Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kineria SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Presentase Layanan Administrasi
o hs ast Keuangan Perangla Keuangan Perangkat Daerah sesuai 100% 5.592.364.628 80% 1.842.693.763 100% 2.374.122.700 20% 472.008.947 20% 20% 100% 2.314.702.710 100% 21%|BPBD
aeral
Peraturan vang Ada
0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN JT“m_'ah O'azgga"g Menerima Gaji dan 70 5.578.664.628 14 1.837.313.263 14 2.368.622.700 4 472.008.947 29% 20% 18 2.309.322.210 26% 41% |BPBD
unjangan
Jumiah Laporan Keuangan Akhir Tahun
0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 5 5.000.000 1 2.428.200 1 2.500.000 0 - 0% 0% 1 2.428.200 20% 49%|BPBD
Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
o Jumlah Laporan Keuangan
Koordinasi dan P L
oorcinasi dan Penyusunan Laporan g, 3 nan/Triwulanan/Semesteran SKPD
0007 ) dan Laporan Koordinasi 80 3.700.000 18 1.976.300 18 2.000.000 0 - 0% 0% 18 1.976.300 23% 53%|8PBD
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
/Semesteran SKPD "
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
0005 __|Pemvusunan Pelaporan dan Analisis | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis S 5 000,000 1 976,000 . 1000000 R . % % 1 976,000 0% 0% |epED
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Layanan Administrasi
Daorah € Kepegawaian Perangkat Daerah Tepat 100% 50.000.000 98% 19.660.000 100% 25.000.000 0% - 0% 0% 98% 19.660.000 98% 39%|BPBD
Waktu
Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan
0011 & P Teknis Implementasi Peraturan 14 50.000.000 3 19.660.000 12 25.000.000 0 - 0% 0% 3 19.660.000 21% 39% |BPBD
Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah || c"tase Layanan Administrasi Umum 60 884.000.000 98% 213.648.569 100% 193.799.000 a% 8.333.000 a% 2% 102% 221.981.569 2% 25%|BPBD
Perangkat Daerah Tepat Waktu
0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan |Jumiah Paket Peralatan dan 60 54.000.000 12 12.437.750 1 13.299.000 0 - 7% 0% 12 12.437.750 20% 23% |BPBD
Kantor Perlengkapan Kantor vang Disediakan
0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 60 75.000.000 12 13.353.000 1 12.500.000 0 - 31% 0% 12 13.353.000 20% 18% [BPBD
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
penyediaan Bahan B n dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
0006 enyediaan Bahan Bacaan da Peraturan Perundang-Undangan yang 50 60.000.000 12 12.000.000 10 12.000.000 2 2.000.000 33% 17% 14 14.000.000 28% 23% |BPBD
Peraturan Perundang-undangan eraty
Disediakan
0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu JT“m'ah Laporan Fasilitasi Kunjungan 55 55.000.000 1 11.000.000 1 11.000.000 0 - 0% 0% 1 11.000.000 20% 20%|BPBD
amu
0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 60 640.000.000 12 164.857.819 12 145.000.000 2 6.333.000 17% 4% 14 171.190.819 23% 27%|BPBD
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jasa jang Urusan Jasa Jang 100% 611.898.658 28% 212.398.700 100% 160.515.000 64% 103.347.170 64% 64% 152% 315.745.870 152% 52%|BPBD
Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
senvediaan 1asa Komunikasi Sumber | "émiah Laporan Penyediaan Jasa
0002 DenveA 'a:” aLsat ,E"‘”” ash SUMBET | omunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60 83.844.000 12 11.884.076 12 18.600.000 3 2.667.170 25% 14% 15 14.551.246 25% 17%|BPBD
ir dan Listri
ava an b vang Disediakan
penvediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
0003 ved: Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 60 460.000.000 3 132.000.000 3 132.000.000 3 100.500.000 100% 76% 6 232.500.000 10% 51%|BPBD
Perlengkapan Kantor DI
penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
0004 Kan\:or v Pelayanan Umum Kantor yang 60 68.054.658 12 68.514.624 12 9.915.000 3 180.000 2% 2% 15 68.694.624 25% 101%|BPBD
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Presentase Pemeliharaan Barang Milik
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan 100% 1.570.350.000 88% 157.300.884 100% 144.680.000 9% 12.565.088 9% 9% 97% 169.865.972 97% 11%|8PBD
Daerah Pemerintahan Daerah yang Terpelihara
Penyediaan Jasa Pemelin Bi
Penvel_r:aa" as: EP'"e, ‘kT('“d"' '%V2 | jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
0001 emelinaraan, dan Pajak fendaraan ..., kendaraan Dinas Jabatan yang 1 272.500.000 1 32.625.884 12 35.850.000 3 5.050.088 5% 14% 4 37.675.972 400% 14%|BPBD
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas | =~ N N
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, B
Penyelvr:aan as: ,E::‘ a:a?nv ava Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
0002 emeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Lapangan yang Dipelihara dan 14 1.143.600.000 14 111.925.000 14 91.500.000 3 7.060.000 22% 8% 17 118.985.000 121% 10%|BPBD
Kendaraan Dinas Operasional atau . s
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Lapangan
0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumiah Peralatan dan Mesin Lainnya 60 154.250.000 4 12.750.000 4 17.330.000 1 455.000 25% 3% 5 13.205.000 8% 9%|BPBD
Lainnya vang Dipelihara
PROGRAM PENANGGULANGAN Cakupan penanggulangan bencana 100% 2.301.001.800 97% 656.283.514 100% 1.050.371.000 5% 51.882.000 5% 5% 102% 708.165.514 102% 31%|BPBD
BENCANA daerah
Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Presentase Pelayanan Informasi Rawan 100%. 321.948.200 100% 48.911.700 100% 184.611.000 0% - 0% 0% 100% 48.911.700 0% 15%|BPBD
Kabupaten/Kota Bencana Kabupaten/Kota
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
- AT ) e - P Perangkat
o o o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; ¢ i 2pa! Realisasi Kinerja dan Anggaran e Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
[E]) G] 4] ) (9= 8/7°100%) 10 6+8) {11-10/57100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Orang yang Mendapatkan
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
X X Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Informasi dan Kabupaten/Kota (Per Jenis B )
0004 Edukasi (KIE) Rawan Bencana abupaten/Kota fher fenis Bencana 15 321.948.200 3 48.911.700 2 184.611.000 0 - 0% 0% 3 48.911.700 20% 15%|BPBD
Secara Tatap Muka kepada Penduduk
Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) .
yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana
Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di
Kawasan Tempat Tinggalnva
Y ceeana ":" resentase enceganan a:" 100% 922.350.400 96% 274.382.119 100% 510.800.000 8% 40.620.000 8% 8% 104% 315.002.119 104% 34% BPBD
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk | /™1a" Kawasan yang Ditingkatkan
0020 € pasiias faw Kapasitasnya dalam Pencegahan dan 2 722.350.400 2 274.382.119 2 310.800.000 0 40.620.000 0% 13% 2 315.002.119 8% 44%BPBD
Pencegahan dan Kesiapsiagaan L
Kesiapsiagaan Bencana
y Rencana P ul .
0027 Jumlah paket bahan material 60 200.000.000 0 - 1 200.000.000 0 - 0% 0% 0 - 0% 0%|BPBD
Bencana Kab/Kota
v dan Evakuasi dan Evakuasi 100% 1.056.703.200 92% 332.989.695 100% 260.000.000 4% 11.262.000 4% 4% 97% 344.251.695 97% 33%|BPBD
Korban Bencana Korban Bencana
pencarian. Pertol o Evakumsi _|umiah Korban yang Berhasil Ditemukan,
0003 encarian, Pertolongan ¢an tVakuast | piio1ong, dan Dievakuasi Per Jenis 15 460.890.000 10 284.718.400 10 250.000.000 3 10.350.000 30% 4% 13 295.068.400 87% 64%(BPBD
Korban Bencana Kabupaten/Kota o
Kejadian Bencana
Jumlah Korban B
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan M”m : i; a"D_et".cba"a. ‘L’a".g(.k
0009 |Evakuasi Korban Bencana endapatian Distribust Logisty 60 595.813.200 10 48.271.295 10 10.000.000 2 912,000 20% 9% 12 49.183.295 20% 8%|BPBD
Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kabupaten/Kota
Bencana
Penataan Sistem Dasar dan Evakuasi 100% 627.498.400 0% 203.428.375 100% 94.960.000 12% 11.840.000 12% 12% 12% 215.268.375 12% 34%(8PBD
Bencana Korban Bencana
P Kajian Kebutuh
PE"V“;“:E" a"]';"upis‘;:) :" N Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan,
0013 ascabencana 2N RENCAN | pitolong, dan Dievakuasi Per Jenis 60 627.498.400 1 203.428.375 1 94.960.000 0 11.840.000 0% 12% 1 215.268.375 2% 34%(BPBD
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Koo Benran
Pascabencana (R3P) Kab/Kota €jadian Bencana
1.06 Sosial
1.06.01 Program Pe"”'gz:f;:""“" i Cakupan P;’;‘:r"a';‘"a" Penunjang Kinerja | ;00 10.366.724.768 100% 2.551.004.186 100% 2.762.693.000 22% 718.805.082 22% 26,02 84% 1.746.851.956 84% 16,85 | Dinas Sosial
g
perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Dokumen Perencanaan,
1.06.01.2.01 |Ferencanaan, Penganggaran, ca Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 100% 32.000.000 |  100% 12.400.000 | 100% 12.400.000 50% 5.125.000 50% 41,33 [ 100% 6.400.000 100% 20,00 Dinas Sosial
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Tepat Waktu
1 |1.06.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Renja 10 7.000.000 2 7.400.000 2 7.400.000 1 3.794.000 50% 51,27 100% 1.400.000 10% 20,00/ Dinas Sosial
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2 |1.06.01.2.01.06 |Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi |Jumlah Laporan Capaian Kinerja 10 25.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 1 1.331.000 50% 26,62  100% 5.000.000 10% 20,00 Dinas Sosial
[Kineria SKPD
Losor202 |Pom s e P Tepat 100% 8.703.221.754 | 100% 1.882.065.819 |  100% 2.208.417.800 18% 496.543.001 18% 248|  79% 1.242.275.690 79% 14,27 | Dinas Sosial
aeral aktu
3 |1.06.01.2.02.01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN #“T_'::g:":':\fs" Pembayaran Gaji dan 70 8.675.721.754 14 1.876.565.819 14 2.202.917.800) 3 496.543.001 21% 22,54 79% 1.236.775.690 1% 14,26 Dinas Sosial
unis
4 |1.06.01.2.02.05 |KoOrdinasi dan Penyusunan Laporan ) -\ oo Keuangan 5 12.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 0 - 0% - 100% 2.500.000 20% 20,00 Dinas Sosial
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
5 |1.06.01.2.02.07 |Keuangan tersusunnya laporan keuangan semester 5 10.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0 - 0% . 100% 2.000.000 20% 20,00 Dinas Sosial
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
B pel dan Analisi Jumlah Laporan Analisis Prognosis
6 [1.06.01.2.02,08 | cTYusunan Felaporan dan Analisis Realisasi Anggaran 5 5.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000] 0 - 0% - 100% 1.000.000 20% 20,00/ Dinas Sosial
Prognosis Realisasi Anggaran
1.06.01.2.06  |Administrasi Umum gkat Daerah k_::’fa"“ dan 100% 372.001.014 |  100% 420421577 | 100% 276.705.200 23% 85.136.000 23% 30,77 |  100% 226.103.761 100% 60,78 Dinas Sosial
il it
7 [1.06.01.2.06.04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Aktivitas 5 125.000.000 1 24.687.000 1 25.000.000] 0 - 0% - 0% 24.987.600 0% 19,99 Dinas Sosial
8 [1.06.01.2.06.05 g:::z::::a:m"g Cetakan dan Jumlah ATK 60 187.001.014 12 88.374.200 12 68.705.200) 3 15.316.000 25% 22,29 100% 38.229.250 2% 20,44 Dinas Sosial
9 |1.06.01.2.06.06 | enYediaan Bahan Bacaan dan Jumlah SKHU 60 60.000.000 12 26.400.000 12 12.000.000 3 3.000.000 25% 25,00 | 100% 12.000.000 2% 20,00 Dinas Sosial
Peraturan Perundang
10 |1.06.01.2.06.08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Layanan YJZSE Penyediaaan 55 55.000.000 11 10.980.000 11 11.000.000 2 2.000.000 18% 18,18 100% 11.000.000 2% 20,00(Dinas Sosial
Makanan dan Minuman
11 [1.06.01.2.06.09 [PeNVelengearaan Rapat Koordinasidan | -\ o dinasi di luar kantor 60 845.000.000 12 269.980377 12 160.000.000) 3 64.820.000 25% 40,51 [ 100% 139.886.911 2% 16,55 Dinas Sosial
Konsultasi SKPD
- Persentase pemenuhan Layanan
1.06.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Pendukung 100% 453.000.000 0% -|  100% 30.000.000 0% - 0% - 100% 15.000.000 100% 3,31 Dinas Sosial
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12 |1.06.01.2.07.06 [Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |Jumlah Peralatan dan Mesin 58 453.000.000 0 - 3 30.000.000 0 - 0% - 100% 15.000.000 2% 3,31Dinas Sosial
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
- AT ) A - P Perangkat
§ X § o Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun| Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/ | T2/t Kineria dan Anggaran RKPD | - Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja Realisasi Kinerja dan Anggaran | TI"EX@t Capaian Kinerja & | “2n€
No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerlntahan Indikator Klne-rja Program (outcome)/ |Capaian merja2026 pada Tahun| Real |sas|Ta::|pn " (20123) Tahun berjalan yang di N N RKPD yang dan Realisasi Anggaran ar o/ 'lrahun zuff Realisasi Anggaran RPIMD . aeral Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) ul u (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
5 6 7 B 5= 8/77100%) 10 6+8) (11-10/5°100%)
) @ @ @ ] © ] ] =8/ )
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.06.01.2.08 Jasa jang Urusan Layanan 100% 924.225.000 | 100% 94.659.790 | 100% 110.120.000 25% 75.944.081 25% 68,96 |  100% 173.481.986 100% 18,77 Dinas Sosial
Pemerintahan Daerah Pendukung
13 |1.06.01.2.08.02 ';e"Ve:_'a:" Jifat'(_:m“"'kas" Sumber |, lah Pembayaran Tagihan 60 120.000.000 12 1.939.790 12 2.400.000 3 264.081 25% 11,00 100% 13.780.986 2% 11,48 Dinas Sosial
aya Air dan Listri
14 [1.06.01.2.08.03 | envediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas 60 785.000.000 12 92.000.000 12 107.000.000) 3 75.500.000 25% 70,56 [ 100% 157.000.000 2% 20,00 Dinas Sosial
Perlengkapan Kantor
15 [1.06.01.2.08.04 Ee"‘t’ed'“”“a Pelayanan Umum Jumlah Tagihan 60 19.225.000 12 720.000 12 720,000 3 180.000 25% 25,00 100% 2.701.000 2% 14,05 | Dinas Sosial
antor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang
1.06.01.2.09  |Penunjang Urusan Pemerintahan dalam kondisi baik 100% 806.502.000 | 100% 141.457.000 [ 100% 125.050.000 17% 56.057.000 17% 48,83 [ 100% 83.590.519 100% 10,36 | Dinas Sosial
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
16 |1.06.01.2.09,01 |Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan o 10 398.792.000 2 63.608.000 2 58.800.000 0 28.577.000 0% 48,60 100% 53.420.519 10% 13,40 | Dinas Sosial
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
17 |1.06.01.2.09.02 | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Jumlah Kendaraan 20 335.960.000 4 68.499.000 4 56.500.000) 2 27.115.000 50% 47,99 100% 22.420.000 5% 6,67 |Dinas Sosial
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
18 [1.06.01.2.09.11 |Prasarana Pendukung Gedung Kantor  |Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor 60 71.750.000 12 9.350.000 12 9.750.000 1 365.000 8% 3,74 100% 7.750.000 2% 10,80 Dinas Sosial
atau Lainnya
1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial Terdatanya Potensi sumber 100% 1.553.029.692 |  100% 91.964.250 |  100% 40.340.000 | 17% 6.740.000 17% 1671 |  100% 191.212.500 100% 12,31/Dinas Sosial
kesejahteraan sosial (PSKS)
Pengembangan Potensi Sumber Peningkatan kapasitas bagi PSKS
1.06.02.2.03  |Kesejahteraan Sosial Daerah 100% 1.553.029.692 |  100% 91.964.250 |  100% 40.340.000 17% 6.740.000 17% 1671  100% 191.212.500 100% 12,31 |Dinas Sosial
| [Kota
peningkatan Kemampuan Patensi tersedianya operasional TKSK dan PSM
19 |1.06.02.2.03.04 | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 645 1.553.029.692 12 91.964.250 12 40.340.000 2 6.740.000 17% 1671  100% 191.212.500 0% 12,31|Dinas Sosial
Kewenangan Kabupaten/Kota
. Cakupan Pemenuhan SPM bidang Sosial . "
1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial 100% 16.681.151.000 91% 959.838.950 [  100% 694.659.800 1% 11.616.500 1% 1,67 56% 2.422.045.000 56% 14,52 | Dinas Sosial
i Sosial Dasar PMKS yang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, bantuan
1.06.02.2.04.2.0[ Lanjut Usia Terlantar, serta 100% 473.315.000 | 100% 221.799.100 | 100% 115.000.000 0% 9.013.500 0% 78|  100% 54.290.000 100% 11,47 Dinas Sosial
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
sosial
20 |1.06.02.2.04.2.0|Penyediaan Permakanan Jumlah anak terlantar yang terpenuhi 130 216.870.000 190 119.650.750) 95 61.599.200) 0 2.137.500 0% 347| 100% 20.571.000 1% 9,49 Dinas Sosial
kebutuhan nva diluar panti
Jumlah penyandang disabilitas terlantar
21 {1.06.02.2.04.2.0|Penyediaan Alat Bantu yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 285 256.445.000 30 62.303.750) 10 28.000.800) 0 3.336.000 0% 11,91  100% 33.719.000 0% 13,15|Dinas Sosial
diluar panti
) . Jumlah ODGJ yang dilayani dengan o .
22 |1.06.02.2.04.2.0|Pemberian Layanan Rujukan Bimbingan Souat 50 180.000.000 25 39.844.600) 25 25.400.000 0 3.540.000 0% 13,94 97% 9.696.000 2% 5,39 Dinas Sosial
i Sosial Masalah PMKS yang tertangani
1.06.02.2.04.2.q| Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya 100% 16.207.836.000 82% 738.039.850 100% 579.659.800 22% 2.603.000 22% 0,45 56% 2.367.755.000 56% 14,61 | Dinas Sosial
bukan Korban HIV/Aids dan Nafza di
Luar Panti sosial
23 (1.06.02.2.04.2.0) Ee’"bZ"B" Layanan Data dan Jumlah pelayanan data 5000 1.520.836.000 1000 113.039.850| 1000 69.659.800| 246 2.603.000 25% 374  100% 102.235.000 0% 6,72 |Dinas Sosial
engaduan
24 [106.022.082.1 S0 j:“f:ﬂ[emﬁaga dan tersedianya bantuan sosial 6235 14.687.000.000 609 625.000.000[ 110 510.000.000 0 - 0% - 54% 2.265.520.000 0% 15,43 |Dinas Sosial
1.06.05 Program Perlindungan dan Jaminan | cakupan perlindungan dan jaminan 100% 2.118.183.115 100% 279.610.150 100% 158.865.400 2% 36.640.200 2% 23,06 97% 188.003.620 97% 8,88|Dinas Sosial
Sosial perlindungan sosial daerah
Pengelolaan Data fakir miskin cakupan Persentase daerah yang aktif
1.06.05.2.02 8 PaN | elakukan pemutakhiran dan data 100% 2.118.183.115 | 100% 279.610.150 | 100% 158.865.400 42% 36.640.200 42% 23,06 97% 188.003.620 97% 8,88 Dinas Sosial
Daerah Kabupaten /Kota L
terpadu -
25 |1.06.05.2.02.01 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah |Jumiah Fakir Miskin Cakupan Daerah 5 1.281.805.382 1 214781300 10457 105.224.800 4367 24.134.500 42% 2294 |  100% 107.895.000 20% 8,42 | Dinas Sosial
Kabupaten / Kota Kabupaten/Kota yang Didata
e - - P
26 |1.06.05.2.02.01| F2silitasi Bantuan Sosial T Program 60 836.377.733 12 64.828.850 6 53.640.600 2 12.505.700 33% 2331 93% 80.108.620 2% 9,58 | Dinas Sosial
Keluarga Keluarga Harapan (PKH)
1.06.06 Program Penanganan Bencana Cakupan pemenuhan pasca Bencana 100% 573.625.420 | 100% 79.494.800 | 100% 56.359.400 25% 10.384.300 25% 18,43 | 100% 41.687.000 100% 7,27 |Dinas Sosial |-
Penyelenggaraan pemberdayaan jumlah warga masyarakat rawan
1.06.06.2.02  |masyarakat terhadap kesiapsiagaan  |bencana alam yang mendapatkan 100% 573.625.420 |  100% 79.494.800 | 100% 56.359.400 25% 10.384.300 25% 1843 |  100% 41.687.000 100% 7,27|Dinas Sosial
bencana kabupaten/kota kesiapsiagaan dan mitigasi -
27 (1.06.06.2.02.02 s dan ' Fungsi Taruna Siaga 60 573.625.420 12 74.494.800) 12 56.359.400) 3 10.384.300 25% 18,43 100% 41.687.000 2% 7,27|Dinas Sosial
Taruna Siaga Bencana Bencana
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 100% HREF! 91% 2.682.002.179 95% 2.646.744.500 1% 505.604.021,00 12 19,10 1% 505.604.021 1% #Repy|Distransnake
rprin -
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Distransnake
2 07 PEMERINTAHAN DAERAH Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 12.551.964.488 91% 2.135.951.801 95% 2.439.044.500 11% 505.604.021 12 20,73 11% 505.604.021 11% 4,03 rorin
KABUPATEN/KOTA Daerah Kabupaten/Kota P -
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
- TS ) e - P Perangkat
o o Target Kinerja dan Anggaran RKPD | Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja N Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; ¢ i 2pa! Realisasi Kinerja dan Anggaran e Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
[B] G] 4] ) (9= 8/7°100%) 10 6+8) {11-10/57100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K Ro K Rp K R K Ro K Ro K Rp K Rp
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Distransnake
2 07 e dan 100% 50.750.000 |  100% 12.400.000  100% 12.400.000 0% 3.698.000 0 30 0% 3.698.000 0% 18>
dan Evaluasi Kinerja gkat Daerah e rprin
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B o Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen | Tersedianya dokumen perencanaan o 70.750.000 z 7.400.000 , 1400000 o 3698000 o © R 3.698.000 R 17,82 | Distransnake
Perencanaan Perangkat Daerah SKPD rprin
Sub Kegiatan Koordinasi dan Tersedianya laporan capaian kinerja dan Distransnake
2 07 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja ecianya ‘aporan cap g 10 30.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 0 - 0 0 0 . 0 !
3 o ikhtisar realisasi kinerja SKPD rprin
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kegiatan Administrasi Keuangan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Distransnake
2 07 € & Administrasi Keuangan Perangkat 100% 7.546.754.500 |  100% 1.549.351.647 |  100% 1.976.715.500 29% 430.284.221 29 21,77 20% 430.288.221 | 29% 6 |
Perangkat Daerah rprin
Daerah
2 07 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Terpenuhinya pembayaran gaji dan 70 7.492.254.500 14 1.543.851.647 14 1.971.215.500 5 430.284.221 36 21,83 5 430.284.221 7 5,74| Distransnake
Tunjangan ASN tunjangan ASN rprin
Sub Kegiatan Koordinasi dan . .
T I K Kh Dist K
2 07 v Laporan Keuangan Akhir aporan keuangan akhir 5 19.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 0 - 0 0 0 - - istransnake
tahun SKPD rprin
Tahun SKPD
Sub Keglatan Koordinasi dan Tersedianya laporan keuangan Distransnake
2 07 Penyusunan Laporan Keuangan va lap! 8 5 18.500.000 1 2.000.000 1 2.000.000 0 - 0 0 0 - - ]
Bulanan/Tri mesteran SKPD P
2 07 Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan T nya laporan dan analisis 5 16.500.000 1 1.000.000 1 1.000.000 0 - 0 0 0 - - Distransnake
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | prognosis realisasi anggaran rprin
N - . " Persentase Aparatur yang Berkinerja Distransnake
2 07 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perz| Baik 100% 130.000.000 0% 321.360.019 100% 20.000.000 0% - [ o 0% - 0% 0 rorin
, o7 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan _(Jumiah Pegawai yang Mengikuti " 130.000.000 o . 5 70,000,000 o i o o o . ) o|Pistransnake
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Peningkatan Kapasitas rprin
2 07 Umum gkat | Cakupan Pen 100% 1.277.434.124|  100% 321.360.019 |  100% 233.229.000 2% 23.871.800 2 10,24 22% 23.871.800 22% 12 |Distransnake
Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah rprin
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen
Dist ke
2 07 Instalasi Listri Bangunan | Tersedianya k instaslasi listrik 60 36.630.181 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - - o, ‘ii;a"m €
Kantor P
2 07 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik | o 1o\ inya pameran 5 168.000.000 1 25.000.000 0 - 0 - 0 0 0 - - Distransnake
Kantor rprin
2 07 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Tersedianya alat tulis kantor, 60 154.803.943 12 40.218.860 12 40.229.000 4 10.151.000 333 25,23 4 10.151.000 7 6,56|Distransnake
Cetakan dan Penggandaan penggandaan dan barang cetak rprin
2 07 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan | o oo oban bacaan 50 114.000.000 10 12.000.000 10 12.000.000 2 2.000.000 20 17 2 2.000.000 4 1,75|Distransnake
dan Peraturan Perundang-undangan rprin
. i . : . Distransnake
2 o7 Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Tersedianya makanan dan minuman 55 82.000.000 1 11.000.000 11 11.000.000 2 2.000.000 18 18 2 2.000.000 4 280
2 07 Sub Kegiatan araan Rapat  |Ter iinya rapat koordinasi dan 60 722.000.000 12 233.141.159 12 170.000.000 2 9.720.800 16,7 572 2 9.720.800 3 1,35 Distransnake
Koordinasi dan Konsultasi SKPD konsultasi rprin
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Cakupan Pemenuhan Barang Milik Distransnake
2 07 Daerah jang Urusan i Daerah jang Urusan Perang 100% 140.000.000|  100% 99.760.000 | 100% 57.500.000 0% - 0 o 0% . 0% -
Daerah Daerah P
Kegiatan P Aset T Di <
2 07 Sub Kegiatan Pengadaan AsetTetap || o ona Aset Tetap Lainnya 20 140.000.000 8 99.760.000 4 57.500.000 0 - 0 0 0 - - oDistransnake
Lainnya rprin
o ] Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Distransnake
2 07 € 12N | penunjang Urusan Pemerintahan 100% 666.736.194  100% 77.000.000 | 100% 72.000.000 50% 32.000.000 50 44,08 50% 32.000.000 |  50% 6|
Urusan Pemerintahan Daerah rprin
Daerah
, o7 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa  [Terpenuhinya pembiayaan lstrk,telpon . 112700154 . . . . 0 . o 0 o . ) Distransnake
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |dan internet rprin
. . Terpenuhinya pembiayaan sewa kantor, .
2 07 Sub Keglatan Penyediaan Jasa Peralatan | | .\ 1o dinas dan sewa kendaraan 60 524.000.000 12 67.000.000 12 67.000.000 12 32.000.000 100 a8 12 32.000.000 20 6,11 |Pistransnake
dan Perlengkapan Kantor ) rprin
dinas
2 07 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan | o in o kebersihan kantor 60 30.036.000 12 10.000.000 12 5.000.000 0 - 0 0 0 - - o|Distransnake
Umum Kantor rprin
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Cakupan Pemenuhan Pemeliharaan Distransnake
2 07 Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 100% 471.250.000 100% 76.080.135 100% 67.200.000 7% 15.750.000 7 23,44 7% 15.750.000 7% 4 rorin
Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah P
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 5 .
P ih B P Jih 4 Terpenuhinya pembiayaan jasa Dist K
2 07 emeliharaan, Biaya Pemelinaraan dan | o o i araan, biaya pemeliharaan dan 10 365.000.000 2 64.830.135 2 61.200.000 1 15.750.000 50 25,74 1 15.750.000 10 4,32|P'stransnake
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau [P° P 1o DENS PERETAN rprin
Kendaraan Dinas Jabatan pemblayaan paj
2 o7 Sub Kegiatan 1 Peralatan Ter h vPemellharaan Peralatan 60 51.250.000 12 11.250.000 12 6.000.000 0 ~ 0 0 0 R . D\s.transnake
dan Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya rprin
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : -apai Reallisasi Kinerja dan Anggaran S Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
) 6) @ ®) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%)
(1) 2) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
" . |Terpenuhinya
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi . T .
Pemelih Rehabilitasi S d; Disti ki
2 07 Sarana dan Prasarana Gedung Kantor emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 60 55.000.000 0 - - - - 0 0 0 - - ‘5_ ransnake
Prasarana Gedung Kantor atau rprin
atau Bangunan Lainnya
Bangunan Lainnya
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Cakupan Menurunnya Tingkat Distransnake
2 o7 125 1.218.599.860 0% - 241 144.125.000 o - [ 0 0% - 0% [
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pengangguran Terbuka rprin
N . Cakupan Pemenuhan Pengukuran
Ki tan Pelak: Pelatih: Dist ki
2 07 egiatan Peialsanaan be auhan Produktivitas Tingkat Daerah 125 1.218.599.860 0 - 25 144.125.000 0 - 0 0 0% - 0% o| Distransnake
berdasarkan Unit Kompetensi rprin
Kabupaten/Kota
Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan |Jumlah Tenaga Kerja/Pencari Kerja yang Distransnake
2 07 dan Pelatihan bagi Pencari pelatihan berbasis 125 1.218.599.860 [ - 25 144.125.000 0 - 0 0 0% - 0% 0 rorin
Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi  |kompetensi P
Cakupan Pemenuhan Penempatan .
2 07 ;':RDJ(ZRAM PENEMPATAN TENAGA Tenaga Kerja dalam Meningkatkan 75,51 1.273.705.033 |  72,55% 128.343.900 |  74,71% 63.575.000 0% - 0 0 0% - 0% rD‘fi‘n“"S"ake
Tingkat Partisipasi Keria ?
itar Kerja di Dist ke
2 07 yanan antar Kerja di Cakupan pemerataan tenaga kerja 75,51 848.705.033|  72,55% 53.103.800 0% - 0% - 0 0 0% . 0% istransnake
Daerah Kabupaten/Kota rprin
N Terpenuhinya Pencari Kerja yang
2 07 Sub Kegiatan Penyuluhan dan BImbingan| \ o 4.0 - an penyuluhan dan 75,51 848.705.033|  72,55% 53.103.800 0% - 0% . 0 0 0% . 0% Distransnake
Jabatan bagi Pencari Kerja o rprin
Bimbingan Jabatan
2 07 Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar | Cakupan Pemenuhan Pengelolaan 75,51 425.000.000  72,55% 75.240.100|  74,71% 63.575.000 0% . 0 0 0% - 0% o|Distransnake
|Keria Informasi Pasar Kerja rprin
. |Terpenuhinya Pelayanan dan i
2 07 Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan |, . vio ) informasi Pasar Kerja Online | 75,51 425.000.000  72,55% 75.240.100 | 74,71% 63.575.000 0% - 0 0 0% - 0% o|Distransnake
Informasi Pasar Kerja Online er rprin
untuk Pencari Keria
Cakupan Penyelesaian Perselisihan Distransnake
2 07 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL N 80% 802.093.538 0% - 60% - 0% - [ o [ - 0% - )
Hubungan Industrial rprin
Kegiatan Pengesahan Peraturan Cakupan Pemenuhan Pengesahan
dan Perjanjian Perusahaan dan Distransnake
2 07 Kerja Bersama untuk Perusahaan yang |Perjanjian Kerja Bersama untuk 80% 423.747.266 0% - 0% - 0% - 0 0 0 - 0% orin
Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Perusahaan yang Hanya Beroperasi P
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
T hinya Jumlah t:
Sub Kegiatan Penyelenggaraan erpenuhinya Jumiah persentase
Pendataan dan Informasi Sarana perusahaan yang menerapkan tata Distransnake
2 07 ° . |kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, 80% 423.747.266 - - - 0 0 0 - 0% N
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial | - ) rprin
Tenaga Kerja serta Pengupahan Bipartit, struktur, skala upah, dan
g Ker eup terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
dan Cakupan dan
2 07 " e t 3 80% 378.346.272 0% - 65% - 0% - 0 0 0% R o o|Distransnake
Mogok Kerja dan Penutupan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan rprin
di Daerah / Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional - i
T hi lah k: ket: Dist ke
2 07 Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah erpenuninya jumiah angka sengketa 80% 189.173.136 0% - 0% - 0% - 0 0 0% - 0% o|Distransnake
pengusaha-pekerja per tahun rprin
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Ter Jaminan .
h ) . " N e Distransnake
2 07 Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja[Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas 80% 189.173.136 0% - 65% - 0% - 0 0 0% - 0 rorin
dan Fasilitas Pekerja Pekerja P
2,08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG indeks pembangunan gender 95,71 75 1.044.637.500 1.009.268.000 51.064.700 #DIV/0! 5,06% 74,76 H#REF! 0,7811096 #REF!
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN DP3AKB
PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02 PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER Persentase Perempuan yang 100 1.202.266.128 33 428.805.000 323.875.000 o #DIV/0! 0,00% 33 88.805.000 0,33 430,15%
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Melaksanakan Perencanaan DP3AKB
Pembangunan yang Responship Gender
2.08.02.2.01 Gender Peserta 100 20.645.000 25 88.805.000 25 88.875.000 0 - 0,00% 25 88.805.000 0,25 430,15%
(PUG) pada Lembaga dalam GAP/GBS (Gender
Kewenangan Kabupaten/Kota Analysis Pathway/Gender Budget DP3AKB
) di Pesisir Barat
(Kali)
2.08.02.2.01.04 bijakan Pelaksanaan PUG  [Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi 125 20.645.000 25 88.805.000 25 88.875.000 [ 0 0,00% 25 [ 0,2 0,00%
Termasuk PPR Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender DP3AKB
(PUG) Kewenangan kabupaten/Kota
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
T each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : . bl Realisasi Kinerja dan Anggaran A Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
2.08.02.2.02 y: Bidang 100 1.098.075.000 8 235.000.000 #DIV/0! 0,00% 8 340.000.000 0,08 30,96%
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi dan Perekonomian 15 Kelompok Usaha
pada Organisasi Kemasyarakatan Kepala Rumah Tangga Perempuan di DP3AKB
/ Pesisir Barat
2.08.02.2.02.02 |Advokasi Kebijakan dan Pendampingan  [Jumlah Dokumen Hasil Advokasi 15 1.098.075.000 8 340.000.000 2 235.000.000 0 0 o 0,00% 8 112.353.000 | 0,53333333 16,15%
Peningkatan Partisipasi Perempuan dan  |Kebijakan dan Pendampingan
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Peningkatan Partisipasi Perempuan DP3AKB
dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)
kewenangan Kabt Kota
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | Cakupan Perempuan Korban Kekerasan 100 695.818.390 112.353.000 96.181.000 9.623.100 #DIV/0! 10,01% [ 28.352.600 [ 20,29%
yang Mendapatkan Penanganan DP3AKB
2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan |Persentase Informasi Penanganan Kasus| 100 139.719.063 |100 18729500 96.181.000 9.623.100 #DIV/0! 10,01% 100 28.352.600 1 137,33%
Bagi Pt Korban Terhadap p
'Yang Memerlukan Koordinasi DP3AKB
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02.02 | Koordinasi dan Sil Jumlah P yang Terlayani dan 10 20.645.000 7 18.729.500 5 27.161.000 |3 9.623.100 60 35,43% 10 103.246.600 1 14,84%
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan |Mendapatkan Pendampingan
Bagi Perempuan Korban Kekerasan DP3AKB
Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02.03 g dan Lembaga Cakupan dan Kualitas 100 695.818.390 100 93.623.500 104 69.020.000 0 - o 0,00% 100 52.670.000 1 4,05%
Penyedia Layanan Perlindungan Data Serta Layanan Perlindungan DP3AKB
Perempuan Tingkat Daerah Perempuan dan Ank Korban Kekerasan
Ki Kota dan TPPO
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS Cakupan Perempuan Sebagai Tenaga 100 1.300.826.171 100 52.670.000 77.880.000 35.384.600 #DIV/0! 45,43% 100 35.384.600 1 #DIV/0! DP3AKB
KELUARGA Profesional
2.08.04.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya 100 0 0 0 77.880.000 35.384.600 #DIV/0! 45,43% [] 35.384.600 [] 3,22%
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) |Lembaga Penyedia Layanan| DP3AKB
dan Hak Anak Tingkat Daerah Peningkatan Kualitas  Keluarga
% / /Kota
2.08.04.2.01.03 | Pengembangan kegiatan Masyarakat Jumlah Dokumen hasil pengembangan| 15 1.098.075.000 0 - 4 77.880.000 2 35.384.600 50 45,43% 2 164.125.600 | 0,13333333 7,23%
untuk peningkatan kualitas keluarga kegiatan masyarakat untuk peningkatan DPIAKE
Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota |kualitas keluarga kewenangan
kota
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK Cakupan Lembaga Penyedia Layanan 100 2.268.917.864 (33.33 128.741.000 170.000.000 [ #DIV/0! 0,00%| #VALUE! 128.741.000 #VALUE! 27,06% DP3AKB
[(PHA) Terhadap Anak
2.08.06.2.02 dan Lembaga| i 100 475.765.000 100 128.741.000 170.000.000 - #DIV/0! 0,00% 100 128.741.000 1 39,09%
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas [tentang Pemenuhan Hak Anak Menuju
Hidup Kabupaten Layak Anak DP3AKB
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02.01 | Penyediaan Layanan Peningkatan Jumlah Anak yang mendapatkan layanan 800 329.355.000 150 128.741.000 800 170.000.000 740 128.741.000 92,5 75,73% 890 450.809.500 1,1125 40,80%
Kualitas Hidup Anak Kewenangan Peningkatan Kualitas Hidup Anak DP3AKB
|k Kota Kabupaten/ Kota
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS Cakupan Pendampingan Anak yang 100 1.104.849.994 49 322.068.500 334.470.000 6.057.000 #DIV/0! 1,81% a9 136.042.000 0,49 61,76% DP3AKB
ANAK Membutuhkan Perlindungan Khusus
2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak |Persentase Tersampaikannya Informasi 100 220.273.845 100 129.985.000 101.491.000 - #DIV/0! 0,00% 100 129.985.000 1 99,99%
Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup  |tentang Kekerasan Terhadap Anak DP3AKB
|Daerah /Kota
2.08.07.2.01.04 |Advokasi dan pendampingan Perangkat |Jumlah SDM yang memperoleh avokasi 100 130.000.000 100 129.985.000 100 101.491.000 0 - [] 0,00% 100 192.083.500 1 51,73%
Daerah dalam pelaksanaan kebijakan dan pendampingan dalam pelaksanaan DP3AKB
/program/ kegiatan pencegahan KTA  |kebijakan/program kegiatan pencegahan
KTA
2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Persentase Pengaduan Kasus Anak yang 100 371.316.257 100 192.083.500 232.979.000 6.057.000 #DIV/0! 2,60% 100 30.791.000 1 102,64%
Memerlukan Perlindungan Khusus Yang | Terlayani DPIAKE
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
|k [Kota
2.08.07.2.02.05 |Penyediaan Layanan Pengaduan Jumlah AMPK yang mendapatkan 120 Rp30.000.000,00 40 24.734.000 40 30.000.000 0 - o 0,00% 40 167.349.500 | 0,33333333 45,07%
Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan |layanan pengaduan DPIAKE
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
1K Kota
2.08.07.2.02.06 |Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK  [Jumlah Anak yang Menjadi Pemdamping 560 371.316.257 40 167.349.500 40 202.979.000 9 6.057.000 22,5 2,98% 49 H#REF! 0,0875 #REF!
Pengaduan Pada Tingkat Pekon dan DP3AKB
Pangan
I ]3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Pemenuhan Kebutuhan 95 37.893.763.478 92,5 15.500.659.883 92,5 6.037.265.700 19,5 1.269.282.252 21% 21% 20 16.769.942.135 4% 44% Dinas
PEMERINTAHAN DAERAH Penunjang Urusan Pemerintahan Ketahanan
KABUPATEN/KOTA Daerah Pangan dan
Pertanian
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
) . ) o o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
No Kode Urusan/ Bidang Urusan pgmermtahan Indikator Kme'rja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun| Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun berjalan yang di N A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPIMD Daerah Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
1 ]3.27.01.2.01 H 100 45.788.250 100| 24.900.000 100 13.400.000 o - 0% 0% [ 24.900.000 0% 54% Dinas
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Ketahanan
Perangkat Daerah Tepat Waktu Pangan dan
Pertanian
a. |3.27.01.2.01.01 |Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 10| 15.262.750 6 12.900.000 2| 8.400.000 0 0% 0% 6 12.900.000 60% 85% Dinas
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
b. |3.27.01.2.01.06 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 10 30.525.500 5 12.000.000 1] 5.000.000 0 0% 0% 5 12.000.000 50% 39% Dinas
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ketahanan
Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Pangan dan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Pertanian
Realisasi Kineria SKPD
2 |3.27.01.2.02 H P Tepat 100 33.422.204.878 100| 13.349.401.796 100 5.217.765.700 19 967.269.783 19% 19% 19 14.316.671.579 4% 43% Dinas
Perangkat Daerah Waktu (Persen) Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
a. |3.27.01.2.02.01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan 70 33.388.626.828 42 13.332.401.796 14 5.212.265.700 4 967.269.783 29% 19% 46 14.299.671.579 66% 43% Dinas
Tunjangan ASN Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
b. [3.27.01.2.02.05 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 5| 15.262.750 3 7.000.000 1] 2.500.000 0 0% 0% 3 7.000.000 60% 46% Dinas
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Ketahanan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Pangan dan
Tahun SKPD Pertanian
c. |3.27.01.2.02.07 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 10 12.210.200 6| 6.500.000 2 2.000.000 0 0% 0% 6 6.500.000 60% 53% Dinas
Bulanan/Tri Tri SKPD dan Lapor Ketahanan
SKPD Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Pangan dan
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Pertanian
d. |3.27.01.2.02.08 |Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 5 6.105.100 3 3.500.000 1 1.000.000 0 0% 0% 3 3.500.000 60% 57% Dinas
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
3 [3.27.01.2.06 Kegiatan : Administrasi Umum Persentase Pemenuhan Sarana dan 100 2.202.720.080 100 1.204.468.240 100 335.450.000 26 86.332.200 26% 26% 26 1.290.800.440 5% 59% Dinas
Perangkat Daerah Prasarana Pendukung Kinerja Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
a. [3.27.01.2.06.01 |Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ 5| 10.989.180 2| 3.570.000 1 - 1 - 100% #DIV/0! 3 3.570.000 60% 32% Dinas
Listrik Kantor Kantor yang Ketahanan
Disediakan Pangan dan
Pertanian
c. |3.27.01.2.06.04 |Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Aktivitas 10| 244.204.000 4 75.000.000 1 25.000.000 0 0% 0% 4 75.000.000 40% 31% Dinas
Kantor Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
d. |3.27.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 60| 280.834.600 36 116.388.400 12 31.450.000 3 9.613.000 25% 31% 39 126.001.400 65% 45% Dinas
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
e. [3.27.01.2.06.06 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 60| 73.261.200 36| 36.000.000 12 12.000.000 3 2.300.000 25% 19% 39 38.300.000 65% 52% Dinas
Peraturan Perundang- undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Ketahanan
Disediakan Pangan dan
Pertanian
f. |3.27.01.2.06.08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Layanan Jasa Penyediaan 55 67.156.100 33 43.970.000 11 22.000.000 2 4.000.000 18% 18% 35 47.970.000 64% 71% Dinas
Makanan dan Minuman Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
8. |3.27.01.2.06.09 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |Jumlah Koordinasi di Luar Kantor 60 1.526.275.000 36 929.539.840 12 245.000.000 3 70.419.200 25% 29% 39 999.959.040 65% 66% Dinas
Konsultasi SKPD Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
3 [3.27.01.2.07 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Persentase Pemenuhan Sarana dan 100 105.000.000 100 14.950.000 100 59.500.000 0 - 0% 0% 0 14.950.000 0% 14% Dinas
Daerah jang Urusan Kantor Ketahanan
Daerah Pangan dan
Pertanian
a. |3.27.01.2.07.06 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 13| 105.000.000 1] 14.950.000 1 59.500.000 0 - 0% 0% 1 14.950.000 8% 14% Dinas
Lainnya yang Disediakan Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
T each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : -abat Reallisasi Kinerja dan Anggaran S Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang Al RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
4 |3.27.01.2.08 H Jasa jang Layanan 100 959.912.800 100| 421.954.247 100 228.400.000 69 156.680.269 69% 69% 69 578.634.516 14% 60%. Dinas
Urusan Pemerintahan Daerah Pendukung Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
a. |3.27.01.2.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Pembayaran Tagihan 60) 146.522.400 36 142.174.247 12 44.400.000 3 8.220.269 25% 19% 39 150.394.516 65% 103% Dinas
Daya Air dan Listrik Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
b. |3.27.01.2.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 60 788.970.000 24] 274.000.000 12 182.000.000 3 147.000.000 25% 81% 27 421.000.000 45% 53% Dinas
Perlengkapan Kantor Peralatan dan Peralatan Kantor yang Ketahanan
Disediakan ~ Sewa Kantor, Rumah Pangan dan
Dinas, Gudang Pertanian dan Kendaraan Pertanian
Overasional dinas
c. |3.27.01.2.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Tagihan 60| 24.420.400 36| 5.780.000 12 2.000.000 3 1.460.000 25% 73% 39 7.240.000 65% 30% Dinas
Kantor Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
5 13.27.01.2.09 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik Daerah yang 100 1.158.137.470 100 484.985.600 100 182.750.000 32 59.000.000 32% 32% 32 543.985.600 6% a7% Dinas
Daerah Penunjang Urusan dalam kondisi baik Ketahanan
Pemerintahan Daerah Pangan dan
Pertanian
a. |3.27.01.2.09.01 |Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 60 235.046.350 36 121.307.000 12 52.500.000 3 23.500.000 25% 45% 39 144.807.000 65% 62% Dinas
dan Pajak d: ] atau Dinas Jabatan yang Ketahanan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas |Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Pangan dan
Jabatan Pertanian
b. |3.27.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 143 923.091.120 86 363.678.600 29 130.250.000 8 35.500.000 28% 27% 94 399.178.600 66% 43% Dinas
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan atau Lapangan yang Dipelihara dan Ketahanan
Kendaraan Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Perizinannya Pangan dan
Lapangan Pertanian
B. [2.09 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN Nilai Tukar Petani 102,3 2.392.123.899 124,98 831.438.850 99,77 272.000.000 o 10.576.950 0% a% 0,0 842.015.800 0% 35% Dinas
DASAR (PANGAN) Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
I. [2.09.03 PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN Ketersediaan Pangan Utama (Ton) 140.000 1.029.479.624 83.009 322.535.775 28.000 190.680.000 9.810 2.530.000 35% 1% 9810 325.065.775 1% 32% Dinas
DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN Ketahanan
PANGAN MASYARAKAT Pangan dan
Pertanian
1 ]2.09.03.2.01 H Dan Skor Pola Pangan 85,4] 732.983.000 88,34 262.734.550 85,1 158.080.000 o 2.530.000 0% 2% [ 265.264.550 0% 36% Dinas
Pangan Pokok Atau Pangan Lainnya Harapan (PPH Ketersediaan) Ketahanan
Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Pangan dan
Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pertanian
Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan
a. |2.09.03.2.01.02 | Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 16 150.600.000 1| 51.289.400 1 50.000.000 0 2.530.000 0% 5% 1 53.819.400 6% 36% Dinas
Daya Lokal yang Tersedia Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
a. |2.09.03.2.01.08 i Pasokan dan Harga Pangan Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan 5 0| - 1 77.875.000 0 - 0% 0% 0 - 0% #DIV/0! Dinas
Tingkat Produsen dan Konsumen di dan Harga Pangan Tingkat Produsen Ketahanan
Kabupaten/Kota dan Konsumen di Kabupaten/Kota Pangan dan
Pertanian
a. [2.09.03.2.01.12 |Penyediaan Informasi Harga Pangan Informasi harga pangan tingkat 5| 296.496.624 3 96.152.900 1 30.205.000 0 - 0% 0% 3 96.152.900 60% 32% Dinas
Tingkat Produsen dan Konsumen Produsen dan Konsumen wilayah Ketahanan
Wilayah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Pangan dan
Pertanian
a. |2.09.03.2.01.16 |Penyusunan Neraca Bahan Makanan Informasi Harga Pangan dan Neraca 5 296.496.624 2 72.113.650 1 - 1 - 100% #DIV/0! 3 72.113.650 60% 24% Dinas
Bahan Makanan Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
a. |2.09.03.2.01.01 |Penyediaan Informasi Harga Pangan dan |Buku Neraca Bahan Makanan 5 296.496.624 2 72.113.650 1 24.050.000 1 24.039.250 100% 100% 3 96.152.900 60% 32% Dinas
Neraca Bahan Makanan Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
2 [2.09.03.2.02 H dan Persentase penguatan cadangan pangan 100 296.496.624 87,7] 70.833.225 20 11.047.000 20 11.032.000 100% 100% 20 81.865.225 4% 28% Dinas
Keseimbangan Cadangan Pangan pemerintah (%) Ketahanan
Pemerintah Kabupaten/Kota Pangan dan
Pertanian
a. |2.09.03.2.02.03 |Pemeliharaan Cadangan Pangan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah 53| 296.496.624 34 11.032.000 34 11.047.000 34 11.032.000 100% 100% 68 22.064.000 128% 7% Dinas
Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/ Kota yang Terpelihara Ketahanan
Tersedianya Biaya Rekonsiliasi Cadangan Pangan dan
Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota Pertanian
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
T each " - " L . " A Perangkat
) . ) o o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | ' * berjalan yang di i RKPD yang o Realisnsi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran | 2 0 eI | Daerah Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp.
2 [2.09.03.2.04 Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Skor Pola Pangan 87,90 296.496.624 87,6 59.801.225 87,8 32.600.000 0 - 0% 0% 0 59.801.225 0% 20% Dinas
Target Konsumsi Pangan Harapan (PPH Konsumsi) Ketahanan
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Pangan dan
|k Gizi Pertanian
a. |2.09.03.2.04.02 |Pemberdayaan Masyarakat dalam Jumlah Pemberdayaan Kelompok 8 3.663.060.000 4 719.270.404 2 - 0 - 0% #DIV/0! 4 719.270.404 50% 20% Dinas
penganekaragaman konsumsi pangan | Masyarakat dalam Penganekaragaman Ketahanan
berbasis sumber daya lokal Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Pangan dan
Lokal Pertanian
b. 2.09.03.2.04.03 |Koordinasi dan sinkronisasi Jumlah laporan pi konsumsi 5 242.784.000 3 59.801.225 1 32.600.000 0 0% 0% 3 59.801.225 60% 25% Dinas
dan evaluasi konsumsi per Kapita per  |pangan Ketahanan
Tahun Pangan dan
Pertanian
1. |2.09.04 PROGRAM Daerah Rentan Rawan 5 982.082.275 16,95 374.444.725 6 36.920.000 o - 0% 0% [ 374.444.725 0% 38% Dinas
PANGAN Pangan Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
1 (2.09.04.2.01 : Peta Cakupan asi Dearah Rawan 100 219.478.345 100| 115.011.800 100 36.920.000 o - 0% 0% [ 115.011.800 0% 52% Dinas
Dan Ketahanan Pangan Kecamatan Pangan Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
a. |2.09.04.2.01.01 y , iran dan Analisis | Te Peta Ketah dan 5 219.478.345 3 115.011.800 1 36.920.000 0 0% 0% 3 115.011.800 60% 52% Dinas
Peta dan Pangan Pangan Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
2 |2.09.04.2.02 H Daerah 4 762.603.930 1] 259.432.925 1 - 1 - 100%| #DIV/0! 1 259.432.925 25% 34% Dinas
Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Rawan Pangan Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
a. |2.09.04.2.02.01 |Koordinasi dan Si Ter Koordinasi dalam rangka 15| 762.603.930 4 259.432.925 2 - 2 - 100% #DIV/0! 6 259.432.925 40% 34% Dinas
) Pangan Kota Kerawanan Pangan Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
1. {2.09.05 PROGRAM Pangan Segar asal 60,00 380.562.000 100| 134.458.350 60 44.400.000 12 8.046.950 20% 18% 12 142.505.300 4% 37% Dinas
PANGAN T yang Ketahanan
Mutu dan Keamanan Pangan Pangan dan
Pertanian
1 ]2.09.05.2.01 H dan 100,00} 380.562.000 100| 134.458.350 100 44.400.000 19 8.046.950 19% 18% 19 142.505.300 4% 37% Dinas
Keamanan Pangan Segar Daerah Pangan Ketahanan
Kabupaten/Kota Pangan dan
Pertanian
a. |2.09.05.2.01.04 |Rekomendasi Keamanan Pangan Segar |Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan 5 232.050.000 2| 46.680.000 1 - 0 - 0% #DIV/0! 2 46.680.000 40% 20% Dinas
Asal Tumbuhan Daerah Kab Segar Asal T Daerah Ketahanan
Kabupaten/Kota Pangan dan
Pertanian
c. |2.09.05.2.01.07 |Penyediaan Sarana Pengujian Mutu Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan 5| 148.512.000 3 57.838.350 1 31.622.000 0 6.748.950 0% 21% 3 64.587.300 60% 43% Dinas
Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Ketahanan
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Pangan dan
Pertanian
a. |2.09.05.2.01.09 |Penguatan Kelembagaan Pengawas Jumlah dokumen penguatan 4 278.460.000 1| 29.940.000 1 12.778.000 0 1.298.000 0% 10% 1 31.238.000 25% 11% Dinas
Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal |kelembagaan pengawas keamanan dan Ketahanan
Tumbuhan mutu pangan segar asal tumbuhan Pangan dan
Pertanian
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN DPRKP
6 |2.10.04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah |Penyelesaian Kasus Tanah Negara 60,00 502.795.600,00 - - - - - - - - - - - DPRKP
Garapan
2.10.04.2.01 |Penyelesaian sengketa Tanah Garapan |Penyelesaian Kasus Tanah Negara 60,00 502.795.600,00 B - - B B - - B - B B DPRKP
Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.10.04.2.01.00(| Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Jumlah Laporan Hasil Mediasi 60,00 502.795.600,00 - - - - - - - - - - - DPRKP
Garapan dalam 1 (satu) Daerah Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
DPRKP
7 |2.10.05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian |Cakupan Penyelesaian Kerugian (Ha) 11,50 | 33.123.112.050,00 11,00 | 13.059.426.900,00 - - - - - 11,00 | 13.059.426.900,00 0,96 0,39 DPRKP
Dan Santunan Tanah Untuk
2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian |Rasio Luas Tanah yang disediakan bagi 11,00 | 33.123.112.050,00 8,70 | 13.059.426.900,00 - - - - - 8,70 13.059.426.900,00 0,79 0,39 DPRKP
dan Santunan Tanah untuk pembangunan untuk kepentingan
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah |umum dan lainnya (Ha)
1k /
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
T each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : . bl Realisasi Kinerja dan Anggaran A Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
2.10.05.2.01.00( dinasi dan Sil Jumlah Masalah Ganti 11 33.123.112.050,00 8,70 | 13.059.426.900,00 - - - - - - 8,70 13.059.426.900,00 0,79 0,39 DPRKP
Masalah Ganti Kerugian dan Santunan  |Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Tanah untuk oleh oleh Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah K Kabi (Ha)
DPRKP
8 |2.10.08 Program Pengelolaan Tanah Kosong Cakupan Pemanfaatan Tanah Kosong 9,50 1.752.548.326,00 2,90 618.973.300,00 2,95 120.000.000,00 0,87 16.094.800,00 29,63 13,41 3,77 635.068.100,00 0,40 0,36 DPRKP
2.10.08.2.02 |Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah |Persentase Luas Lahan Bersertifikat 9,50 | 1.752.548.326,00 2,90 618.973.300,00 2,95 120.000.000,00 0,87 16.094.800,00 29,63 13,41 3,77 635.068.100,00 0,40 0,36 | DPRKP
|Kosong
2.10.08.2.02.01 |Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong |Jumlah Sertifikat Tanah Kosong dalam 1 659,00 1.752.548.326,00 378,00 618.973.300,00 297,00 120.000.000,00 88,00 16.094.800,00 29,63 13,41 466,00 635.068.100,00 0,71 0,36 DPRKP
(satu) Kabupaten/Kota yang
diiinventarisasi
2,11 Lingkungan Hidup
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja 100%| Rp 16.960.069.162 99%|( Rp  2.990.686.138 100%| Rp  3.076.962.000 21%| Rp 654.700.147 21% 21,28% 60%( Rp  3.645.386.285 60% 21% DLH
PEMERINTAHAN DAERAH Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA
2.11.01.2.01 PERENCANAAN, , DAN 100%| Rp 56.200.728 98%| Rp 12.173.350 100%| Rp 11.756.000 74%| Rp 8.739.200 74% 74,34% 86%| Rp 20.912.550 86% 37% DLH
EVALUASI KINERJA PERANGKAT Penganggaran, dan evaluasi kinerja
DAERAH daerah tepat waktu
2.11.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya dokumen perencanaan 10 dokumen| Rp 11.339.530 | 2 dokumen| Rp 4.009.000 | 2 dokumen| Rp 4.057.500 2| Rp 4.057.500 100% 100,00%| 6 dokumen| Rp 8.066.500 60% 71% DLH
Perangkat Daerah
2.11.01.2.01.02 |Koordinasi dan Dokumen [T i Dokumen RKA-SKPD 5 dokumen| Rp 13.275.805 1 dokumen| Rp 2.019.350 1 dokumen| Rp 2.072.600 1| Rp 2.072.600 100% 100,00%| 1 dokumen| Rp 4.091.950 20% 31% DLH
RKA-SKPD
2.11.01.2.01.03 |Koordinasi dan y Perubahan [T di dokumen Perubahan RKA- S dokumen| Rp 2.147.742 1 dokumen| Rp 657.000 0| Rp - 0| Rp - 0% 0,00%| 1dokumen| Rp 657.000 20% 31% DLH
RKA-SKPD SKPD
2.11.01.2.01.05 |Koordinasi dan y Dokumen T di Dokumen Perubahan RKA- 5 dokumen| Rp 3.200.885 | 1dokumen| Rp 619.000 1dokumen| Rp 626.000 0| Rp - 0% 0,00%| 1dokumen| Rp 619.000 20% 19% DLH
Perubahan RKA-SKPD SKPD
2.11.01.2.01.06 | Koordinasi dan Tersedianya Laporan Capaian Kinerja 10 laporan| Rp 26.236.766 2 laporan| Rp 4.869.000 2 laporan| Rp 4.999.900 1| Rp 2.609.100 50% 52,18%| 6 laporan| Rp 7.478.100 60% 29% DLH
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Ikhtisar Realisasi Kineria SKPD
2.11.01.2.02 ADMINISTRASI Persentase Pelaporan Keuangan Tepat 100%| Rp 11.236.162.462 99%|( Rp 1.668.362.094 100%| Rp  2.151.986.000 20%| Rp 436.126.788 20% 20,27% 60%( Rp  2.104.488.882 60% 18,73% DLH
KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Waktu
2.11.01.2.02.01 |Penyediaan Gaji dan Tersedianya gaji dan 70 bulan| Rp 11.207.302.020 14 bulan|Rp  1.661.970.594 14 bulan|Rp  2.145.516.000 4| Rp 432.138.188 29% 20,14% 42bulan| Rp  2.094.108.782 60% 19% DLH
Tunjangan ASN tuniangan ASN
2.11.01.2.02.05 | Koordinasi dan Tersedianya laporan keuangan akhir 5 laporan| Rp 13.118.383 1 laporan| Rp 2.470.850 1 laporan| Rp 2.470.600 o rRp R 0% 0,00%| 3 laporan| Rp 2.470.850 60% 19% DLH
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir  [tahun
Tahun SKPD
2.11.01.2.02.07 |Koordinasi dan Tersedianya laporan keuangan 90 laporan| Rp 10.494.706 18 laporan| Rp 2.925.850 18 laporan| Rp 2.999.600 3| Rp 2.990.300 17% 99,69%| 54 laporam| Rp 5.916.150 60% 56% DLH
y Laporan Keuangan
|Bulanan/Triwulan/Semest eran SKPD
2.11.01.2.02.08 [Penyusunan Pelaporan Tersedianya laporan prognosis realisasi 5 laporan| Rp 5.247.353 1 laporan| Rp 994.800 1 laporan| Rp 999.800 1| rp 998.800 100% 99,90%| 3 laporan| Rp 1.993.600 60% 38% DLH
dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran
Anggaran
2.11.01.2.06 ADMINISTRASI UMUM T sarana dan 100%| Rp  1.363.991.719 99%( Rp 301.138.534 100% | Rp 239.760.000 15%| Rp 37.043.400 15% 15,45% 57%| Rp 338.181.934 57% 25% DLH
DAERAH prsarana
kineria
2.11.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik untuk 6 kali| Rp 131.183.828 1kali| Rp 25.000.000 0%| Rp - 0%| Rp - 0%| #DIV/0! 3 kali| Rp 25.000.000 50% 19% DLH
pameran
2.11.01.2.06.05 |Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya alat tulis kantor dan barang 60 bulan| Rp 141.358.445 12 bulan| Rp 70.582.000 12 bulan| Rp 60.995.100 3| Rp 27.576.000 25% 45,21% 36 bulan| Rp 98.158.000 60% 69% DLH
Penggandaan cetakan dan penggandaan
2.11.01.2.06.06 |Penyediaan Bahan Tersedianya informasi media massa 50 SKHU| Rp 62.968.237 10 SKHU| Rp 12.000.000 10 SKHU| Rp 12.000.000 3| Rp 3.000.000 30% 25,00% 30 SKHU| Rp 15.000.000 60% 24% DLH
Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
2.11.01.2.06.08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianya makanan dan minuman 55 bulan| Rp 57.720.884 11 bulan| Rp 11.000.000 11 bulan| Rp 11.000.000 2| Rp 2.000.000 18% 18,18% 33 bulan| Rp 13.000.000 60% 23% DLH
rapat dan tamu
2.11.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan  [Terlaksananya rapat konsultasi dan 60 bulan| Rp 970.760.325 12 bulan | Rp 182.556.534 12 bulan| Rp 155.764.900 3| Rp 4.467.400 25% 2,87% 36 bulan| Rp 187.023.934 60% 19% DLH
Konsultasi SKPD koordinasi ke luar daerah dan dalam
daerah
2.11.01.2.07 PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase Pemenuhan Prasarana dan 100%| Rp  1.400.000.000 76%( Rp 202.277.000 100%| Rp 6.446.000 99%| Rp 6.400.000 99% 99,29% 88%| Rp 208.677.000 88% 15% DLH
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH Sarana Pendukung Kinerja
DAERAH
2.11.01.2.07.06 |Pengadaan Peralatan Mesin dan Mesin |Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin 25 unit| Rp 1.400.000.000 5 unit | Rp 202.277.000 5 unit | Rp 6.446.000 5| Rp 6.400.000 100% 99,29% 5 unit| Rp 208.677.000 20% 15% DLH
Lainnva Lainnva
2.11.01.2.08 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG Persentase pemenuhan layanan 100%| Rp 645.996.394 100%| Rp 75.556.000 100%| Rp 65.554.000 46%| Rp 29.983.000 46% 45,74% 73%| Rp 105.539.000 73% 16% DLH
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH pendukung
2.11.01.2.08.03 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya sewa gedung kantor, rumah 20 unit| Rp 600.821.931 4 unit| Rp 67.000.000 4 unit| Rp 57.000.000 2| Rp 25.500.000 50% 44,74% 8 unit Rp 92.500.000 40% 15% DLH
Perlengkapan Kantor dinas dan kendaraan dinas
2.11.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayan Meniingkatkan Kebersihan 60 bulan| Rp 45.174.463 12 bulan| Rp 8.556.000 12 bulan| Rp 8.554.000 3| Rp 4.483.000 25% 52,41% 26 bulan| Rp 13.039.000 43% 29% DLH
Umum Kantor Kantor
2.11.01.2.09 PEMELIHARAAN BARANG MILIK Persentase barang miliki daerah yang 100%| Rp  2.947.648.136 99%( Rp 731.179.160 100% | Rp 601.460.000 23%| Rp 136.407.759 23% 22,68% 61%| Rp 867.586.919 61% 29% DLH
DAERAH PENUNJANG URUSAN dalam kondi aik
PEMERINTAHAN DAERAH
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P each " - " L . " A Perangkat
) . ) o o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
No Kode Urusan/ Bidang Urusan pgmermtahan Indikator Kme'rja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun| Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun berjalan yang di N A RKPD yang . dan Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPIMD Daerah Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
2.11.01.2.09.01 yediaan Jasa Biaya Te d jasa aan 10 unit| Rp 264.466.597 2 unit [ Rp 52.414.500 2unit | Rp 55.450.000 1| Rp 15.587.500 50% 28,11% 6 unit| Rp 68.002.000 60% 26% DLH
aan, dan Pajak )l dinas jabatan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
2.11.01.2.09.02 yedi Jasa Biaya T I jasa aan 65 unit| Rp 1.970.800.881 13 unit| Rp 510.144.660 13 unit| Rp 387.310.000 4| Rp 82.070.259 31% 21,19% 39 unit| Rp 592.214.919 60% 30% DLH
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan dinas operasiol pang
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
2.11.01.2.09.03 | Penyediaan Jasa Tersedianya jasa pemeliharaan alat 5 unit| Rp 598.219.244 1 unit| Rp 162.700.000 1 unit| Rp 158.700.000 Of Rp 38.750.000 0% 24,82% 3 unit| Rp 201.450.000 60% 34% DLH
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan |besar
Perizinan Alat Besar
2.11.01.2.09.06 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Tersedianya jasa pemeliharaan pealatan 60 bulan| Rp 61.687.883 12 bulan| Rp 5.920.000 12 bulan| Rp - 0| Rp - 0%| #DIV/0! 36 bulan| Rp 5.920.000 60% 10% DLH
Lainnva dan mesin
2.11.01.2.09.09 |Pemeliharaan Peralatan Terpeliharanya peralatan 60 bulan| Rp 52.473.531 Rp B o rRp B #DIV/0! 24 bulan| Rp - 40% 0% DLH
dan Mesin gedung kantor
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN Tersedianya Pembuatan 3 dokumen| Rp  2.482.702.500 | 1 dokumen|Rp 370.416.300 | 1dokumen| Rp 445.000.000 7%| Rp 32.372.500 100% 7,27%| 2 dokumen| Rp 402.788.800 67% 16% DLH
LINGKUNGAN HIDUP dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS)
21102 2.02 0002 dan KLHS Te I Dokumen KLHS 4 dokumen| Rp  2.482.702.500 1 dokumen| Rp 370.416.300 1 dokumen| Rp 445.000.000 0| Rp 32.372.500 0% 7,27%| 2 dokumen| Rp 402.788.800 67% 16% DLH
RPJPD/RPIMD RPJPD/RPIMD Kabupaten/Kota yang
Disusun
2.11.03 PROGRAM Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 73.54 angka| Rp  1.834.747.681 | 81,25 angka| Rp 99.147.800 | 81,25 angka| Rp 25.000.000 2%| Rp 500.000 100% 2,00% 76 angka| Rp 99.647.800 104% 5% DLH
PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN
HIDUP
211.03.201 |Pencegahan Pencemaran cakupan pencegahan pencemaran 100%| Rp  1.540.161.331 99%| Rp 49.573.900 100%| Rp 25.000.000 0,02| Rp 500.000 2% 2,00% 51%| Rp 50.073.900 51% 3% DLH
dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |lingkungan hidup
Kabupaten/Kota
2.11.03.2.01.01 |Koordinasi, Sinkronisasi, dan jumlah dokumen Hasil Pengukuran IKA, | 15 dokumen| Rp  1.540.161.331 |3 dokumen Rp 49.573.900 | 3 dokumen| Rp 25.000.000 0| Rp 500.000 0% 2,00%( 9 dokumen| Rp 50.073.900 60% 3% DLH
P P IKD, dan IKTL
Lingkungan Hidup Dilaksanakan
terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan
Laut
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN Rasio RTH persatuan luas wilayah 100%| Rp  1.171.341.873 99%( Rp 341.446.100 100% | Rp 328.554.000 26%| Rp 86.478.790 26% 26,32% 63%| Rp 427.924.890 63% 37% DLH
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Rasio RTH persatuan luas wilayah 100%| Rp  1.171.341.873 99%| Rp 341.446.100 100%| Rp 328.554.000 26%| Rp 86.478.790 26% 26,32% 63%| Rp 427.924.890 63% 37% DLH
Kabupaten/Kota
21104201 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) |Rasio RTH persatuan luas wilayah 100%| Rp  1.171.341.873 99%| Rp 341.446.100 100%| Rp 328.554.000 26%| Rp 86.478.790 26% 26,32% 63%( Rp 427.924.890 63% 37% DLH
0004
2.11.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN Cakupan pengendalian terhadap izin 100%| Rp 701.672.538 99%| Rp 69.809.125 100%| Rp 35.000.000 16%| Rp 5.729.750 100% 16,37% 58%| Rp 75.538.875 58% 11% DLH
T 1ZIN i PPLH dan PUU LH
LINGKUUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
211062.01 |Pembinaan dan Pengawasan Terhadap |Ketaatan penanggung jawab usaha 100%| Rp  521.365.376 99% | Rp 69.809.125 100%| Rp 35.000.000 16%| Rp 5.729.750 16% 16,37% 58%| Rp 75.538.875 58% 14% DLH
Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin dan/atau kegiatan terhadap izin
Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang
oleh Pemerintah Daerah diterbitkan
1K Kota
21106 2.01 00| Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Jumlah Rekomendasi dan/atau 100%| Rp 521.365.376 99%| Rp 69.809.125 100%| Rp 35.000.000 16%| Rp 5.729.750 16% 16,37% 58%| Rp 75.538.875 58% 14% DLH
Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin |Persetujuan Teknis, Persetujuan
PPLH Lingkungan, dan Surat Kelayakan
Operasi vang Diberikan
21111 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase jumlah sampah yang 60%| Rp 10.782.132.298 94%| Rp  1.921.453.750 100%| Rp  1.902.400.000 17%| Rp 316.145.400 17% 16,62% 56%| Rp  2.237.599.150 93% 21% DLH
PERSAMPAHAN tertangani
2.11.11.2.01 PENGELOLAAN SAMPAH Persentase jumlah sampah yang 23%| Rp  7.721.499.000 94%|Rp  1.921.453.750 100%| Rp  1.902.400.000 17%| Rp 316.145.400 17% 16,62% 56%|( Rp  2.237.599.150 241% 29% DLH
tertangani
2.11.11.2.01.03 | Penanganan Sampah dengan melakukan |Terlaksananya penanganan sampah 60 bulan| Rp  7.721.499.000 12bulan|Rp  1.921.453.750 12bulan|Rp  1.902.400.000 3|Rp  316.145.400 25% 16,62% 36bulan| Rp  2.237.599.150 60% 29%
Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 2 21.991.840.957 155.491 2.945.865.518 57.733 3.425.810.700 549 610.578.259 0,95% 17,82% 156.040 3.556.443.777 16,17%
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja
I 2|PEMERINTAHAN DAERAH 1 20.976.177.110 136 2.510.854.671 134 2.946.272.000 43 603.219.759 32,09% 20,47% 179 3.114.074.430 17900% 14,85% | Disdukcapil
KABUPATEN/KOTA Perangkat Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Dokumen Perzn:.nn-a ""f ;. o
1 P , dan Evaluasi Kinerja 30 92.101.450 4 12.216.250 4 12.400.000 1 2.520.000 25,00% 20,32% 5 14.736.250 17% 16,00% |Disdukcapil
Evaluasi Kinerja gkat Daerah
Peranakat Daerah Tepat Waktu
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dokumen Perencanaan dan 10 73.002.750 2 7.327.750 2 7.400.000 1 2.520.000 50,00% 34,05% 3 9.847.750 30% 13,49% | Disdukcapil
Perangkat Daerah Penganggaran
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- TS ) e - P Perangkat
o o o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; : ’ -2pal Realisasi Kinerja dan Anggaran et Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
[B] G] 4] ) (9= 8/7°100%) 10 6+8) {11-10/57100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan Laporan [ L
2 2|capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 'ah Laporan Capaian Kiner) 20 19.098.700 2 4.888.500 2 5.000.000 0 - 0,00% 0,00% 2 4.888.500 10% 25,60% | Disdukcapil
: Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
|Kinerja skPD
" 2o 9 . i Tepat 1 14.994.521.638 21 1.703.059.379 21 2.231.310.700 15 496.097.554 71,43% 22,23% 36 2.199.156.933 3600% 14,67% | Disdukcapil
aeral ‘aktu
1 2|Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN JT“""ah Layi’"j; Pembayaran Gaji dan 60 14.950.038.188 15 1.697.653.979 15 2.225.810.700 15 496.097.554 100,00% 22,29% 30 2.193.751.533 50% 14,67% | Disdukcapil
unjangan
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan |, 1100 Keuangan Akhir Tahun 5 20.256.000 1 2.493.250 1 2.500.000 0 - 0,00% 0,00% 1 2.493.250 20% 12,31% | Disdukcapil
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Jumlah Dokumen laporan keuangan
3 2|Keuangan Bulanan/Triwulanan bulanan, laporan triwulan dan laporan 20 16.125.800 4 1.915.600 4 2.000.000 0 - 0,00% 0,00% 4 1.915.600 20% 11,88% | Disdukcapil
/Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumiah Laporan Prognosis Realisasi .
4 inan Pelapc 10 8.101.650 1 996.550 1 1.000.000 0 - 0,00% 0,00% 1 996.550 10% 12,30% | Disdukcapil
Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran
m 2 i Umum gkat Daerah sarana dan 1 2.459.632.565 58 330.517.965 57 242.415.100 11 13.975.100 19,30% 5,76% 69 344.493.065 6900% 14,01% | Disdukcapil
prasarana pendukung kineria
1 »|Penvediaan Komponen Instalasi Jumlah penyediaan komponen Instalasi 60 56.329.800 12 3.744.000 12 3.745.000 0 - 0,00% 0,00% 12 3.744.000 20% 6,65% | Disdukcapil
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
3 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang cetak, penggandaan dan 60 437.167.950 12 37.703.950 12 40.670.100 3 3.232.500 25,00% 7,95% 15 40.936.450 25% 9,36% | Disdukcapil
Penggandaan kebutuhan ATK
4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah penyediaan media cetak 60 97.261.200 10 12.000.000 10 12.000.000 2 2.600.000 20,00% 21,67% 12 14.600.000 20% 15,01% | Disdukcapil
Peraturan Perundang-undangan
5 2 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumiah Layanan Jasa Penyediaaan 55 88.689.100 11 10.533.000 11 11.000.000 3 1.950.000 27,27% 17,73% 14 12.483.000 25% 14,08% | Disdukcapil
Makanan dan Minuman
6 2| Penvelenggaraan Rapat Koordinasi dan |, -y oo dinaci di luar kantor 60 1.578.307.015 12 242.287.015 12 175.000.000 3 6.192.600 25,00% 3,54% 15 248.479.615 25% 15,74% | Disdukcapil
Konsultasi SKPD
v 2 Jasa Urusan Layanan 1 1.923.226.977 36 174.867.077 36 299.396.200 9 69.705.105 25,00% 23,28% a5 244.572.182 4500% 12,72% | Disdukcapil
Pemerintahan Daerah Pendukung
1 »|Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber |Jumlah penyediaan jasa komunikasi, 60 551.586.477 12 78.104.077 12 48.166.200 3 2.525.105 25,00% 5,24% 15 80.629.182 25% 14,62% | Disdukcapil
Daya Air dan Listrik sumber daya air dan listrik
2 »|Penvediaan Jasa Peralatan dan Jumlah penyediaan rumah dinas, gedung 60 1.008.557.900 12 92.000.000 12 247.000.000 3 67.000.000 25,00% 27,13% 15 159.000.000 25% 15,77% | Disdukcapil
Perlengkapan Kantor kantor dan kendaraan dinas
3 ie"ZEd'“" Jasa Pelayanan Umum Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor 60 363.082.600 12 4.763.000 12 4.230.000 3 180.000 25,00% 4,26% 15 4.943.000 25% 1,36% | Disdukcapil
antor
Pemeliharaan Barang Millk Daerah | "
vi 2 |Penunjang Urusan Pemerintahan :;”":‘ed,"";’"i ik Daerah yang 1 1.316.894.480 16 185.394.000 16 160.750.000 7 20.922.000 43,75% 13,02% 23 206.316.000 2300% 15,67% | Disdukcapil
m kondisi bai
Daerah alam fondlst ba
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1 Pemeliharaan dan Pajak kendaraan {Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan 60 459.844.580 2 63.380.000 2 58.000.000 2 12.000.000 100,00% 20,69% 4 75.380.000 7% 16,39% | Disdukcapil
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas |Kendaraan Dinas Jabatan
Jabatan
- m -
Ee'r‘nyeﬁ::" sts P,e:"::;afgnmzya Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan
2 emelinaraan, Pajak, dan Perizina Kendaraan Dinas Operasional atau 60 384.034.600 2 59.900.000 2 47.300.000 2 7.650.000 100,00% 16,17% 4 67.550.000 7% 17,59% | Disdukcapil
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Lapangan
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan umlah Sarana dan Prasarana Gedun
3 2|Prasarana Pendukung Gedung Kantor | "™ 8 60 473.015.300 12 62.114.000 12 55.450.000 3 1.272.000 25,00% 2,29% 15 63.386.000 25% 13,40% | Disdukcapil
atau Bangunan Lainnva antor
n 2|PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | C2KUP2n Penerbitan Dokumen 1 910.816.930 |  105.304 303.676.930 57.500 287.000.000 500 1.500.000 0,87% 052%|  105.804 305.176.930 33,51%
Administrasi Kependudukan
1 2 |Pelayanan Pendaftaran Penduduk :’;‘;:;:f Pelayanan Pendaftaran 1 358.305.030 50.000 49.505.030 2000 35.000.000 500 1.500.000 25,00% 4,29% 50.500 51.005.030 14,24% | Di:
Pendataan Penduduk Non Permanen  |/U™1ah Dokumen Hasil Pendataan
1 U o Penduduk Non Permanen dan Rentan 4 358.305.030 50.000 49.505.030 2000 35.000.000 500 1.500.000 25,00% 4,29% 50.500 51.005.030 | 1262500% 14,24% | Disdukcapil
dan Rentan Administrasi Kependudukan !
Administrasi Kependudukan
" 2 |Penataan Pendaftaran Penduduk Z:;‘;:;:f Penataan Pendaftaran 5.305 414.283.500 5.304 183.043.500 5500 180.000.000 0 - 0,00% 0,00% 5.304 183.043.500 100% 44,18% | Disdukcapil
Dokumen Jumiah Dokumen
1 selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Kependudukan selain Blangko KTP-El, 5.305 414.283.500 5.304 183.043.500 5500 180.000.000 0 - 0,00% 0,00% 5.304 183.043.500 100% 44,18% | Disdukcapil
Buku terkait Pendaftaran Penduduk | Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran
sesuai dengan Penduduk
m 2 d 50.001 138.228.400 50.000 71.128.400 50000 72.000.000 0 - 0,00% 0,00% 50.000 71.128.400 100% 51,46% | Disdukcapil
Penduduk Penduduk
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Jumlah Pelayanan secara Aktif
1 ,|Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan| Pendaftaran Peristiwa Kependudukan 100.000 138.228.400 50.000 71.128.400 50000 72.000.000 0 - 0,00% 0,00% 50.000 71.128.400 50% 51,46% | Disdukcapil
Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran  |dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait
Penduduk Pendaftaran Penduduk
m 2|PROGRAM PENCATATAN SIPIL ﬁz:'c‘::a'::::ie;:'“" Dokumen 50.001 130.816.787 50.000 45.549.787 12 64.538.700 3 2.955.000 25,00% 4,58% 50.003 48.504.787 100% 37,08% | Disdukcapil
1 2 | Penyelengaaraan Pencatatan Sipil Terselengqaranya Pencatatan Sipil 50.001 85.719.787 50.000 45.549.787 12 64.538.700 3 2.955.000 25,00% 4,58% 50.003 48.504.787 100% 56,59% | Disdukcapil
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- TS ) e - P Perangkat
o o o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; : ’ 2pa! Realisasi Kinerja dan Anggaran e Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
[B] G] 4] ) (9= 8/7°100%) 10 6+8) {11-10/57100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah L Hasil Pel s
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran :kr:fap ch;tran :SI . iayanan ecara
1 2|Pristiwa Kependudukan dan Pencatatan T Pencaltaran Peristiwa - 50.001 85.719.787 50.000 45.549.787 12 64.538.700 3 2.955.000 25,00% 4,58% 50.003 48.504.787 100% 56,59% |Disdukcapil
Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa
Pristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil A o
Penting Terkait Pencatatan Sipil
W PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI | Cakupan Pemanfaatan Data 1 135.925.070 1 44.275.070 12 64.000.000 3 1.807.500 25,00% 2,82% 4 46.082.570 400% 33,90% | Disdukcapil
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Kependudukan
1 2 . 2 100.925.070 1 44.275.070 12 64.000.000 3 1.807.500 25,00% 2,82% 4 46.082.570 200% 45,66% |Disdukcapil
1 ,|Penvelenggaraan Pemanfaatan Data  |Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 17 100.925.070 1 44.275.070 12 64.000.000 3 1.807.500 25,00% 2,82% 4 46.082.570 24% 45,66% | Disdukcapil
Kependudukan Pemanfaatan Data Kependudukan
v 2|PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL Persentase Data Kependudukan Skala 51 87.105.060 50 41.509.060 75 64.000.000 0 1.096.000 0,00% 1,71% 50 42.605.060 98% 48,91% | Disdukcapil
KEPENDUDUKAN Kabupaten dalam 1 Tahun
[ 2 | Penyusunan Profil Kependudukan Tersedianya Profil Kependudukan 51 87.105.060 50 41.509.060 75 64.000.000 0 1.096.000 0,00% 1,71% 50 42.605.060 98% 48,91% | Di
1 »|Penyediaan Data kependudukan Jumlah Data Kependudukan 125 87.105.060 50 41.509.060 75 64.000.000 0 1.096.000 0,00% 1,71% 50 42.605.060 40% 48,91% | Disdukcapil
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
1 PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE | Penunjang Urusan Pemerintahan 100| Rp 14.913.405.801 80%| Rp  1.873.955.580 100( Rp  2.730.041.436 25 |Rp  442.622.769 24,7% 16,21 25,51 2.316.578.349 25,51 16%|DPMP
N/KOTA Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Dokumen Perencanaan,
erencanaan, Penganggaran, dal Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 100 Rp 39.072.640 100%| Rp 12.400.000 100| Rp 12.400.000 31 | Rp 3.046.400 30,7% 24,57 31,73 15.446.400 31,73 40%|pPmP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Tepat Waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan | .\ 4o imen Renja 10| Rp 8.547.140 1| Rp 7.400.000 2| Rp 7.400.000 - Rp 2.491.800 0,0% 33,67 1,00 9.891.800 10,00 116% | DPMP
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Jumlah laporan capaian kinerja 120( Rp 30.525.500 1| Rp 5.000.050 2| Rp 5.000.000 -|Rp 554.600 0,0% 11,09 1,00 5.554.650 0,83 18%|DPMP
|ﬁner1a SKPD
— s — P Tepat 100| Rp 11.645.604.626 100 Rp  1.331.147.506 100[ Rp  2.076.479.200 23|Rp 315332513 23,0% 15,19 122,9 1.646.480.019 122,9 14%|DPMP
aeral aktu
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN JT“m_'ah Layf":s" Pembayaran Gaji dan 70| Rp 11.612.026.576 14| Rp  1.325.647.406 14| Rp  2.067.979.200 4|Rp 315010513 28,6% 15,23 18,00 1.640.657.919 25,71 14% | DPMP
unjangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan |\ 1y 200 Keuangan s| rp 15.262.750 1| Rp 2.500.000 1| Rp 5.000.000 - 0,0% - 1,00 2.500.000 20,00 16% |DPMP
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/Tri wulanan/Se mest |Jumlah Laporan Keuangan 10|Rp 12210200 2| Rp 2.000.100 2| Rp 2.500.000 - rp 322.000 0,0% 12,88 2,00 2.322.100 20,00 19%|oPMP
eran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Laporan Analisis Prognosis 5| Rp 6.105.100 1| Rp 1.000.000 1| rRp 1.000.000 - 0,0% - 1,00 1.000.000 20,00 16%|DPMP
Prognosis Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
el dianya jumlah pegawai yang 4|/Rp  80.000.000 Rp 18.000.000 100 Rp 20.000.000 -|re - 0,0% - 0,00 18.000.000 0,00 23% |DPMP
Daerah mengikuti pelatihan tugas dan fungsi
pendidikan dan pelatihan pegawai jumlah pegawai yang mengikuti 4| Rp 80.000.000 Rp 18.000.000 4| Rp 20.000.000 -|re - 0,0% - 0,00 18.000.000 0,00 23% |DPMP
berdasarkan tugas dan fungsi pelatihan
Administrasi Umum gkat Daerah ' sarana dan 100( Rp  1.589.141.661 100%| Rp  361.524.524 100| Rp  327.884.436 25 | Rp 29.178.856 24,7% 8,90 25,72 390.703.380 25,72 25%|DPMP
prasarana pendukung kinerja
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik 60[Rp  19.878.206 12| Rp 4.034.000 12| Rp 4333.736 - rp 2.000.000 0,0% 46,15 12,00 6.034.000 20,00 30%|oPVP
Listrik/Pener angan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumiah Aktivitas 5[ Rp__ 152.627.500 1[Rp___ 25.000.000 1[Rp___ 25.000.000 “[Re - 0,0% - 1,00 25.000.000 20,00 16%|DPMP
Ez:::::;:ara"g Cetakan dan Jumlah ATK dan barang cetakan 60| Rp  158.379.725 12|Rp 41490550 12|Rp  35.550.700 3| rp 4.500.000 25,0% 12,66 15,00 45.990.550 25,00 29% | DPMP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah SKHU 50| Rp 73.261.200 12| Rp 12.000.000 10| Rp 12.000.000 3| Rp 2.000.000 30,0% 16,67 15,00 14.000.000 30,00 19%|DPMP
Peraturan Perundang- undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumiah Layanan Jasa Penyediaaan 55| Rp 67.156.100 11| Rp 11.000.000 11| Rp 11.000.000 3|Rp 2.000.000 27,3% 18,18 14,00 13.000.000 25,45 19%|DPMP
Makanan dan Minuman
Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan | 1\ o dinasi di luar kantor 60| Rp  1.117.838.930 12|Rp  267.999.974 12|Rp  240.000.000 3| rp 18.678.856 25,0% 7,78 15,00 286.678.830 25,00 26%|DPMP
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pemenuhan Prasarana dan 100|Rp  304.500.000 100%| Rp 11.500.000 100 Rp 76.980.000 -|re - 0,0% - 1,00 11.500.000 1,00 a%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | prasarana pendukung kinerja
Pengadaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin 26| Rp 304.500.000 2|Rp 11.500.000 6|Rp  76.980.000 - rp - 0,0% - 2,00 11.500.000 7,69 4%
Mesin Lainnya
Jasa jang Urusan Layanan 100 Rp  884.225.240 100%| Rp 69.251.000 100| Rp  135.050.600 70 | Rp 89.365.000 70,3% 66,17 71,30 158.616.000 71,30 18%|DPMP
Pemerintahan Daerah Pendukung
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber || 1 oo bavaran Tagihan 60| Rp  197.805.240 12| Rp 203.000 12| Rp 1.800.000 - 0,0% - 12,00 203.000 20,00 0%|pPMP
Davya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas 15| Rp  641.035.500 12| Rp 59.000.000 12| Rp  122.000.000 3[rRp  87.000.000 25,0% 71,31 15,00 146.000.000 100,00 23% | DPMP
Perlengkapa n Kantor
i::::rd'“" Jasa Pelayanan Umum Jumlah Tagihan 60| Rp  45.384.500 12| Rp 10.048.000 12| Rp 11.250.600 3| rp 2.365.000 25,0% 21,02 15,00 12.413.000 25,00 27% | DPMP
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- AT ) A ) R Perangkat
T o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; § ! . P2l Realisasi Kinerja dan Anggaran o Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
) @ @ @ [E]) G &) @ (5= 8/7°100%) 10 6+8) (11-10/5°100%) a2 1)
K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang
Penunjang Urusan Pemerintahan dalom Kol bt 100| Rp  450.861.635 100%| Rp  70.132.500 100|Rp  81.247.200 22 |Rp 5.700.000 22,1% 7,02 23,13 75.832.500 23,13 17%|DPMP
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 1, 1.1, kondaraan 10[Rp  359.895.645 2[Rp  59.112.500 2|Rp 70.050.000 -|re 5.700.000 0,0% 8,14 2,00 64.812.500 20,00 18%|DPMP
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah Gedung Kantor 60[ Rp 90965990 12|Rp 11.020.000 1|Rp  11.197.200 - 0,0% - 12,00 11.020.000 20,00 12%|DPMP
{Bangunan Lainnya
Meningkatnya
2 |Pembangunan |PROGRAM PENATAAN DESA Peningkatan status Desa 80%| Rp  6.240.000.000 79| Rp  353.825.750 69| Rp  955.024.484 ofrp 1.025.000 0,2% 0,11 79,11 354.850.750 9888,42 6%|DPMP
Desa
| Penyelenggaraan Penataan Desa Jumlah Desa Maiu 100| Rp__6.240.000.000 100[ Rp__ 353.825.750 100[ Rp__ 955.024.484 o [ Rp 1.025.000 0,1% 011 100,11 354.850.750 100,11 6% | DPMP
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa___|Jumlah Pekon 5| Rp__6.240.000.000 1[Ro__ 353.825.750 1[Ro__ 955.024.484 0 [ Rp 1.025.000 10,7% 0,11 1,11 354.850.750 22,15 6% | DPMP
Meningkatnya
3 |Pembangunan :':;‘:sm;:m':sx“' Cakupan Pekon Tertib Administrasi 100| Rp 10.166.272.680 100%| Rp  1.740.163.649 100| Rp  1.499.373.660 28 (Rp  30.250.000 28,3% 2,02 29,27 1.770.413.649 29,27 17%|DPMP
Desa
Pembinaan dan Pengawasan Cakupan Pekon Tertib Administrasi 100| Rp 10.166.272.680 100( Rp  1.740.163.649 100| Rp  1.499.373.660 - rp 30.250.000 0,0% 2,02 100,00 1.770.413.649 100,00 17% |DPMP
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi |, -\, £ ilitasi yang Diberikan 60| Rp  7.048.568.680 12| Rp  1.331.659.434 12| Rp  1.127.972.060 - 0,0% . 12,00 1.331.659.434 20,00 19%|DPMP
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa _|Jumlah Pekon 580[ Rp__ 1.029.254.000 116| Rp___ 190.604.690 116| Rp___ 93.400.000 25 [Rp____ 15550000 21,6% 16,65 141,00 206.154.690 24,31 20%|DPMP
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Jumlah pekon 580| Rp  696.150.000 Rp  113.064.850 16| Rp  160.001.600 25 | Rp 14.700.000 21,6% 9,19 25,00 127.764.850 431 18% |DPMP
Pembangunan Desa
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM |, -\ ginipgs 137| Rp  1.392.300.000 Rp  104.834.675 27|Rp 70.000.000 - 0,0% . 0,00 104.834.675 0,00 8%|DPMP
Desa dan Lembaga Kerjasama antar desa
Fasilitasi Pengangkatan dan Jumlah Desa 116|Rp  60.000.000 Rp  48.000.000 - 0,00 . 0,00 0%|opPmp
Pemberhentian perangkat desa
Meningkatnya [PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA |Cakupan Peningkatan Pemberdayaan
4[Pembangunan |KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, |Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga 100| Rp 12.379.295.430 100| Rp  2.232.689.192 100| Rp  1.551.638.500 7|Re  35.971.800 67% 232 106,66 2.268.660.992 106,66 18%|DPMP
Desa DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah Cakupan Peningkatan Pemberdayaan
/Kota serta Lembaga Lembaga 100| Rp 12.379.295.430 100| Rp  2.232.689.192 100| Rp  1.551.638.500 7|Re  35.971.800 67% 232 106,66 2.268.660.992 106,66 18%|DPMP
Masyarakat Hukum Adat yang Adat dan Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat
yang Sama dalam Daerah
|k [Kota
Kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Jumlah kader Posyandu yang dibina 4500 Rp  6.933.300.000 900| Rp  1.425.347.350 900| Rp  1.196.638.500 - 0,0% - 900,00 1.425.347.350 20,00 21%|oPmP
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan 60| Rp  5.445.995.430 12|Rp  807.341.842 12|Rp  355.000.000 3| rp 35.971.800 25,0% 10,13 15,00 843.313.642 25,00 15% |DPMP
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga
214 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TERLAKSANANYA URUSAN 100 6.572.678.547 100 7.263.360.573 8.098.622.300 841310.125| #DIV/0! 10,39% 100 4.342.737.168 1] 150,83%
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PEMERINTAHAN BIDANG DP3AKE
KELUARGA BERENCANA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
02.14.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah | Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja 100 2.879.252.220 100 3.501.427.043 4.169.081.300 819.354.125 | #DIV/0! 19,65% 100 840.478.125 1| 84478%| ane
|Daerah [Kota Perangkat Daerah
2.14.01.2.01 |Per dan 99.496.000 21.124.000 19.262.000 11.633.000 | #DIV/0! 60,39% 0 19.033.000 | #DIV/0! 101,24%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja DP3AKB
Perangkat Daerah Tepat Waktu
2.14.01.2.01.01 |Penyusunan Dokumen Perencanaan _|Jumlah Dokumen Renja 12 18.800.000 ) 7.400.000 2 7.400.000 1 4.771.000 50 64,47% 3 8.202.000 0,25 49,99%| oo nce
Perangkat Daerah
2.14.01.2.01.02 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen _|Jumlah Dokumen RKA-SKPD 4 16.424.000 j 3.431.000 1 3.431.000 1 3.431.000 100[  100,00% 2 3.431.000 05 2089%| Lonve
RKA-SKPD
2.14.01.2.01.03 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen _|Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 16.424.000 R 0 0 E 0 - #owvsor #DIV/0! 0 3.431.000 0 20,89%| paake
Perubahan RKA-SKPD
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T each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : . bl Realisasi Kinerja dan Anggaran A Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp.
2.14.01.2.01.04 |Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  [Jumlah Dokumen DPA-SKPD 4 16.424.000 1 3.431.000 1 3.431.000 1 3.431.000 100 100,00% 2 6.862.000 0,5 41,78% DP3AKB
2.14.01.2.01.05 |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan |Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 16.424.000 1 3.431.000 o - o - #DIV/0! #DIV/0! 1 3.431.000 0,25 22,87% DP3AKB
DPA-SKPD
2.14.01.2.01.06 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja 12 15.000.000 3.431.000 2 5.000.000 0 o 0,00% 2 2.995.264.293 | 0,16666667 37,91%
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2 DP3AKB
|£inen’a SKPD
2.14.01.2.02 inis i gl pe Tepat 100 7.901.554.294 100 2.995.264.293 3.603.198.300 781.400.025 #DIV/0! 21,69% 100 3.771.164.318 1 47,82% DP3AKB
Daerah Waktu
2.14.01.2.02.01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan 84 7.886.501.744 14 2.989.764.293 28 3.597.698.300 4 781.400.025 | 14,2857143 21,72% 18 783.900.025 ( 0,21428571 9051,70% DP3AKB
Tunjangan PNS
2.14.01.2.02.05 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan 6 8.660.250 1 2.500.000 1 2.500.000 0 o 0,00% 1 2.000.000 | 0,16666667 68,30% DP3AKB
Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.14.01.2.02.07 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan 108 2.928.200 18 2.000.000 18 2.000.000 - o 0,00% 18 1.000.000 | 0,16666667 28,87%
Keuangan DP3AKB
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
2.14.01.2.02.08 |Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Laporan Analisis Prognosis 6 3.464.100 1 1.000.000 1 1.000.000 - 0 0,00% 1 395.410.334 | 0,16666667 57,14% DP3AKB
Prognosis Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran
2.14.01.2.06 inis i Umum gkat Daerah Sarana dan 100 691.975.401 100 395.410.334 100 290.640.000 o 11.195.100 o 3,85% 100 14.890.100 1 99,86% DP3AKB
Prasarana Pendukung Kineria
2.14.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Instalasi Listrik 100 14.910.823 9 3.695.000 9 4.225.000 2 1.280.000 | 22,2222222 30,30% 11 26.280.000 0,11 42,66% DP3AKB
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.14.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Aktivitas 6 61.602.500 1 25.000.000 1 25.000.000 0 - [ 0,00% 1 24.472.000 | 0,16666667 20,11% | DP3AKB
2.14.01.2.06.05 |Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah ATK 72 121.699.653 10 24.472.000 2 38.415.000 o - o 0,00% 10 12.000.000 | 0,13883889 40,58% DP3AKB
Penggandaan
2.14.01.2.06.06 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan|Jumlah SKHU 60 29.569.200 12 12.000.000 12 12.000.000 2 2.000.000 | 16,6666667 16,67% 14 13.000.000 | 0,23333333 34,12% | DP3AKB
2.14.01.2.06.08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Layanan Jasa Penyediaaan 66 38.105.100 11 11.000.000 12 11.000.000 2 2.000.000 | 16,6666667 18,18% 13 160.207.500 0,1969697 37,60% DP3AKB
Makanan dan
2.14.01.2.06.09 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |Jumlah Koordinasi di luar kantor 72 426.088.125 6 158.207.500 6 200.000.000 1 5.915.100 | 16,6666667 2,96% 7 95.415.100 | 0,09722222 12,08% DP3AKB
[Konsultasi SKPD
2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Cakupan Pemenuhan Kebutuhan 100 790.179.360 100 89.500.000 24.500.000 - #DIV/0! 0,00% 100 89.500.000 1 47,76%
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |Penunjang Urusan Pemerintah Daerah DP3AKB
2.14.01.2.07.06 [Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |Jumlah Peralatan dan Mesin 100 187.383.020 3 89.500.000 3 24.500.000 [ - o 0,00% 3 84.130.250 0,03 15,68% DP3AKB
2.14.01.2.08 Jasa jang Urusan Layanan 100 536.553.320 100 84.130.250 87.381.000 9.126.000 #DIV/0! 10,44% 100 17.875.250 1 26,98% DP3AKB
Pemerintahan Daerah Pendukung
2.14.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Pembayaran Tagihan 72 66.243.020 5 8.749.250 5 12.000.000 1 1.150.000 20 9,58% 6 73.150.000 | 0,08333333 16,10% DP3AKB
Daya Air dan Listrik
2.14.01.2.08.03 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Bangunan dan Kendaraan Dinas 28 454.222.700 3 72.000.000 3 72.000.000 1 7.000.000 | 33,3333333 9,72% a4 10.381.000 | 0,14285714 64,53% DP3AKB
Perlengkapan Kantor
2.14.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Tagihan 72 16.087.600 12 3.381.000 12 3.381.000 3 976.000 25 28,87% 15 167.510.000 | 0,20833333 25,80% DP3AKB
Kantor
2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase barang Milik Daerah yang 100 649.226.910 100 166.534.000 144.100.000 6.000.000 #DIV/0! 4,16% 100 169.294.000 1 27,90%
Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam Kondisi Baik DP3AKB
Daerah
2.14.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan 28 606.728.210 15 163.294.000 15 137.100.000 1 5.000.000 | 6,66666667 3,65% 16 8.240.000 | 0,57142857 19,39%
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan DP3AKB
Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan
2.14.01.2.09.11 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan  |Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor 72 42.498.700 8 3.240.000 8 7.000.000 1 1.000.000 12,5 14,29% 9 245.303.350 0,125 38,82%
Prasarana Pendukung Gedung Kantor DP3AKB
atau Lainnva
14.02 Program Pengendalian Penduduk Laju pertumbuhan Penduduk 0,92 631.826.399 244.303.350 176.400.000 '] #DIV/0! 0,00% 0 219.326.000 0| #DIV/0! |DP3AKB
2.14.02.2.02 Perkiraan i T i Indikator Program bangga 100 - 100 219.326.000 176.400.000 #DIV/0! 0,00% 100 85.200.000 1 655,38%
Penduduk Cakupan Daerah Kencana Dalam Kebijakan DP3AKB
Kabupaten/Kota Pembangunan
2.14.02.2.02.12 |Pencatatan dan Pengumpulan Data Jumlah Laporan Pencatatan dan 1 13.000.000 11 85.200.000 11 86.400.000 [ 0 o 0,00% 11 1.192.250.000 1 9935,42% DP3AKB
Keluarga Data Keluarga
2.14.02.2.02.1 I dan P Data Jumlah Dokumen Pengelohan dan 1 12.000.000 11 1.192.250.000 11 90.000.000 [ 0 o 0,00% 11 2.259.778.000 1 10,22%
Lapangan dan Pelay lap Data per lapangan DP3AKB
KB dan Pelayanan KB
2.14.03 Program Pembinaan Keluarga Total Fertility Rate 2,10 22.104.832.046 2,15 2.259.778.000 1.624.741.000 21.956.000 #DIV/0! 1,35% 2,15 845.019.350 | 1,02380952 31,29% DP3AKB
Berencana (KB)
1 ]2.14.03.2.01 Advokasi, 100 2.700.311.022 86,3 823.063.350 821.265.000 10.956.000 #DIV/0! 1,33% 86,3 325.956.000 0,863 359,06%
Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program KKBPK DP3AKB
Pengendalian Penduduk dan KB sesuai
|Kearifan Budava Lokal
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : . bl Realisasi Kinerja dan Anggaran A Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
2.14.03.2.01.10 |Pengelolaan Operasional dan Sarana di  |Jumlah laporan Hasil Pengelolaan 10 90.780.438 10 315.000.000 10 474.192.000 [] 0 [] 0,00% 10 159.384.000 1 258,73%
Balai Penyuluhan Bangga Kencana Operasional dan Sarana di Balai
penyuluhan Bangga kencana DP3AKB
(Pembangunan Keluarga,
kependudukan, dan Keluarga Berencana)
2.14,03.2.01.11 [¢] Jumlah laporan Mekanisme Opeasional 66 61.602.500 11 159.384.000 11 110.000.000 1 10.956.000 | 9,09090909 9,96% 12 106.291.800 | 0,18181818 32,80%
Program Bangga Kencana melalui Rapat |Program Bangga Kencana
Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), (Pembangunan Keluarga,
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan  |kependudukan, dan Keluarga Berencana) DP3AKE
Mini Lokakarya (Minilok) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan
(rakorcam), Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes) dan Mini Lokakarya
2.14.03.2.01.12 | Promosi dan KIE Program Bangga Jumlah Dokumen Promosi dan KIE 66 324.064.024 11 95.335.800 11 80.073.000 o 0 o 0,00% 1 33.300.000 | 0,16666667 5,89%
Kencana Melalui Media Massa Cetak dan | Program Bangga kencana (Pembangunan
Elektronik serta Media Luar Ruang Keluarga, kependudukan, dan Keluarga
Berencana) melalui Media Massa, Cetak DP3AKB
dan Elektronik serta media Luar Ruang
2.14.03.2.01.13 [Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Py 3300 565.839.560 11 33.300.000 11 60.000.000 o 0 o 0,00% 11 140.820.950 | 0,00333333 9,52%
ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan [Tentang KKBPK DP3AKB
|Budavya Lokal
2.14.03.2.01.14 |Advokasi Program Bangga kencana oleh |Jumlah Organisasi yang mendapatkan 12 1.479.460.500 11 140.820.950 4 97.000.000 o 0 o 0,00% 11 613.245.300 | 0,91666667 19,67%
pokja advokasi kepada Stakeholders dan |avokasi program bangga kencana
Mitra Kerja (pembangunan Keluarga, Kependudukan DP3AKB
dan keluarga berencana
2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Meningkatkan Pengetahuan 12 3.118.346.500 12 613.245.300 13 638.876.000 [] - [] 0,00% 12 5.700.000 1 12,66%
Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi | Masyarakat tentang program Keluarga
serta y KB di untuk Pelay KB yang DP3AKE
daerah Kabupaten/Kota Berkualitas serta Pencatatan dan
pelapporan From F2KB dari Faskes atau
klinik
2.14.03.2.03.01 |Pengendalian Pendistribusian Alat dan | Terwujudnya Pendistribusian Alkon Ke 12 45.006.140 12 5.700.000 13 11.700.000 o o 0,00% 12 506.617.000 1 37,68%
Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang |Fasilitas Kesehatan
Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan DP3AKB
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2.14.03.2.03.0: Kesertaan Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan 1 1.344.430.300 11 506.617.000 11 517.826.000 [ o 0,00% 11 11.300.000 1 0,70%
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka DP3AKB
(MKJP) Paniang (MKJP)
2.14.03.2.03.08 | Pembinaan Pelayanan Keluarga i 3300 1.623.313.000 11 11.300.000 3 19.350.000 o o 0,00% 11 89.628.300 | 0,00333333 431,67%
Berencana dan Kesehatan Reproduksi di |tentang Program Keluarga Berencana DP3AKB
Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Kesehatan Reproduksi
dan Jeiaringnya
2.14.03.2.03.11 [Dukungan Operasional Pelayanan KB Jumlah Dukungan Operasional KB 1720 20.763.060 4 89.628.300 4 90.000.000 [ o 0,00% 4 444.750.000 | 0,00232558 524,26% DP3AKB
|Bergerak Bergerak
2.14.03.2.04 y: dan Peran Kader dan Kerja 100 84.834.000 65,2 444.750.000 164.600.000 11.000.000 #DIV/0! 6,68% 65,2 14.750.000 0,652| #DIV/0!
Serta Organisasi Kemasyarakatan (POKJA) yang Terbentuk dan Terbina di
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam |Kampung KB DP3AKB
dan i
Kesertaan Ber-KB
2.14.03.2.04.02 |Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di |Jumlah Dokumen Hasil Integrasi 28 [ 1 3.750.000 3 164.600.000 1 11.000.000 | 33,3333333 6,68% 2 11.000.000 | 0,07142857 0,87%
Kampung KB Pembangunan Lintas Sektor di Kampung DP3AKB
KB
2.14.04 Program Pemberdayaan Dan Indeks Pembangunan Keluarga 64 1.257.852.180 2.128.400.000 [ #DIV/0! 0,00% [ 339.647.680 [] 16,55% DP3AKB
Keluarga (KS)
2.14.04.2.01 Keluarga Forum Generasi 100 2.052.250.326 80 339.647.680 1.044.000.000 - #DIV/0! 0,00% 80 [ 0,8 0,00%
Melalui dan BKB-HI, Forum Asosiasi
Kesejahteraan Keluarga Kelompok UPPKS dan Kader Poktan PKB
dan PPKBD yang Mendapatkan
pembinaan tentang Ketahanan dan DP3AKB
kesejahteraan Keluarga serta Tim
pendamping Keluarga yang
Mendapatkan Biaya Operasional
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : . bl Realisasi Kinerja dan Anggaran A Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
2.14.04.2.01.18 |Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan  |Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan 11 360.000.000 [] 10 100.000.000 [] 0 0,00% (] 59.363.500 [] 83,29%
dan jahteraan Keluarga dan aan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha DP3AKE
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA)
2.14.04.2.01.26 |Pembentukan dan [Jumlah UPPKA yang Di Bentuk 66 71.272.000 22 59.363.500 o - o 0 #DIV/0! #DIV/0! 22 918.204.500  0,33333333 99,89%
Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga
Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja
(BKR), Pusat Informasi dan Konseling
Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia DP3AKB
(BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor (UPPKA) dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
2.14.04.2.02 dan Peran Pekon, yang 100 919.200.000 100 918.204.500 1.084.400.000 #DIV/0! 0,00% 100 40.000.000 1 100,00%
Serta O i lomba kesra, serta kader
Tingkat Daerah / Kota dalam |p¢ P yang i DP3AKB
Pembangunan Keluarga Melalui P3KSS dan GSI
Pembinaan Ketahanan dan
|Kesei: Keluarga
2.14.04.2.02.03 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Jumalah organisasi yang mengikuti 100 40.000.000 100 40.000.000 145 165.000.000 0 0,00% 100 402.000.000 1 100,00%
Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Mitra dan
dalam Pengelolaan Program Ketahanan |Organisasi Kemasyarakatan dalam
dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, |Pengelolaan Program ketahanan dan DP3AKB
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan  |kesejateraan Keluarga, BKB,
Ekonomi Keluarga/UPPKS) BKR,BKL,PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS
2.14.04.2.02.05 [Pemantauan Data dan Informasi Jumlah Kader pendamping keluarga yang| 402 402.000.000 402 402.000.000 402 402.000.000 [] 0,00% 402 476.204.500 1 99,79%
Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk mendapatkan Operasional
remaja Calon Pengantin/Calon PUS, lbu DP3AKB
Hamil, Pasca salin/kelahiran,
|Baduta/Balita)
2.14.04.2.02.06 | Pendampingan Keluarga Berisiko Jumlah tim pendamping keluarga yang 134 477.200.000 134 476.204.500 134 517.400.000 ) 0,00% 134 HREF! 1| #Rer!
Stunting (Termasuk remaja Calon mendapatkan Operasional DP3AKB
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca
salin/| Baduta/Balita)
2.14.03.2.04.06 |Penyediaan Biaya Oprasional bagi Jumlah KKetahanan dan Kesejatreraan 0 - 118 994.000.000 0 0,00% [] H#REF! #DIV/0! #REF! muncul
Kelompok Kegiatan Kegiatan Ketahanan |Keluarga (BKB, BKR,BKL, PPKS,PIK-R dan ditahun
dan Kesejatreraan Keluarga (BKB, Usah Peningkatan Pendapatan Keluarga 2025 di
BKR,BKL, PPKS,PIK-R dan Usah Akseptor (UPPKA) DP3AKB tahun
Peningkatan Pendapatan Keluarga 2024
Akseptor (UPPKA) tidak ada
2.15 lang Urusan Perhubungan 100 Rp_13.974.052.400 100 Rp__ 9.980.064.439 100 Rp __ 4.835.110.700 28 Rp__ 1.072.102.717 28 22 28 Rp_11.052.167.156 28 79 Dishub
Program Penunjang Urusan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
1 [2.15.01 N Daerah P Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Rp  9.459.501.000 100 Rp  4.847.235.902 100 Rp  3.348.415.700 44 Rp 791.454.735 44 24 44 Rp  5.638.690.637 44 60 Dishub
Daerah Pada Dinas Perhubungan
Persentase Dokumen Perencanaan,
2.15.01.2.01 renans Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 100 Rp 32.000.000 100 Rp 17.526.500 100 Rp 12.400.000 | 66,6666667 | Rp 2.675.000 67 22 67 Rp 20.201.500 67 63 Dishub
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Tepat Waktu
2:15.01.2.01.00 Penyusunan Dokumen Jumiah Dokumen Perencanaan 10 Rp 7.000.000 5 Rp 7.557.350 2 Rp 7.400.000 1 Rp 1.649.000 50 2 20 Rp 9.206.350 200 132 |Dishub
01 Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
2.15.01.2.01.00 i dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
06 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 10 Rp 25.000.000 5 Rp 9.969.150 1 Rp 5.000.000 1 Rp 1.026.000 100 21 20 Rp 10.995.150 200 44 Dishub
Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Persentase Pemenuhan Kebutuhan
2.15.01.2.02 Perangkat Daerah jang Urusan 100 Rp  6.781.956.000 100 Rp  3.745.534.748 100 Rp  2.690.610.700 | 10,3448276 | Rp 684.675.265 10 25 10 Rp  4.430.210.013 10 65 Dishub
Daerah Kabupaten/Kota
2.15.01.2.02.00 | Subk Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 65 Rp  6.754.456.000 28 Rp  3.734.545.808 14 Rp  2.685.110.700 3 Rp  684.675.265 21 25 11 Rp  4.419.221.163 16 65 Dishub
01 Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
2.15.01.2.02.00 i dan SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
05 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 5 Rp 12.500.000 4 Rp 4.988.950 1 Rp 2.500.000 0 Rp - 0 0 0 Rp 4.988.950 0 40 Dishub
Tahun SKPD
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PERUBAHAN RKPD

KKABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " " T . N S Perangkat
S . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD | Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja e Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun| Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d - y A o Realisasi Kinerja dan Anggaran R Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
(5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%)
(1) 2) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Jumlah Laporan Keuangan
2.15.01.2.02.00 i dan Bulanan/Tri SKPD
oy 77 |taporan Keuangan dan Laporan Koordinasi Penyusunan 10 Rp 10.000.000 5 Rp 3.999.900 12 Rp 2.000.000 0 Rp - 0 0 0 Rp 3.999.900 0 40 Dishub
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  [Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
215.01.2.02.00 ) Penyusul .Pe‘apom dan (Jumlah ka"m.en ?Elapm" dan Analisis 5 Rp 5.000.000 4 Rp 1.999.950 2 Rp 1.000.000 0 Rp - 0 0 o Rp 1.999.950 0 40 Dishub
08 Analis Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran
2.15.01.2.05 |Kegiatan Administrasi Kepegawaian  |Jumlah Aparatur yang mengikuti 100 Rp  1.500.000.000 8 Rp  44.914.625 2 Rp  129.440.000 0 Rp - 0 0 0 Rp  44.914.625 0 3 Dishub
Perangkat Daerah peningkatan kapasitas
2.15.01.2.05.00 : dan Pelatihan | Terpenuhinya pembiayaan pendidikan 66 Rp  1.500.000.000 1 Rp 44.914.625 2 Rp  129.440.000 0 Rp . 0 0 0 Rp 44.914.625 0 3 Dishub
09 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |dan pelatihan bagi pegawai
i Umum Persentase Pemenuhan Kebutuhan
215.01.2.06 | =" |Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Rp  523.045.000 100 Rp  659.629.154 100 Rp  254.625.000 22 Rp 56.530.350 22 2 22 Rp  716.159.504 22 137 Dishub
Daerah Kabupaten/Kota
2.15.01.2.06.00 Jumlah Paket Komponen Instalasi
0'1 7T |instalasi Listrik/Penerangan Bangunan  Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 60 Rp 5.000.000 24 Rp 9.998.250 12 Rp 6.026.000 3 Rp 1.853.000 25 31 13 Rp 11.851.250 21 237 Dishub
Kantor vang Disediakan
2.15.01.2.06.00 Bahan Logistik |Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 60 Rp  125.000.000 25 Rp 61.551.000 1 Rp 25.000.000 0 Rp - 0 0 0 Rp 61.551.000 0 49 Dishub
04 Kantor Disediakan
215.012.06.00 Barang Cetakan |Jumiah Paket Barang Cetakan dan 60 Rp  125.045.000 24 Rp 88.733.750 12 Rp 48.599.000 3 Rp 5.914.250 25 12 13 Rp 94.648.000 21 76 Dishub
05 dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
2.15.01.2.06.00 Bahan B:
anan BaC3aN | 5 raturan Perundang-Undangan yang 50 Rp 60.000.000| 25 Rp  41.100.000 17 Rp 34.000.000 3 Rp 6.200.000 18 18 12 Ro  47.300.000 2 79 |pishub
06 dan Peraturan Perundang-Undangan -
Disediakan
2.15.01.2.06.00 Jumlah L: Fasilitasi Kunj
o Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2 31 "aperen Fastitast Fumjungan 55 Rp 55.000.000 15 Rp 15.000.000 1 Rp 11.000.000 2 Rp 2.000.000 18 18 13 Rp 17.000.000 2 31 |Dishub
2.15.01.2.06.00 Rapat  |lumlah Laporan Penyelenggaran Rapat
09 Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Rp  153.000.000 24 Rp  443.246.154 12 Rp  130.000.000 3 Rp 40.563.100 25 31 13 Rp  483.809.254 21 316 Dishub
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Presentase Pemenuhan Kebutuhan
2.15.01.2.07 |Daerah jang Urusan jang Urusan Pemerintahan 0 Rp - 0 Rp - 3 Rp 27.000.000 0 Rp - 0 0 0 Rp - 0 0 Dishub
Daerah Daerah Kabupaten/Kota
2.15.01.2.07.00 [Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan {Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya "
0 R - 0 R - 3 R 27.000.000 0 R - 0 0 0 R - 0 0 Dishub
06 Mesin Lainnya vang Disediakan P P P P P o
Jasa N Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
2.15.01.2.08 N *“"® |Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Rp  400.000.000 100 Rp  213.103.840 100 Rp  146.340.000 25 Rp 37.774.120 25 26 25 Rp  250.877.960 25 63 Dishub
Urusan Pemerintahan Daerah N
Daerah Pada Dinas Perhubungan
2.15.01.2.08.00 Jasa Terpenuhinya pembiayaan listrik, telpon .
.000.! 4 .018. .600.. .965. .983.
0 Komunikasi, Sumber Daya Alr dan Listrik |dan internet 60 Rp 90.000.000 2 Rp 45.018.440 12 Rp 29.600.000 3 Rp 5.965.120 25 20 13 Rp 50.983.560 21 57 Dishub
Terpenuhinya pembiayaan sewa kantor,
2.15.01.2.08.00 Jasa Peralatan | - rumah dinas dan sewa kendaraan 5 Rp  285.000.000 15 Rp  138.876.000 12 Rp 92.000.000 3 Rp 25.500.000 25 28 20 Rp  164.376.000 400 58 Dishub
03 dan Perlengkapan Kantor dinas
2.15.01.2.08.00 )
04 Umum Kantor asa petay Terpenuhinya kebersihan kantor 60 Rp 25.000.000 24 Rp 29.209.400 12 Rp 24.740.000 3 Rp 6.309.000 25 26 13 Rp 35.518.400 21 142 Dishub
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik | Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
2.15.01.2.09  |Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 Rp  222.500.000 100 Rp  166.527.035 100 Rp 88.000.000 100 Rp 9.800.000 100 11 100 Rp  176.327.035 100 79 Dishub
Pemerintahan Daerah Daerah Pada Dinas Perhubungan
i Jasa . &
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
2.15.01.2.09.00 | Pemelih Biaya Pemelih d
emetiharaan, Blaya Pemelinaraan, @an | | vongaraan Dinas Jabatan yang 0 Rp - 3 Rp 71.522.972 3 Rp 88.000.000 3 Rp 9.800.000 100 11 100 Rp 81.322.972 0 0 Dishub no
01 Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau |~ ° . N N Subkegia
) Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
[K Dinas Jabatan tan
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
2.15.01.2.09.00 lih , Biaya i ), atau Dinas Operasional atau Dihapusk
25 R 210.000.000 5 R 60.265.863 0 R - 0 R - 0 0 0 R 60.265.863 0 29 Dishub
02 Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan yang Dipelihara dan P P P P P shul an
Operasional atau Lapangan dibavarkan Pajaknva
2.15.01.2.09.00 Rehabilitasi  |Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan . Dihapusk
5 R 12.500.000 3 R 34.738.200 0 R - 0 R - 0 0 0 R 34.738.200 0 278 Dishub
09 Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi P P P P P shul an
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas  |Cakupan Pemenuhan Penyelenggaraan
2 |2.15.02 100 Rp  3.970.001.400 100 Rp  4.707.697.187 100 Rp  1.454.295.000 14 R 276.647.982 14 19 14 Rp  4.984.345.169 14 126 Dishub
dan Angkutan Jalan (LLAJ) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) P P P P P shul
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
2.15.02.2.02 elata v BXap: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 100 Rp  3.572.100.000 100 Rp  2.111.397.426 100 Rp  950.000.000 0 Rp  203.001.732 0 21 0 Rp  2.314.399.158 0 65 Dishub
Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Perga
2.15.02.2.02.00 e Jumizh Jalan yang 100 Rp  3.572.100.000 20 R 987.100.228 0 R 0 R 0 0 0 R 987.100.228 0 28 Dishub "
02 Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Tersedia di Jalan Kabupaten/Kota P 3272100 P 400 P P P 400 Subkegia
tan
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PERUBAHAN RKPD

KKABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : bl Realisasi Kinerja dan Anggaran A Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
5) (6) @ ®) (9= 8/77100%) 10=6+8) (11=10/57100%)
(1) 2) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
&
2.15.02.2.02.00 i dan Jumlah ??rler'gkapa" Ja'?" vane § n
- Terehabilitasi dan Terpelihara/Jumlah 0 Rp - 20 Rp  1.124.297.198 20 Rp 950.000.000 [} Rp 203.001.732 0 21 0 Rp  1.327.298.930 0 0 Dishub .
04 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Subkegia
Pembayaran PJU
tan
2.15.02.2.03 Kegiatan Pengelolaan Terminal Persentase Pe_ngelolaan Terminal 0 Re . ° Rp ) 1 Rp 200.000.000 ° Ro : ° ° ° Rp . ° 0 Dishub
Penumpang Tipe C Penumpang Tipe C
2.15.02.2.03.00 | U0 Kegiatan Rehabilitasidan ) ) Tioe € (Fasiltas Utama , Ditamba
Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas . 0 Rp - 0 Rp - 1 Rp 200.000.000 0 Rp - 0 0 0 Rp - 0 0 Dishub
1 dan Penunjang) hkan
Utama dan
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan | Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
2.15.02.2.06 Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa 100 Rp 85.000.000 100 Rp 528.913.146 100 Rp 169.430.000 | 16,2162162 | Rp 40.246.250 16 24 16 Rp 569.159.396 16 670 Dishub
Jalan Kabupaten/Kota Lalu Lintas
Sub Kegiatan Pengawasan dan Jumlah laporan pengawasan dan ’
;:5.02.2.06.00 i vi i ivi ) 0 Rp - 0 Rp - 12 Rp 20.925.000 3 Rp 2.000.000 25 10 0 Rp 2.000.000 0 0 Dishub EL‘:?ba
Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota |kebijakan untuk jalan kabupaten/kota
Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Jumlah laporan sosialisasi pelaksaan .
2.15.02.2.06.00 Ditamb:
" Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | manajemen dan rekayasa lalu lintas 0 Rp - 0 Rp - 1 Rp 11.800.000 0 Rp . 0 0 0 Rp - 0 0 Dishub h:(::' 2
untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota untuk jaringan jalan kabupaten/kota
Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Jumlah laporan forum lalu lintas dan "
2.15.02.2.06.00 Ditamb:
w Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan |angkutan jalan untuk jaringan jalan 0 Rp . 0 Rp . 12 Rp 13.000.000 0 Rp - 0 0 0 Rp . 0 0 Dishub hL:r:" 2
|k Kota kota
2.15.02.2.06.00 Penataan dan |Jumlah laporan Pelaksanaan Penataan
1'7 e Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 15 Rp 85.000.000 24 Rp 528.913.146 12 Rp 123.705.000 3 Rp 38.246.250 25 31 13 Rp 567.159.396 83 667 Dishub
Jalan Kabupaten/Kota Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum |Cakupan Kebutuhan Penyediaan
2.15.022.09 |UntukJasa Angkutan Orang dan/atau | Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan 100 Rp  312.901.400 100 Rp  477.566.965 100 Rp  134.865.000 25 Rp 33.400.000 25 25 25 Rp  510.966.965 25 163 |Dishub
Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Orang dan/atau Barang Antar Kota
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Jumlah Laporan Pengendalian dan
5.15.02.2.09.00 | PENEAWasaN Ketersediaan Angkutan Pengawasan Ketersediaan Angkutan
0'2 e Umum untuk Jasa Angkutan Orang Umum untuk Jasa Angkutan Orang 35 Rp 312.901.400 24 Rp 477.566.965 12 Rp 134.865.000 3 Rp 33.400.000 25 25 13 Rp 510.966.965 36 163 Dishub
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 dan/atau Barang Antar Kota dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota (satu) Kabupaten Kota
Kegiatan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi| - <Pan Pemenuhan Kebutuhan
| Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk
untuk Angkutan Orang yang Melayani Angkutan O Mel i " Dihapusk
2.15.02.2.16  |Trayek serta Angkutan Perkotaan dan |' 5" 2" Orang yang Melayani Traye 0 Rp - 100 Rp  1.589.819.650 0 Rp - 0 Rp - 0 0 0 Rp  1.589.819.650 0 0 Dishub P
serta Angkutan Perkotaan dan an
Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah
Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota ™
Pengendalian dan Jumlah Laporan Pengendalian dan
Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi .
2.15.02.2.16.00 Dih: k
o Angkutan Orang dan Angkutan Angkutan Orang dan Angkutan 0 Rp - 15 Rp  1.589.819.650 0 Rp - 0 Rp - 0 0 0 Rp  1.589.819.650 0 0 Dishub o
Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) [Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Caki Py han Py lol
3 [215.03 Program Pengelolaan Pelayaran lea”y':ar:" emenuhan Pengelolaan 100 |Rp 544550000 | 100 |Rp 425131350 | 100 [Rp  32.400.000 25 [Rp 4.000000| 25 12 25 [Rp 420131350 25 79 [pishub
Kegiatan Penetapan Lintas Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
dan Lintas dan
Pengoperasian Kapal dalam Daerah Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam
2.15.03.2.06 |Kabupaten/Kota yang Terletak pada | Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak 100 Rp  544.550.000 100 Rp  425.131.350 100 Rp 32.400.000 25 Rp 4.000.000 25 12 25 Rp  429.131.350 25 79 Dishub
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Jumlah Laporan‘Pengendahan dan )
) . Pengawasan Jaringan Trayek Sungai,
Pengawasan Jaringan Lintas
. Danau dan Penyeberangan dan
Penyeberangan dan Persetujuan N o "
N Disetujuinya Pengoperasian Angkutan
2.15.03.2.06.00 | FEnEOPerasian Kapal dalam Daerah o in o penyeberangan
220220 | kabupaten/Kota yang Terletak pada Bal, ¥ 8 25 Rp  544.550.000 24 Rp  425.131.350 12 Rp 32.400.000 3 Rp 4.000.000 25 12 13 Rp  429.131.350 50 79 Dishub
04 Jaringan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang
8 . Terletak pada Jaingan Jalan
Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan )
. Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur
Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Kereta Api Kabupaten/Kota dalam
Daerah Kabupaten/Kota ereta Api Kabupaten/Kota dalal
Daerah Kota
216 Urusan Pemerintahan Bidang 33.126.583.959 6.221.045.717 4.357.840.863 781.567.478 |  14,66% 17,93% 6.388.007.093 19,28%| Diskominfoti
Komunikasi dan Informatika ksan
2.16.01 Program Penunjang Urusan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
Daerah jang Urusan Pemerintah Daerah | oo o0 19.708.590.987 | 100,00% 3.936.234.041 |  90,00% 2.661.577.013 |  49,49% 566.024.698 |  15,82% 21,27% 23,80% 3.611.095.139 | 18,32% 18,32%| Diskominfoti
pada Dinas Komunikasi dan Informatika ksan
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
- TS ) e - P Perangkat
o o Target Kinerja dan Anggaran RKPD | Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja N Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; : ’ ) -2pal Realisasi Kinerja dan Anggaran At Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang Al RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
e = 175"
@ @ @ @ [B] G] 4] ) (9= 8/7°100%) 10 6+8) {11-10/57100%) ) )
K Ro K Rp K R K Ro K Ro K Rp K Rp
2.16.01.2.01 dan Diskominfoti
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja 95,00% 34.233.341  100,00% 12.400.000 | 100,00% 12.400.000 | 25% 2.569.000 | 25,00% 20,72% 25,00% 14.969.000 |  25,00% a3,73%
Perangkat Daerah Tepat Waktu
1 [2.16.01.2.01.01 |Penyusunan Dokumen Perencanaan _|Jumlah Dokumen Perencanaan Diskominfoti
Perangkat Daerah Perangkat Daerah 10 7.488.543 2 7.400.000 2 7.400.000 1 2.569.000 | 50,00% 34,72% 3 9.969.000 | 30,00% 133,129 )~
(dokumen)
2 [2.16.01.2.01.06 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan __|Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 10 26.744.798 2 5.000.000 2 5.000.000 0,00% 0,00% 2 5.000.000 [ 20,00% 18,70%| Piskominfoti
Laoran Capaian Kinerja dan Ikhtisar ksan
Realisasi Kinerja SKPD
(laporan)
2.16.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Persentase Pelaporan Keuangan Tepat | _95,00% 9.117.721.557 | 100,00% 1.198.842.998 | 100,00% 1513.012.500 | 23,90% 362.312.623 | 7,14% 23,95% 21,43% 1.561.155.621 | 21,43% 17,12%| Diskominfoti
3 |2:16.01.2.02.01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 70 9.088.302.279 14 1.193.342.998 14 1.507.512.500 4 362.312.623 |  28,57% 24,03% 18 1.555.655.621 |  2571% 17,129| Diskominfoti
Tuniangan ASN (Orang/ bulan) |ksan
4 [2.16.01.2.02.05 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan _|Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
Akhir Tahun SKPD SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi piskominfoti
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 5 13.372.399 1 2.500.000 1 2.500.000 0,00% 0,00% 1 2500.000 | 20,00% 18,70%)
Tahun SKPD
(laporan)
5 [2.16.01.2.02.07 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan _|Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan
Triwulan/Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Diskominfoti
Keuangan 10 10.697.919 2 2.000.000 2 2.000.000 0,00% 0,00% 2 2.000.000 | 20,00% 18,70%)
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
(Laporan)
6 |2.16.01.2.02.08 |Penyusunan Pelaporan dan Analisis __|Jumlah Dokumen Pelaporan Analisis oiskominfot
Prognosis Realisasi Anggaran Prognosis Realisasi Anggaran 5 5.348.960 1 1.000.000 1 1.000.000 0,00% 0,00% 1 1.000.000 | 20,00% 18,70%)
(laporan)
216.01.2.06 Umum gkat Daerah  Sarana dan 95% 9.970.925.012 | 100,00% 1.543.661.443 | 100,00% 949.108.513 | 15,53% 169.246.075 |  21,09% 17,83% 24,22% 1.748.407.518 |  23,06% 17,545 Piskominfoti
Prasarana Pendukung Kineria |ksan
7 |2.16.01.2.06.02 |Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan |Jumlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Diskominfoti
Kantor Kantor yang Disediakan (Paket) 10 877.229377 2 67.000.000 3 67.000.000 1 35.500.000 | 33,33% 52,99% 3 102.500.000 | 30,00% 1L68%) -
8 ]2.16.01.2.06.04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Juvmlavh Paket Bahan Logistik Kantor yang 5 133.723.990 N 25.000.000 1 25.000.000 0,00% 0,00% N 25.000.000 20,00% 18,70% Diskominfoti
Disediakan (Paket) ksan
9 |2:16.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 60 1.617.133.844 12 321.227.000 4 237.164.600 1 68.948.400 |  25,00% 29,07% 13 390.175.400 |  21,67% u,is%lf"’"'"ﬁ’"
Penggandaan Penggandaan vang Disediakan ksan
10 |2.16.01.2.06.06 |Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Diskominfoti
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan 60 6.588.634.495 12 693.960.000 12 345.000.000 3 11.330.000 |  25,00% 3,28% 15 705.290.000 | 25,00% 10,70%(
vang Di (Dokumen)
11 |[2.16.01.2.06.08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Diskominfoti
Tamu 55 58.838.556 1 33.000.000 1 33.000.000 2 6.000.000 | 18,18% 18,18% 13 39.000.000 | 23,64% 66,28%
(laporan)
12 |2.16.01.2.06.09 |Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Diskominfoti
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 695.364.750 12 403.474.443 12 241.943.913 3 82.967.675 | 25,00% 34,20% 15 486.442.118 | 25,00% 69,95%
(laporan)
2.16.01.2.07 |Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Prasarana Dan Diskominfoti
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prasarana Pendukung Kinerja 95% 79% 160.160.000 | 95% 85.500.000 |  100% .| o00% 0,00% 180% 160.160.000 |  6,62% 7,30% >
13 [2:16.01.2.07.06 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [Jumlah Unit Peralatan dan Mesin - 182912513 . 160160000 24 25,500,000 000% 0,00% . 160160000 | 180,00% 7,305| Pikominfoti
Lainnya vang Disediakan ksan
216.01.2.08 diaan Jasa jang Urusan Layanan 95,00% 26.744.798 | 100,00% 1.088.779.600 |  90,00% 5.556.000 | 96,00% 897.000|  25,00% 16,14% 25,00% 2.853.000 | 25,00% 10,679%| Diskominfoti
Pemerintahan Daerah Pendukung ksan
14 |[2.16.01.2.08.02 Penyed.laanJa?a K‘Omunlkasl, Sumber 1.086.823.600 0,00% Diskominfoti
Daya Air dan Listrik ksan
15 |2.16.01.2.08.04 | Penyediaan jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Kantor Pelayanan Umum Kantor yang 60 26.744.798 12 1.956.000 12 5.556.000 3 897.000|  25,00% 16,14% 15 2.853.000 |  25,00% 10,679%|Piskominfoti
Disediakan ksan
(Iaporan)
2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang Diskominfoti
Penunjang Urusan Pemerintahan Dalam Kondisi Baik 95,00% 558.966.279 |  100% 92.550.000 |  90,00% 96.000.000 | 87,00% 31.000.000 |  16,67% 32,29% 2333% 123.550.000 |  23,33% 2,10%)
|Daerah
16 |2.16.01.2.09.01 |Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya  |Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
aan dan Pajak - |atauk Dinas Jabatan yang 60 290.181.059 12 51.500.000 12 52.500.000 3 12.000.000 | 25,00% 22,86% 15 63.500.000 | 25,00% 21,88%| Diskominfoti
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas |Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya ksan
Jabatan (unit)
17 |2.16.01.2.09.02 |Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya  |Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
pemelinaraan,Pajak dan Perizinan atau Lapangan yang Dipelihara dan 60 177.852.907 12 35.050.000 12 37.500.000 3 19.000.000 |  25,00% 50,67% 15 54.050.000 |  25,00% 30,39%| Piskominfoti
Kendaraan Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan Perizinannya ksan
Lapangan (unit)
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : bl Realisasi Kinerja dan Anggaran A Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
18 |2.16.01.2.09.06 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Diskominfoti
Lainnya yang Dipelihara 60 90.932.313 12 6.000.000 12 6.000.000 0,00% 0,00% 12 6.000.000 20,00% 6,60%) Ksan
(unit)
2.16.02 Program Pengelolaan Informasi dan | Persentase Peningkatan Desiminasi 85,00% 13.417.992.972 |  100% 2.284.811.676 | 80,00% 1.446.963.150 |  90,00% 207.092.780 |  15,00% 14,31% 21,25% 2.491.904.456 | 18,57% 18,57%| Diskominfoti
Komunikasi Publik Informasi dan Komunikasi Publik |ksan
2.16.02.2.01 i dan ikasi [Jumlah yang Menerima Diskominfoti
Publik Pemerintah Daerah Informasi Publik dari Saluran Resmi 85,00% 13.417.992.972 100% 2.284.811.676 80,00% 1.446.963.150 90,00% 207.092.780 15,00% 14,31% 21,25% 2.491.904.456 | 2956,25% 18,57%) Ksan
Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah
19 |2:16.02:2.01.01 |Relasi Media Jumiah Aktifitas Relasi Media yang 500 7.445.308.907 0 1.670.502.000| 100 779.528.150 25 111.974.000 | 25,00% 14,36% 25 1.782.476.000 |  5,00% 23,949 Diskominfoti
4 Memenuhi Kriteria (Laporan) |ksan
20 |2.16.02.2.01.01 |Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, ~[Jumlah Rekomendasi Komunikasi
9 dan Aspirasi Publik Terhadap Isu Publik yang berkembang Diskominfoti
dan Usulan Agenda Komunikasi Prioritas 60 860.150.000 100,00% 170.900.314 1 287.400.000 0,00% 8.200.000 0,00% 2,85% 50,00% 179.100.314 20,00% 20,82%)| Ksan
Pemerintah Daerah (Rekomendasi)
21 |2.16.02.2.01.01 |Pelayanan Informasi Publik Jumlah Permohonan Informasi Publik Diskominfoti
7 yang Diselesaikan sesuai peraturan 500 309.867.265 100,00% 15.895.000 12 5.677.000 3 500.000 25,00% 8,81% 200,00% 16.395.000 80,00% 5,29% Ksan
perundangan (Per:
22 |2.16.02.2.01.02 |Pengelolaan Media Komunikasi Publik  |Jumlah Media Komunikasi Publik milik
1 Pemerintah Daerah yang Dikelola Diskominfoti
maupun pemanfaatan media berbayar 100,00% 3.019.594.232 100% 16.157.191 1 6.800.000 0,00% 0,00% 100,00% 16.157.191 25,00% 0,54% Ksan
sesuai kriteria /juknis (media)
s §'16'°2'2'°1'°2 Penyusunan Konten Jumlah Konten Informasi Publik (Konten) | 5 o0, 1.783.072.568 114 411.357.171 12 367.558.000 3 86.418.780 |  25,00% 23,51% 117 497.775.951 | 11700,00% 27,92%&:‘“'"“’"
2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Persentase Peningkatan Layanan
Informatika Informasi dan Pelayanan Publik 85,00% 100% .| 80,00% 249.300.700 | 0,00% 8.450.000 | 13,16% 3,39% 21,33% 285.007.498 |  #DIV/0! #piyjor | Piskominfoti
Berbasis Teknologi Informasi dan ksan
i (TIK)
2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah |Cakupan Penyediaan Informasi Digital
Dltetapkarf OIAehA Pemerintah P'usat dan |di Lingkup Pemerintah Daerah 82,50% _ 0% _ 82,50% 27.195.000 0,00% . 0,00% 0,00% _ 0,00% Diskominfoti
Sub Domain di Lingkup Pemerintah ksan
|Daerah Kota
24 12.16.03.2.01.04 [Pengelolaan Nama Domain dan Sub Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama
Domain Penyelenggaraan Pemerintah  |Domain dan Sub Domain Pemerintah . ) 27.195.000 0,00% 0,00% . Diskominfoti
Daerah danPengelolaan Nama Domain |Daerah serta Domain Pemerintah Desa ksan
Pemerintah Desa
2.16.03.2.02 Di Lingkup Layanan Pemerintah Secara piskominfoti
Daerah / Digital 80,00% - 100% - 80,00% 222.105.700 0,00% 8.450.000 13,16% 3,80% 21,33% 285.007.498 #DIV/0! #DIV/0! san
19 |2.16.03.2.02.18 |Koordinasi penyusunan dan/atau reviu [Jumlah dokumen arsitektur SPBE
arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 5 $0.364.700 0,00% 0,00% Diskominfoti
Pemerintah Daerah domain arsitektur dan peta rencana ksan
vang diusulkan
20 |[2.16.03.2.02.20 dan/atau Per 1 [Jumlah aplikasi khusus yang dibangun
Apl.‘\kasi Khusus yang sesuai dengan darf/atau dikembangkan sesuai 2 136.143.000 0 5.950.000 0,00% 437% Diskominfoti
arsitektur danpeta rencana SPBE arsitektur dan peta rencana SPBE ksan
pemerintah daerah pemerintah daerah
21 |2.16.03.2.02.15 |Fasilitasi SPBE di Jumlah laporan hasil fasilitasi Diskominfoti
lingkungan Pemda penyelenggaraan SPBE di lingkungan 2 35.598.000 0 2.500.000 0,00% 7,02% oan
Pemda
22 [2.16.03.2.02.29 [Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum Jumlah Aplikasi Umnum yang telah A 10.459.000 o 0,00% 0,00% Diskominfoti
SPBE |ksan
23 |[2.16.03.2.02.24 |Penyelenggaraan Jaringan Intra Jumlah perangkat daerah di pemerintah
Pemerintah Daerah Kab/Kota Kal.J/Ko(a yang terhu.bung dengan 5 181.039.750 34.962.850 23 41.147.900 10 18.660.107 43,48% 145,35% Diskominfoti
Jaringan Intra Pemerintah Daerah ksan
Kab/Kota
24 |2.16.03.2.02.13 |Koordinasi Pusat Data Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah Diskominfoti
Nasional yang sudah ditempatkan di Pusat Data 60 109.135.521 12 263.810.770 12 144.006.500 3 89.795.593 25,00% 62,36% Ksan
Nasional
25 |[2.16.03.2.02.25 |Koordinasi pemanfaatan Portal Jumlah Layanan Pemda yang
Pelayanan Pemerintah Daerah yang memanfaatkan Portal pelayanan
Terintegrasi Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu 60 109.135.521 12 173.889.647 6 13.735.000 0,00% 0,00% 12 173.889.647 |  20,00% 159,335 D iskominfoti
Portal Pelayanan Publik, Portal ksan
Administrasi Pemerintahan, dan /atau
Portal Data Nasional
26 |[2.16.03.2.02.21 |Penyelenggaraan Sistem Penghubung Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung Diskominfoti
Layanan Pemerintah Daerah dengan Sistem Penghubung Layanan 25 395.000.000 5 78.125.250 2 10.983.000 1 5.130.000 50,00% 46,71% 6 83.255.250 24,00% 21,08%) Ksan
Pemerintah Daerah
27 (2.16.03.2.02.30 |Penyediaan Akses Internet untuk Jumlah Perangkat Daerah yang Diskominfoti
Perangkat Daerah dalam rangka memanfaatkan akses internet yang 5 355.020.000 1 27.862.601 2 784.000.000 0,00% 0,00% 1 27.862.601 20,00% 7,85%) Ksan
ggaraan SPBE disediakan oleh Dinas
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : . bl Realisasi Kinerja dan Anggaran A Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
5) (6) @ ®) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%)
(1) 2) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp Rp K Rp K Rp K Rp
Diskop ukm
i, Usaha Kecil, dan perdagangan
Program Penunjang Urusan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
i Daerah / jang Urusan Pemerintahan piskop ukm
2.17.01.2.06 Daerah 95| 75 5.681.919.887 92,5 2.420.031.400 92,5 320.723.414 100 13,25 75| 6.002.643.301 | 78,9473684 erd:an an
pada Dinas Koperasi, UKM, dan L gang
Perdagangan
Perencanaan, Penganggaran, dan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Diskop ukm
9 Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan 95 75 29.556.300 92,5 12.400.000 92,5 - 100 0,00 75 29.556.300 | 78,9473684 erdapan an
Perdagangan perdagang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Penyusunan Renstra dan Renja 10 o 14.557.500 ) 7,400,000 o . o o s 14.557.500 50 Diskop ukm
Perangkat Daerah Perangkat Daerah perdagangan
Koordinasi dan Laporan
Tersusunnya Lz C Ki Disk ki
10} Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi nya taporan -apaian Minerja 60 36 14.998.800 12 5.000.000 0 - 0 0 36 14.998.800) 60 skop uim
apak dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD perdagangan
[Kineria SKPD
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
- . Penunjang Urusan Pemerintahan .
A Ki P ki Disk ki
1 dministrasi Keuangan Peranglat Daerah 9| 75, 3.994.985.124 92,5  1.933.626.400,00 92,5 320.723.414,00 100 16,59 75|  4.315.708.538,00 78,95 'skop ukm
Daerah | . perdagangan
pada Dinas Koperasi, UKM, dan
. " . . L . Diskop ukm
12 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN 60| 36 3.976.992.624 12 1.926.626.400 4 320.723.414| 33,3333333] 16,65 36 4.297.716.038| 60) perdagangan
13 Koordinasi dan Peny Laporan [Tersusunnya Laporan Akhir 60 48 7.500.000 12 2.500.000 0 - 0 0 48 7.500.000) 80| Diskop ukm
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun perdagangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Tersusunnya Laporan Keuangan Diskop ukm
217.01.2.07  Keuangan BuIanan/Triquapnan/Semestgeran . 60 48 6.499.500 12 2.500.000 0 - 0 o 48 6.499.500) 80 e
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD P L
1 Penyusu»nan Pglapgran dan Analisis Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi 60 2 3.993.000 1 2.000.000 o . o o 2 3.993.0001 " Diskop ukm
Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran perdagangan
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
Penunjang Urusan Pemerintahan Diskop ukm
2.17.01.2.08 Daerah ° Daerah 95, 75 41.752.000 92,5 10.000.000,00| 92,5 0,00] 100 0| 75| 41.752.000,00( 78,9473684 0| P
pada Dinas Koperasi, UKM, dan e
1s Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya 60 16 41.752.000 1 10.000.000 o o o o 16 41,752,000 5ol o|Diskop ukm
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Aparatur p
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
Penunjang Urusan Pemerintahan biskon ukm
16 Administrasi Umum Perangkat Daerah |Daerah 95 75 890.949.982 92,5 215.005.000,00| 92,5 0,00] 100 0,00 75 890.949.982,00| 78,9473684| erdapan an
pada Dinas Koperasi, UKM, dan P Bang
Perdagangan
17 Pem{edlaan Komponen Instalasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik 60| 36 6.228.000 12 2.000.000 o ~ 0 0 36 6.228.000) 60| Diskop ukm
Listrik, ] Kantor Kantor perdagangan
Terlak: Keikutsert: da Krui Diske ki
2.17.01.2.09 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor erlaksananya Kelkutsertaan pada Krul 4 2 75.000.000 1 25.000.000 0 - 0 0 2 75.000.000) 50| iskop ukm
Fair perdagangan
P It B ki T hil K han ATK, B: Disk ki
18 enyediaan Barang Cetakan dan erpenuhinya Kebutuhan ATK, Barang 60 36 119.034.040 12 38.005.000 o - 0 0,00 36 119.034.040 60 skop ukm
Penggandaan Cetak dan Penggandaan perdagangan
19 Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan 60| 36 56.900.000 12 34.000.000 0 ~ 0 0,00 36 56.900.000) 60 Diskop ukm
Peraturan Perundang undangan Peraturan Perundang-Undangan perdagangan
N N N N N Diskop ukm
2.17.03 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tersedianyan Makan dan Minum Kantor 55| 33 32.747.000 11 11.000.000 [ - 0| 0| 33 32.747.000 60) perdagangan
2.17.03. 2,01 |FenVelenggaraan Rapat Koordinasi dan | Terlaksananya Rapat Koordinasi ke 60) 36 601.040.942 12 105.000.000 0 - 0 0,00 36, 601.040.942) 60| Diskop ukm
Konsultasi SKPD Dalam dan Luar Daerah perdagangan
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
Py ji Py intah:
Pengadaan Barang Milik Daerah enunjang Urusan Pemerintahan Diskop ukm
20| N . Daerah pada Dinas 95| 75| 5.800.000 92,5 16.000.000 92,5 - 100 75| 5.800.000( 78,9473684
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 s perdagangan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dan Perdagangan
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PERUBAHAN RKPD

KKABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : . bl Realisasi Kinerja dan Anggaran A Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
) 6) @ ®) (9= 8/77100%) 10=6+8) (11=10/57100%)
(1) 2) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
217.05 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Pel.'a\at‘an dan Mesin 5 0 i 5.800.000 ) 16.000.000 0 ~ 0 i 5.800.000) 20| Diskop ukm
Lainnya yang Disediakan perdagangan
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
. N Penunjang Urusan Pemerintahan N
2.17.05 . 2,01 |Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah 95 o 75 292.689.386 92,5 71.500.000 92,5 - 100 0,00 75 292.689.386 78,95| Diskop ukm
Pemerintahan Daerah N . perdagangan
pada Dinas Koperasi, UKM, dan
Perdagangan
” Penyedvlaan Jasa K‘omumkasl, Sumber erseqlar\ya Jasa Komunikasi, Sumber Air| 60 o 16 54061386 " 12000000 o . o 000 16 54,061,386 50l Diskop ukm
Daya Air dan Listrik dan Listrik perdagangan
i Terpenuhinya biaya Sewa Gedung -
2.17.07 Penyediaan Jasa Peralatan dan Kantor, Rumah Dinas dan Kendaraan 60 0 36 228.500.000 12 57.000.000 o - 0 0,00 36 228.500.000 60 Diskop ukm
Perlengkapan Kantor 3 perdagangan
Dinas
Py di J Pel; Ui Diski ki
2.17.07.2.01 | cryediaanjasa belayanan Umum Tercapainya Kebersihan Kantor 60 0| 36 10.128.000 12 2.500.000 0| - 0 0,00 36 10.128.000 60 \siop uim
Kantor perdagangan
Cakupan Pemenuhan Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan piskop ukm
22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 95| 0 75 426.187.095 92,5 161.500.000,00 92,5 0,00 100 0,00 75 426.187.095,00) 78,95 - d:an o
Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, dan L4 Bang
Perdagangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
23] Pemellharaan., dan Pajak Kendaraan‘ Terpellharanya Kendaraan Dinas / 60| 0 36 358.687.005 12 157.000.000 0 - 0 0,00 36 358.687.095 60| Diskop ukm
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas |Operasional perdagangan
Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Diskop ukm
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 60| 0| 36 67.500.000 12 4.500.000 0| - 0| 0,00 36 67.500.000) 60) erdapan an
atau Bangunan Lainnva s Bane:
218 Program Pengawasan dan Pemeriksaan | Persentase Koperasi Aktif 55| o 50| 322.982.000 52,5 91.500.000 52,5 - 100 0,00 50| 322.982.000 90,91 o[ Diskop ukm
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi,
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan biskop ukm
1 Pinjam Koperasi yang Wilayah Persentase Koperasi Aktif 55| 0 50| 322.982.000 52,5 91.500.000 52,5 - 100) 0,00 50| 322.982.000 90,91 erd:an o
Keanggotaannya dalam Daerah P Bang
2.18.01 Kabupaten/ Kota
Py tan Tata Kelola Kelemb: Diskop uki
enguatan Tata Kelola Kelembagaan 1, 1o ningkatnya Koperasi Aktif 55 0| 33 322.982.000 11 91.500.000 0 - 0 0,00 33 322.982.000 60,00 'skop ukm
Koperasi perdagangan
2.18.01.2.01
2.18.01.2.01.00 | Program Pendidikan Dan Latihan Persentase Pengurus Koperasi 60 0 45 1.098.455.700 55 70.557.000 55 - 100| 0,00 15 1.098.455.700 75 o| Piskop ukm
01 Perkoperasian Berkompeten P
dan Latihan Per
bagi Koperasi yang Wilayah Persentase Pengurus Koperasi 60 a5 1.098.455.700 55 70.557.000 55 - 100 0,00 a5 1.098.455.700 75 Diskop ukm
2.18.01.2.01.00 |Keanggotaan dalam Daerah Berkompeten perdagangan
06 Kabupaten/Kota
2.18.01.2.02  |Peningkatan Pemahaman dan Terlaksananya Pelatihan Tentang 20| 0| 10} 1.098.455.700 2 70.557.000 0| - 0 0,00} 10} 1.098.455.700) 50 0| Diskop ukm
Program Pemberdayaan Usaha Diskop ukm
2.18.01.2.02.00 [Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Kontribusi UMKM terhadap PDRB 2,29 0| 0,95 2.307.011.571 2,08 318.910.000 2,08 120.000.000 100 37,63 1,0] 2.427.011.571 41,48 0| P
01 Mikro (UMKM) -
Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan melalui Pendataan, Diskop ukm
Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Kontribusi UMKM terhadap PDRB 2,29 [ 0,95 2.307.011.571 2,08 318.910.000 2,1 120.000.000 100 37,63 1,0] 2.427.011.571 41,48 perda:angan
2.18.01.2.02.00 dan inasi
05 dengan Para Pemangku Kepentingan
Pemberd Kelemb: Potensi Disk ki
2.18.01.2.02,00 | cmoerdayaan Kelembagaan Potensi o o yiany 2 Hibah dan Bantuan Sosial 5 0 3 2.307.011.571 1 120.000.000 1 120.000.000 100) 100,00 4 2.427.011.571] 80 iskop ukm
07 dan Pengembangan Usaha Mikro perdagangan
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para . i
Jumlah Py I Pekan Festival Diskop uki
2.18.01.2.02.00 [Pemangku Kepentingan dalam um ah Penyelenggaraan pekan Festival 25 o 15 86.032.000 5 198.910.000 o - 0 0,00 15 86.032.000 60 iskop ukm
N UMKM perdagangan
08 Pemberdayaan Usaha Mikro
Urusan Pemerintahan Bidang
2.18 Modal
1 Program Penunjang Urusan Persentase Penyediaan Dokumen 100% 14.412.914.145 88,34% 2.163.922.263 100% 2.584.560.400 17,43% 450.360.638 17,43% 17% 105,77% 2.614.282.901 105,77% 18% DPMPTSP
2.18.01 i Daerah /!
dan Dokumen
P 100% 66.327.101 98,81% 12.252.450 100% 12.400.000 0,00% - 0,00% 0% 98,81% 12.252.450 98,81% 18% DPMPTSP
2.18.01.2.01 Evaluasi Kinerja gkat Daerah
2.18.01.2.01.00 (P Dok P
enyusunan bokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Renja 10 39.582.302 2 7.317.500 2 7.400.000 0 - 0,00% 0% 2 7.317.500 20,00% 18% DPMPTSP
01 Perangkat Daerah
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
- TS ) e - P Perangkat
o o Target Kinerja dan Anggaran RKPD | Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja N Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; : ’ 2pa! Realisasi Kinerja dan Anggaran e Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
[B] G] 4] ) (9= 8/7°100%) 10 6+8) {11-10/57100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K Ro K Rp K R K Ro K Ro K Rp K Rp
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
2.18.01.2.01.00 | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Jumlah Laporan Capaian Kinerja 10 26.744.799 2 4.934.950 2 5.000.000 0 -1 000% 0% 2 4.934.950 | 20,00% 18% DPMPTSP
06 Kinerja SKPD
® Ketertiban 100% 10.068.414.084 |  84,17% 1483.573.126 | 100% 2.090.060.400 |  16,64% 347.777.238 | 16,64% 17% 100,81% 1.831.350.364 |  100,81% 18% DPMPTSP
2.18.01.2.02__|Daerah Keuangan
2.18.01.2.02.00 i
) R ) Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan 70 10.037.368.720 14 1.478.105.626 14 2.084.560.400 3 347.777.238 21% 17% 17 1.825.882.864 |  24,29% 18% DPMPTSP
o1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN___|Tuniangan PNS
2.18.01.2.02.00 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | oo veuangan 5 13.372.400 1 2.487.800 1 2.500.000 0 -l o00% 0% 1 2.487.800 | 20,00% 19% DPMPTSP
05 Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Jumlah Laporan Keuangan %0 12.324.004 18 1.988.700 18 2.000.000 0 -1 o000% 0% 18 1.988.700 |  20,00% 16% DPMPTSP
2.18.01.2.02.00 |Keuangan
07 Bulanan/Tri an SKPD
Jumlah Laporan Analisis Prognosis
2.18.01.2.02.00 |Penyusunan Pelaporan dan Analisis Realisasi Anggaran 5 5.348.961 5 991.000 1 1.000.000 0 - 0,00% 0% 5 991.000 | 100,00% 19% DPMPTSP
08 Prognosis Realisasi Anggaran
Perang! T : SDM yang 100% 125.000.000 |  99,00% 99.000.000 | 100% 15.000.000 | 0,00% -] 000% 0% 99,00% 99.000.000 | 99,00% 79% DPMPTSP
2.18.01.2.05 Daerah Berdaya saing
2.18.01.2.05.00 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumiah Pegawai yang mengikuti 10 125.000.000 10 99.000.000 5 15.000.000 0 -| o00% 0% 10 99.000.000 | 100,00% 79% DPMPTSP
09 berdasarkan Tugas dan Fungsi peningkatan kapasitas
Tersedianya administrasi perangkat
1 .008.490.247 ! 419.776.437 | 1 19.400. 17,4 583.400 | 17 17 117, 475.359.837 | 117,0 1
21501206 | Administrasi Umum Perangkat Dacrah |daorah 00% 3.008.49 99,69% 9.776.43 00% 319.400.000 0% 55.583 % % 09% 5.359.83 9% 6%
2.18.01.2.06.00 isti
) . Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 5 133.723.991 1 24.700.000 0 - 0 | #pv/or #DIV/0! 1 24.700.000 | 20,00% 18% DPMPTSP
o4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Disediakan
2.18.01.2.06.00 | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 60 344.708.354 12 30.325.500 12 26.400.000 0 - 0% 0% 12 30.325.500 |  20,00% 9% DPMPTSP
05 Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
2.18.01.2.06.00 |Penyediaan Bahan Bacaan d
enyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah SKHU yang Disediakan 50 64.187.516 10 12.000.000 10 12.000.000 0 -l o,00% 0% 10 12.000.000 |  20,00% 19% DPMPTSP
06 Peraturan Pert 8-
21801206001 Jumlah Laporan Fasiltasi Kunjungan 55 58.838.557 11 11.000.000 1 11.000.000 0 - 0% 0% 1 11.000.000 |  20,00% 19% DPMPTSP
08 Fasilitasi Tamu Tamu
2:18.01.2.06.00 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan - |Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 60 2.407.031.828 12 341.750.937 12 270.000.000 3 55.583.400 |  25,00% 21% 15 397.334.337 |  25,00% 17% DPMPTSP
09 Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah :'ese"‘“eppe':T“"“:,sar?"a dan 100% 53.480.597 |  89,90% 17.800.000 100% -l o00% .| o00% 0% 89,90% 17.800.000 |  89,90% 33%
2.18.01.2.07 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah rasarana penclukung Kinerja
2.18.01.2.07.00 o umlah Peralatan dan Mesin yang 5 53.489.597 2 17.800.000 0 . 0 -l o,00% 0% 2 17.800.000 |  40,00% 33% DPMPTSP
06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya [disediakan
Jasa ang Urusan Layanan 100% 588.658.357 |  99% 57.250.000 |  100% 72.000.000 | 56% 40.500.000 | 56% 56% 155,25% 97.750.000 |  155,25% 17%
2.18.01.2.08 Daerah Pendukung
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
2.18.01.2.08.00 |Penyediaan Jasa Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 15 572.338.680 2 57.000.000 2 72.000.000 1 40.500.000 | 50,00% 56% 3 97.500.000 | 20,00% 17% DPMPTSP
03 Perlengkapan Kantor Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
2.18.01.2.08.00 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor yang 60 16319.677 2 250.000 0 - 0 - 0% 0% 2 250.000 | 3,33% 2% DPMPTSP
04 Kantor Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah P tase B: Milik D h
Penunjang Urusan Pemerintahan resentase Barang Millk Daerah yang 100% 342.065.969 |  98,00% 74.270.250 100% 75.700.000 9% 6.500.000 |  8,59% 9% 106,50% 80.770.250 |  106,59% 24%
Berkondisi Baik
2.18.01.2.09 |Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya -
‘ ) jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
’ _|atau kendaraan Dinas Jabatan yang 60 330.833.153 2% 72.425.000 12 73.100.000 3 6.500.000 | 25,00% 9% 27 78.925.000 |  45,00% 24% DPMPTSP
2.18.01.2.09.00 [Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas |20 [enceraan tinas 8o=2an v
o1 Jabatan ipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya - -
" . L Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan L Dipelihara d 20 11232.816 4 1.845.250 4 2.600.000 0 0,00% 0% a 1.845.250 | 20,00% 16% DPMPTSP
2.18.01.2.09.00 |Kendaraan Dinas Operasional atau atau apangan yang Dipefinara dan e o R 4 B 3
dibayarkan Pajak dan Perizinannya
02 Lapangan
2.18.03 Program Promosi Modal _|Per Nilai Investasi PMA 30% 3.814.576.076 | _98,00% 1.471.976.300 | 100% 1.499.742.000 0% | o00% 0% 98,00% 1.471.976.300 | _323,97% 39%
promosi
' Promos! Peningkatan Presentase Nilai Investasi 50% 3.814.576.076 |  98,00% 1.471.976.300 | 100% 125.485.000 0% -1 000% 0% 98,00% 1.471.976.300 | 196,00% 39%
Modal yang Menjadi Kewenangan
2.18.03.2.01 _ [Daerah /!
Pelaksanaan Kegiatan Promosi miah Dokamen s Keaiatan Promos
2.18.03.2.01.00 | Penanaman Modal Daerah umlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi 10 3.814.576.076 2 1.471.976.300 2 125.485.000 0 -|  o00% 0% 2 1.471.976.300 |  20,00% 39% DPMPTSP
Penanaman Modal Kabupaten/Kota
02 Kota
Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN 85% 1.045.534.510 |  98,00% 1.031.073.575 | 100% 175.000.000 15% 27.096.000 |  15,48% 15% 113,48% 1.058.169.575 | 133,59% 101%
2.18.04 Program y Modal
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
secara Terpadu Satu Pintu dibidang  |Rasio Izin yang Diterbitkan 6.105 1.045.534.510 | 98,00% 1.031.073.575 | 100% 175.000.000 15% 27.096.000 | 15,48% 15% 113,48% 1.058.169.575 |  0,02% 101%
Penanaman Modal yang Menjadi
2.18.04.2.01 Daerah /K
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
I et . S . " o . N S Perangkat
T o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; ¢ i ) 2pa! Realisasi Kinerja dan Anggaran e Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
) @ @ @ [E]) G &) @ (5= 8/7°100%) 10 6+8) (11-10/5°100%) a2 1)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
penyediaan Pelayanan Perizinan Jumlah PelakuvL.lsaha yang Mendapatkan
Berusaha melalui Sistem Perizinan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui 3000 655.240.457 4486 961.555.550 600 130.000.000 476 23.926.000 |  79,33% 18% 4962 985.481.550 |  165,40% 150% DPMPTSP
2.18.04.2.01.00 |Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Slst‘em Pen‘zman Berusaha B»erbasl Risiko
o5 Socarn Elektronik Terintegrasi Secara Elektronik
Jumiah Pelaku usaha yang
Memperoleh Layanan
Konsultasi Perizinan
Berusaha melalui Sistem 50 390.294.053 5 69.518.025 10 45.000.000 2 3.170.000 02 7% 7 72.688.025 |  14,00% 19% DPMPTSP
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan  |Perizinan Berusaha Berbasis
2.18.04.2.01.00 | Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis |Risiko Terintegrasi secara
07 Risiko Elektronik
Pragram Pengendalian Pelaksanaan | Raslo Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha 80% 3.529.074.244 |  84,68% 435.157.500 | 100% 74.515.000 |  9,77% 7.281.000 | 9,77% 10% 94,45% 442.438.500 | 118,06% 13%
2.18.05 Modal terhadap Ketentuan Perizinan
Modal yang Menjadi Kewenangan Jumlah Laporan Kegiatan 15 3.520.074.244 |  84,68% 435157500 [ 100% 74.515.000 | 9,77% 7.281.000 | 9,77% 10% 94,45% 442.438.500 | 6,30% 13% DPMPTSP
2.18.05.2.01 _|Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Penyelesaian
Permasalahan dan
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi 60 925.357.921 6 65.021.950 0 - 0 -|  o00% 0% 6 65.021.950 |  10,00% 7% DPMPTSP
Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha  |pelaku Usaha dalam
2.18.05.2.01.00 | dalam Merealisasikan Kegiatan merealisasikan Kegiatan
04 Usahanya Usahanva
Jumlah Pelaku Usaha yang
Mengikuti Bimbingan Teknis/
Sosialisasi Implementasi
Perizinan Berusaha Berbasis 945 1.637.560.006| 400 248.536.000 0 - 0 -|  000% 0% 400 248.536.000 | 42,33% 15% DPMPTSP
Risiko dan Pengawasan
2.18.05.2.01.00 Perizinan Berusaha Berbasis
05 Teknis Kepada Pelaku Usaha_|Risiko
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku
Usaha yang Telah Dianalisa dan
Diverifikasi Data, Profil dan Informasi
Kegiatan Usaha dari Pelaku dilakukan 60 966.156.317 40 121.599.550 12 74.515.000 7 7.281.000 | 58,33% 10% a7 128.880.550 | 78,33% 13% DPMPTSP
Inspeksi Lapangan ; serta dilakukan
2.18.05.2.01.00 Evaluasi Penilaian Kepatuhan
06 J Modal ) Perizinan Berusaha
Program Pengelolaan Data dan Sistem  |Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non 5 1.604.711.994 |  94,93% 118.659.500 |  100% 125.000.000 |  13,02% 16.272.000 |  13,02% 13% 107,95% 134.931.500 |  21,59% 8%
2.18.06 Informasi Penanaman Modal Perizinan
Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan yang Tersedianya data dan informasi 5 1.604.711.994 | 94,93% 118.659.500 |  100% 125.000.000 |  13,02% 16.272.000 |  13,02% 13% 107,95% 134.931.500 | 21,59% 8%
Terintegrasi pada Tingkat Daerah perizinan dan non perizinan
2.18.06.2.01 /
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan | "“MI2 Data dan Informasi Perizinan
Data dan Informasi Perizinan Berbasis | o' 2s1s Sistem Pelayanan Perizinan 5 1.604.711.994 5 118.659.500 1 125.000.000 0 16.272.000 |  0,00% 13% 5 134.931.500 | 100,00% 8% DPMPTSP
. L Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
2.18.06.2.01.00 [Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha y e 3
02 Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
Urusan Pemmerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Program Penunjang Urusan Pemerintah |
Cakupan pemenuhan kebutuhan
1 urusan pemerintahan daerah 95%|  21.402.978.270 100% 4.443.728.018 90%| 4.913.555.311 90%| 912.174.078 19% 19% 5.355.902.096 25%|Dispora
2[2.13.2.13.01.01 | Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 95%] 32.000.000 100%] 6.400.000,00 100%| 6.400.000,00 100%| - 0% 6.400.000 Dispora
3[2.13.2.13.01.01 [ Penyusunan Dokumen Perencanaan Pera[Jumlah dokumen renja 19 7.000.000 4 1.400.000,00 4 1.400.000 0 - 0% 0% 1.400.000 20%|Dispora
4]2.13.2.13.01.01|er Penganggaran dan evaluasiJumlah dokumen RKA- SKPD 24| 25.000.000 4 5.000.000,00 4 5.000.000 0 - 0% 0% 5.000.000 20%|Dispora
Administrasi Keuangan Perangkat
5|2.13.2.13.01.01|daerah 85% 9.168.301.000 100%|  1.492.415.768,00 90%| _ 1.983.707.761,00 60%|  389.397.490,00 67% 20% 1.881.813.258 Dispora
6[2.13.2.13.01.01.|Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN___|Jumlah layanan pembayaran gaji dan tun 65| 9.082.580.000 8| 1.469.692.468,00 13 1.960.783.761 3| 389.397.490,00 23% 20% 1.859.089.958 20%|Dispora
y
7[2.13.2.13.01.01. | tugas asn Jumlah alat tulis kantor 72| 57.221.000 12 17.223.300,00 13 17.424.000 0 - 0% 0% 17.223.300 30%| Dispora
8[2.13.2.13.01.01. [ Koordinasi dan penyusunan laporan keua[Jumlah laporan SKPD 5 12.500.000 1 2.500.000,00 1] 2.500.000 - 0% 0% 2.500.000 20%|Dispora
Jumlah laporan keuangan
9]2.13.2.13.01.01. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keui bulnan/triwulan 12 10.000.000 2 2.000.000,00 P 2.000.000 - 0% 0% 2.000.000 20%| Dispora
Jumlah laporan analis prognosis realisasi
10[2.13.2.13.01.01.|Peny Peloporan dan Analisis Progr| anggaran skpd 5 6.000.000 1 1.000.000,00 1 1.000.000 - 0% 0% 1.000.000 17%|Dispora
11[2.13.2.13.01.01 [ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100%] 50.000.000 0% 100%| 50.000.000 100%| 100%) 0% . 0%|Dispora
Persentase Jumlah aparatur SDM yang
mengikuti
12[2.13.2.13.01.01 dan Pelatihan Pegawai Berdat| Diklat/Bimtek/Kursus/Pelatihan 5 50.000.000 49.830.000,00 1 50.000.000 0 - 0% 0% 49.830.000 100%| Dispora
13[2.13.2.13.01.01 | Administrasi umum Perangkat Daerah 90%| 1.059.924.000 100%] __ 472.151.650,00 80%| 472.698.600 80%| __ 110.504.700,00 100%) 23% 582.656.350 Dispora
14[2.13.2.13.01.01. [ Penyediaan Komponen instalasi listrik / p|Jumlah_komponen listrik 6 25.020.000 1 5.004.000,00 1] 5.004.000 0 - 0% 0% 5.004.000 20%|Dispora
15[2.13.2.13.01.01. | Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah aktifitas 10 75.000.000 1 25.000.000,00 1] 25.000.000 0 - 0% 0% Dispora
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
T each " - " L . " A Perangkat
) . ) o o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
No Kode Urusan/ Bidang Urusan pgmermtahan Indikator Kme'rja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun| Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun berjalan yang di N A RKPD yang . dan Realisasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi Anggaran RPIMD Daerah Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
16|2.13.2.13.01.01.|Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan || Jumlah peralatan kantor 72] 61.000.000 - 60.550.000,00 8 61.000.000 Y - 0% 0% 60.550.000 99%|Dispora
17]2.13.2.13.01.01.|Penyediaan Barang cetakan dan Penggan|Jumlah ATK 72] 72.255.000 12 32.393.800,00 12 32.418.800 3] 5.920.000,00 25%) 18% 38.313.800 53%)|Dispora
17(2.13.2.13.01.01.| Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan|Jumlah SKHU 60, 60.000.000 12 12.000.000,00 12| 12.000.000 0] - 0% 0% 12.000.000 20%|Dispora

Jumlah layanan jasa penyediaan makan
18[2.13.2.13.01.01. | Fasilitas kunjungan tamu dan minum 120 55.000.000 12 24.000.000,00 12 24.000.000 El 8.000.000,00 25%) 33%] 32.000.000 58%)| Dispora
19]2.13.2.13.01.01.|Penyelenggaraan rapat koordinasi dan ko|Jumlah koordinasi diluar kantor 72] 783.904.000 12 345.597.650,00 12 345.694.600 3] 102.504.700,00 25%) 30%, 448.102.350 57%|Dispora
21(2.13.2.13.01.01 i jasa urusan daerah 100%) 591.740.000 100%) 72.748.000,00 90%! 76.748.000 60%| 29.000.000,00 38%) 38%| 101.748.000 17%|Dispora
22(2.13.2.13.01.01.|Penyediaan jasa komunikasi, sumber day|Jumlah pembayaran tagihan 72 78.000.000 12 - 14 4.000.000 Y - 0% 0% - 0%|Dispora
23[2.13.2.13.01.01.| Penyediaan jasa peralatan dan perlengka|Jumlah bangunan dan kendaraan dinas 72, 485.000.000 12 67.000.000 12| 67.000.000 3 29.000.000 25%) 43%| 96.000.000 20%|Dispora
2412.13.2.13.01.01 yediaan jasa umum kantor|Jumlah tagihan 72] 28.740.000 12 5.748.000 12 5.748.000 0] - 0%, 0% 5.748.000 20%)|Dispora
26|2.13.2.13.01.01.|Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 95%) 432.610.000] 100%) 106.250.000,00 90%| 112.100.000] 60%!| 29.500.000,00 26%) 26%) 135.750.000 31%|Dispora
27(2.13.2.13.01.01.|Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pen|Jumlah | 72] 273.500.000 12 59.250.000) 12 61.600.000) 3] 27.000.000 25%) 44% 86.250.000 32%|Dispora
28[2.13.2.13.01.01 v jasa biaya pen|Jumlah pajak 72| 10.750.000 - B 12, 3.500.000) 0 B 0%| 0%) - 0%] Dispora
29(2.13.2.13.01.01.[Pemeliharaan peralatan dan mesin lainny|Jumlah peralatan dan mesin 72] 93.360.000 12 27.000.000) 12 27.000.000) 3] 2.500.000] 25%) 9% 29.500.000 32%|Dispora
30|2.13.2.13.01.01 / ilitasi gedung kanto[Jumlah sarana dan prasarana kantor 72] 25.000.000 12 10.000.000 12 10.000.000 0] ] 0% 0% 10.000.000 40%|Dispora
1{2.13.2.13.01.01.| Pemeliharaan / i sarana dan pr|Jumlah sarana dan prasarana kantor 72 30.000.000 10.000.000 12 10.000.000 0] | 0%) 0%) 10.000.000 33%|Dispora
Cakupan pemenuhan pengembangan
kapasitas daya saing kepemudaan (
33| B|Program Pengembangan Kapasitas Daya |persen ) 60%, 4.224.500.000 649.902.950,00 50%] 651.396.950] 50%, 130.565.000,00] 780.467.950 Dispora
5/2.13.2.13.01.01 dan pemuda dan terha| 60%] 4.224.500.000 100%| 50%| 296.396.950] 50% 0% 35%] - Dispora
[Kendala |
nya
karena
kualitas
pendidik
an dan
pengetah
uan
masih
36[2.13.2.13.01.01.|Koordinasi,sikronisasi dan penyelenggara|Jumlah _pemuda pelopor 15 316.900.000 12 166.997.150 14 167.498.550, 6) 58.100.000 43%! 35%) 225.097.150 71%|Dispora rendah
ya karena
kurangny
a
dukunga
n dari
lingkung
ndan
pemerint
ah
dalam
meningk
atkan
kegiatan
Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kewiraus
37]2.13.2.13.01.01.|Koordinasi,! i dan penyelenggar|kader kewirausahaan 12 282.600.000 12 127.905.800) 20 128.898.400 S| 20.000.000) 25%) 16%) 147.905.800 52%)|Dispora ahaan
Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam Tidak ada
peningkatan wawasan faktor
kebangsaan,perdamaian,dan lingkungan pengham
38[2.13.2.13.01.01.|Peningkatan Kepemimpinan , kepolopora| hidup 28] 3.625.000.000 8 - 16 -| __#DIv/o! #DIV/0! - 0%|Dispora bat
Jumlah pemuda kader yang dikirim ke
39]2.13.2.13.01.01.|Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggar| provinsi 20, 350.000.000 0 174.533.350 20 174.809.450 8 52.465.000) 40%) 30%] 226.998.350 Dispora
40(2.13.2.13.01.01 y dan isasi tingkat daerah kab / i 60%| 1.242.700.000 100%j 50%| 355.000.000 50% 100% 0% - Dispora
Persentase organisasi kepemudaan yang
memenuhi kualifikasi berdasarkan
41{2.13.2.13.01.01.| Peningkatan kapasitas pemuda dan orgar|standar organisasi kepemudaan 30] 1.242.700.000 12 355.000.000 16 355.000.000 0] | 0% 0% 355.000.000 29%|Dispora
Cakupan pemenuhan pengembangan
kapasitas daya saing keolahragaan (
44] C|Program Daya |persen ) 60%, 4.601.203.270 1.408.776.300,00| 45%] 1.560.504.000, 45% 223.206.888,00] 1.631.983.188 Dispora
47[2.13.2.13.01.01.[Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan 60%) 745.000.000) 100% 100%| 90.000.000| 100%| 100%) 0%) N Dispora
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
T each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : -abat Reallisasi Kinerja dan Anggaran S Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang Al RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
Faktor
pengham
bat
minimny
ajumlah
sarana
dan
prasaran
a
olahraga
di setiap
48|2.13.2.13.01.01.|Koordinasi, sinkronisasi dan Jumlah sarana dan prasarana olahraga 60| 745.000.000 12 89.310.000 20 90.000.000) 20 80.172.800) 100%| 89% 169.482.800 23%|Dispora n
51[2.13.2.13.01.01] Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab / kota 40%) 822.856.900 100% 100%) 105.000.000 100%) 100%) 0%| B Dispora
Faktor
pengham
bat di
tidak
semua
cabor
olahraga
dapat
mengikut
i
perlomba
an event
kejuaraa
n
olahraga
Persentase penyelenggaraan yang di
kejuaraan/perlombaan olahraga skala
kabupaten yang di fasilitasi pemerintah akan oleh|
52[2.13.2.13.01.01.| Penyelenggaraan kejuaraan olahraga mul|daerah 10 822.856.900 4 104.913.250] 10] 105.000.000, 2| 16.110.000] 20%, 15%) 121.023.250 15%|Dispora pemda
54/2.13.2.13.01.01 i dan olahraga presta: gkat daerah provinsi 80%| 776.429.770 100%) 100% 352.000.000 100% 100%| 0%) - Dispora
Faktor
Pengham
bat
kurangny
a
aan
terhadap
atlit yg
Persentase olahragawan andalan yang di berpresta
55|2.13.2.13.01.01 dan atlet ber||bina 60| 776.429.770 12 351.831.050] 14§ 352.000.000 S| 115.000.000] 36%) 33%] 466.831.050 60%)|Dispora si
57)2.13.2.13.01.01.[Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga 60% 1.805.000.000 100%) 100% 845.000.000] 100%| 0% 0%) - Dispora
Jumiah organisasi keolahragaan yang
i dalam i ifikasi
berdasarkan standar organisasi
58(2.13.2.13.01.01 keolahragaan 20| 1.805.000.000 12 695.000.000 15 845.000.000 0] -] 0%) 0%) 695.000.000 39%)|Dispora
60{2.13.2.13.01.01.| Pembinaan dan Pengembangan olahraga rekreasi 60%] 451.916.600] 100% 100%; 168.504.000] 100% 0%, 7% - Dispora
61{2.13.2.13.01.01.|Penyelenggaraan, pengembangan dan pe|Jumlah perlombaan olahraga massal 6) 451.916.600 12 167.722.000 12 168.504.000 3] 11.924.088 25%) 7%) 179.646.088 40%| Dispora
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
2.20.02 Program Penyelenggaraan Statistik Data dan Informasi Statistik Daerah Diskominfoti
Sektoral yang Tersusun dengan Baik 10 308.234.965 1 39.787.704 1 41.045.000 5.341.500 0,00% 13,01% 0,2 45.129.204 2,00% 14,64%) Ksan
2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Cakupan Pengelolaan Data Statistik Diskominfoti
Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sektoral 10 308.234.965 1 39.787.704 1 41.045.000 5.341.500 0,00% 13,01% 0,2 45.129.204 2,00% 14,64%) Ksan
28 |2.20.02.2.01.11 |Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Jumlah Statistik Sektoral yang sudah Diskominfoti
Sektoral Sesuai Standar meminta rekomendasi dari pembina 5 308.234.965 1 39.787.704 1 41.045.000 0 5.341.500 0,00% 13,01% 1 45.129.204 20,00% 14,64% Ksan
sata statistik
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
221.02 Program i Diskominfoti
untuk Pengamanan Informasi Daerah yang Terselenggara Baik 100,00% 743.418.036 100,00% 172.156.114 100,00% 108.168.000 10.540.500 17,63% 9,74% 67,63% 182.696.614 67,63% 24,58%) Ksan
(persen)

-84
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KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
- AT ) A ) R Perangkat
T o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; ¢ i ! 2pa! Realisasi Kinerja dan Anggaran e Daerah
Kode N N Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
) @ @ @ [E]) G &) @ (5= 8/7°100%) 10 6+8) (11-10/5°100%) a2 1)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Persentase Layanan Keamanan Diskominfoti
Pengamanan Informasi Pemerintah  |Informasi Daerah 100,00% 347.500.000 | 100,00% 69.868.742 | 100,00% 38.460.000 1.500.000 |  10,26% 3,90% 110,26% 71.368.742 | 110,26% 20,58%)
Daerah /Kota (persen)
29 [2.21.02.2.01.04 |Penyediaan Layanan Keamanan Jumlah Perangkat Daerah yang Telah biskominfoti
Menggunakan Layanan Keamanan 39 347.500.000 39 69.868.742 39 38.460.000 4 1.500.000 | 10,26% 3,90% 43 71.368.742 | 110,26% 2054%/
Informasi
2.21.02.2.02 pan Pola T ian Untuk Diskominfoti
sandi Antar Perangkat Daerah Pengamanan Informasi Pemerintah 100,00% 395.918.036 | 100,00% 102.287.372 | 100,00% 69.708.000 9.040.500 |  25,00% 12,97% 25,00% 111.327.872  25,00% 28,12%)
Kabupaten/Kota Daerah
30 [2:21.02.2.02.01 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi [Jumlah Perangkat Daerah yang Diskominfoti
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Terhubung dalam Jaring Komunikasi 60 395.918.036 12 102.287.372 12 69.708.000 3 9.040.500 |  25,00% 12,97% 15 111327.872 | 25,00% 28,125 o
Sandi
222 Bidang Urusan Kebudayaan
222,02 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase penduduk usia 10 tahun 30% 583.374.437 25% 344.690.835 27% 600.000.000 25% - 25% 0% 344.690.835 8333% S9%| pisdi
|KEBUDAYAAN keatas vang terlibat pertuniukan seni
2.2202.2.02 Kesenian T yang |Persentase penduduk usia 10 tahun 81% 583.374.437 79,59% 344.690.835 80,00% 600.000.000 79,59% . 79,59% 0% 1,5018 344.690.835 79,59% 59%
masyarakat pelakunya dalam daerah  |keatas yang menonton secara langsung Disdik
kota pertuniukan seni
2.22.02.2.02.001 gan, Jumlah Laporan Pembinaan Sumber 50 Kall 483.374.437 4 Kali 344.690.835 4Kali 500.000.000 Kali - 0% 0% 344.690.835 8% 71%
Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi | Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Disdik
|Budaya T
2.22.02.2.02.00( Pembinaan Sumber Daya Manusia, Jumlah Objek Pemaj 100.000.000 | #i#sHH#HH AR 100.000.000 | #HiH#HARIH B 0% 0% E 100% 0%
Lembaga, dan Pranata Tradisional yang Dilakukan Pelindungan, Disdik
Pengembangan, Pemanfaatan
222,05 PROGRAM PELESTARIAN DAN Persentase Cagar Budaya dan Warisan 20,00% 483.374.437 4,55% 117.692.590 9,09% 100.000.000 4,55% B 4,55% 0% 4,55% 117.692.590 22,73% 24%
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Budaya yang Direvitalisasi dan Disdik
Invetarisasi
22205201 |Penetapan Cagar Budaya Peringkat Jumlah Objek Budaya Terdaftar 5 Objek 483374437 | 1,0 Objek 117.692.590 1 ObjeK 100.000.000 Objek . 0% 0% 117.692.590 20% P —
Kabupaten /Kota
2.22.05.2.01.00(| Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya |Jumlah cagar budaya dan warisan 5 Objek 483374437 | 1,0 Objek 117.692590| 1 0byek 100.000.000 Obyek . 0% 0% 117.692.590 20% EE —
budava tak benda vang ditetapkan
4 URUSAN PERPUSTAKAAN
% . PROGRAM PEMBINAAN Jumlah Perpustakaan Daerah yang
04:01:02 PERPUSTAKAAN dikelola (Lokesl) 100% 340.152.661 100%| 9.666.000,00  100% 145.000.000 0% 23.867.000,00] 0% 15% 100%|  33.533.000 #DIV/0! 0% |
97 |s.01.02.2.02 |Peneelolaan Perpustakaan Tingkat 100% 340.152.661 100% 4.872.000,00]  100% 40.000.000 0% 12.029.000,00) 0% 30% 100%) 16.901.000 20% 5%
Daerah Kabupaten/kota Daerah
98 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan | Terlaksanannya Pembinaan
Pendidikan Dasar diseluruh Wilayah ~ |Per pada Satuan
'4.01.02.2.01.04|Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar | Dasar diseluruh Wilayah 2 81.090.380 [ 1 kegiatan 0,00 1,00) 18.000.000( O kegiatan| 5.986.00000] 0% 33%  [2kegiatan 5.986.000 20% LE D
Harga Nasional Per Kabi sesuai dengan Standar
Harga Nasional Per
%9 14.01.02.1.09 dan Bahn - Ter dan 2| 259.062.281 | 1 kegiatan| 4.872.000,00) 1,00 22.000.000| 0 kegiatan 6.043.000,00] 0% 27% |2 kegiatan 10.915.000 20% 2% Sekretariat
Pustaka Bahn Pustaka Daerah
100 Gemar T Gemar i
5 100%| 4.794.000,00 1,00) 105.000.000 0% 11.838.000,00 0% 0% 100% 16.632.000 20% 100%
Membaca Daerah
101 Pengembangan dan Literasi Berbasis | terlaksanannya Pengembangan dan 2 87.732.700 | 1 kegiatan| 4.794.000,00 1,00 105.000.000| O kegiatan 11.838.000,00 0% 11% 2 kegiatan 16.632.000 20% 19%
Inklusi Sosisal Literasi Berbasis Inklusi Sosisal Daerah
URUSAN KEARSIPAN
92 lsor202 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Perangkat Daerah yang 100% 69.344.013 100% 3.431.700,00 100% 48.938.000 13% 000 13% 0% 50% 3.431.700 0% sy |Sekretariat
Mengelola Arsip secara Baku (Persen) Daerah
9 |4.01.24.2.24 |Peneelolaan Arsip Dinamis Daerah |Terlaksananya Pengelolaan Arsip 100% 16.229.342 100% 3.431.700,00 1004 33.856.000 139 00| 13% 0% 100% 3431700 0% 7% [Selretariat
|Kabupaten/Kota Daerah
9 |a0124.2.2401 oM dan Penyusutan Arsip. - Ter Pemelinaraan dan 24 23.114.671 12,00) 3.431.700,00) 12,00 8.387.000 0,00) 000 0% 0% 24,00 3.431.700 40% 159  [Sekretariat
Dinamis Penyusutan Arsip Dinamis Daerah
95 1 Arsip Dinamis Ter Arsip sekretariat
4.01.24.2.24.02 |Kabupaten/kota Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota 24| 23.114.671 12,00 0,00 12,00 10.387.000 3,00) 000  25% 0% 24,00 0 40% L P
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi | Terlaksananya Pengawasan Arsip
4.01.24.2.24.03 | Kearsipan Nasional Tingkat Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota 100% 17.000.000 100%| 0,00 12,00 15.082.000 3,00 000  25% 0% o
X /K
Penyedian Informasi, Akses dan Layanan |Terlaksananya Pengawasan Arsip
Kearsipan Tingkat Daerah Dinamis Kewenangan Kabupaten/kota 24| 17.000.000 12,00 0,00 12,00 15.082.000 3,00) 000  25% 0% 24,00 0 40% L
Kabupaten/KotaMelalui JIKN
3.25 Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Rp 5.766.584.781 Rp  2.108.082.454 3.257.659.600 Rp  608.035.763 19% 0 Rp 2.716.118.217 4% |Pinas
dan Perikanan Perikanan
3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Pemenuhan Kebutuhan 95% Rp 3.723.081.806 59% 829.745.194 90% 2.901.659.600 31% Rp  567.818.963 34%  |20% 0,9 1.397.564.157 95% 3gy%  |Dinas
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perikanan
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
- AT ) A ) P Perangkat
T o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; ¢ i 2pa! Realisasi Kinerja dan Anggaran e Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
6] G &) @ (5= 8/7°100%) 10 6+8) (11-10/5°100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
32501201 | Perencanaan, Penganggaran, dan Jumlah Dokumen Perencanaan 93% Rp 7.475.225 100% |Rp 6.464.000 100% |Rp 12.400.000 100% | Rp 12.400.000 100%  [100% 200% | Rp 18.864.000 215% 252%  |Pinas
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perikanan
3.25.01.2,01,01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan |0 o bokumen Renja 2 Rp 1.727.878 2 Rp 1.414.000 2 Rp 7.400.000 2 Rp 7.400.000 100%  [100% 4 Rp 8.814.000 200% si0% |Pinas
Perangkat Daerah Perikanan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan oi
3.25.01.2.01.06 | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Tersusunnya RKA SKPD 2 Rp 5.747.347 2 Rp 5.050.000 2 Rp 5.000.000 2 Rp 5.000.000 100%  [100% 4 Rp 10.050.000 200% 175% P'"?:
rikanan
|Kineria skPD erikana
3.25.01.2.02 . Ter 100% |Rp 2524381337 | 100% |Rp  531.830.104 | 100% |Rp 2.265.937.100 | 100% |Rp  465.960.718 |  100% [21% 2 Rp  997.790.822 |  200% ao%  |Dinas
Daerah Keuangan Perangkat Daerah Perikanan
3.25.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaii dan Tunjangan PNS 14 Rp  2.512.903.339 14 Rp  527.305.104 14 Rp  2.257.659.600 4 Rp 463183218 20%  |21% 18 Rp  990.488.322 |  129% 39% :'"?ks
erikanan
3.25.01.2.02.04 Skécl;d‘"as‘ dan Pelaksanaan Akuntansi || 1) o boran Keuangan 1 Rp 3.085.446 1 Rp 2.525.000 1 Rp 2.777.500 1 Rp 2.777.500 100%  [100% 2 Rp 5.302.500 200% 172% :'"?:
erikanan
3.25.01.2.02,05 | K0OTdinasi dan Penyusunan Laporan | Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir 5 ' 4072856 5 ' i . . 5.500.000 o . _ % |ow 5 ' 1 1oow o |oimas
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Perikanan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Ter: nnva Laporan Keuangan Din
3.25.01.2.02.07 | Keuangan ersusunnya Laporan Keuanga 2 Rp 2.468.398 2 Rp 2.000.000 2 Rp 2.000.000 0 Rp - 0% 0% 2 Rp 2.000.000 100% 81% as
) Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Perikanan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3.25.01.2.02.08 Penyustvman Pgla?oran dan Analisis Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi 2 Rp 1.851.298 2 Rp _ 2 Rp 1.000.000 0 Rp ~ 0% 0% 2 Rp R 100% 0% DIH?S
Prognosis Realisasi Anggaran Anggaran Perikanan
I Ter .
3.25.01.204 | Administrasi Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kewenangan 93% Rp 9.063.956 100% Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0% . 1 Rp - 108% 0% D'"?S
Kewenangan Perangkat Daerah Perikanan
Perangkat Daerah
_ Tersusunnya Laporan Retribusi Daerah o, " Dinas
3.25.01.2.04.07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | © " 4 Rp 9.063.956 4 Rp - 0 Rp - 0 Rp - 0% |- 4 Rp -] 100% 0% :
Dinas Perikana Perikanan
3.25.01.2.05 8 T 2 Rp 64.587.081 100% | Rp -| 100% |Rp 50.000.000 0 Rp - 0% |o% 1 Rp - 50% 0% Dinas
Daerah SDM Aparatur Perikanan
;. ) . Jumlah SMD Aparatur yang Mengikuti ,
3.25.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 2 Rp  64.587.081 3 Rp . 2 Rp  50.000.000 0 Rp - 0% [o% 3 Rp -] 150% 0%  |Pinas
Berdasarkan Tugas dan Fungsi g Perikanan
Berdasarkan Tugas dan Fungsinya
3.25.012.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |- , 95% |Rp 454728163 | 100% |Rp  127.140.800 | 100% |Rp  306.687.500 | 100% |Rp  41.635.200 | 100% |14% 2 Rp  168.776.000 |  211% 37w |Dinas
Dasar Operasional Kantor Perikanan
3.25.01.2.06,01 | Penvediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik 12 Rp 4912111 12 Rp 4.019.800 12 Rp 4.407.000 3 Rp 4.407.000 25%  |100% 15 Rp 8.426.800 125% 17295  |Pinas
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor __|dan Penerangan Perikanan
3.25.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terpenuhinya Pembiayaan Advetorial 12 Rp 30.854.970 12 Rp 25.000.000 12 Rp  21.000.000 3 Rp - 25% 0% 15 Rp 25.000.000 | 125% s1%  |Pinas
dan Pameran Perikanan
3.25.01.2.06.06 | PenYediaan Barang Cetakan dan Terpenuhinya Barang Cetakan dan Biaya 12 Rp 39.434.628 12 Rp 13.536.000 12 Rp 20.559.600 3 Rp 3.360.000 25%  |16% 15 Rp 16.896.000 125% 43%  |Dinas
Penggandaan Fotocopy. Perikanan
3.25.01.2.06.08 | PenYediaan Bahan Bacaan dan Terpenuhinya Bahan Bacaan dan 12 Rp 13.597.280 1 Rp 6.000.000 1 Rp 12.000.000 0 Rp 2.000.000 0% 17% 1 Rp 8.000.000 8% 5oy [Dinas
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Perikanan
3.25.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan 1 Rp 12.464.174 1 Rp 5.000.000 1 Rp 11.000.000 2 Rp 2.000.000 18%  [18% 13 Rp 7.000.000 118% se%  |Dinas
Minum Kunjungan Tamu Perikanan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan |Terpenuhinya Pembiyaan Rapat dan Dinas
3.25.01.2.06.09 ; 12 Rp  353.465.000 12 Rp  73.585.000 12 Rp  237.720.900 3 Rp  29.868.200 5%  [13% 15 Rp 103453200 |  125% 29% :
Konsultasi SKPD Konsultasi Luar Daerah Perikanan
3.25.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Terpenuhinya Pemenuhan Sarana dan 95% Rp  115.551.472 100% |Rp 45.410.000 0% Rp - 0% Rp - 0% 0% 1 Rp 45.410.000 105% 309  [Dinas
jang Urusan Pemerintah Daerah |Prasarana SDM Perikanan
3.25.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Terpenuhinya Perlengkapan Kantor 3 Rp 46.457.374 3 Rp 5.410.000 0 Rp - 0 Rp - 0% 0% 3 Rp 5.410.000 100% 129  |Pinas
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Perikanan
Pengadaan Sarana dan Prasarana binas
3.25.01.2.07.11 | Pendukung Gedung Kantor atau Terpenuhinya Perlengkapan Kantor 3 Rp  69.094.098 3 Rp  40.000.000 0 Rp . 0 Rp . 0% [o% 3 Rp  40.000.000 |  100% 8% (o e
{Bangunan Lainnya
3.25.01.2.08 Jasa iang Urusan | T Jasa jang Urusan 95% Rp  80.731.894 90% Rp  45.175.290 100% | Rp 98.555.000 100% | Rp 28.108.045 100%  [29% 1,9 Rp 73283335 |  200% o1%  |Pinas
Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah Perikanan
3.25.01.2.08.02 diaan Jasa k Sumber | Terp P yaran Rekening 12 Rp 16.996.600 12 Rp 7.187.290 12 Rp 21.600.000 3 Rp 2.741.045 25%  |13% 15 Rp 9.928.335 125% sgy  |Pinas
Daya Air dan Listrik Listrik dan Telepon Perikanan
3.25.01.2.08.03 | Penvediaan Jasa Peralatan dan Terpenuhinya Pembiayaan Sewa Rumah 12 Rp 57.564.300 12 Rp 36.000.000 12 Rp 57.000.000 3 Rp 22.000.000 25%  |39% 15 Rp 58.000.000 125% 1019 |Pinas
Perlengkapan Kantor Dinas Perikanan
3.25.01.2.08.04 Jasa Pelayanan Umum Ter yaan 12 Rp 6.170.994 12 Rp 1.988.000 12 Rp 19.955.000 3 Rp 3.367.000 25%  |17% 15 Rp 5.355.000 125% g7%  |Dinas
Kantor Kantor Perikanan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah | i ronya Barang Milik Daerah Dinas
3.25.01.2.09  |Penunjang Urusan Pemerintahan petiharany; 8 MY 95% |Rp  466.562.678 | 100% |Rp  73.725.000 90% |Rp  168.080.000 | 100% |Rp  19.715.000 | 111% |12% 2 Rp  93.440.000 |  211% 20% :
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perikanan
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
3.25.01.2.09,01 | Pemeliharaan dan Pajak ' Ter aan Gedung 12 Rp 23.795.240 12 Rp 12.000.000 12 Rp 21.400.000 3 Rp 3.000.000 25%  |14% 15 Rp 15.000.000 125% 63%  |Pinas
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas |Kantor Perikanan
Jabatan

- 86




PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
I et . S . " o . N S Perangkat
o o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ) § ! ) -apal Realisasi Kinerja dan Anggaran et Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
[E] G &) @ (5= 8/7°100%) 10 6+8) (11-10/5°100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
3.25.01.2.09.02 | Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan 12 Rp  343.962.041 12 Rp 37.450.000 12 Rp 97.350.000 3 Rp 11.205.000 25%  |12% 15 Rp 48.655.000 125% 149  |Pinas
Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas/Operasional Perikanan
Lapangan
i ) ilitasi Gedung Ter i iharaan Gedung Dinas
3.25.01.2.09.09 12 Rp 33.727.287 12 Rp 15.000.000 12 Rp  20.000.000 3 Rp - 25% 0% 15 Rp 15.000.000 | 125% 44% N
Kantor dan Bangunan Lainnya Kantor Perikanan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan | o inya pemeliharaan Peralatan Din
3.25.01.2.09.10 |Prasarana Gedung Kantor atau ‘ ‘: v 12 Rp 65.078.110 12 Rp 9.275.000 12 Rp  29.330.000 3 Rp 5.510.000 2%  |19% 15 Rp 14.785.000 | 125% z% |0 :(s
antor erikanan
Bangunan Lainnva
3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN |, . ksi perikanan Tangkap (Ton) 15002 |Rp 681771344 | 13559 |Rp  528.612.160 | 14136 |Rp  75.000.000 | 13559 |[Rp - %%  |0% 27118 |Rp  528.612.160 |  181% 78%  |Dnas
TANGKAP Perikanan
Pengelolaan Penangkapan lkan di
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, |Meningkatnya Produksi Perikanan oi
3.25.03.2.01 |dan Genangan Air Lainnya yang dapat |Tangkap di Danau Sungai Waduk atau 15002 |Rp  466.885.612 | 13559 |Rp  449.067.400 | 14708 |Rp  75.000.000 | 13559 |[Rp - 2% 0% 27118 |Rp  449.067.400 |  181% 96% P'",ﬂks
Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Genangan Air Lainnya (Ton) erikanan
Kabupaten/ Kota
3.25.03.2.01.01 | PenYediaan Data dan Informasi Sumber | .o bata penangkapan kan 1 Rp  41.432.120 - Rp - - Rp - - Rp - - - - Rp - - 0%  |Pinas
ava lkan Perikanan
3.25.03.2.01.02 | Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan | Terpenuhinya Prasarana Usaha 10 Rp  209.757.947 25 Rp  253.487.400 9 Rp 75.000.000 0 Rp - 0% 0% 25 Rp  253.487.400 250% 1219 |Pinas
Tangkap Penangkapan lkan Perikanan
3.25.03.2.01.03 | " Ketersediaan Sarana Usaha |Terpenuhinya Sarana Usaha 16 Rp  215.695.545 28 Rp  195.580.000 0 Rp - 0 Rp - 0% 0% 28 Rp  195.580.000 175% 919  [Pinas
Perikanan Tangkap Penangkapan Ikan Perikanan
17 132503202 |Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam | Meningkatnya kemampuan Nelayan 360 Rp  214.885.732 0,95 Rp 79.544.760 0 Rp - 212 Rp - 0% |o% 212,95 |Rp 79.544.760 59% 37%  |Pinas
Daerah Kabupaten/Kota kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Perikanan
o
3.25.03.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil |Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil - Rp - = Rp - - Rp - - Rp - - - N Rp - B B p;n.—ia:anan
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Jumlah Pembentukan dan Pembinaan Dinas
3.25.03.2.02.02 |Pengembangan Kelembagaan Nelayan 360 Rp  214.885.732 212 Rp 79.544.760 0 Rp - 0 Rp - 0% |o% 212 Rp 79.544.760 59% 37% :
Kecil Kelompok Perikanan
3.25.04 ::;‘;’;:T PENGELOLAAN PERIKANAN b, duksi Perikanan Budidaya (Ton) 228059 [Rp  659.317.768 032 |[Rp  347.096.200 215 Rp  131.000.000 214 Rp  27.244.000 | 100% |21% 21432 |Rp  374.340.200 94% 57% :::?:anan
32506202 | Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil| 1€ "BkatNYa Kemampuan 70 Rp  186.461.944 0 Rp  21.402.000 215 Rp  81.000.000 214 Rp 2,580,000 |  100% [3% 214 R 23.982.000 | 306% 1% |Pinas
Pembudidaya Ikan Perikanan
3.25.04.2.02.01 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya| Meningkatnya Kemampuan 70 Rp 65.162.938 20 Rp 13.583.000 55 Rp 81.000.000 0 Rp 2.580.000 0% 3% 20 Rp 16.163.000 29% 25%  |Pinas
tkan Kecil Pembudidaya Ikan (Orang) Perikanan
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Terfasilitasinya Kegiatan Pembentukan Dinas
3.25.04.2.02.02 |Pengembangan Kelembagaan Pembudi va fegl 12 Rp  121.299.006 2 Rp 7.819.000 5 Rp - 0 Rp - 0% [o% 2 Rp 7.819.000 17% 6% :
" Kelompok Perikanan (Kelompok) Perikanan
Daya Ikan Kecil
3.25.08.2.08 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan PM;;‘k':ﬁ::'“Va Sarana Prasarana 100% |Rp  472.855.824 71% Rp  325.694.200 15 Rp 50.000.000 26 Rp 24.664.000 |  173%  |49% 2671 |Rp 350358200 | 2671% 74% E;'::anan
Penyediaan Prasarana Pembudidaya T . prasarana Dinas
3.25.04.2.04.02 |Ikan dalam 1 (Satu) Daerah o] 14 Rp  472.855.824 26 Rp  325.694.200 15 Rp  50.000.000 7 Rp  24.664.000 47%  |a9% 33 Rp  350.358.200 |  236% I
Kabupaten/Kota '
Proporsi Tangkapan lkan yang Berada .
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER Dinas
3.25.05 iologi 0033 |[Rp 178.899.154 | 0032 |R 44528000 [ 0032 |[R 75.000.000 | 0032 |R 12.972.800 |  100% [17% 0064 |R 57.500.800 |  194% 32%
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN dalam Batas Biologis yang Aman P P P P P Perikanan
(Angka)
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di
3.25.05.2.01 |'Vilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, - (Terawasinya Sumberdaya Perikanan 1 Rp  178.899.154 1 Rp 44.528.000 1 Rp 75.000.000 1 Rp 12.972.800 100%  |17% 2 Rp 57.500.800 200% 32%  |Dinas
dan Genangan Air Lainnya yang dapat | (Dokumen) Perikanan
Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
Pengawasan Usaha Pembudidayaan . .. ova sumberdaya Perikanan Dinas
3.25.05.2.01.04 Ikan sesuai Kewenangan v v 1 Rp  89.449.577 26 1 Rp 13.850.000 0 Rp - 0% [o% 26 Rp -] 2600% 0% :
(Dokumen) Perikanan
Kabupaten/Kota
Pengawasan Usaha Penangkapan lkan | oo sumberdaya Perikanan Dinas
3.25.05.2.01.07 |dan/atau Usaha Pengangkutan lkan ook V' v 1 Rp  89.449.577 1 Rp  44.528.000 1 Rp  61.150.000 0 Rp 12.972.800 0% |- 1 Rp 57.500.800 |  100% O
sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota okumen erikanan
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN Angka Konsumsi Ikan 4335 |Rp 523514709 | 3947 |Rp  358.100.900 | 40,85 |Rp 75.000.000 0 Rp - 0% |o% 3947 |Rp  358.100.900 91% 8% |0
PEMASARAN HASIL PERIKANAN Perikanan
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Peningkatan Mutu dan Keamanan Hasil Dinas
3.25.06.2.02 |Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan ng " 100% |Rp 115798935 | 100% |Rp  34.877.500 | 100% | Rp -|  100% |Re - 100% 0% 2 Rp  34.877.500 |  200% 30% :
. N Perikanan (Unit Usaha) Perikanan
Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan
3.25.06.2.02,01 | PerSyaratan atau Standar pada Usaha | Terselenggaranya Kegiatan Gelar Produk 1 Rp  115.798.935 3 Rp 34.877.500 3 Rp - 0 Rp - 0% 0% 3 Rp 34.877.500 300% 30%  |Pinas
Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro |dan Pemasaran Hasil Perikanan (Jenis) Perikanan
dan Kecil
Penyediaan dan Penyaluran Bahan  [Tersedia Bahan Baku Industri oi
3.25.06.2.03  |Baku Industri Ikan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah 43% |Rp  407.715.774 0 Rp  323.223.400 | 40,85 |Rp  75.000.000 0 Rp - 0% 0% 0 Rp  323.223.400 0% 79% P::f':anan
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota |Kabupaten/Kota !
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
- AT ) A ) R Perangkat
T o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; ¢ i ) -apal Realisasi Kinerja dan Anggaran et Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
6] (6) &) @ (5= 8/7°100%) 10 6+8) (11-10/5°100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Peningkatan Ketersediaan lkan untuk Meningkat Tingkat K Lk D
3.25.06.203.01 |Konsumsi dan usaha Pengolahan dalam | AE:‘,‘“‘% atnya Tingkat Konsumst flan 4335 [Rp 183352196 | 40,85 |Rp 323223400 | 4085 |Rp - 0 Rp |oo% |ow 4085 [Rp 323223400 |  94% 1 (o
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota erikanan
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Tersedianya Prasarana Pemasaran Hasil Din.
3.25.06.2.03.02 |Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 || ' -c0 2n¥@ Prasarana Pemasaran Has| 93 Rp  224.363.578 Rp - - Rp 75.000.000 0 Rp - - - 0 Rp - 0% 0% as
Perikanan Perikanan
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
03.26 | PARIWISATA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Cakupan Pemenuhan Penunjan DINAS
03.02.01  |PEMERINTAH DAERAH akup jang 92.5% 19.667.084.576,00 90| 3.659.450.751,00 925 3.391.105.600,00 | 9,25 505.964.717,00 | 10,00 1492 925 505.964.717,00 | #VALUE! 2,57,
Kinerja Perangkat Daerah PARIWISATA
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Dokumen Perencanaan, DINAS
¢ g i Kinerj 100% 125.352.535,00 100 18.468.000,00| 100 18.468.000,00| 0,00 . 0 -] o000 - 0 0,01
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja PARIWISATA
Perangkat Daerah Tepat Waktu
20101 |Penyusunan Dokumen Perencanaan |, o bokumen Renja 10 56.765.460,00 2 7.400.000,00 2 7.400.000,00 0 0,00 0,00 0,00 DINAS
o Perangkat Daerah i S St aaieae ' ’ ' PARIWISATA
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DINAS
2.01.05 . 587.075, 068.000, ,068.000, - ! - , - X -
PA SKPD Jumlah DokumenPerubahan DPA-SKPD 5 43.587.075,00 1 6.068.000,00 1 6.068.000,00 0 0,00 0,00 0,00 PARIWISATA
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DINAS
2.01.06 I ian Kinerj 25.000.000,00 ,000.000, ,000.000, . y . , - Y .
A SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja 10 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 PARIWISATA
i " p DINAS
1 11.554.712.975 1 1.962.346.465, 1 2.413.013.600, 7 430.503.995, 52 17,84 52 430.503.995, 2,17 7
Dacra epat Waktu 00% 554.712.975,00 00|  1.962.346.465,00 00 3.013.600,00 30.503.995,00 65 8 65 30.503.995,00 | 65 373 |0 isaTA
o ) Jumlah Layanan Pembayaran Gaji dan DINAS
20201 |Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN , 84 11.356.939.465,00 14| 1.946.963.465,00 14 2.397.105.600,00 3 430.503.995,00 | 21,43 17,96| 3,00 430.503.99500( 3,57 3,79
Tuniangan ASN PARIWISATA
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan _|Jumlah Layanan Administrasi DINAS
2.02.02 72 165.220.510,00 12 10.330.000,00 12 10.408.000,00 0 -l o000 E 0,00 E 0,00 -
Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN ' ’ ’ ' ’ ' PARIWISATA
20205 |Koordinasi dan Penyusunan Laporan |, 1 oooran Keuangan Akhir Tahun 5 15.000.000,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00 0 0,00 0,00 0,00 DINAS
- Keuangan Akhir Tahun SKPD P & e e RSt ' ’ ' PARIWISATA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
. Jumlah Laporan Keuangan DINAS
2.02.07 12.000. 1 2.000. 1 2.000. - . . .
Keuangan Bulanan / Triwulan/ Bulanan/Trwalan/Semesteran 90 000.000,00 8 000.000,00 8 000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 PARIWISATA
Semesteran SKPD
202,08 |Penyusunan Pelaporan dan Analisis Jumiah Laporan Analisis Prognosis S 5.553.000,00 ] 553.000,00 s 1,000.000,00 R 1 on0 - 000 i 000 —[oiNas
Prognosis Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran PARIWISATA
inistrasi i Aparatur yang Berkinerja DINAS
g
100% 274.580.000,00 o|  115.080.000,00 100 50.000.000,00 0 -l o000 E 0,00 - 0,00 -
Daerah Baik PARIWISATA
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Pegawai Yang Menikuti DINAS
2.05.09 274.580.000,00 0 115.080.000,00 5 50.000.000,00 0 -l o000 - 0,00 - | #ov/o! -
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Peningkatan Kapasitas / PARIWISATA
s DINAS
Administrasi Umum Perangkat Daerah arana 100% 2.476.571.207,00 100]  602.215.162,00 100 384.254.000,00 125 19.328.400,00 12,50 503| 12,50 19.328.400,00| 1250 0,78
dan Prasarana Pendukung Kinerja PARIWISATA
. . Jumlah Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi ol DINAS
2.06.01 Instalasilistrik/P 8 5 18.618.000,00 1 4.041.000,00 1 2.500.000,00 0 -l o000 E 0,00 E 0,00 -
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor l::::;g istrik/Penerangan Bangunan ' ' ' ' ' ’ PARIWISATA
Penyediaan Barang Cetakan d DINAS
2.06.05 enyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) 60 580.435.695,00 12 227.406.650,00 12 149.254.000,00 3 12.000.000,00 [ 25,00 804| 3,00 12.000.000,00 [ 5,00 2,07
Penggandaan PARIWISATA
Penyediaan Bahan Bacaan dan DINAS
2.06.06 I ,800.000, .800.000, .000.000, - ! - , - X -
peraturan Perundang Jumlah SKHU 60 65.800.000,00 12 5.800.000,00 12 12.000.000,00 0 0,00 0,00 0,00 PARIWISATA
o Jumlah Layanan Jasa Penyediaan DINAS
2.06.08  |Fasilitasi K T 117.650. 1 15.900. 1 500, - . . .
asilitasi Kunjungan Tamu MoK e 55 650.000,00 5.900.000,00 5.500.000,00 0 0,00 0,00 0,00 PARIWISATA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan ,A DINAS
2.06.09 ; Jumlah Koordinasi di Luar Kantor 60 1.694.067.512,00 12 349.067.512,00 12 215.000.000,00 3 7.328.400,00 | 25,00 341 3,00 7.328.400,00 [ 5,00 043
Konsultasi SKPD PARIWISATA
Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Sarana dan DINAS
100 371.279.535,00 100 7.930.000,00 100 5.680.000,00 | 0,00 -| o000 - | 100,00 . 100 -
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |Prasarana Pendukung Kinerja PARIWISATA
v DINAS
207.07  |Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap 18 371.279.535,00 7 7.930.000,00 5 5.680.000,00 0 -l o000 . 0,00 . 0,00 - |parrwisata
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan DINAS
‘ Layanan 100 4.068.551.525,00 100  918.624.325,00 100 284.250.000,00 | 22,2222222 40.453.462,00 | 22,22 1423 2222 40.453.462,00 | 22,2222222 0,99
Pemerintahan Daerah PARIWISATA
2080y |Penvediaan Jasa Komunikasi, Sumber |, o oo o aran Tagihan 60 803.896.325,00 12 52.096.325,00 12 141.000.000,00 3 845346200 | 2500 600| 3,00 8.453.462,00 [ 500 1,05 |PINAS
- Daya Air dan Listrik v e A g i IS : : g At ' > [PARIWISATA
Penyediaan Jasa Peralatan dan DINAS
2.08.03 Jumlah Bangunan dan Kendaraan 60 542.000.000,00 12 67.000.000,00 12 67.000.000,00 5 32.000.000,00 | 41,67 47,76 5,00 32.000.000,00 833 5,290
Perlengkapan Kantor PARIWISATA
DINAS
20804  |Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor ~[Jumlah Tagihan 60 2.722.655.200,00 12 799.528.000,00 12 76.250.000,00 0 -l o000 - 0,00 - 0,00 - |parwisata
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Persentase Barang Milik Daerah DINAS
Penunjang Urusan Pemerintahan ersentase Barang Mk Daerah yang 100% 1.070.616.799,00 100  149.866.799,00 100 235.440.000,00 | 23,53 15.678.860,00 | 23,53 666| 2353 15.678.860,00 | 2352,94118 1,46
dalam Kondisi Baik PARIWISATA
Daerah
20002  |Penyediaan lasa Pemeliharaan dan Jumlah Kendaraan 26 586.601.799,00 4 77.101.799,00 5 135.220.000,00 1 15.678.860,00| 20,00 11,60| 1,00 15.678.860,00 | 3,85 2,67 PINAS
Perizinan Kendaraan Dinas PARIWISATA
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin DINAS
2.09.06 in lai .220.000, - - X -
Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya 50.220.000,00 0 0,00 PARIWISATA

- 88



PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : . bl Realisasi Kinerja dan Anggaran A Daerah
No Kode N N Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran RPJMD Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan DINAS
2.09.11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor 60 484.015.000,00 12 72.765.000,00 12 50.000.000,00 3 - 25,00 - 3,00 - 5,00  |pariwisaTA
atau Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK ;. " DINAS
3.26.02 DESTINASI WISATA PAD Sektor Wisata (Milyar) 3,38% 1.995.685.050,00 2,58 85.233.050,00 2,78 600.000.000,00 2,78 74.100.000,00 100,00 12,35 2,78 74.100.000,00 8224,85 3,71 PARIWISATA
Pengelolaan Destinasi Pariwisata DINAS
Kabupaten/Kota 15 1.995.685.050,00 3 85.233.050,00 3 600.000.000,00 3 74.100.000,00 100 12,35 3,00 74.100.000,00 20,00 3,71 PARIWISATA
liharaan /
2.03.0004 Sarana dan Prasarana‘ da‘é"‘ Jumlah Destinasi Terpelihara 60 1.995.685.050,00 12 85.233.050,00 12 600.000.000,00 3 74.100.000,00 25,00 12,35 3,00 74.100.000,00 5,00 3,71 DINAS
Pengelolaan Destinasi Pariwisata PARIWISATA
Kabupaten/Kota
. 780748 DINAS
3.26.03 PROGRAM TA Wisata (Orang) 3.439.315.000,00 119631 39.315.000,00 130000 146.000.000,00 147925 - 113,79 - 147925,00 - 123,65 -
Orang PARIWISATA
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar
Negeri Daya Tarik, Destinasi dan DINAS
Kawasan Strategis Pariwisata Jumlah 50 3.439.315.000,00 100| 39.315.000,00 100 146.000.000,00 o - o - 0,00 - 0,00 - |pariwisaTa
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan . . - DINAS
2.01.04 Pariwisata Dalam dan Luar Negeri imlah Kerja Sama dan kemitraan Pariwisa 14 2.575.000.000,00 0 125.000.000,00 1 100.000.000,00 0 - o - 0,00 - 0,00 " |pariwisaTA
g Promosi Melalui Media . o L
20106 |Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya | C+\ar"Ya Publikasi Pariwisata Pesisir 150 3.439.315.000,00 0| 39.315.000,00 1 46.000.000,00 0 | o000 . 0,00 . 0,00 . [PINAS
Barat PARIWISATA
Baik Dalam dan Luar Negeri
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER " "
32605  |DAYAPARIWISATADAN EKONOMI | okuPan Fasilitasi Pengembangan SOM | - 54, 1.877.239.500,00 o  497.239.500,00 20 160.000.000,00 0 - o000 - 0,00 - o000 L [omas
Pariwisata PARIWISATA
KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas oINS
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan | Cakupan Desa Wisata 1.877.239.500,00 0| 497.239.500,00 1 160.000.000,00 o - 0,00 - 0,00 - 0,00 “ |pariwisaTA
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, T : Pelatihan DINAS
2.01.05 Dlstnbu%\, Kon?ums\ dan Konservasi Mutu Produk 4 987.317.000,00 0 149.317.000,00 1 75.000.000,00 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 = [pariwisaTa
Ekonomi Kreatif
Pemberdayaan dan Pembinaan T Pelatihan SDM Pariwisata DINAS
2.01.09 untuk gan N 8 1.877.239.500,00 0f 497.239.500,00 1 85.000.000,00 0 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
oYe yang Berdaya Saing PARIWISATA
Pariwisata
Urusan Pemerintah Bidang Pertanian
C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Nilai Tukar Petani 102,3 10.501.847.500 124,98 4.007.101.870 99,77 1.344.593.000 o 74.723.000 0% 6% [ 4.081.824.870 0% 39% Dinas
PERTANIAN Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
I. [3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Nilai Tukar Petani 102,3 3.663.480.000 124,98 1.366.057.700 99,77 328.137.000 [ 19.493.000 0% 6% [ 1.385.550.700 0% 38% Dinas
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
1 ]3.27.02.2.01 H 03 1.526.695.000 0,25 486.197.200 03 248.137.000 o 14.893.000 0% 6% [ 501.090.200 0% 33% Dinas
Sarana Pertanian Pertanian Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
a. |3.27.02.2.01.01 |Pengawasan Penggunaan Sarana Jumlah Laporan Penggunaan Sarana 5 610.930.000 3 241.105.200 1 209.913.000 0 8.323.000 0% 4% 3 249.428.200 60% 41% Dinas
Pendukung Pendukung Pertanian sesuai dengan Ketahanan
Pertanian sesuai dengan Komoditas, komoditas, teknologi dan spesifik lokasi Pangan dan
Teknologi Pertanian
dan Spesifik Lokasi
b. [3.27.02.2.01.02 |Pendampingan Penggunaan Sarana Jumlah Laporan KP3 dan Pendampingan 10| 915.765.000 6| 245.092.000 2 38.224.000 1 6.570.000 50% 17% 7 251.662.000 70% 27% Dinas
Pendukung Pertanian Sarana Pendukung Pertanian Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
2 |3.27.02.2.02 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Persentase Peningkatan Produksi 0,5| 2.136.785.000 0,57 879.860.500 0,5 80.000.000 0,029 4.600.000 6% 6% [ 884.460.500 1% 41% Dinas
Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan |Komoditi Pertanian Ketahanan
Mikro Organisme Kewenangan Pangan dan
|k: /K Pertanian
a. |3.27.02.2.02.01 |Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian |Jumlah bibit komoditi perkebunan 81.000 2.747.295.000 23700 630.155.350 21700 432.500.000 21700 431.822.850 100% 100% 45400 1.061.978.200 56% 39% Dinas
SDG Hewan/Tanaman Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
c. [3.27.02.2.02.03 |Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Luasan Pengembangan 450 2.136.785.000 136 879.860.500 53 80.000.000 3 4.600.000 6% 6% 139 884.460.500 31% 41% Dinas
Hortikultura Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
T each " - " L . " A Perangkat
) . ) o o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | ' * berjalan yang di i RKPD yang o Realisnsi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran | 2 0 eI | Daerah Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp.
3 |3.27.02.2.06 H ih/Bibif 3,00 2.339.938.000 3 403.867.300 3 405.160.000 3 403.867.300 100% 100% 3 807.734.600 20% 35% Dinas
Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang |Populasi Ternak Ketahanan
Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Pangan dan
|k /Kota Lain Pertanian
a. [3.27.02.2.06.01 |Pengadaan Benih /Bibit Ternak yang Jumlah Bibit Ternak 5.250 1.851.530.000 1655 403.867.300 1655 405.160.000 1655 403.867.300 100% 100% 3310 807.734.600 63% 44% Dinas
Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Ketahanan
lain Pangan dan
Pertanian
1. |3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN Produksi Sektor Pertanian 151.322 811.655.000 256.359 410.461.500 148.340 356.616.000 [ - 0% 0% [ 410.461.500 0% 51% Dinas
PENGEMBANGAN PRASARANA Ketahanan
PERTANIAN Pangan dan
Pertanian
1 ]3.27.03.2.01 H Cakupan data, informasi dan kajian 100 811.655.000 100| 410.461.500 100 356.616.000 o - 0% 0% [ 410.461.500 0% 51% Dinas
Pertanian lingkup pertanian Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
a. [3.27.03.2.01.03 |Koordinasi dan Sil Jumlah dan Sil 5 361.665.000 2| 392.953.500 2 330.000.000 0 0% 0% 2 392.953.500 40% 109% Dinas
Pendukung Pertanian Lainnya Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
a. |3.27.03.2.01.03 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ 5 361.665.000 2| 17.508.000 1 26.616.000 0 0% 0% 2 17.508.000 40% 5% Dinas
Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian |LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Ketahanan
PanganBerkelanjutan/KP2B dan Lahan  |Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Pangan dan
Cadangan Pertanian Pangan Cadangan Pertanian Pangan Pertanian
Berl jutan/LCP2B di Kota [Ber 1/ LCP2B yang Dikelola
a. |3.27.03.2.01.03 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ 2| 150.000.000 1 8.754.000 1 8.779.000 1 8.754.000 100% 100% 2 17.508.000 100% 12% Dinas
Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian |LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Ketahanan
Pangan Ber KP2B dan Lahan |Ber 1/ KP2B dan Lahan Pangan dan
Cadangan Pertanian Pangan Cadangan Pertanian Pangan Pertanian
Berkelanjutan/LCP2B Berkelanjutan/ LCP2B yang Dikelola
1 ]3.27.03.2.02 H 85 13.718.500.000 100| 298.987.500 82 306.000.000 100 298.987.500 122% 98% 100 597.975.000 24% 4% Dinas
Pertanian Pertanian yang Ketahanan
terbangun dan Pangan dan
berkondisi baik Pertanian
a. [3.27.03.2.02.01 |Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Jaringan Irigasi 14 3.090.500.000 2| 298.987.500 2 306.000.000 2 298.987.500 100% 98% 4 597.975.000 29% 19% Dinas
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Taniy ang Ketahanan
Dibangun, Direhabilitasi, Pangan dan
dan Dipelihara Pertanian
. |3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN (Persentase Wilayah yang terkendali dari 90| 947.630.000 84,5 552.681.170 86 80.000.000 22 20.340.000 26% 25% 22 573.021.170 24% 60% Dinas
HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT (penyakit hewan menular strategis Ketahanan
VETERINER Pangan dan
Pertanian
1 [3.27.04.2.01 Hewan, Terp ternak dan 90| 755.900.000 84,5 405.726.170 86 48.775.000 [ - 0% 0% [ 405.726.170 0% 54% Dinas
Penutupan dan Pembukaan Daerah HPR dari penyakit hewan menular Ketahanan
'Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Pangan dan
Daerah Kabupaten/Kota Pertanian
a. [3.27.04.2.01.08 |Pemberantasan Penyakit Hewan Jumlah wilayah atau kawasan yang 5 755.900.000 3 405.726.170 1 48.775.000 0 0% 0% 3 405.726.170 60% 54% Dinas
Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) mengalami penurunan kasus penyakit Ketahanan
Daerah Kabupaten/Kota hewan menular dan zoonosis dalam 1 Pangan dan
(satu) Daerah Kabupaten/kota Pertanian
a. [3.27.04.2.01.01 |Pengendalian dan Penanggulangan Persentase Terproteksinya ternak dan 15.000 755.900.000 7000 349.392.220 3000 98.947.000 3000 95.414.200 100% 96% 10000 444.806.420 67% 59% Dinas
Penyakit Hewan dan Zoonosis HPR dari penyakit hewan menular Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
2 |3.27.04.2.04 : dan Hewan dan 100 191.730.000 99| 146.955.000 100 31.225.000 65 20.340.000 65% 65% 65 167.295.000 32% 87% Dinas
Persyaratan Teknis Kesehatan Produk Hewan Ketahanan
Masyarakat Veteriner Pangan dan
Pertanian
a. |3.27.04.2.04.02 |Pengawasan Peredaran Hewan dan Jumlah Sampel daging dan Produk 1.500 191.730.000 1.160] 146.955.000 450 31.225.000 293 20.340.000 65% 65% 1453 167.295.000 97% 87% Dinas
Produk Hewan Hewan Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
Iv. |3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN Persentase Areal Pengendalian dan 90| 1.409.905.000 99| 277.729.000 86 75.000.000 5 5.370.000 6% 7% 5 283.099.000 6% 20% Dinas
PENANGGULANGAN BENCANA Penanggulangan Bencana OPT Ketahanan
PERTANIAN Pangan dan
Pertanian
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
) . ) o o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
No Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d | ' * berjalan yang di i RKPD yang i | dan Realieasi Anggaran Realisasi Kinerja dan Anggaran | 2 0 eI | Daerah Ket.
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023) (2024) (2024) RKPD (%) RKPD s/d Tahun 2024 s/d Tahun 2024 (%) Per;angg:ng
awal
w @ @ @ (5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%) 12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 |3.27.05.2.01 Kegiatan : Pengendalian dan Penurunan persentase gangguan OPT/ 10| 1.409.905.000 10| 277.729.000 10 75.000.000 0,7 5.370.000 7% 7% 1 283.099.000 7% 20% Dinas
Penanggulangan Bencana Pertanian Kegagalan panen pada komoditi Ketahanan
Kabupaten/Kota tanaman pangan, hortikultura dan Pangan dan
perkebunan Pertanian
a. |3.27.05.2.01.01 O Jumlah Gerakan Pengendalian OPT 75) 1.409.905.000 20 277.729.000 6 75.000.000 1 5.370.000 17% 7% 21 283.099.000 28% 20% Dinas
Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura Ketahanan
Hortikultura, dan Perkebunan dan Perkebunan Pangan dan
Pertanian
V. |3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Cakupan Bina Kelompok Tani 995 3.669.177.500 975 1.400.172.500 975 504.840.000 56 29.520.000 6% 6% 56 1.429.692.500 6% 39% Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Pertanian
1 |3.27.072.01 H Kualitas SDM Penyuluh dan 90| 3.669.177.500 80| 1.400.172.500 80 504.840.000 5 29.520.000 6% 6% 5 1.429.692.500 6% 39% Dinas
Pertanian Kelembagaan Pertanian yang Ketahanan
ditingkatkan Pangan dan
Pertanian
a. |3.27.072.01.01 Kapasitas Jumlah 11 2.136.785.000 11 997.777.500 11 181.680.000 1 13.710.000 9% 8% 11 1.011.487.500 100% 47% Dinas
Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan |Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ketahanan
Desa Ditingkatkan Kapasitasnya Pangan dan
\ Pertanian yang Diti ) Pertanian
Kualitas SDM
b. |3.27.072.01.02 Kapasitas Jumlah Petani di 11 1.068.392.500 11 276.513.000 11 219.160.000 1 15.810.000 9% 7% 11 292.323.000 100% 27% Dinas
Petani di Kecamatan dan Desa Kecamatan dan Desa yang Ditangkap Ketahanan
Kapasitasnya Pangan dan
Pertanian
b. |3.27.072.01.05 |Pembentukan dan Penyelenggaraan Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani 11 464.000.000 11 125.882.000 11 104.000.000 0 0% 0% 11 125.882.000 100% 27% Dinas
Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat ~ |yang Terbentuk dan Beroperasi Ketahanan
Kabupaten/Kota Pangan dan
Pertanian
URUSAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN
3.30.03. 2,01 |F7oBram Peningkatan Sarana Distribusi |Kontribusi Sektor Perdagangan Besar 11,59) o 12,86 1.665.263.221 11,58 94.518.000,00) 11,58] 0,00 100 0,00 12,9  1.665.263.221,00 110,96 Diskop ukm
Perdagangan dan Eceran terhadap PDRB perdagangan
24] P?m',’a"g,u"a" dan Pengelolaan Sarana |Kontribusi Sektor Perdagangan Besar 11,59) of 12,86} 1.665.263.221 11,58 94.518.000,00 11,58] 0,00| 100} 0,00 12,9] 1.665.263.221,00 110,96 Diskop ukm
Distribusi Perdagangan dan Eceran terhadap PDRB perdagangan
25 Penyediaan Sarana Distribusi Tersedianya Sarana Perdagangan 5 0 3 802.802.915 2 30.000.000,00 0 0,00 0| 0,00 3 802.802.915, 60 Diskop ukm
Perdagangan perdagangan
3.30.04 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi |\ \ - egiatan pelayanan pasar 60 0 36 862.460.306 12 64.518.000 0 0,00 0 0,00 36 862.460.306 60 Diskop ukm
Perdagangan perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Persentase Stabilitas dan Jumlah Diskop ukm
3.30.04.2.01 N harga Barang 70] [ 60| 757.236.700 60 76.110.000,00 60) 0,00 100 0,00 60| 757.236.700,00| 85,7142857|
Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Pokok perdagangan
Menjamin Ketersediaan Barang Persentase Stabilitas dan Jumlah Diskop ukm
26 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di harga Barang 70| [ 60| 67.219.500 60 46.110.000,00| 60 0,00 100 0,00 60| 67.219.500,00( 85,7142857
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pokok perdagangan
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Terlaksananya Monitoring dan Sosialisasi Diskop ukm
3.30.04.2.02 Penting di Tingkat Agen dan Pasar Distribusi BBM dan BBG 60| 0| 36 67.219.500 12 46.110.000 0| - 0| 0,00 36| 67.219.500 60 perdagangan
Rakvat
Pengendalian Harga, dan Stok Barang | Persentase Stabilitas dan Jumlah Diskop ukm
27| Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di harga Barang 70] [ 30] 690.017.200 40 30.000.000 40 - 100 0,00 30] 690.017.200 42,86
Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pokok perdagangan
Pemantauan Harga dan Stok Barang
3.30.05 Kebutuhan Pokok dan Barang Penting | 1\.\ .o Monitoring Evaluasi 260 0| 156 690.017.200 52 30.000.000 0 - 0 0,00 156 690.017.200 60 Diskop ukm
pada Pelaku Usaha Distribusi Barang perdagangan
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
PROGRAM PERENCANAAN DAN Cakupan Pemenuhan Penyusunan dan Distransnake
3 31 PEMBANGUNAN INDUSTRI Evaluasi Rencana Pem_bangunan Sarana a5% 2.941.421.772 43% 231.986.472 40% 119.200.000 0% - [ o 0% - 0% [} rprin
dan Prasarana Industri
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Distransnake
3 31 Rencana Pembangunan Sarana dan Cakupan Bina Kelompok Pengrajin a45% 2.941.421.772 43% 231.986.472 40% 119.200.000 0% - [ o 0% - 0% rprin
Prasarana Industri
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PERUBAHAN RKPD

KKABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
P each " - " L . " A Perangkat
o . o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ! © : bl Realisasi Kinerja dan Anggaran A Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
) 6) @ ®) (9= 8/77100%) 10=6+8) (11=10/57100%)
(1) 2) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi,
" " Distransnake
3 31 dan Pelaksanaan Sumber |Ter Bina Pengrajin 45% 980.473.924 43% 92.593.600 40% - 0% - 0 0 0% 0% rorin
Daya Industri i
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, . I .
3 31 dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana | ¢"Penuninya Jumiah dan Spesifikasi 5% 980.473.924 43% 139.392.872 40% 119.200.000 0% - 0 0 0% 0% Distransnake
i Gedung Sentra IKM yang Terpelihara rprin
dan Prasana Industri
Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Distransnake
3 31 dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri | Terpenuhinya Bina Kelompok Pengrajin 45% 980.473.924 0% - 0% - 0% - 0 0 0% 0% of ="
dan Peran Serta Masvarakat P
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Cakupan Pengelolaan kontribusi Distransnake
3 31 i i i i . .132 56.047.700 88.500.000 0% - 0 o 0% 0%
INFORMAS! INDUSTRI NASIONAL industri sektor industri pengolahan 4% 978.396.13. 4% 4% prin
terhadap PDRB
3 31 formastIndustry [ Jumfah Dokumen Fasit aan 6 978.396.132 1 56.047.700 1 88.500.000 [} . [) [} 0% 0% o[ Vrstransnake
bintol 5 bncduictei intul 001 Duhlibaci Nata i dan Analicic ensin
Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data . . " .
3 31 Informasi dan Analisa Industri Terpenuhinya Website yang Dikelola 6 978.396.132 1 56.047.700 1 88.500.000 0 - 0 0 0% 0% o|Distransnake
Dengan Baik rprin
Kabupaten/Kota Melalui SIINas
3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
TRANSMIGRASI
PROGRAM JNAN Cakupan Distransnake
3 32 44,00% 503.420.314 41,95% 129.672.306 44,00% 120.000.000 0% - [ o 0% 0% 0%|
TRANSMIGRASI Kawasan Transmigrasi rprin
Kegiatan Penataan Persebaran Cakupan Penataan Persebaran Distransnake
3 32 Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) 44,00% 503.420.314 41,95% 129.672.306 44,00% 120.000.000 0% - (1] (] 0% 0% 0% rorin
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota P
3 31 Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi | |cPenuhinya Pemberdayaan 44,00% 503420314 41,95 129.672.306 | 44,00% 120.000.000 0% - 0 0 0% 0% o9 | Pistransnake
Masvarakat Eks Transmigran rprin
3 32 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN Ju_m_lah Kawafan Transmigrasi yang 1 999.955.000 0 129.672.306 1 133.125.000 0 N 0 0 0% 0% 0% D\s.transnake
TRANSMIGRASI Dibina (Lokasi) rprin
Jumlah Satuan Permukiman yang
3 2 Keglatarj Pengembangan Satuan - Dikembangkan d?lam rangka' Penguatan 1 999.955.000 0 129.672.306 1 133.125.000 0 _ 0 0 % 0% 0% D\s‘transnake
Permukiman pada Tahap Kemandirian |Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan rprin
Sub Kegiatan Penguatan Infrastruktur |\ oo noombangan Daerah Distransnake
3 31 Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam P . 8 & 1 999.955.000 0 - 1 133.125.000 0 - 0 0 0% 0% 0% )
N N Transmigran rprin
rangka Kemandirian Satuan Pemukiman
04:01 Sekretariat Daerah
1 Program Penunjang Urusan Cakupan Pemenuhan Kebutuhan SEKRETARIAT!
04:01 i Daerah / jang Urusan Daerah 100% 267.604.023.033 HVALUE! 5.855.152.253 100% 105.462.198.050 14% 13.807.306.582| 14% 13% 137% 13.807.306.582 34% 8% DAERAH
(Persen)
2 dan T SEKRETARIAT
04.01.01.2.01  |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 100% 138.577.500 100%| 3.202.500| 100% 6.224.500| 0% [ 0% 0% 0% 3.202.500 20% 2% DAERAH
Perangkat Daerah
3 {l04.01.01.2.01.09PenYusunan Dokumen Perencanaan Terlaksananya Penyusunan Dokumen 2 27.715.500 | 1 Dokumen 3.202.500,00 1,00 1.006.000,00| 0 Dokumen 0,00 0% 0% 2 Dokumen 3.202.500 20% 129 |SEKRETARIAT
Perangkat Daerah Perncanaan Perangkat Daerah DAERAH
4 Koordinasi dan Dokumen  |Ter Koordinasi dan SEKRETARIAT
04.01.01.2.01.07 2 27.715.500 | 1 Dok 1 1.061. Doki 0,00 0% 0% 2 Dok 0 20% 0%
RKA-SKPD Penvusunan Dokumen RKA-SKPD > oxumen 0% 0 061.000,00] 0 Dokumen ! oxumen DAERAH
5 Koordinasi dan y Dokumen Ter Koordinasi dan SEKRETARIAT
04.01.01.2.01.03{ Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- 2 27.715.500 | 1 Dokumen 0,00 1,00 1.067.000,00| 0 Dokumen 0,00] 0% 0% 2 Dokumen 0 20% 0% DAERAH
SKPD
6 Koordinasi dan DPA-SKPD  (Ter Koordinasi dan SEKRETARIAT
04.01.01.2.01.04 2 27.715.! 1 Dok ), 1, 1.014. , Dok X 0% 0% 2 Dok 0 20% 0%
Penyusunan DPA-SKPD 5.500 okumen 0,00} 00 014.000,00( 0 Dokumen 0,00] okumen DAERAH
7 Koordinasi dan Perubahan |Ter Koordinasi dan SEKRETARIAT
04.01.01.2.01.0¢ 2 27.715.500 | 1 Dok 1 1.047. Doki 0,00 0% 0% 2 Dok 0 20% 0%
DPA-SKPD Penvusunan Perubahan DPA-SKPD > oxumen 0% e 047.000,00] 0 Dokumen ! oxumen DAERAH
04.01.01.2.01,0¢ EVIuasi Kinera Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi kinerja perangkat 2 1.132.450 | 0 Dokumen 0,00 1,00 1.029.500,00| 0 Dokumen 0,00 0% 0% 0 Dokumen 0 0% 0%  |SEKRETARIAT
daerah DAERAH
8 8 T Tertib SEKRETARIAT
04.01.01.2.01  |Daerah Keuangan, Monev dan Pembuatan 100% 126.190.336.159 100% 3.841.338.553,00 100% 88.429.691.250 25% 11.129.927.043,00 25% 13% 100% 14.971.265.596 12% 12% DAERAH
Laporan
9 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Penyediaan Gaji Tenaga SEKRETARIAT
04.01.01.2.02.0] Pendukung Administrasi Perkantoran 24 126.185.740.603 12,00 3.841.338.553,00 12,00 88.429.691.250,00 3,00 11.129.927.043,00 25% 13% 24,00 14.971.265.596 12% 12% DAERAH
10 Koordinasi dan Laporan Ter Penyusunan Laporan SEKRETARIAT
04.01.01.2.02.0f] 12 1.531.852 12,00 0,00} 0,00 0,00} 0,00 0,00] 0% 0% 24,00 0 0% 0%
|Keuangan Akhir Tahun SKPD Akhir Tahun SKPD DAERAH
11 Koordinasi dan Laporan Ter Penyusunan Pelaporan SERETARIAT
04.01.01.2.02.07| Keuangan Bulanan/Triwulan, Bulanan/Triwul: an 12 1.531.852 12,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0% 0% 24,00 0 0% 0% DAERAH
SKPD SKPD.
12 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Terlaksananya Penyusunan Pelaporan
04.01.01.2.02.0¢ Prognisis Realisasi Anggaran dan Analisis Prognisis Realisasi Anggaran 12 1.531.852 12,00 0,00 0,00 0,00] 0,00 0,00] 0% 0% 24,00 0 0% 0%
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PERUBAHAN RKPD

KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
- AT ) A ) R Perangkat
T o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; ¢ i P2l Realisasi Kinerja dan Anggaran o Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
[E]) G &) @ (5= 8/7°100%) 10 6+8) (11-10/5°100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K | Rp K Rp K | Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
13 Administrasi Barang Milik Daerah Pada |Terlaksananya Tertib Administrasi SEKRETARIAT
04.01.01.2.03 |perangkat Daerah Barang Milik Daerah Pada Perangkat 100% 3.014.815.500 100%| 0,00  100% 100.000.000 25%| 000  25% 0% 0% 0 0% % | R
Daerah
18 {14 01.012.03.04 PE"E2Manan Barang Milik Daerah SKPD [Terlaksananya Belanja Premi Asuransi M 301815500 12,00 000 200 10000000000 3,00 oo 5% o 200 5 - o |SERRETARIAT
[ ] untuk Kendaraan Dinas DAERAH
16 lloa.01.01.2.05 8 T enya Tertib 100% 2.039.264.661 100% 000  100% 108.000.000 0% 108.000.000,00( 0% 100% 30% 108.000.000 30% 0%  [SEKRETARIAT
Daerah Kepegawaian Pada Perangkat Daerah DAERAH
17 04.01.01.2.05.01 Pz‘erfmvgkatan Sartana dan Prasarana Tgr}a&fsananya Sérana dan Prasarana 9 ~ 12,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0% #0IV/0! 24,00 0 200% 200% SEKRETARIAT
Disiplin Pegawai Disiplin Pegawai DAERAH
18 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas SEKRETARIAT
04.01.01.2.05.0] Atribut Kelengkapannya Berserta Atribut Kelengkapannya 20 1.930.622.661 210 stel 0,00) 0,00 0,00 0,00 000 0% HDIV/O! 310 Stel 0 20% LT e
19 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan SEKRETARIAT!
04.01.01.2.05.0¢ Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 24 108.642.000 12,00 0,00 12,00 108.000.000,00 12,00 108.000.000,00( 0% 100% 24,00 108.000.000 20% % | AR
- ——— o
20 l94.01.01.2.06 Umum gkat Daerah | T Umum 100% 5.806.463.871 100% 679.171.394,00]  100% 920.165.000) 17% 193.591.162,00  17% 21% 23% 872.762.556 23% 16%  |SEKRETARIA
Perangkat Daerah DAERAH
21 1l04.01.01.2.06.04 Pe"Yediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya Komponen Instalasi 24 80.514.586 12,00 21.010.500,00 12,00 26.150.000,00] 3,00 7.845.000,00  25% 30% 24,00 28.855.500 25% 36%  |SEKRETARIAT
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Bangunan DAERAH
22 104.01,01.2.06.04 Penvediaan Bahan Logistik Terpenuhinya Penyediaan Bahan Logistik 12 135.802.500 | 12,00 0,00 0,00 000 000 000 0% 0% 24,00 0 50% 0% Eig?:m”
23 1l04.01.01.2.06.0¢| PenYediaan Peralatan dan Perlengkapan |Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan 2% 188.846.792 | 12,00 22.051.900,00 12,00 71.430000,00| 3,00 2645155000 25% 37% 24,00 48.503.450 50% 260  |SERETARIAT
|Kantor Kantor DAERAH
24 104.01.01.2.06.04 "envediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan 2% 458.088.993 | 12,00 6.092.100,00 12,00 32000000000 0,00 000 0% 0% 24,00 6.092.100 50% 1% |SEKRETARIAT
Penggandaan Penggandaan DAERAH
25 1104.01.01.2.06.0¢ F2silitast Kunjungan Tamu 'T)Z:‘ed‘:'a""a Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 2.770371.000| 12,00 401.370.000,00) 12,00 490.585.000,00 3,00 84.393.000,00]  25% 17% 24,00 485.763.000 50% 18% ZZZR;I:R‘AT
26 1l04.01.01.2.07 |Penvelenggaraan Rapat Koordinasi dan  |Terlaksananya Rapat Koordinasi dan 24 2.172.840.000 | 12,00 228.646.894,00) 12,00 300.000.000,00] 3,00 74.901.612,00[  25% 25% 24,00 303.548.506 50% 14%  |SEKRETARIAT
[Konsultasi SKPD SKPD DAERAH
27 Pengadaan Barang k Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik SEKRETARIAT
04.01.01.2.07.0{ Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |Daerah 100 523.958.637 100% 0,00[  100% 7.000.000 8% 000 8% 0% 25% 0 25% % |0 e
28 |, 01 01.2.07.0{ "eneadaan Kendaraan Dinas Operasional [ Terlaksananya Pengadaan Kendaraan N 21000000 | 12,00 000 1200 7000000 0,00 00| 25% o% 2400 o o% 0% | SEKRETARIAT
atau Lapangan Dinas DAERAH
30 {1, 01.01.2.07.0{ eneadaan Peralatan dan Mesin lainnya [Terpenuhinya Pengadaan Peralatan dan N 523958637 | 1200 0,00 0,00 1 o0 000 0% o% 24,00 o 5% 0% | SEKRETARIAT
Mesin lainnya DAERAH
31 Sarana dan Ter Sarana dan SEKRETARIAT|
04.01.01.2.07.17 Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor 120 12,00 0,00} 0,00] - 0,00 0,00] 0% 0% 24,00 0 25% 0 DAERAH
Bangunan Lainnva
32 iaan J jang Ui T Tertib SEKRETARIAT
04.01.01.2.07.0] asa Jang Urusan er 24 95.137.756.105 12 Bulan 413.270.745,00 12 Bulan 12.184.395.500) 25%|  1.924.669.192,00]  25% 16% 12,00 2.337.939.937 25% 10%
Daerah Umum Perangkat Daerah DAERAH
33 1l04.01.01.2.07.0¢ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber  |Terpenuhinya Jasa komunikasi, Sumber 24 3.618.821.725 | 12,00 304.780.745,00) 12,00  1.410.000.000,00{ 3,00 403.009.192,00]  25% 29% 24,00 707.789.937 25% 209  |SEKRETARIAT
Davya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik DAERAH
34 lloa01.01.208 |Penvediaan lasa Peralatan dan Volume Penyediaan Rumah Dinas, 24 3324445200 12,00 61.800.000,00 12,00 780.000.000,00] 3,00 204.200.000,00  25% 26% 24,00 266.000.000 25% g% | SEKRETARIAT
Perlengkapan Kantor Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas DAERAH
i inistrasi SEKRETARIAT
35 1104.01.01.2.08.07 Penvediaan Jasa Pelayanan Umum Administrasi Keuangan Terlaksana 24 88194.489.180| 12,00 46.690.000,00 1200 999439550000 3,00 1317.460000,00]  25% 13% 24,00 1.364.150.000 25% 2%
Kantor dengan Baik DAERAH
36 Pemeliharaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Tertib Administrasi SEKRETARIAT
04.01.01.2.09  |Penunjang Urusan Pemerintahan Umum Perangkat Daerah 100% 11.161.335.870 100%| 228.931.275,00]  100% 1.273.400.000 25%) 189.630.800,00  25% 15% 25% 418.562.075 25% % |oacran
Daerah
37 yediaan Jasa , Biaya Ter Jasa Biaya
dan Pajak Kendaraan aan, i SEKRETARIAT
04.01.01.2.09.01 an, can Pajal ’ an, dan Pajak | 24 6.094.816200 [ 12,00 116.656.005,00) 12,00 666.800.000,00 3,00 92.359.800,00(  25% 14% 24,00 209.015.805 25% 3%
Perorang Dinas Atau Kendaraan Dinas Perorang Dinas Atau Kendaraan Dinas DAERAH
Jabatan Jabatan
38 yediaan Jasa Biaya |Ter Jasa aan, Blaya
04.01.01.2.09.04 Pemiliharaan, Pajak dan Perizinan Pemiliharaan, Pajak dan Perizinan 24 4.182.173.790 | 12,00 72.770.270,00 12,00 404.600.000,00[ 3,00 71.970.000,00]  25% 18% 24,00 144.740.270 25% 3% SEKRETARIAT
Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Operasional atau DAERAH
Lapangan Lapangan
39 [l04.01.01.2.09.0 Pemelinaran Peralatan Dan Mesin Terlaksananya Pemeliharan Peralatan 24 851.753.280 | 12,00 38.085.000,00 12,00 102.000.000,00( 3,00 22.500.000,00(  25% 22% 24,00 60.585.000 25% 7% |SEKRETARIAT
Lainnya Dan Mesin Lainnya DAERAH
40 i i Gedung Ter
04.01.01.2.09.0¢ Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 24 32.592.600 [ 12,00 1.420.000,00 12,00 100.000.000,00( 3,00 2.801.000,00]  25% 3% 24,00 4.221.000 25% 13%
Kantor dan Bangunan Lainnva
4 dan O] T Tertib Admi SEKRETARIAT
04.01.01.2.11  |Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Keuangan dan Operasional Kepala 100% 3.132.808.473 100%| 119.269.245,00]  100% 897.226.800 13% 97.221.720,00]  13% 1% 271% 216.490.965 2% % | oacran
Daerah Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
42 Penyedian Gaji dan Tunjangan Kepala | Terpenuhinya Penyedian Gaji dan SEKRETARIAT
04.01.01.2.11.0)| Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil 24 933.800.261 12,00 35.851.476,00| 12,00 347.226.800,00) 3,00 47.221.720,00| 25% 14% 24,00 83.073.196 20% 9% DAERAH
Kepala Daerah
43 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala |Terlaksannya Medical Check Up Kepala SEKRETARIAT
04.01.01.2.11.08 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah dan Wakil Kepala Daerah 24 152.627.500 | 12,00 8.417.769,00) 12,00 50.000.000,00 0,00 000 0% 0% 24,00 8.417.769 20% % | xeran
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KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
. ) R ) | Perangkat
o o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; § i 2Pl Realisasi Kinerja dan Anggaran rat ¢ Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
6] G] ] @ (9= 8/7°100%) 0= 6+8) {11=10/57100%)
1) 2 (3) () (12) (13)
K | Rp K Rp K | Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
a4 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut | Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas
04.01.01.2.11,04 Xelengkapan Kepala Daerah Dan Wakil - |dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah 46 416.750.712 | 28 stel 0,00 28,00 200.000.000,00] 0,00 0,00 0% 0% 24,00 0 20% 0%  |SEKRETARIAT
Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah DAERAH
5 Penyediaan Dana Penunjang Op Ter Dana SEKRETARIAT
04.01.01.2.11.0{Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah |Penunjang Operasional Kepala Daerah 2 1629.630.000| 12,00 75.000.000,00 12,00 30000000000 3,00 50.000.000,00  25% 17% 24,00 125.000.000 20% 8% | aEran
Dan Wakil Kepala Daerah
46 Sekretariat [T Tertib SEKRETARIAT
04.01.01.2.11.0{Daerah dalam Proses Fasilitasi Kerumah Tangga 100 8.190.206.400 100%  180.928.190,00,  100% 1.064.064.000 25%) 38.452.00000(  25% a% 20% 219.380.190 20% O e
Daerah
47 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan SEXRETARIAT
04.01.01.2.11.0{Kepala Daerah Rumah Tangga Kepala Daerah 2 3788.573.600| 12,00 89.704.950,00 12,00 586.280.00000 3,00 14.260.000,00  25% 2% 24,00 103.964.950 20% E e
8 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan SEXRETARIAT
04.01.01.2.11.04 wakil Kepala Daerah Rumah Tangga wakil Kepala Daerah 2 2783635100 12,00 68.364.950,00 12,00 43228000000 3,00 12.760.000,00  25% 3% 24,00 81.124.950 20% o [
) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga | Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan SEKRETARIAT
04.01.01.2.12  |Sekretariat Daerah Rumah Tangga Sekretariat Daerah 24 1.617.997.700 12,00 22.858.290,00) 12,00 45.504.000,00 3,00 11.432.000,00| 25% 25% 24,00 34.290.290 20% 2% DAERAH
50 |l04.01.01.2.12.0fPenataan Organisasi Terlaksananya Penataan Organisasi 100% 3.462.708.437 100% 18.759.452,00{  100% 124.788.000,00 5% 17.791.00000 5% 18% 100% 36.550.052 100% 6 [ RETARAT
1 [oa.01.01212.0; dan Analisis | Ter 2 1025.483.733 | 50 Buku 9.403.452,00 1,00 54.930.000,00| 0 Dokumen 10727.00000] 0% 20% 100 Buku 20.130.452 20% 29 [SEKRETARIAT
Jabatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan DAERAH
52 1l04,01.01.2.12.0f Fasiitast Pelayan Publik dan Tata Terlaksananya Fasilitasi Pelayan Publik 2 1720717570 | 50 buku 8.122.000,00) 1,00 24.929.000,00| 0 Laporan 3.988.000,00 0% 16% 100 buku 12.110.000 20% 19 [SEKRETARIAT
Laksana dan Tata Laksana DAERAH
53 lloa.01.01.2.13 |Peningakatan Kinerja dan Reformasi | Terlaksananya Peningakatan Kinerja dan 2 303.449.164 | 55 buku 1.234.000,00) 1,00) 24.929.000,00| 0 Dokumen 3.076.00000] 0% 12% 105 buku 4.310.000 18% 19 |SEKRETARIAT
|Birokrasi Reformasi Birokrasi DAERAH
54 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan SEXRETARIAT
04.01.01.2.13.04Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik 2 304415970 |  1buku 000 1,00 10.000.000,00| 0 Dokurnen 000 0% 0% 2 buku 0 20% o[
Laksana dan Tata Laksana
55 Koordinasi dan Peny Laporan | Ter Koordinasi dan SEKRETARIAT
04.01.01.2.13.04 Kinerja Pemerintaha Daerah Penyusunan Laporan Kinerja 2 108.642.000 [ 12,00 000 1,00 10.000.000,00( 0,00 000[  25% 0% 24,00 o 20% 0% | oAERAH
Pemerintaha Daerah
6 [oa.0r01.2.14 [PelaK Protokol dan T nya Pelaksanaan Protokol 100% 8.805.791.420 100% ~ 370.280.899,00  100% 347.243.000 o%  108.023.66500 0% 31% 100% 478.304.564 100% s%  [CEKRETARIAT
Pimpinan dan Komunikasi Pimpinan DAERAH
7 Fasilitasi Keprotokol Terlak Fasilitasi Keprotokol SEKRETARIAT
57 |l04.01.01.2.14,04 Pasiitast Keprotokolan erlaksananya Fasilitasi Keprotokolan 24 3.928.276.348 | 1 kegiatan 135.746.516,00 12,00 171.189.000,00[ 3,00 15.187.790,00] 0% 9% 2 kegiatan 150.934.306 20% o | e
58 [l04.01.01.2.14,07 F2siltasi Komunikasi Pimpinan ;e:::‘:::a"ya Fasilitasi Komunikasi 2 3.074.057.872 | 1 kegiatan 209.019.383,00 1200 16535400000 3,00 9283587500 0% 56% | 2kegiatan 301.855.258 20% 10% ;iKE:E::mAT
59 [l04.01.01.2.14,04endokumentasian Tugas Pimpinan | Terlaksananya Pendokumentasian Tugas 24 1.803.457.200 | 1 kegiatan 25.515.000,00 12,00 10.700.000,00, 0,00 000 0% 0% 2 kegiatan 25.515.000 20% 19%  |SEKRETARIAT
Pimpinan DAERAH
60 Program Pemerintahan Dan Cakupan Penyelenggaraan Kebijakan SEKRETARIAT|
Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan dan Kesejahteraan 100% 41.401.178.118 100%  140.711.658,00(  100% 6.850.944.000 1% 146.865.285,00] 1% 6% 100%|  287.576.943 18% LI
Rakvat (Persen)
61 lloa.01.02.2.01 Tata Terlaks Tata 100% 4.361.017.533 100% 55.283.450,00(  100% 1.230.278.000 1% 71.278.48500 1% 6% 100% 126.561.935 15% 2%  [SEKRETARIAT
Pemerintahan DAERAH
62 1l04.01.02.2.01,01| Penataan Administrasi Pemerintahan | Terlaksananya Penataan Administrasi 2 2.810.533.230 | 26 Kegiatan 38.606.000,00 26,00 915.000.000,00| 1 Kegiatan 68.480.085,00 4% 7% 52 Kegiatan 107.086.085 4% ag | SEKRETARIAT
Pemerintahan DAERAH
63 1l0a.01.02.2.01.0 Administrasi Terla 8 711.876.705 | 4 Laporan 11.193.600,00 4,00 219.259.000,00| 0 Laporan 1.688.400,00 0% 1% 9 Laporan 12.882.000 20% 20 | SEKRETARIAT
Kewilavahan DAERAH
il i i ilitasi SEKRETARIAT|
64 1l04.01.02.2.01.04F2siltasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan 2 838.607.598 | 20 buku 5.483.850,00) 20,00 96.019.00000 0 buku 111000000 0% 1% 40 buku 6.593.850 20% 1%
Otonomi Daerah DAERAH
% |oa.01.02.2.02 Terlal 100% 32.600.730.547 100% 25.000.000,00{  100% 4.938.468.000) 0% 000 0% 0% 100%  25.000.000 18% 0%  [SEKRETARIAT
Rakvat Kesejahteraan Rakvat DAERAH
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Terlak Fasilitasi Pengelol SEKRETARIAT
66 1104.01.02.2.02.01| F2sllitasi Pengelolaan Bina Mental erlaksananya Fasilitasi Pengelolaan 8 8.512.109.390 | 4 kegiatan 0,00 4,00 979.068.000,00| 0 kegiatan 0,00 0% 0% 8 kegiatan 0 20% 0%
Spiritual Bina Mental Spiritual DAERAH
67 Pelaksaan Kebijakan, Evaluasi, dan Terlaksananya Pelaksaan Kebijakan, SEKRETARIAT
04.01.02.2.02.04 Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait 64 23.735.993.127 | 32 Kegiatan 25.000.000,00] 32,00 3.959.400.000,00| O Kegiatan 0,00 0% 0% 55 Kegiatan 25.000.000 14% 0% DAERAH
Sosial i Sosial
68 Pelaksaan Kebijakan, Evaluasi, dan Terlaksananya Pelaksaan Kebijakan, SEKRETARIAT
04.01.02.2.02.04{Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan  |Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait 1 352.628.030 | 1 kegiatan 0,00 0,00 0,00| 0 kegiatan o00| 0% 0% 2 kegiatan 0 20% L s
69 ll04.01.02.2.03 |Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi 100% 3.879.815.006 100% 54.427.658,00]  100% 598.701.000) 0% 71.799.600,00 0% 12% 100% 126.227.258 20% 3%  |SEKRETARIAT
hukum DAERAH
il i ilitasi SEKRETARIAT
70 [l04.01.02.2.03.01 F2siltasi Penyusunan Produk Hukum | Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan 6 2.470.828.165 | 3 laporan 23.862.861,00 300  335701.000,00| 0laporan 263600000 0% 1% |101aporan 26.498.861 20% 1%
Daerah Produk Hukum Daerah DAERAH
71 | ilitasi B Te ilitasi B SEKRETARIAT
04.01.02.2.03.07 Fasilitasi Bantuan Hukum erlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum 2 949.194.433 | 150 peserta 28.116.297,00 1,00 243.000.000,00| 0 peserta 69.163.600,00( 0% 28% (300 peserta 97.279.897 20% 0% [ n
72 Pendokumentasian Produk Hukum dan | Terlaksananya Pendokumentasian SEXRETARIAT
04.01.02.2.03.04 Pengelolaan Informasi Hukum Produk Hukum dan Pengelolaan 2 459.792.498 | 2 dokumen 2.448.500,00 2,00 20.000.000,00( 0 dokumen 0,00 0% 0% 4 dokumen 2.448.500 20% 1% DAERAH
Informasi Hukum
73 lloa.01.02.2.04 |Fasilitasi Kerjasama Daerah L:’e':::a"a""’ Fasilitasi Kerjasama 100% 550.614.942 100% 6.000.550,00{  100% 83.497.000 0% 3.787.200,00 o%| 5% 100% 9.787.750 20% 2% ZZKERRE::R‘AT
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KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
- TS ) e - P Perangkat
o o o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; : ’ 2pa! Realisasi Kinerja dan Anggaran e Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
[B] G 4] ) (9= 8/7°100%) 10 6+8) {11-10/57100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K | Rp K Rp K | Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
il i j i ilitasi j SEKRETARIAT|
74 Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama 2 550.614.942 | 1 kegiatan 6.000.550,00 1,00 83.497.000,00| 0 kegiatan 3.787.200,00 0% 5% 2 kegiatan 9.787.750 20% 2%
Dalam Negeri DAERAH
ERE| D iji SEKRETARIAT]|
7 loao1 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Cakupan Penyelengaraan Kebijakan 100% 19.500.780.772 100% 132.183.856,00]  100% 489.075.500) 6% 82.911.500,00 6% 17% 75% 215.095.356 0% 1%
PEMBANGUNAN Perekonomian dan Pembangunan DAERAH
76 i T i SEKRETARIAT
04.01.03.2.01 100% 6.070.612.933 100%| 6.977.500,00|  100% 58.050.000 0% 1.994.000,00) o%| 3% 100% 8.971.500 H#REF! 0% |0 eran
78 [Pengendalian dan Distrib Terlak: Pengendalian d SEKRETARIAT
04.01.03.2.01.02| " engendalian dan Distribust erlaksananya Pengencalian dan 2 5.237.569.979 1 kegiatan 6.977.500,00 1,00 47.750.000,00| 0 kegiatan 1.994.000,00 0% 4% 2 kegiatan 8.971.500 40% 0%
Perekonomian Distribusi Perekonomian DAERAH
79 [perencanaan dan Ekonomi |Ter Operasional Tim SEKRETARIAT
04.01.03.2.01.04 2 833.042.954 | 1 kegiat 0,00 1,00 10.300.000,00| 0 kegiat: 000 0% 0% |2 kegiat 0 40% 0%
Mikro Kecil Monitoring dan Evaluasi KUR egiatan egiatan eglatan g DAERAH
m B rers— SEKRETARIAT
04.01.03.2.02 100% 8.211.236.235 100%| 78.303.600,00)  100% 236.792.500 0% 34.883.500,00) o%|  15% 100% 113.187.100 0% 1%
Pembangunan Pembangunan DAERAH
81 104.01.03.2.02.0F2Siitas! Penyusunan Program Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan 2 3.918.831.014 | 3 dokumen 17.418.000,00 1,00 22.358.500,00| 0 dokumen 8.391.000,00| 0% 38% |6 dokumen 25.809.000 0% 19%  [SEKRETARIAT
Pembangunan Program Pem DAERAH
It i Py Te It SEKRETARIAT
82 1104.01.03.2.02.07 Pengendalian dan Evaluasi Program erlaksananya Pengendalian dan 6 2.769.632.234 | 3 dokumen 25.783.000,00 300  151.981500,00| 0 dokumen 2529250000 0% 17% |6 dokumen 51.075.500 0% 2%
Pembangunan Evaluasi Program Pembangunan DAERAH
83 Pengelolan Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Pengelolan Evaluasi dan SEKRETARIAT]
04.01.03.2.02.09 pelaksaan Pembangunan Pelaporan Pelaksaan Pembangunan 8 1.522.772.987 | 4 dokumen 35.102.600,00 4,00 62.452.500,00| 0 dokumen 1.200.000,00 0% 2% |8 dokumen 36.302.600 20% L il
SEKRETARIAT
88 lloa.01.03.2.03 |Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa T 100% 4.190.624.569 100% 36.703.000,00{  100% 167.819.000 0% 46.034.000,00) ou  27% 0% 82.737.000 0% 2%
Barang dan Jasa DAERAH
85 (104.01.03.2.03,01 Peneelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan 400 960.020.762 | 200 Paket 11.003.000,00 200,00 54.469.000,00 O Paket 887600000 0% 16% 500 Paket 19.879.000 38% 29  |SEKRETARIAT
Barang dan Jasa DAERAH
8 l04.01.03.2.03.07 aan Layanan secara | Ter Layanan 400 2344.597.569 | 200 Paket 25.700.000,00 200,00 66.400.000,00 100 Paket 37.158.000,00 0% 56% 500 Paket 62.858.000 38% 3y [SEKRETARIAT
Elektronik Pengadaan Secara Elektronik DAERAH
87 [Pembinaan dan Advokasi T dan Advokasi SEKRETARIAT
04.01.03.2.03.0¢ P emPinaan dan Advokasi e an Advokast 20 885.997.238 | 10 peserta 0,00 10,00 46.950.000,00| 0 peserta 0,00 0% 0% 60 peserta 0 38% 0%
|Barang dan Jasa Barang dan Jasa DAERAH
88 1l04.01.03.2.04 |Pemantauan Kebijakan SumberDaya |Terlaksananya Pemantauan Kebijakan 100% 1.028.307.035 100% 10.199.756,00]  100% 26.414.000 25%) 0,00 25% 0% 100% 10.199.756 13% 1% |SEKRETARIAT
Alam Sumber Daya Alam DAERAH
89 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi | Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi SEKRETARIAT
04.01.03.2.04.01 Kebijakan Energi dan Air dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 24 590.055.560 12,00) 9.791.756,00) 12,00 10.724.000,00) 0,00) 000  25% 0% 24,00 9.791.756 40% 2 o
90 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan | Ter ,
4.01.03.2.04,02 |6V2luasi Kebijakan Pertanian, Monitoring dan evaluasi Kebijakan 24 226.676.180 12,00) 0,00 12,00 5.390.000 0,00 000 25% 0% 24,00 0 40% 0% | SEKRETARIAT
Kehutanan,Kelauatan dan Perikanan Pertanian, Kehutanan,Kelauatan dan DAERAH
Perikanan
91 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan |Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi,
i Kebij itori i Kebij SEKRETARIAT
4.01.03.2.04,03 | €V21uasi Kebijakan Pertambangan dan | Monitoring dan evaluasi Kebijakan 2 211575295 12,00 408.000,00 12,00 10.300.000 0,00 000  25% 0% 24,00) 408.000 0% 0%
Lingkungan Hidup Pertambangan dan Lingkungan Hidup DAERAH
4.02 Sekretariat DPRD
1 |a.02.01 Program Penunjang Urusan Cakupan pemenuhan penunjang kinerja L) 91.353.318.455 18 19.708.488.811 100 18.270.663.691 17 4.118.552.994 17 23 17 4.118.552.994 19 5 SEKRETARIAT
Daerah /i perangkat daerah DPRD
Perencanaan,Penganggaran,dan Persentase dokumen perencanaan, SEKRETARIAT
4.02.01.2.01 naan,Penganggaran, penganggaran, dan evaluasi kinerja 100 62.000.000 20 12.400.000 100 12.400.000 50 5.722.000 50 46 20 5.722.000 20 9
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah DPRD
daerah tepat waktu.
4.02.01.2,01,01 | PenNYusunan Dokumen Perencanaan - |Jumiah Dokumen Perencanaan 10 37.000.000 2 7.400.000 2 7.400.000 1 3.399.000 50 46 1 3.399.000 10 9 SEKRETARIAT
Perangkat Daerah Perangkat Daerah DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SEKRETARIAT
4.02.01.2.01.06 | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | Jumlah dokumen RKA-SKPD 10 25.000.000 2 5.000.000 2 5.000.000 1 2.323.000 50 46 1 2.323.000 10 ] pS
|Kineria SkPD
4.02.01.2.02 ini: i gl Daera Kt tepat 100 10.575.142.500 20 1.816.334.324 100 2.115.028.500 22 497.571.945 22 24 22 497.571.945 22 5 SDE;;RDETAR‘AT
waktu
4.02.01.2.02.01 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan AsN |42 13vanan pembayaran gaji dan 70 10.547.642.500 14 1.810.834.324 14 2.109.528.500 3 496.589.445 21 2 3 1496.589.445 4 5 SEKRETARIAT
tunjangan PNS DPRD
4.02.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | o4 10 oran keuangan 5 12.500.000 1 2.500.000 1 2.500.000 0 - 0 0 0 . 0 0 SEKRETARIAT
Keuangan Akhir Tahun SKPD DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan SEKRETARIAT
4.02.01.2.02.07 [Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran|Jumlah laporan keuangan 10 10.000.000 2 2.000.000 2 2.000.000 1 982.500 50 49 1 982.500 10 10 DPRD
skpD
402.01.2.02,08 | PEnYUsUnan Pelaporan dan Analisis | Jumiah aporan analiss prognosis S ©.090.000 B 500000 1 000,000 ) - ) X 5 - . S SERRETARIAT
Prognosis Realisasi Anggaran realisasi anggaran DPRD
4.02.01.2.05 gkat Da|" " aparatur yang 100 1.605.000.000 10 139.500.000 100 321.000.000 0 - 0 0 0 . 0 0 SEKRETARIAT
baik DPRD
2.02.01.2.05,02 | PE"E30a2n Pakaian Dinas beserta atribut|lumiah paket pakaian dinas beserta 200 200,000,000 o - 2 50000000 o i SEKRETARIAT
kelengkapannya atribut kelengkapan DPRD
4.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegéwal Pendidikan dan pelatihan peg‘awal 30 1.505.000.000 3 139.500.000 6 301.000.000 o . 0 o o i o o SEKRETARIAT
Berdasarkan Tugas dan Fungsi berdasarkan Tugas dan Fungsi DPRD
4.02.01.2.06  |Administrasi Umum gkat Daerah ' sarana dan 100 11.040.392.000 18 2.245.394.200 100 2.208.078.400 19 348.523.250 19 16 19 348.523.250 19 3 SEKRETARIAT
prasarana pendukung kinerja DPRD
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KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2025
- AT ) A - P Perangkat
T o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerjadan | Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; ¢ i -apal Realisasi Kinerja dan Anggaran At Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
[E]) G &) @ (5= 8/7°100%) 10 6+8) (11-10/5°100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
4.02.01.2.06.01 | PeYediaan Komponen inalasi Listrik | Tercapainya Kondis Listrik yang baik di 30 162.945.000 6 32.598.132 6 32.589.000 1 1.953.000 17 6 1 1.953.000 3 1 SEKRETARIAT
/Penerangan bangunan kantor Kantor DPRD
) ) SEKRETARIAT
4.02.01.2.06.03 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 30 175.360.000 6 21.443.000 6 35.072.000 0 0 0 0 - 0 0 DPRD
) o - SEKRETARIAT
4.02.01.2.06.04 | Penyediaan bahan logistrik kantor Jumlah Aktivitas 30 227.500.000 6 45.626.000 6 45.500.000 1 900.000 17 2 1 900.000 3 0 pS
) SEKRETARIAT
4.02.01.2.06.05 | Penyediaan barang cetakan dan pengada|Jumlah ATK 60 1.429.837.000 6 288.025.050 6 285.967.400 1 42.580.250 17 15 1 42580250 2 3 pS
4.02.01.2.06.06 | eNYediaan bahan bacaan dan Meningkatnya Informasi melalui bahan 30 4.250.000.000 6 999.700.000 6 850.000.000 2 243.000.000 33 29 2 243.000.000 7 6 SEKRETARIAT
peraturan Perundang - Undangan bacaan dan Perundang-undangan DPRD
4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumiah layanan jasa penyediaan 55 2.544.750.000 1 348.536.000 1 508.950.000 3 45.600.000 27 9 3 45.600.000 5 2 SEKRETARIAT
makanan dan minuman DPRD
4.02.01.2.06.09 | PenVelengaraan Rapat Koordinasidan | o1\ o dinai di luar kantor 30 2.250.000.000 6 509.466.018 6 450.000.000 1 14.490.000 17 3 1 14.490.000 3 1 SEKRETARIAT
Konsultasi SKPD DPRD
40201207 |Pengadaan Barang Milik Daerah Persentase pemenuhan prasarana dan 100 1.758.400.000 18 159.640.000 100 351.680.000 0 - ) 0 0 - 0 0 SEKRETARIAT
Penunjang Urusan Pemerintah daerah |prasarana pendukung kinerja DPRD
. ) SEKRETARIAT
4.02.01.2.07.06 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |Jumlah peralatan dan mesin 30 852.550.000 5 113.240.000 6 170.510.000 0 - 0 0 0 - 0 0 oPRD
SEKRETARIAT
4.02.01.2.07.07 |Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tersedianya Perlengkapan Gedung Kanto 30 905.850.000 6 46.400.000 6 181.170.000 0 - 0 0 0 E 0 0 PN
4.02.01.2.08 diaan Jasa jang Urusan fayanan 100 6.381.450.000 20 813.331.439 100 1.276.290.000 17 61.040.551 17 5 17 61.040.551 17 1 SEKRETARIAT
Pemerintah Daerah pendukung DPRD
4.02.01.2.08.02 | e"Yediaan Jasa Komunikasi, Sumber | o oo by aran tagihan 30 2.259.000.000 6 308.388.639 6 451.800.000 1 33.223.551 17 7 1 33.223.551 3 1 SEKRETARIAT
Daya Air dan Listrik DPRD
4.02.01.2.08.03 | PenYediaan Jasa Peralatan dan Tersedianya jasa peralatan dan 30 495.000.000 6 99.000.000 6 99.000.000 1 22.000.000 17 2 1 22.000.000 3 4 SEKRETARIAT
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor DPRD
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa SEKRETARIAT
4.02.01.2.08.04 |Peyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [pelayanan Umum Kantor yang 60 3.627.450.000 5 405.942.800 12 725.490.000 1 5.817.000 8 1 1 5.817.000 2 0 iy
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah .
4.02.01.2.09  [Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase barang milik daerah yang 100 5.094.215.265 15 587.382.438 | 100 1.018.843.053 23 33.700.000 23 3 23 33.700.000 23 1 |SEKRETARIAT
dalam kondisi baik DPRD
|Daerah
Peyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
4.02.01.2.00,01 |Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan | ooy 35 1.082.000.000 6 186.909.130 7 216.400.000 6 28.200.000 86 13 6 28.200.000 17 3 SEKRETARIAT
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas DPRD
Jabatan
4.02.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah gedung kantor 60 2.920.215.265 8 250.163.308 12 584.043.053 0 - 0 0 0 - 0 0 SEKRETARIAT
Kantor dan Bangunan Lainnya DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan SEKRETARIAT
4.02.01.2.09.10 |Prasarana Gedung Kantor atau Jumlah sarana dan prasarana kantor 60 1.092.000.000 9 150.310.000 12 218.400.000 1 5.500.000 8 3 1 5.500.000 2 1 s
Bangunan Lainnya
4.02.01.2.15  |Layanan Keuangan dan Kesejahteraan Di| 7 Ssentase layanan keuangan dan 100 53.342.260.190 20 13.359.646.410 100 10.668.452.038 2 3.132.170.248 2 29 2 3.132.170.248 2 6 SEKRETARIAT
kesejahteraan DPRD DPRD
4.02.01.2.15.01 | Penyelenggaraan Administrasi keuangan |*U™2" Anggota DPRD yang menerima 70 50.301.333.440 14 12.699.889.410 14 10.060.266.688 3 3.132.170.248 21 31 3 3.132.170.248 4 6 SEKRETARIAT
Hak Keuangan DPRD DPRD
4.02.01.2.15.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Dp| U2 Paket Pakaian Dinas dan Atribut 750 1.500.000.000 150 377.550.000 150 300.000.000 0 - 0 0 0 - 0 0 SEKRETARIAT
DPRD vang Disediakan DPRD
) SEKRETARIAT
4.02.01.2.15.03 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD  [Jumlah Anggota DPRD 125 1.540.926.750 25 282.207.000 25 308.185.350 0 - 0 0 0 - 0 0 oPRD
4.02.01.2.16  |Layanan Administrasi DPRD Persentase layanan administrasi DPRD 100 1.494.458.500 20 574.860.000 100 298.891.700 53 39,825.000 53 13 53 39.825.000 53 3 SEKRETARIAT
vang terpenuhi DPRD
Tersedianya rencana kerja tahunan pada SEKRETARIAT
4.02.01.2.16.02 |Fasilitasi Fraksi DPRD setiap alat-alat kelengkapan DPRD 300 332.104.000 60 39.815.000 60 66.420.800 60 - 100 0 60 - 20 0 PN
Provinsi/kab/kota
4.02.01.2.16.03 |Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi| U2 aporan hasil fasilitasi rapat 300 1.162.354.500 60 535.045.000 60 232.470.900 3 39.825.000 5 17 3 39.825.000 1 3 SEKRETARIAT
koordinasi dan konsultasi DPRD DPRD
Tersusun dan Terintegrasinya Program-
program kerja DPRD untuk
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Melaksanakan fungsi Pengawasan, SEKRETARIAT
2 |a.02.02 dangFun siuo:ng U825 | fungsi Pembentukan perda, dan Fungsi 100 38.561.023.075 13 15.883.169.202 100 7.815.834.615 14 2.024.018.300 14 26 14 2.024.018.300 14 5 pS
& anggaran dalam Dokumen Rencana lima
Tahunan (RPJM) maupun Dokumen
Rencana Tahunan (RKPD) (Persen)
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Cakupan pembentukan perfla dan ) 100 2.800.500.000 5 228.604.100 100 560.100.000 0 _ 0 0 ° _ 0 ° SEKRETARIAT
Peraturan DPRD peraturan DPRD yang sesuai regulasi DPRD
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No

Kode

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)

Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun

2026

Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d

Tahun Lalu (2023)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun berjalan yang di i

Realisasi Capaian Kinerja dan

A

(2024)

RKPD yang
(2024)

RKPD (%)

Tingkat Capaian Kinerja
dan Realisasi Anggaran

Realisasi Kinerja dan Anggaran
RKPD s/d Tahun 2024

Tingkat Capaian Kinerja &
Realisasi Anggaran RPJMD
s/d Tahun 2024 (%)

Perangkat
Daerah
Penanggung
Jawab

(1)

2)

(3)

@)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9= 8/7+100%)

10= 6+8)

{11=10/5*100%)

i)

Rp

Rp

Rp

K

i)

Rp

K

Rp

(12)

(13)

4.02.02.2.01.01

Penyusunan dan pembahasan program
pembentukan peraturan daerah

Tersusunya dan terintergrasinya
program-program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi
pembentukan perda, dan fungsi
anggaran dalam dokumen rencana lima
(RPJM) maupun dokumen rencana
Tahunan (RKPD).

81.677.250

16.335.450

SEKRETARIAT
DPRD

4.02.02.2.01.02

Pembahansan Rancangan Perda

Tersusunya dan terintergrasinya
program-program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi|
pembentukan perda, dan fungsi
anggaran dalam dokumen rencana lima
(RPJM) maupun dokumen rencana
Tahunan (RKPD).

2.800.500.000

228.604.100

560.100.000

SEKRETARIAT
DPRD

4.02.02.2.02

Pembahasan Kebijakan Anggaran

Persentase layanan administrasi DPRD
vang terpenuhi

100

2.159.865.000

20

431.391.000

100

431.973.000

SEKRETARIAT
DPRD

4.02.02.2.02.01

Pembahasan KUA dan PPAS

Tersusunya dan terintergrasinya
program-program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi|
pembentukan perda, dan fungsi
anggaran dalam dokumen rencana lima
(RPJM) maupun dokumen rencana
Tahunan (RKPD).

314.490.000

62.811.000

62.898.000

SEKRETARIAT
DPRD

4.02.02.2.02.02

Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS

Tersusunya dan terintergrasinya
program-program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi
pembentukan perda, dan fungsi
anggaran dalam dokumen rencana lima
(RPJM) maupun dokumen rencana
Tahunan (RKPD).

314.490.000

62.811.000

62.898.000

SEKRETARIAT
DPRD

4.02.02.2.02.03

Pembahasan APBD

Tersusunya dan terintergrasinya
program-program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi
pembentukan perda, dan fungsi
anggaran dalam dokumen rencana lima
(RPJM) maupun dokumen rencana
Tahunan (RKPD).

456.430.000

91.171.000

91.286.000

SEKRETARIAT
DPRD

4.02.02.2.02.04

Pembahasan APBD Perubahan

Tersusunya dan terintergrasinya
program-program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi|
pembentukan perda, dan fungsi
anggaran dalam dokumen rencana lima
(RPJM) maupun dokumen rencana
Tahunan (RKPD).

456.430.000

91.178.000

91.286.000

SEKRETARIAT
DPRD

4.02.02.2.02.06

Per j APBD

Tersusunya dan terintergrasinya
program-program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi

perda, dan fungsi
anggaran dalam dokumen rencana lima
(RPJM) maupun dokumen rencana
Tahunan (RKPD).

45

618.025.000

123.420.000

123.605.000

SEKRETARIAT
DPRD

4.02.02.2.03

Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan

Tersusun dan terintegrasinya program-
program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi
pembentukan perda, dan fungsi
anggaran dalam dokumen Rencana lima
tahunan (RPJM) Maupun Dokumen
Rencana Tahunan (RKPD)

100

518.150.000

20.676.000

100

103.630.000

60

61.529.000 60

60

61.529.000

60

12

SEKRETARIAT
DPRD

4.02.02.2.03.01

Pengawasan urusan pemerintahan
bidang pemerintahan dan hukum

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Urusan Pemerintahan Bidang
Pemerintahan dan Hukum

4.02.02.2.03.02

Pengawasan urusan pemerintahan
bidang infrastruktur

103.630.000

20.676.000

10

20.726.000

SEKRETARIAT
DPRD

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Urusan Pemerintahan Bidang
Infrastruktur

103.630.000

10

20.726.000

10

20.524.000 100

20.524.000

20

20

SEKRETARIAT
DPRD

4.02.02.2.03.03

Pengawasan urusan pemerintahan
bidang kesejahteraan rakyat

Jumlah Laporan Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang Kesejahteraan
Rakyat

103.630.000

10

20.726.000

10

20.524.000 100

20.524.000

20

20

SEKRETARIAT
DPRD

4.02.02.2.03.04

Pengawasan urusan pemerintahan
bidang perekonomian

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Urusan Pemerintahan Bidang
Perekonomian

103.630.000

20.726.000

10

20.481.000 100

20.481.000

20

20

SEKRETARIAT
DPRD
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o Tingkat Capaian Kinerja & | Ferangkat
Realisasi Kinerja dan Anggaran | | "% P2 %0 0EE | paeran
RKPD s/d Tahun 2024 B8 Penanggung | <

Jawab

Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja
Tahun berjalan yang di i A RKPD yang Di i dan Realisasi Anggaran
(2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%)

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ |Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d
Daerah dan Program/ Kegiatan Kegiatan (output) 2026 Tahun Lalu (2023)

Kode

(5) (6) (7) (8) (9= 8/7*100%) 10= 6+8) (11=10/5*100%)

@ 3) (a)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

(12) (13)

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
Pengawasan urusan pemerintahan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber 50 103.630.000 0 ~ 10 20.726.000 0 ~ 0 0 0 R 0 0 SEKRETARIAT

4.02.02.2.03.05
bidang sumber daya alam Daya Alam DPRD

Persentase layanan peningkatan 100 7.601.350.000 13 2.716.059.003 100 1.520.270.000 6 106.794.000 6 7 6 106.794.000 6 1 SEKRETARIAT

4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
e P kapasitas DPRD DPRD

Tersusunya dan terintergrasinya
program-program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi|
4.02.02.2.04.02 [Pendalaman Tugas DPRD pembentukan perda, dan fungsi 25 5.250.000.000 5 2.442.082.753 5 1.050.000.000 1 106.794.000 20 10 1 106.794.000 4 2
anggaran dalam dokumen rencana lima
(RPJM) maupun dokumen rencana
Tahunan (RKPD).

SEKRETARIAT
DPRD

Tersusunya dan terintergrasinya
program-program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi
4.02.02.2.04.04 yediaan Pakar dan Tim Ahlilpembentukan perda, dan fungsi 30 975.000.000 0 - 6 195.000.000 0 - 0 0 0 - 0 0
anggaran dalam dokumen rencana lima
(RPJM) maupun dokumen rencana
Tahunan (RKPD).

SEKRETARIAT
DPRD

Tersusunya dan terintergrasinya
program-program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi
4.02.02.2.04.05 |Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi pembentukan perda, dan fungsi 30 1.376.350.000 6 273.976.250 6 275.270.000 0 - 0 0 0 - 0 0
anggaran dalam dokumen rencana lima
(RPJM) maupun dokumen rencana
Tahunan (RKPD).

SEKRETARIAT
DPRD

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi SEKRETARIAT

4.02.02.2.05 Cakupan pokir yang terealisasi 100 4.585.763.750 18 976.139.500 100 917.152.750 3 26.035.000 3 3 3 26.035.000 3 1
Masyarakat DPRD

Tersusunya dan terintergrasinya
program=program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi|
4.02.02.2.05.01 |Kunjungan Kerja Dalam Daerah pembentukan perda, dan fungsi 180 1.150.000.000 32 278.177.500 36 230.000.000 0 - 0 0 0 - 0 0
anggaran dalam dokumen rencana lima
(RPJM) maupun dokumen rencana
Tahunan (RKPD).

SEKRETARIAT
DPRD

Tersusunya dan terintergrasinya
program=program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi
4.02.02.2.05.02 | Penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD  |pembentukan perda, dan fungsi 5 135.763.750 1 27.152.750 1 26.035.000 100 1 20
anggaran dalam dokumen rencana lima
(RPJM) maupun dokumen rencana
Tahunan (RKPD).

SEKRETARIAT
DPRD

Tersusunya dan terintergrasinya
program-program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi
4.02.02.2.05.03 | Pelaksanaan Reses pembentukan perda, dan fungsi 15 3.300.000.000 3 697.962.000 3 660.000.000 0 - 0 0 0 - 0 0
anggaran dalam dokumen rencana lima
(RPJM) maupun dokumen rencana
Tahunan (RKPD).

SEKRETARIAT
DPRD

Terintergrasinya program-program
DPRD untuk melaksanakan fungsi
pengawasan, pembentukan perda dan 100 21.413.544.325 20 11.510.299.599 100 4.282.708.865 18 1.829.660.300 18 a3 18 1.829.660.300 18 9 SEKRETARIAT
anggaran kedalam dokumen DPRD
perencanaan dan dokumen anggaran
Setwan DPRD.

4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD

Tersusunya dan terintergrasinya
program-program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi|
4.02.02.2.08.01 |Koordinasi dan i Ty perda, dan fungsi 140 21.113.544.325 28 11.451.139.599 28 4.222.708.865 4 1.819.660.300 14 43 4 1.819.660.300 3 9
anggaran dalam dokumen rencana lima
(RPJM) maupun dokumen rencana
Tahunan (RKPD).

SEKRETARIAT
DPRD

Tersusunya dan terintergrasinya
program-program kerja DPRD untuk
melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi
4.02.02.2.08.03 |Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyi| pembentukan perda, dan fungsi 60 300.000.000 12 59.160.000 12 60.000.000 3 10.000.000 25 17 3 10.000.000 5 3
anggaran dalam dokumen rencana lima
(RPJM) maupun dokumen rencana
Tahunan (RKPD).

SEKRETARIAT
DPRD

05.01 Perencanaan 100% 50.575.576.691 5.852.139.800 910.923.688

da
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- TS ) e - A Perangkat
o o o Target Kinerja dan Anggaran RKPD |  Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Capaian Kinerja o Tingkat Capaian Kinerja &
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ | Capaian Kinerja RPIMD pada Tahun | Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d ; : ’ -2pal Realisasi Kinerja dan Anggaran At Daerah
No Kode b. h dan P Kegl Kegl 2026 Tahun Lalu (2023) Tahun berjalan yang A RKPD yang dan Realisasi Anggaran RKPD 5/d Tahun 2024 Realisasi Anggaran RPJMD s Ket.
aerah dan Program/ Kegiatan egiatan (output) (2024) (2024) RKPD (%) s/d Tahun 2024 (%) er;angg:ng
awal
[B] G] 4] ) (9= 8/7°100%) 10 6+8) {11-10/57100%)
(1) ) (3) @) (12) (13)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 |o0s.0n01 Program Penunjang Urusan ; Cakupan Pemenuhan Penunjang Kinerja 90% 18.959.936.687 ED) 7.380.928.474 90 3.920.420.800 #DIV/0! 707.337.678 #DIV/0! 18,04 #DIV/0! 707.337.678 | #DIV/0! 37
Daerah gkat Daerah da
Perencanaan, Penganggaran, dan persentase dokumen perencanaan Bappelitban;
05.01.01.2.01 naan, Penganggaran, penganggran dan evaluasi kinerja 100 183.013.000 100 57.386.600 100 24.900.000 50,00 18.120.000 50,00 72,77 50,00 18.120.000 50 9,90 PP e
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah da
perangkat daerah tepat waktu
05.01.01.2.01.0 | Penyusunan Dokumen Perencanaan |, 1 dokumen renja 10 31.310.000 4 8.050.600 2 7.400.000 1 5.500.000 50,00 74,32 1 5.500.000 10 17,57
1 Perangkat Daerah da
i;:’g;":;' dan Penyusunan Dokumen ;. 111y gokumen RKA-SKPD 5 19.156.000 2 8.212.000 1 2.500.000 05 1.680.000 50,00 67,20 05 1.680.000 10 877 |,
= a
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen |y 1 ok umen perubahan RKA-SKPD 5 18.524.000 2 8.212.000 1 2.500.000 05 1.680.000 50,00 67,20 05 1.680.000 10 9,07
Perubahan RKA-SKPD da
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |jumlah dokumen DPA-SKPD 5 24.976.000 2 8.212.000 2 2.500.000 1 1.680.000 50,00 67,20 1 1.680.000 20 6,73 da
g‘;i’::‘:;' dan Penyusunan Perubahan |, 1 4okumen perubahan DPA-SKPD 5 24.800.000 2 8.212.000 1 2.500.000 05 1.680.000 50,00 67,20 05 1.680.000 10 6,77 ::P"e"“""“g
Koordinasi dan Penyusunaan Laporan | -t S
5.01.01.2.01.06 |Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | P P g 10 40.122.000 4 8.304.000 1 5.000.000 05 4.100.000 50,00 82,00 05 4.100.000 5 1022
Apac Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD da
[Kineria SKPD
5.01.01.2.01.07 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan LAKIP SKPD 5 24.125.000 2 8.184.000 1 2.500.000 05 1.800.000 50,00 72,00 05 1.800.000 10 ZC
Administrasi Keuangan Perangkat Bappelitbang
soLo1202  [Com 100% 13.718.695.570 100 4347.553.156 100 3.048.639.800 60,29 551.320.478 60,29 1808 | 60,2941176 551320478 | 602041176 | 402 |
5.01.01.2.02.01 | Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN #“T_'::g:i‘y:"N:" Pembayaran Gaji dan 70 13.626.433.570 28 4.319.479.956 14 3.043.139.800 4 547.030.478 28,57 17,98 4 547.030.478 | 5,71428571 s01 [
unis
5.01.01.2.02,05 | O0rdinasi dan Penyusunan Laporan | oo o 5 27.580.000 2 8.260.400 1 2.500.000 0 1.900.000 0,00 76,00 0 1.900.000 0 6,89
Keuangan Akhir Tahun SKPD da
Koordinasi dan Penyusunan Laporan | ‘ ol panpelithan
5.01.01.2.05.09| Keuangan umiah Laporan Relngan Sulanan 90 37.412.000 36 11.668.400 18 2.000.000 16 1.830.000 88,89 91,50 16 1.830.000 | 17,7777778 4,89 ppelitbang
) /Triuwan /Semester SKPD da
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
5.01.01.2.02,08 | FenYusunan Pelaporan dan Analisis Jumlah Laporan Analisis Prognosis 5 27.270.000 2 8.144.400 1 1.000.000 05 560.000 50,00 56,00 05 560.000 10 2,05
Prognosis Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran SKPD da
50101205 | & Bk Aparatur yang Berkinerja 100% 285.000.000 100 158.846.500 100 50.000.000 100 50.000.000 100,00 100,00 100 50.000.000 100 1754 |
aeral ai a
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Seragam Olahraga 50 125.000.000 0 - 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 Bappelitbang
Atribut Kelengkapannya da
5.01.01.2.05,09| Fendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumiah Pegawai Yang Mengikuti 30 200.000.000 2 158.846.500 19 50.000.000 19 50.000.000 100,00 100,00 19 50.000.000 | 63,3333333 [ 25,00
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Peningkatan Kapasitas da
5.01.01.2.06 |Administrasi Umum gkat Daerah  Sarana dan 100% 2.544.473.117 200 1.217.369.175 100 576.671.000 25,00 74.897.200 25,00 12,99 25 74.897.200 25 2,94
Prasarana Pendukung Kinerja da
5.01.01.2.06.04 |Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Aktfitas 5 159.661.457 2 49.982.000 1 25.000.000] 1 25.000.000] 100,00 100,00 1 25.000.000 20 15,66 da
5.01.01.2.06 .05| ""Yediaan Barang Cetakan dan Jumlah ATK 60 752.490.057 24 243.592.000 12 108.671.000 3 3.000.000] 25,00 2,76 3 3.000.000 5 0,40
Penggandaan da
501 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah SKHU 60 428.484.421 2 180.000.000 12 132.000.000) 3 9.000.000( 25,00 6,82 3 9.000.000 5 2,10
01.2.06.06 __|Peraturan Perundang-undangan da
o Jumlah Layanan Jasa Penyediaan Makan Bappelitbang
5.01.01.2.06.08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu e 55 56.111.055 2 22.000.000 1 11.000.000 2 2000000 18,18 18,18 2 2000000 | 364 356 o
inu
5.01.01.2.06.09 | FCnYelensgaraan Rapat Koordinasi dan -\ 1 0o dinagi Diluar Kantor 60 1.147.726.127 2% 721.795.175 12 300.000.000 3 35.897.200| 25,00 11,97 3 35.897.200 5 3,13
Konsultasi SKPD da
5.01.01. 207 | engadaan Barang Milik Daerah Persentase Pemenuhan Prasarana dan 100% 34.000.000 200 830.518.000 100 75.000.000 100 0 100,00 0,00 100 -| 10000 0,00
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Prasarana Pendukung kinerja da
5.01.01.2.07.07 Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap 30 34.000.000 18 830.518.000 6 75.000.000| 0 o 000 0,00 0 - 0 0,00 ::p"e"'ba“g
5.01.01.2.08 diaan Jasa jang Urusan Layanan 100% 1.424.995.000 200 475.000.000 100 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -| #oiv/or 0,00
Pemerintahan Daerah Pendukung da
5.01.01.2.08,03| FenYediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Bangunan Dan Kendaraan Dinas 34 1.250.000.000 8 475.000.000 0 0 #DIV/0! #DIV/O! 0 - 0,00 0,00
Perlengkapan Kantor da
Pemeliharaan Barang Milik Daerah ersentase Barang Milik Daerah Yan Bappelitban
5.01.01.2.09 |Penunjang Urusan Pemerintahan e i o e 100% 769.760.000 200 303.255.043 100 145.210.000 476 13.000.000 4,76 895 | 476190476 13.000.000 | 476190476 | 169 [P e
Daerah e
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
5.01.01.2.00,01 |Pemelineraan, dan Pajak Kendaraan 4o aan 2 709.110.000 10 292.235.083 5 133850000 1 13.000000[ 20,00 9,71 1 13.000.000 4 183
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas da
Jabatan
feme"haraa" Peralatan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin 20 60.650.000 6 11.020.000 16 11.360.000 0 of o000 0,00 0 - 0 000 |
ainnya la
Program Perencanaan, Pengendalian Cakupan Konsistensi Dokumen
5.01.02 8 "  Peng Perencanaan terhadap Dokumen 100% 15.939.179.519 200 2.488.188.812 100 | 1.239.361.000 100 | 1